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ABSTRAK

Pangalila, Ferlansivs. “Resosialisasi Scbagat Tujuan Pemidansan (Pembaruan
Pemidanaan Di Indonesia Dalam Perspektif Ulilitarianisme)”. Tesis, Magister,
Fakuitas Hukum Universitas Indonesia, 2009 : xii + 231 halaman, bibliografi 109
{1970-2009).

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif. Yang menjadi permasalahan adalah apa dasar dan manfaat resosialisasi
sebagai tujuan pemidansan di Indonesia? Bagl masyarakat, kejahatan merupakan
tindakan yang secara moral tak dapat dibenarkan, schingga sefiap anggoia
masyarakat barus bertindak sebapgaimana agen moral yang berfindak dalam
koridor norma-norma moral yang berlaku. Pemerintah sebagal pemegang peran
utama dalem uszha penangpulangan kejahatan tidak boleh tidak sesuai dengan
tujuan Megars Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makomr
berdasarkan Pancasile  Penanggulangan kejabatan dengan ditetapkan dan
diberlakukannya sistem pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat
Indonesia. Dilain pihsk, pelaku kejahatan juga merupakan bagian dad masyarakat
Indonesia sehingga dia juga memiliki hak untuk dilindungi oleh Negara. Dengan
demikian Pemidansan harus diatwr dao dijalankan sedemikiam rupa isnps
mengurangi tujuan dari hukum pidana it sendiri. Sistem Pemidanaan merupakan
bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai upaya dalam melindungi
masyarakat umumnya dan pelaku kejahatan khususnya Dalam prakiek selama ini,
Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Lembaga Pemasyarakatan yang
pada intinya sebagei suatu proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku kejahatan,
Sistem Pemasyarakatan merupekan staty konsep yang dircnmuskan sebagai suatu
metode wntak mengubah narapidana menjadi orang yang dapat berguna dalam
masyarakat depgan potensi-potensi yang ada dalam dirl merska sendiri.
Magyarakat dilibatkan dalam pembinaan inj, sehingga masyarakat mau menerima
narapidana int kedatam Hngkunpan sosialnya. Seorang narapidana dapat kembali
ke tengab-tengah masyarakat dan menunjukan prilake yang berdasarkan meoral
dianggap baik sehingga dia dapat diterima kembali dan hidup normal ditengah-
tengah masyarakat, dengan demikian kebahagiaan sosial dapat diwujudkan.
Sistern Pemidanaan sebagal suatu Kebijakan haruslabh bertujuan sebagai proses
resosialisasi pelaku kejahatan. Dasar Resosialisasi adalah moral, yakni apa yang
baik bagi masyarakat, karena bermanfaat untuk semakin meningkatnya
kebahagiaan sosial,

Kata kunei :
Uiilitarianisme, moral, pemidanaan, resosialisasi, kebahagiaan sosial
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ABSTRACT

Pangalila, Ferlansius, *Resocialisation as the Goal of Sentencing (the Renovation
of the Sentencing in Yudonesia in the Perspective of Utilitarianism).,” Thesis,
Magister, Faculty of Law of the University of Indonesia, 2009: xii + 231 pages,
bibliography 109 (1970-2009).

The method used in this research is normative law research method. The
question here is what are the reasons and the benefits of resocialisation (training fo
be social or 1o be fit member of society) as the goal of sentencing in Indonesia?
For peopls, crime is a morally onjustified action. Thus, each member of the
society should act as a moral agent who behaves in the corridor of effective
norms. As the institution which has the key role in fighting crimes, the
government must work in Hine with the aim of the state that is the realizalion of 2
jost and prosperous society based on Pancasila To fight the crimes, the
government has stipulated and imposed the sentencing system which zims to
protect Indonesian people. In other sides, the criminals, who also part of
Indonesian socicty, have the righis to have state’s protection. The sentencing,
therefore, must be formulated and implemented without reducing the goal of the
criminal law, The sentencing system is a part of the policy to combat ¢rimes in
order to protect the society, especially the criminals. So far, Indonesian
government has carded out a correctional institution system which is basically
serves as a rehabilitation or resocialisation process for the criminals. Correctional
systern is a concept forranlated as a method to change, correct or modify the
potencies of a prisoner to be useful for the society. Becauss the society is
involving in that guidance, the pnisoner could come back and live normally in the
society. The society welcome them well due 1o good morals a former prisoner
reflects in social life. As a policy, the senfencing system should resocialize the
erimnipals. To improve social happiness, resocialisation must base on morals or
what is good for the society.

Key words ¢
Utilitanianism, moral, sentencing, social happiness
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BAB 1

PENDAHULUAN

“Hulaem pidana hendaknya dipertahankan scbagai salah satu sarana
untuk sociel defence dakan arti melindungi masyarakat terhadap
kejshatan demgan wmemperbatki  atau  memulihkan  kembali
{rchabilitast) si pemabust 1tanpas mepgurangt keseimbanpan
kepentingan perorangun (pembuat) dan masyarakat”,’

11  Latar Belakang

Pemidanaan dalam perspektif utilitarianisme merupakan konsep filsafat
hukum pidana yang menjadi kerangka teori dalam tulisan ind karena masalahnya
sangat up to date dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan hnkum pidana
itu sendiri, Selam itu, akan menjadi salah satu masukan yang baik untuk
pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnye mengenat
permidanazn sebagaimana seharusnya selalu mengalami perubahan ke arah yang
lebil baik.

Pada prinsipnya hukum merpakan aturan hidap dalam masyaraiat, yang
bertujuan umtuk mencapal kebaikan umum stau kebahagisan sosial. Ketika
sekelompok orang mempunyai tujtan maka mereka memeriukan aturan untok
mencapai  tjuan tersebut, dalam mepemtukan atoran mereka perlu untok
melakukan kesepakatan atau konsensus. Konsensus mengenai aturan bersama
tersebui meropakan hukum yang berlaku dan menjamin akan proses pencapaian
fujuan bersama vakni kepentingan bersama. Konsensus ini dapat dilibat dalam
berbagai bentuk antara lain budaya, agama, adat istiadat dan kebiasaan.
Konsensus tidak selamanya secara fisik dimana terjadinya perbincangan dan
perdebatan sern tiap-tiap manusia secars face fo face mengenal noma yang pantas
dan berlaku untuk tiap-tiap orang itn, fetapi svatu keadsan dimana manusia

' BPHN, Seminar Knminologi ke-3 diselenggarakan di Semarang, 1978, Bina
Cipta, Jakarta, 1977, him 77. Lihat juga didslam Muladi dan Barda Nawawi Aref, Teor-
Teori dan Kebijakan Pidena, Alumni, Bandung, 1884, him 85
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berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia yang secara kodrat dengan
sadar menyetuini apa yang baik bagi setiap orang

...ia adalah peraturan-peraturan hidup, yang oleh tiaptiap orang
diwujudkan dalam hidup sehari-hari, acapkali dengan fidak disadarinya...
dalam kesadaran bangsa dan diiakukan oleh tiap-tiap individu, dengan
tidak usah dipertanggungjawabkan.?

Praktek hukum dewasa ini adalah lahir dan wojud dari pemikiran-
pemikiran yang mernpakan teori<teori hukum yang terus mengalami perubahan
berdssarksn perubahan masyarakat. Teori dan prakick halczm adalah dus hal yang
identik namun sering berjalan diatas rel yang berbeda. Praktek kadang beralan
tidak sejajar dengan teorinya, dan teori seringkali menjadi suaty utopia dalam
realitas praksis. Namun baik teort maupun praktek hukum selalu dan semestinya
berhubungan dengan keadilan, ketertiban dan bahkan kesejahteraan umum.
| Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak
diwujudkan oleh hukom *

Hukum hidup dalam masyarakat dan masyarakat hidup dalam hulom
memiliki paradoks yang sangat penting jika difthat dalam konteks positivisme
yuridis, dimana perkembangan masyarakat melaju dengan pesat malah hukum
dalam arti hulom  positif mengalami pembaruan vang sangat lambat

¢ Bandingkan dengan pendapat John Rawis mengenai Teori Posisé Asli {Original

Pasition). Rawls tertarik pada teori kontrak seperti yang dikemukakan oleh Locks,
Rousseau, dan Kanat. Bia mengembangkan teori keadilan yany telah dikemukakan oleh
kaum utiitarianisme. Teor keadilan yang dikembangkan oleh Rawls ini dikenal dengan
Teor Posist Asli (Orginal Position). Posisi’ Asli yang diffiaksud adalah keazdaan dimana
manusia berhadapan dengan manusia Izin sebagai manusia. Posist Asli int sifatnya
hipotesis atau ikl sebagal abstreksi dan keyakinan efis masing-masing yang harus
dilandast kejujuran. Meiaiul posisi asit ini orang akan dapat mencapal persetujuan asfi
{original agreement} tenfang prinsipprinsip keadilan yang menyangkut psmbagian hasil
hidup bersama. Keadilan yang dihasiikan dilanggap! sebagni suaty kejujuran menusia
s&zh&gai manusia suatu penditian yang tidek dipengarubi periimbangen-pertimbangan
sampingan yang mengeiabyi mala. Ureian dialas dapat diihat dalam Theo Hufbers,
Fifsafat Hukam Dalam Lintasan Sefarah, Kanisius, Yokyakarta, 1885, him 187

* L.J. Van Apeldoom, Pengantar i Hukurr, P Pradnya Paramita, Jakarta, 1996,
him 22

4 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historls, Penerbit Nuansa dan
Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004, him 239. Theo Huijbers berpendapat bahwa
hukum iglah jus atau Reechi Bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang
beriertangan dengan pringip-prinsip Keadiian, maka hukurn ity tidak bersifat normatif 1agi,
dan sebenarnya tidak dapat disebt hukum lagl. Undang-ufidang Hanya hokum, bila adil.
Dengan kata teknis! adil merupakan unsur konstihrif segala pengertisn tentang hukum,
Theo Hulibers, Fisafat Hukum, Kanisius, Yokyakarta, 1991, him 89
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Menyelaraskan hukum denpan perkembangan masyarakat mengalami benturan-
benturan yang bersifat sosial, ideclogi dan filosofis. Tindakan baru menjadi
perdebatan dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus perdebatan ideologi dan
filosofis yang bersifat konseptual sebagal dasar pembenaran ateu penolakan
tindakan tersebut. Perkembangan masyarakat ini membawa akibat dipertanyakan
kembali kopsensus nomma yang ada, apakah masib sah sehagal pagar dan
jernbatan dalarn pergsulan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali
didabului oleh tindakan anti sosial yang secara emosional dinjlai schagai sesnam
yang tidak bersifat umum, menimbulkan gangguan sosial. Tindaklan ini
mengancam norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan ketersturan
sosial, dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial.” Tindakan ini menjadi
masalab kemanusiaan dan maseleh sosial.® Akhimys tindakan ini oleh masyarakat
bisa discpakati sebagai kejahatan dalam tataran etis atau moral dan belum dalam
arli fegal positive.

Perkembangan masyarakat membawa dampak pada perkembangan hukum,
sebagaimana diketahui bahwa dalam pertumbuhan masyarakat kejahatanpun
tumbuh sebagai parasit yang tidak mudsh dan tidak mungkin diberantas habis.
Kejahatan merupakan sumber penderitaan manusia, yang teizh menjadi bagian tak
terpisabkan dalam sejarah manusia. Setiap kempenen masyarakat membenci
kejahatan tetapi kejahatan selalu terwujud dan berkembang dari bagian komponen
masyarakat fersebut. Kejahatan memang terjadi dimana-mana, pada setiap waldua,
dan menyentuh segala lapisan masyarakat, deri segi pelaku maupun korbannya.”
Bahkan secara sosiologis kejahatan merupakan suate prilaku manusia yang
diciptakan oleh masyarakat.®

* Dioko Prakeso, Masalah Pemberian Pidsna Dalam Teori dan Praktek Peradilan,
Ghaila indonesia, Jakaria, 1884, him 31

® bid, merupakan pendapat deri Marc Argeal dalam Sociaf Defence, London, 18685,
him 88

7 Harigistiti Harkdsnowa, Rekonsiruksi Konsep Pemidenaan | Susty Gugatan
Terhadep Proses Legislasi dan Pemidanaan di indonesia, Pidato Pengukohan Gup
Besar, Universitas Indonesia Tahun 2003, him 3

* Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulva, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004
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Perkembangan masyarakat menjadi  lahan  subur  berkembangnya
keanekaragaman baru darl kejahatan sebagal hesil perkawinan silang berbagai
jenis kejahatan vang telah ada dengan berbagai macam cara {operandi) dalam
laboratorium masyarakat itu sendiri. Penipuan dengan menggunakan hand phone,
pembunuhan dengan racun grsenic, pembobolan bank dengan credit card palsu,
eyber crime dan lain sebagainya, menjadi bukii adanya berbagai macam tindakan
anti sosial barn dalam era globalisasi. Namun dilain pihak hukum positif yang
masih dipercaya sebagal jaminan terhadap kepentingan masyarakat terkesan tak
mampy menjerat para pelaku kejahatan baru tersebut karena masalab formalisasi
dan validitas hukum yang berbelit, rumit dan lambat.

Tindakan antl sosial baru ini sebagai kejahatan dalam tataran moral
menjadi masalah sosial yang seakan terus menimpa dikala kejahatan tradisional
lainnys mengalami modernisasi. Money lqundring, illegal trading, ilegal logging,
Hegol mining, trafficking, narkobs, dan tak ketinggalan korupsi adalsh antara lain
masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, vang seakan tak pernah selesal,
maszlali sosial ini merupakan The Social Qldest Problems.”

Dalam sejarah masyarakat ferdapat berbagai macam usaha untuk
menyelesaikan masalah sosial ind. Salah sate usaha adalah dengan menggunakan
hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.'® Oleh karena itn hukum
pidana disebut scbagai hukom “sankst” istimewa, sanksi disini dalom arti
ancaman ;

Bagi pelanggaran terhadap hukum yang telah ada (existing laws).
2 Yang berbeda dengan sanksi lainnya (sanksi administrasi, sanksi perdata, dil).
3. (seharusnya) Bersifat tegas, non-diskriminatif, non-multi interpretable.

Sudarto berpendapat bahwa delam menghadapi masalah kejshatan harus

memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut -

a. Tujuan pengpunaan bukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional yaitn mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil

“ Benediet 8, Alper, Changing Convept of Crime and Criminal Policy, UNAFE! No.
611 9?‘3} him 88
DJOKO Prakeso, 8.H., Op. Cit, him 31
1 Harkristut Hamnsnowo Pengaturon Mengenai Sanksi Pidana Datam R-KUHP
Dalam Pefsp&kﬂf Ham, dalam Komnas HAM & all, Catatan Seminar, Pembaruan KUHP :
Meninjau kembali hentiuk-bantuk huliman dalam ﬁ?UL}-KUHP, Bandung, 2005, him 57
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dan spirituiil berdesarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka
{penggunaan} hukem pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan
mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan ite sendid, demi
kesejahteraan dan penpgayoman masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangl dengan
hulkum pidana haros merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”™, yaitu
perbuatan yang mendatangkan kerugian {meteriil dao spirituiil) atas warga
masyarakat.

¢. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip “biaya dan
hasil”

d. Penpgunsan hukurm pidana harus pule memperhatikan kapssiias alau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai
ada kelampauan beban tugas (overbelasting).”

Adanya peranan pemerintah untuk menentukan validitas peratursn pidana
secara formal dan mengikat terhadap seluruh warga masyarakat, dengan kata lain
hukum pidana itu harus tertulis. Kepastian hukam diperhukan agar tidak terjadinya
kesewenang-wepangan dan pelanggaran bak asesi manusia. Berdasarken alasan
tersebut maka sangat pentinglah asas legalitas tetap diperishankan dalam sistem
hukum pidana di Indonesia. Walaupun hukom pidana haoya mempunyai fangst
subsidier," artinya bahwa hukum pidana digunakan terakhir apabila upaya-upaya
Idin untuk melindungt masyarakat dari kejahatan Kurang memadal.

Sejak awal bangsa Indonesia melalui hukum pidananya menentukan
perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang tebu stau pantang, serta
ancaman pidananya apabila laranpan-larangan itu dilanggar, yaog fujuannya agar
bangsa Indonesia ke arah masyarakat sosialis Indonesia, yang adil dan makmur,
berdasarkan Pancasila.*®

Muljatno memberikan pengertian hukum pidana adalahi bagian dan
kesclurphan hukum yang berlaku di sustn negara vang mengadakan dasar-dasar
dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi siapa vang melanggar larangan tersebut.

% sudarto, Mukum den Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hirn 44-48

R ibid, him 180

* Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana indonesia, Bina Alsara, Jakarta,
1085, him 12
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Z. Menentukan kapan den dalam hal-hal apa kepada mereka vyang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dapat dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagairana pengenaan pidana ity dapat tiliaksanakan
apabila ada orang yang telah diasangka melanggar larangan tersebut’

Untuk menentukan hal-hal tersebut tentunya ada proses legislasi.
Kebijakan hukum pidana juga bagian dari proses legistasi. Kebjjakan hukum
pidana memiliki tujuan ontuk mencapai kebahagiaan sosial atau kesgjahieraan
s, Dengan demikian hukum pidana scbagal upaya penanggulangan kejzhatan
memiliki hubungannys dengan masalah kebijakan. Dalam rangka kepastian
hukum rmaka usaha ini baras dalam bidang kebijakan bukum untuk menetapkan
konsensus dalam konteks hukum pidana kedalam bukum positif.

Kebijakan hukum pidana atau politik kriminal merupakan bagian dari
politik hukum. Menurut Sudarto, politik hukum ialah :

1. Usghs untuk mewujudkan ;:&aramxanwpemmran yvang baik sesuai dengen
keadaan dan situasi pada suatu waktn;'®

2. Kebijakan dari pegarz melalui  badan-badan yang berwenang unfuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa
digunakan unfuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat
dan untuk mencapai apa yang dicita~citakan.

Di bagian lain, Sudarto mengemukakan tiga pengertian kebijakan kriminal,
vakni :

a. Dalam axti sempit, jalah kesehmruhan asas dan metode yang meunjadi
dasar dari reaksi ferhadap pelangearan hukum yang berupa pidana;

b, Dalam arti luas, ialah keseluruhan funpsi dari aparatur penegak hukom,
termasuk di dalamnya cara kerja dard pengadilan dan polist; dan

¢. ialam arti paling luas {yang beliau ambil dan Jorgen Jepsen), iaah
kescluruhan kebijakan, yang ditakukan melalui perundsng-undangan
dan badan-badan resmi, yan yang, bertujuan untuk menegakan norma-
norma sentral dan masyarakat,

Salah satu point penting dalam hukum pidana adalah masalah pemidanaan.
Pemidanaan sebagai tindakan yang secara sadar dilakukan oleh negara terhadap

¥ Mosljotno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarts, 2002, him 1

' sudarto, Op. G, him 158

7 Dapat ditihat dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Penyvusunan Rancangan KUHFP Bary, Kencana, Jakarta, 2008, him 1. Lihat juga,
Sudarte, hid, him 181, Lihat juga Sudarto, Kapikts Selokta Hukum Pidana, Alumni
Bandung, 1958, hm 113-114
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terpidana, agar terpidana mengalami penderitaan menjadi hal yang sangat menartk
untuk disimak, Bahayanya adalah pemidanaan seringkali menjadi alat legitimasi
kelkuasaan negara terhadap warga negara,

Di Indonesia berlaku hukum pidana yang bersumber dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUJHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
dikenal dengan istilah pidana khusus atau huknum pidana yang ada diluar KUHP.

KUHP yang berlaku di Indonesia sebagian besar merupakan terjemahan
dari wethoek van strafrecht buatan Belanda tahun 1811. Dalam dua dekade
terakhir ini terjadi upaya untuk menggantikannya dengan suatu sistem KUHP
produk asti Indonesia. Hal ini menjadi sangat menarik karena dalam wakiu
tersebut, bakat KUHP buatan Indonesia itu masih tetap dalam bentuk rancangan.
Tetapl mungkin juga dikarenakan pada proses yang betul-betul serius sehingga
akan menghasilkan produk KUHP yang bepar-benar bagus dan menjamin akan
rasa adil bagi setiap komponen masyarakat Tndonesia dan terlebih bertgjuan untuk
kesejahteran umurn bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Dalam Pasal 10 KUHP'® terdapat jenis-jeriis Pemidanaan yaitu ¢

1. Pidana Pokok
a. Pidana Mat
b. Pidana Penjara
1} Seumnu Hidup
23 Sementara (setinggi-{ingginya 20 tzhua dan sekurang-kurangnya sato
taluin} atau pidana peniara selama wakiu tertenfo.
¢. Pidana Kurungan, (Sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya
satu tabun).
d. Pidana Denda (sebagal pengganti hukuman kurungan).
2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu,
b, Perampasan (penyitasn) barang-barang tertent.
¢. Pengumurman keputusan hakim,

Permbenan pidana tentu tidak terlepas dari tujuan diberlakukannya hukum
pidana itu seadiri. Lantas apa yang menjadi tujuan pemidanasn itu sendiri? Dalam
KUHP yang berlaku saat ini kita tidak dapat menemukan satu pasalpun yang
secara eksplisit memberitahukan apa yang menjadi tujuan pemidanaan.

¥ soesio R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
Komantamya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996
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Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang didalamnya termasuk
pemidanaan apakah sebagai suatu sistem yang mengubah nasib terpidana atau
mengubah priloku terpidana. Substansi pernyataan semacam ini sering muncul
dalam berbagai bentuk, hal ini merupakan pernyataan dan sekalipus pertanyaan
kunct untuk merefleksikan sistem pidana yang ada dan akan ada,

Selain masalah kesalahan dan perangpungiawaban pidana, pemidanasn
merupakan bagian penting dari bukum pidana yang justru sering menjadi
dambaan, sorotan dan sekaligus momok yang menakutkan bagi sebagian besar
masyarakat. Hal ini discbabkan masyarakat umumnya meogukur sejauh mana
keserfusan penegak hukum menerapkan keadilan lewat ssberapa besar dan
seberapa pantas pemidanaan yang dikenakan pada terpidana. Ini menjadi bukt
faktual bahwa persoalan pemidanaan tidak menjadi persoalan para pemikir datam
lataran konsep filosoffs saja, melainkan juga membawa pemidanaan’ dalam
kehidupan nyala masyarakat Dan lebih dadpada ity dalam tataran prakiis
pemidanaan a2khiraya bukan hanya menjadi perdebatan selers antara hakim dan
jaksa beseria para penasibat hukuin melainkan masyarakatpun menjadi pengamat
sekaligus ukuran rasa adil dalam konieks pidana.

Pemidanaan bharus juga memperhatikan keadilan masyarakat, keadilan
korben dan keadilan terpidana. Dengan demikian pemidapsan menjadi suatu hal
yang tdak ditakuti melainkan sebagai salah satu solust yang dirasa adil oleh
semua pihak dalam peayelesaian masalah dalam konteks hukum pidana. Namun
memang menfadi suatu kenyatasn hulam bahwa proses pidana dari awal maupun
sampai pelaksanaan pemidanaan yang seharusnya meniadi wlfimum remedium
sering menjadi seharusnya dan satuzsatmnya.'® Selain masalah sulitnya menjamin
akan resa adil yang sesungguhnya bagi semua pthak terhadap proses pidana
tersebat,

'® Sangat penting bagi pembentuk undang-undang untuk mempertanyakan apakah
bagian hukum yang lain tdak telab memberikan perlindungen yang cukup bagi
kepentingan tersebut dan apekah sualy sanksi pidana memang diperlukan sekali
disamping sanksisanksi yang telsh ada dJdalam bagian-bagian hukum lainnya fu.
Perianyaan-perianysan ini sangat penting kerena hukum pidana bukaniah salu-satunya
solusi dalam menvelesaikan masalah hukum.
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Pemidanaan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Namun
perfu dilihat bahwa seorang teleh mulai bertanggungjawab terhadap perbuatan
pidana yang dia lakukan ataupun tidak sejak orang yang dimaksud telah diduga
scbagai pelaku kejabatan dan telah dinyastskan sebagai tersangka. Satah satu
contoh adalah labelling dimana status schagai tersangka pidana telah dikenakan
padanya, Sejak menyatakan seseorang sebagai tersangka, dalam kehidupan sosial,
tersangka menerima Iabel sebagai "penjahat’” atau setidaknya patut diduga sebagai
"penjahat”, "musuh masyarakat” dan bahkan lebih kejam lagi sebagai “sampah
masyérakat“’, plch masyarakat wmum dengan dibantu oleh lembaga hukum yang
ada. Labelling menjadi hal yang sangat sering menjadi buokuman sosial yang
paling mudah diberikan kepada pelaku kejahatan, dan hal ini lapgsuog mengens
kepada tersangka sebagai svatu hukuman pidana yang menggangn sccara
psikologis. Karena label ini sikap dan prilaku masyarakat terhadap tersangka atau
pelaku kejahatan menjadi tidak bersahabat dan bahkan sering tidak manusiawi,
Apzkab hal ini dapat membaniu seorang yang diberikan label olch masyarakat
sebagai “penjahat” dapat kembali ke tengah-tengsh masyarakat sebagaimana
scbelun ferjadinya kejahatan? Namun dalam kenyataan, kembalinya mantan
terpidana ditengah masyargkat oleh karens telah selesal menjalant hukuman
peniara, sering tidak diterima kembali secara normal oleh masyarakat karena label
“"Martan NaPi”. Pelaku kejabatan yang dipidana atavpun karena mndang-undang
tidak dipidana seharusnya dapat hidop kembali bersama-sama dengan masyarakat,
telapi dengan adanya iabel seringkali menggangeu proses resosial pelaku
kejahatan tersebut.

Permasalahan penting dalam Pemidanasn adalah masalah Hak Asasi
Manusia. Hukum kits memang refleksi dari moralitas masyarakat, Dan hukum itu
adalah salah satu sarana yang paling kuat-secara pormatif-untuk melindangi,
memenvhi dan memajukan HAM.?® Perdindungan ini teleh diupayakan olch
pemerintak  dengan adanya Kitab Undang-Undang Hubum Acara Pidana
{(RUHAP), pamun dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran yang sering

¥ Harkristuli Harkrisnowo, Pengaluran Mengenal Sanksi Pidana Dalam R-KUHP
Dalam FPerspokiif Ham, dalam Komnas HAM & all, Catatan Seminar, Pembaruan KUHP
Meninjau kembali bentuk-bentuk hukuman daterm RUU-KUHP, Bandung, 2008, him 56
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berakhir dengan tidak adil. KUHAP sebagai “karya agung”™ bangsa Indonesia
karena menggantikan Herzine Infands Reglement (HIRY yang masih semangat
penjajaban, KUHAP dianggap lebih manusiawi. Proses peradilan pidana itu
berlandaskan pada proses hukum yang adil (due process of law), dimana hak-hak
tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-
hak warga negara sipil (eivil rights) dan karena itu bagian dari HAMZ
Kenyataannya bahwa sanksi pidana telah dikenakan kepada sescorang sejak
sehagal tersangka sampai terpidana, masalah labelling seperti yang divraikan
secara singkat diatas maupun masalah proses peradilan pidana.

Dalam proses pidana seharusnya seorang yang diduga melakukan
kejahatan dihargai dan dihormati hak asaginya sebagai manusia. Pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang tentang Pokok Kekuassaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004
‘menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
dan ayat (3) “Segala campur fanpan dalam urusan peradilan oleh pibak-pihak lain
diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam
Undang-Undang Dasar”. Dalam prakteknya asas ini hanya sebatas asas saja,
Peradilan yang bebas (Independent judiciory} yang merupakan manifestasi negara
hukum, dimana hukum ditegakan dan tidak berpibak, malah menjadi kesempatan
penegak hukum secara bebas memilah-milah kasos seperti kegjamnya perlakuan
terbadap tersangka pencuri ayam dibandisgkan dengan pejabst negara yang
kaoruptor. Selsip itu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya rinpan malah
sering dirckavasa, berbelit-belit dan ditunda-tunda dengan alasan yang tidak logis
yang ujusg-ujungnya biaya mahal. Proses penegakan hulamn sering dipandang
bersifat diskriminatif, inkonsisters, tidak memakai paramater yang objektif, dan
mengedepankan kepentingan kelompok tertentu® Semua ini diderita oleh

* MR atay Hukum Acera Pidana jaman penjejzhan Belanda di Indonesia
pengganti IR (inlands Reglement), yang merupakan peraluran penyempurnaan dan SR
{Straf Qrdering 1845, dan pada iahun 1826 diganti dengan IR {nfands Regloment).

# Mardjono Reksodiputro, Hek Asesi Manusia dalam Sisterr Peradiian Pidana,
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum {dih Lembaga Kriminologh
Universitas lndonesia, Jakarta, 1988, him 83

 Markristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan | Suaty Gugalan
Terhadap Proses Legisiasi dan Pemidaenean di indonesia. Pidato Pengukuhan Guru
Besar, Universitas Indonesia Tahun 2003, him 2
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tersangka/terdakwa/terpidana. Masalgh lain vang perlu untuk menjadi latar
belakang mengenzi masalah pernidanaan dan Hak Asasi Manusia yakni adanya
terpidana mati yang dipenjarakan sekian Jama tanpa tahu dengan pasti kapan akan
dieksekusi.

Datam penegakan hukum pidana, terdapat lembaga atau institusi pidana,
yang merupakan lembaga Peradilan yang secara khusus dikenal dalam sistem
peradilan pidana yakni negara yang diwakili oleh Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, Lembapa Pemasyarakatan dan Masyarakat. Kecuali masyarakat,
lembaga pidana ini mempuanyai kewenangan yang sangat besat untuk menegakan
hukurn dalam konteks hukum pidana, sistem peradilan yang dibangun oleh negara
melegitimasinya menjadi satu-satunya yang berhak menyatakan tindakan tertentu
sehagai kejabatan dan sekaligus melegitimasi dirinya sebagai satu-gatunya yang
berhak menghukun atau menjatubkan pidana terhadap siapapun yang menuratnya
bersalah, bal ink merupakan salah saty fungsi nepara dalam hal politik hokum.
Penangpulangan kejahatan dengan semangat mereduksi kejahatan memotivasi
negara dalam hal ini legistatif untuk membuat undang-undang mengenai pidana.
Sudarto berpendapat bahwa pemberian pidana mempunyal dua arti vakni ;

a.  dalam artt wnuen, falah menvangkot pembentuk undang-undang, vaitu yang
menetapkan stelsel sanksi hukom pidana (Pemberian Pidana I 4bstracto)

b. dalam arti konkyit, ialah yang menyangkut berbagai badaa atan ja?fvmn yang
kesemuanye mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana ito.

Proses pengtapan suatu perbuatan sebagal yang dapat dipidana merupakan
proses kriminalisasi, penefapan ini dilakukan oleh negara yang dalam hal ini bisa
legislatif dan cksehutifl atlsu secara bersama-sama. Disinilah letak peranan negara
dalam bidang politik kriminal, Negara dalam hel ini pemerintah memiliki hak
untuk menghukum dengan cara memberi peoderitaan kepada para pelaku
kejahatan. Sejak dahule muncal pertanyaan yang sangat tajam soal peranan negara
sebagal pemidana. Namun uniuk sementara terlepas dari apa yang membuat
negara sehinggs memiliki hak dan bahkan wajib cntuk menghukum para pelaku
kejahatan, akan dapat dilihat dad berbagai macam teori pemidanaan itu sendiri.

** Sudarto, Op.Cit. him 50
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Dalam konteks kenegaraan, peranan politik sangat berpengarub terhadap
sistern pemidanaan. Sistem pemidanaan sebagal kebijakan pemerintah selalu
dalam kerangka politik, sebagaimana sistem hukum memiliki warna sesuai
dengan wama politik dominan negara tersebut. Teorl politik tertentu biasanya
akan menghasilkan pembenaran pemidanasn yang berbeda dengan teori politik
yang lain, demikian halnya dengan negara demokrasi seperti Republik Indonesia.

Sejak Undang-Undang Dasar 1945 disabkan pada tanggal 18 Agustus
1945, Bangsa Indonesia telah mencita-citakan produk hukum sendir yang
bertujuan untuk terwuojudnya kesejalteraan umum berdasarkan Pancasila. Usaha
ini tidak terkecuali dalam lapangan hukum pidana.

Upaya untuk menghasilkan suatu produk hukum dipengaruhi oleh
berbagat macam pandangan vang berhubungan depgan produk hukum tersebut.
Pandangan atan lebih fepat sebagai aliran filsafad tertentu jugs mempengaruhi
pembaharuan hukum pidana, dan secara spesifik terhadap pemidanaan. Filsafat
pemidangsan, akan berbicara mengenai pemidanaan sebagai suatu eori yang ideal,
yang seharusnya, schingsa filsafat pemidanaan akan mencoba memperelas
mengenai tujuan dan nilai-nilai dan suatu sistem pemidanaan yang ada dan yang
akan ada. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan digunakan kerangka pemikiran
aliran pemidanaan tertentu.

Salal satu unsur penting dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan apa
vang dilarang, siapa yang dapat dibebani pertanggungiawaban dan jenis
pidananya, harus secara tegas diatwr dalam peraturan perundang-undangan.
Adanya kesepakatan teoritik (doktrin) khususnya di Indonesia bahwa perbuatan
yang dapat dipidana ini disebut tindak pidana.’’ Dengan demikian, yang dapat

= prof, H. Mardjono Reksodiputro, 8.4, M.A, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat
Pelayanan dan Penigabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarts, 1987, him 4.

*Thidek pidang” merupakan pengerdan dari "Strataar foi”  hal ki adalah
kesepakatan lpontik {dolkdan) dad Tim RUU Hukum Pidana, sebagaimana ferdapat dalam
Buky | RUY Hukum Pidana fersebut Ssbhelumnys dan bahkan Mngga kini masth terdapat
perbedaan untuk mengarikan "Shafbasr Fait” kedalam bahasa Indonesia, hat ind dapat
dilihat dajam Asas-Asas Hukum Pidana Karya Prof. Dr. Andi Hamzah, 8.H haialam 85
buku tersebul mempariihatkan perbedaan penggunaan istilab “Strafbaar Feil” kedalam
bahasa Indonesia, seperti Prof. Moelatne, S.H., dan Prof Roeslan Saleh menyebutnya
sebagai "Perbuatan Pidana™, Bagi Utrech menefjemahkannya dengan “peristiwa pidana”,
ada juga yang menyebut “Perbuatan Pidana®, ada yang menyebut “Delik” dan ada juga
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dipidana bhanyalah tindakan-tindakan yang oleh undang-undang menyatakan
secara tegas perbuatan tersebut dapat dikenai pidana, hal ini sebagaimana yang
dimaksud oleh asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP yakni “Nullum
delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”, dimana suatu peristiwa yang
kepada pelakunya tak dapat dipidana apabila belum ada peraturan perundang-
undangan pidana yang medahuluinya.

Pernidanaan hanya semata-mata karena ada peraturan perundang-undangan
yang menyatakan perbuatan tersebut dapat dipidana, akibamya pemidanaan
dijatubkan karena orang telah membuat kejahatan (quia pecatum est} atau dikenal
dengan teori absolut. Tetapi hal yang menarik juga bahwa ternyata terlepas
adanya kejahatan yang ielah diyatakan secara tegas dapat dipidana oleh peraturan
perundang-undangan, pegara mencari pembenaran lain untuk memberi pidana
terhadap pelaku, hukeman diberikan bukan “guia pecatum est” melainkan “ne
peccetur” atan supays orang jangan membuat kejahatan”™ Teori ini disebut
sobagal teori relatif, Kedus teon ini dalam prakiik sering terjalin dengan teori-
teori lain

Hal lain yang perlu disorot adalsh begitu banyak penjara yang dibangun
dan begriu besar upaya pomberantasan kejshatan apapun yang dilakukan oleh
pemerintah termasuk mepgancam warga masyarakatnya dengan hukuman yang
berat, masih tidak mengurangi secara kuantitas dan hahkan kualitas kejahatan
yang ferjadi. Sejak dahulu kala berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah
untuk. menghukum para pelaku kejahatan dengan tujuan agar tidak terjadi
kejahatan yang sama baik oleh vang terhukum maupun oleh orang lain, begitu
banyak sederetan hukuman yang dikenal dan bahkan telah diprakickan mulai dari
mengucitkan pelaku kejahatan dari kelompokanya (ekskomunikasi), dipukul,
denda, kurungan, penjara, kena paksa, pencabutan hak-hak tertentu sehagai warga

yang menyebutnya "Kejahatan®, sehingga memang sangat penting adanya kesepakatan
yang dijadikan Doktrin oleh para ahli hukum pidana di Indonesia dengan maksud agar
lebily mudah dipergunakan sebagai pedoman oleh para ahli hukum dalam praktek.

% |..J. Van Apeldoom, Op.Cit., him 331

%7 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab
Undang-Uindang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesfa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, i 588
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negara, dan bahkan sampai dengan hukuman mati®® dengan cara dibakar hidup-
hidup, ditenggelamkan, tetapi ternyata tidak dapat meniadakan atan bahkan
mengurangi kejahatan, Pemidanaan yang dilakukan hanya berfungsi sebagai
pembalasan {resributive) atau pencegahan (deterrence).

Di pihak lain, narapidana difunfut untuk memperbaiki kembali kondisi
yang terjadi akibat kejahatan yang telah ia lakukan, namun apakah narapidana
tersebut dapat melakukan hal tersebut secara menguntungkan apabila secara fisik
dan psikis dia tersiksa dengan sistem pemidanaan yang tidak manusiawi?

Sangat meparik ketika melihat tujuan pemidapaan dalam Rancangan
KUHP tahun 2008, dimana dalam Pasal 54 menyebutkan tajuan pemidanaan
sebagai berikut
(1) Pemidanaan bertujuan :

a. mencegah dilakukannya kejahatan dengan menegakan norma hukum demi
pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinsan sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna;

¢. menyelesaikan konflik vang ditimbulkan oleh kejshatan, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) Pemidanaan tidak dunaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan

martabat manusia.

Dalam Rancangan KUHP ind, khususnya ayat (1) hurof b memperlibatkan
kepada kita adanya upays untek memasyarakatkan terpidana dengan sebelumoya
mengadakan pembinaan sc¢hingga menjadi orang yang baik dan berguna, dengan
demikian terpidana i nantiya akan bermanfant bagi dirinya sendiri dan bagi
masyarakat umumnya sebagai bagian dari proses pencapaian kebaikan bersama
yakni kesejahtersan umum.

Sebagaimana dicksplor secarz scderhana dalam bagian awal tulisan ind,
scharusnya hukum dalam arti keseluruhan unsurnya tak terkecuali pemidanaan
adatah berfungsi vntok kesejahteraan masyarakat secara keselurohan. Dengan kata
lain, pemidanaan seharusnya juga berfungsi bukan untuk menyiksa stan sekedar

mencegah agar tidak terjadinya kejshatan, sebagaimana dalam RKUHP tersebut

“ Bandingkan dengan Pasal 10 KUHP
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mempunyal semangat pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan
merendabkan martabat manusia, tetapt pemidanaan harus dilihat sebagal salah
satu sarana yang dipunakan oleh negara untuk mewujudkan kehendak umumnya
yakni kesejahteraan sosial. Dengan demildan peranan pemerintah baik yudikatif,
legislatif dan eksekutif dapat menjalankan peranannya sebagai lembaga
promulgasi segala perintah yang masuk zkal vang ditwjukan untuk kebaikan

umum yakni kesejahteraan umum.

1.2 Perumusan Masalah

Menyadari akan Juasnya materi yang menjadi ruang hingkup pembabasan
tulisan ini dan bertolak dari Jatar belakang diatas, maka perlu untuk dilakukan
pembatasen terhadap maierl yang akan ditelagh. Permasalahan yang aken dibabas
dalam  penulisan ini dapat dirumuskan dengsn pernyataan pokok yaitun
“Resosialisasi Sebagai Tujuan Pemidanaan (Pembarman Femidanaan DA
Indonesia Dalam Perspektif Utilitarianisme)”. Pernyataan pokok tersebut
nantinya akan dibatasi dalam beberapa pertanyaan penelitian yang penulis uraikan
secara singkat dibawah inj:

Apabila hukum sccara sederhana sebagaf aktualisasi moral dominan dalam
konklusi politis masyarakat, begitu pula hukum pidana sebapai respons
masyarakat terhadap interpretasi individu atau kelompok tertentu terhadap moral
dominan masyarakat, dengan kata lain misinferprefosi merupakan kejahatan atau
immoral maka respons terhadap misinterprefasi ini merpakan pemidanaan yang
seharusnya berfungsi sebagal proses untuk mengembalikan individu yang telah
misinterpretasi tersebut untuk hidup normal kembali ditengah masyarakat, dengan
cara kembali mengaktualisast nilai-nilal moral masyarakat tersebut. Didalam
keldupan sosial masth terdapat banyak orang yang menganggap bahwa
Pemidanaan sama dengan pemberian penderitaan yang pantas kalau perlu sadis
{pengaruh refributivisme} terhadap pelaku kejahatan, hal ini bahkan didukung
oleh beberapa praktisi hukum yang menganggap bahwa pemidanasn sebagai
tindakan pembalasan dendam terhadap pelaku kejahatan karena pelaku tersebui
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adalah penjabat yang layak untuk dibukum karena telah berbuat dosa terhadap
masyarakat dan Tuhan. Dilain pihak pemidanaan juga dijatubkan karena berefek
jera dan dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hard (pengaridh
wtilitarianisme). Hal ini berdampak pada pemidanaan sebagai bentuk penegakan
hukum justru sering mengabaiken rasa adil dan bahkan nilai moral vang
seharusniya sebagai ciri khas hukum yang bepar. Pemidansan selalu menjadi
bagian dari persoalan moral, sehingga hal yang perlu dipertanyakan pertama
dalam penelitian ini adalah meral sebagai Iandasan pemidanaaan,

Ada pendapat bshwa pemidanasn sering dijadikan sebagai legitimasi
tindakan sadis yang sering berlebiban oleh ingtitusi negara lewat lembaga hukum
terhadap seorang terpidana. Peranan negara dalam hal inf legislatif dan atau
dengan eksekutif telab mengambil peranan penting dalam pemberian pidana /n
Abstracto, yakni menyangkut pembentuk undang-undang, yaitu yang menctapkan
stelsel sanksi hukum pidans® Lepislatif dan ekselamtif memproduksi begita
banyak undang-undang yang dibuat dalam lingkup hukum pidana, yang
didalamnya selalu berhubbngan dengan kejahatan, pertanggungjawaban pidana
dan pemidansan sering menjadi tumpukan kertas yang tanpa makna apzbila kita
melihat kejahatan justra tetap ada dalam kehidupan sosial, Kejahatan selalu lekat
dengan kehidupan masyarakat, berbagai macam fungsi dan tujuan pemidanaan
seakan tidak berarti jika dibandingkan dengan kvantitas dan kualitas kejshatan,
seakan benar bahwa “hukurn adalah kembar siam kejahatan”. Jika demikian perlu
disoroti mengenai tujuan pemidanaan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan
bagi ferpidana itu sendiri, maka yang harus dikaji kemudian adalah resoesialisasi
sebagai tujuan pemidanaan.

Saat ini adalab kesempatan yang tepat karena rancangan KUHP scbagal
fug constituendum masih belum sebagal fus constitutum, sehingga perlu suatu
pandangan pemidapaan yang tdak hanya sckedar tindakan balasan yang
berorientasi pada perbuatan jabat dimasa lampau, atau dengan alasan mencegah
terjadinya kejahatan dikemudian hari, melainkan suatu paradigms pemidanazn
yahg beroricntasi pada penghargaan dain penghormatan terhadap Hak Asisi

% Sudarto, Op.Cit, him 50
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Manusia tak terkecuali terhadap pelaku kejahatan. Jika paradigma pemidanaan ini
hendak diwufudkan didalam sistem pemidenaan ds negara Indonesia maka salah
satu fungsi penting pemnidanasn adalah suate proses yang bertujnan agar pelaku
kejahatan dapat hidup kembali ditengah-tengah masyarakat dengan tidak
melakukan kejahatan lagi, melainkan menjadi agen moral. Dalam hal ini yang
perlu dikaji dan diteliti adalah pembaruan pemidanaan dalam perspektif
atilitarianisme.
Berdasarkan vraian diatas, meka rumusan masalah dalam penelitian i,
secara singkat adalah:
1. Bagaimanakah perspektif utilitanianisme mengenai moral sebagal landasan
hukum dan pemidanaan?
2. Apakah landasan pikir bagi resosialisasi sebagai salah satu  tujuan
pemidanaan? .
3. Apakeh pembaruan pemidanaan di Indonesia telah menitikberatkan pada
resosialisasi sebagai salah saty tujuan pemidanaan?

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfast yang diharapkan dalam penclitinn dan
penulisan tesis ini dibagi kedalam dua bagian yaitu: pertama, agar penulis
mengetahiui secara lebih dalam dan detail tentang hukum pidana dan pemidanaan
khogusnya. Pengetehuan ini diharapkan memberikan nilal tambah secara
akademis bagi penulis. Kedua, hasil danl peoclitian ind juga diharapkan dapat
bermanfaat untuk mahasiswa dap siapa saia yang sedang studi fentang hukum
pidana terlebih didalam perahaman terhadap pemidanaan itu sendiri. Lebih daxdi
itu tulisan ini diharapkan akap bermanfaat bagi masyarskat loas seperti para
akademisi, birokrat dan kalangan profesional dalam pembaharuan KUHP,
khusustiya pembaruan pemnidanaan ke arah yang lebih baik.
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14  Kerangka Teoritis dan Konsepsionil

Dengan maksud mempermudah penulisan tesis ini, maka dilakukanlah
tinjauan pustaka. Hal ind dilakukan dengan cara mencari bahan-baban yang terkait
dengan topik tesis ini di beberapa perpustakaan dan juga melalui browsing di

media interngt.

141 Xerangks Teoritis

Dalam menganalisa pokok masalah dalam Tesis ini diperlukan suatu
kerangka teori vang bertujuan untuk memecahkan atau memberikan solusi
terhadap masalah yang akan diteliti, Oleh sebab itu, penulis dalam mengkajt dan
menganalisa permasalzhan vang hendak ditelitt akan menggunaken feori yang
dianpgap relevan dengan permasalaban yang hendak dibahas.

Kerangka feori vang akan digunakan dalam penulisan tesis im adalah
Teori Utilitardanisme. Utiliterianisme dipilih schubvagan  dengan  topik
permasalahan yang menjadi konsen dalam pencliian ini yakni resosialisasi
sebagai tujun pemidansan. Bagi penulis teori ini sangat relevan untuk dipakai
dalam penulisan mi.

“Nature hos placed mankind under the governance of two sovereign
masters, pain and pleasure, 1t is for them aione to point out what we ought
to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the
standard of right and wrong, on the other the chain of causes und effects,
are fastened to their throne. They govern us in ail we do, in all we say, in
all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will
serve but te demonstrate and confirm i, 214
Secara alami manusia bertindak untuk menghindari rasa sakit dan
mewwjudkan kebshagiaan, oleh karena ity manusia (shu mana yang mestinya
dilakukan, mana yang mestinya dikatakan dan mana yang semestinya dipikirkan.
Uilitarianisrne dipelopord oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Menurutnya
varig baik adalah kesenangan atau kebabagiaan, sedangkan yang buruk adalah
penderitaan atau rasa sakit. Baginya kebahagiaan umum sebagai kebaikan
tertinggi. Rebaikan adalah kebahagiaan pada umumnya, setiap individu senantiasa

* Jeremy Bentham, An Introduction 1o the Prncipies of Morals and Legistation,
Batoche Books, Kitchenar, 2000, him 14
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membura apa yang menurnt keyakinannya merupakan kebahagiaannya sendid, **
demikian pula dalam masyarakat difujul suatu kebahagiaan orang-orang sebesar
mungkin, ¥

Bentham mendasarkan filsafat hukumnya pada utilitarianisme, karena
Bentham menganggap bahwa hukum harus memberikan manfast kepada manusia.
Dia memberikan contoh bahwa seseorang berpantang untuk mencun demi
kepentingan publik, dan dalam hal ini perle ada hukum pidana vang efekaf
sebagali metode penyesuaian kepentingan individe dengan kepentingan
masyarakat”

Bentham menolak pandangan hukum kodrat yang begitu yakin akan nilai-
nilai “subjektif” dibalik hukum yang harus dicapai. la sangat percaya bahwa
hukwrn harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-
patokan yang didesarkan pada keuntungan, kesesangan, dan kepuasan manusia
Dalam hukum tdak ada masalah kebaiken atau keburukan, atan hukum yang
terfinggl atau yang terendah dalam uvkuran nilai. Tefapi sebeparnva Bentham
mencoba untuk mendasarkan pemahaman moralnya bahwa hukum  jika
mendatangkan manfaat bagi banyak orang maka akan dinilai baik sedangkan jika
banyak orang tidak mendapatkan manfaat apa-apa malahan lebih mendatangkan
penderitaan maka hukum itu gkan dindlai buruk.

Hlukum ity harus berussha untukl memberikan kebebasan kepada setiap
individo dalam masyaraket. Namun kebebasan ini perlu dibatasi karena tanpa
dibatasi maka “homo homini lupus” dapat terjadi. Dengan demikian maka tujuan
hukwm ite adalah “memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada
jumlah yang scbanyak-banyaknya™ (the greatest happiness for the greafest
rumber). > Hal ini berakibat adanya penyesuaian hak individu terhadap kebutuhan
masyarakat dimana kepentingan individu dengan kepeniingas masyarakat
disclaraskan dengan “simpati”, perlu adanya pibak lain yang memiliki simpati

*  Bertrand Russell, Sejarsf Filsafal Barat, Kaftannya Dengan Kondisi Sosio-
Poiitik Zaman Kuno Hingga Sekarang, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2002, him 1008

s Theo Huifbers, Filsafat Hukurn Datam Lintasan Sejarafi, Op.CH., him 196

= Bertrand Russall, Op,Cit, him 1008

* achmad Roestandi, SH., Responsi Filsafat Hukum, Armico, Bandung, 1992, him
89
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untuk menilai apakah suatu tindakan yang merugikan sekelompok orang dapat
disetujui dari pihak moral atau tidak. >

Dalam kesempatan lain, Bentham menyebut tujuan hukem adalah untuk
memajukan persamaan dan menjaga kepastian. Kepastian merupakan tujuan
hukum yang terutama,

John Stuart Mill (1806-1873) adalah penerus pemikiran Jeremy Bentharn,
dia menulis buku dengan judul Utilitarianism, buku ini termasuk buku etika yang
paling termasyur’®. Dalam buku ini, Mill menjelaskan dua hal yang sangat
penting, yakni pertama bahwa nikmat rohani lebih Jubur dari nikmat jasmani.
Kedua bazhwa Utilitarianisme tidak ada kaitannya dengan egoisme, karena
Moralitas Utilitarianisme depgan prinsip kebahagian terbesar fadi, justru
mencakup semua orang yang terkena dampak tindakan kita.*

Semua tindakan manusia adalah benar sejanh memajukan kebahagiaan,
dimana kebahagiaan berarti mengalami nikmat dan bebas dari perassan sakit.
Dengan dernikian maka mengusahakan nikmat atan bahagia dan menghindari rasa
sakit merupakan norma dasar moralitas menurut utilitarianisme:.

Behagia menurt paham  Ulilitaranisme tidak  berarti  tidak  ada
pengorbanan, tetapi pengorbanan imi tidak diminati demi dirinya  sendird,
melainkan demi kebahagiaan orang lain, Sehingga tolok vkur moralitas
utilitarianisme bukan kebahagiaan si pelaku sgia melainkan kebahagiaan semua.

Bagi utilitarian, moral bertujuan untuk mengarahkan tindakan manusia
dalam suatu jalan untuk menciptaken donia lebih baik. Dalam menciptakan dunia
yang lebih baik maka hendaknya semua tindakan manusia adalah mengusahakan
kebshagiaan dan menghindari penderitaan,

Pemidanaan merupakan bagion dari usaha manusia untuk menghindari
keburukan atau penderitasn yang lebib besar akibat dari kejahatan. Oleh karena
ity pemidanaan juga merupakan persoalan moral. Bagi utilitarian, pemidanaan
harus bermanfaat atau berguna dengan menilai apakah situasi atau keadaan yang

% Theo Hulibers, Filsafat Hukum Datam Linlasen Sejarah, Loc. G, him 187

* Franz Magnis-Suseno, 13 Model Pendeksian Etika, Kanjsius, Yogyskarta, 1998,
Mim 173 -

¥ thid
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dihasilkan menjadi lebih baik dengan menjatuhkan pidana tersebut. Pemidanaan
dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau prileku terpidana, dan juga
dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakokan perbuatan
yang serupa.

Berdasarkan  utilitarianisme, pidana bertujuan sebagai pencegahan
{prevention), namun hal ini bukanlah menjadi tujsan akhir, melainkan sebagai
sarana untuk mencapai tujuan yang tertinggi yakni kebahagiaan atan kesejabteraan
amum. Dengan demikian maka seseorang dapat dipidana apabila dia memang
bersalah baik dalam kategori sengaja atanpun alpa demi kebahagiaan umum.

Pidana ditujukan unfuk mencegab tefadinya kejahatan, oleh karena itu
setiap peraturan atau kebijakan pidana harus diromuskan berdasarkan dengan
tujuan tersebut. Pemidanazn itu sendiri bisa mengandung pencelasn ataw bahkan
unsur perobalasan, namun hal. tersebut tidak dapat diterima apabila tidak
membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kescjahteraan masyarakat.*®
Hal ind menjadikan pidana beronientasi ke depan (forward-locking).

Pemidanaan, seperti tindakan yang lain adalah benar jika menghasilkan
sebanyak mungkin kebaikan, oleh karena ituv Pemidanaan ada karena mencegahb
kejahatan dan sekaligus memberikan kepastian dalam rangka mencapai
kebahagiaan sosial atau kesejahieraan uraum. Pencegahan kejahatan ini dibedakan
dengan istilah prevens: spesial dan prevensi general atau dengan istilah “special
deverrence” dan “generall deterrence”,

Prevensi spesial dimaksudkan bahwa pemidansan akan berpengaruh
terhadap terpidana, dimana pemidanaan gkan sangat mempengarvhi prilakn si
terpidana untuk fidak melaknkan kejchatan lagi. Pidana bertwivan apar si
terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bag
masyarakat, schingga pemidanaan ini disebut dengan teori reformuation alau
rehobilitation  theory. Sedangkan prevensi general dimaksudkan babwa

* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teor-Teori dan Kebijaken Pidana, Alumni,
Bandung, 18984, him 17
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pemidanaan akan mempengaruhi prilaku anggota masyarakat umumnya untuk
tidak melakukan tindakan pidana.”

Dari uraian singkat di atas, tentang teori Utilitarianizme jika dihubungkan
dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan tesis ini adalah
relevan. Oleh sebab iy, teori utilitarianisme yang selanjutnya akan dijadikan teori
dalam membahas serta menganalisa permasalahan yang ada dalam tesis inf.

142 Kerangka Konsepsi

Pembmkaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
telah dirumuskan tujuan Negma Indonesia yakni "Membentuk suati pemeriniah
negara Imdonesin yang melindunyi segenap bangsa Indowmesia dun seluruh
tumpak dareh Indonesia, memuajukan kesejahteracan umum, mencerduaskon
kehidupan }‘}angsa, dan ikl melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
keme}'dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Yang dapat dirumuskan
dalam dua kata “Indonesia Sejahtera”. Indonesia merdeka berarti Indonesia yang
sejahtera atan sefidak-tidaknya rakyat Indonesia mempunyal cita-cite untuk
mencapai kesejahteraan umum secara bersama, oleh karepa itm undang-undang
yang bersumber pada Undang-Undang Dasar mencerminkan kehendak bersama
ralcyat Indonesia untuk mencapai kehendak bersama yakni Indonesia Sejahtera.

Pemerintah sebagai pemegang peran utama dalam usaha penanggulangan

kejahatan tidak boleh tidak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia itu sendiri.
Penanggulangan kejahatan yang dilakukan eoleh pemerintah adalah dengan
ditetapkan dan diberlakukannya sistem pemidanaan yang berfujuan  untuk
melindungi masyarskat Indonesia. Tetapi dilain pihak, pelaku kejabatan joga
meropakan bagian dari warga masyarakat Indonesia sehingga pelaku kejzhatan
joga memiliki hak uatuk dilindungi oleh negara, dengan demikian pemidanaan
harus diatur dan dijalankan sedemikian rupa tanpa mengurangi tujuan dari hukom
pidana ity sendiri.

Bagi masyarakat, kejahatan meropakan tindakan yang secara moral tak
dapat dibenarkan, schingga setiap anggota masyarakat harus  bertindak

* mid, Wim 18
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sebagaimana agen moral yang bertindak dalam koridor norma-norma moral yang
berlaku.*® Oleh karena itu orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang
bertindak immoral.

Sistem pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan
kejahatan sebagai upaya dalam melindungi masyarakat umumnya dan pelaku
kejahatan khususnya. Dalam praktek selama ini, pemerintah Indonesia telah
menerapkan salah satu sistem pemidanaan yakni sistemn Lembaga Pemasyarakatan
yang pada intinya sebagai suatu proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku
kejahatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu konsep yang dirumuskan
sebagai suatu metode untuk mengubah para narapidana menjadi orang yang dapat
berguna dalam masyarakat dengan potensi-potensi yang ada dalam diri mercka
sendiri. Selain itu, masyarakat pun dilibatkan dalam pembinaan ini, sehingga
masyarakat akan mau menerima para narapidana ini kedalam lingkungan sosial.
Namun perlu diakui bahwa masih terdapat berbagai macam kekurangan dalam
pelaksanaan sistem Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pengaruh tidak
singkronnya Sumber Daya Manusia pengelola Lembaga Pemasyarakatan dan
masih sering terjadinya penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana selain
mentang dalam kenyataan banyaknya narapidana yang kembali melakukan
kejahatan atau menjadi residivis.

Pemidanaan adalah pengenaan derita yang dilakukan dengan kesadaran
dan memang dikehendaki terhadap pelaku kejahatan dan tertuju pada kebendaan
yang bagi mereka sangat bernilai, misalnya kebebasan atau harta (uang) mereka®!.
Jika pemidanaan dirumuskan demikian, maka belum cukup relevan dalam konteks
maoral, upaya demikian belum menjamin pelaku kejahatan yang merupakan pelaku
immoral menjadi agen-agen moral dalam masyarakat nantinya. Diharapkan
seorang narapidana dapat kembali ke tenpah-tengah masyarakat dan menunjukan
prilaku yanp berdasarkan moral diangpap baik sehingga dia dapat diterima

“ Bandingkan dengan pendapat H. Morris dalam ‘Paternalistic Theory of
Punishment’. Morris berpendapat bahwa ‘Punishment is a ‘tomplex communicative act,,
which addresses the offender as a moral agent”. Antony Duff and David Garand, A
Reader On Punishment, Oxford University Press, New York, 1995, him 92

41 Jan Remmelink, Op.Cit, him 595
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kembali dan hidup normal ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu sistem
pemidanaan sebagai suvatu kebijakan haruslah bertujuan sebagai  proses
resosialisasi pelaku kejahatan. Resosialisasi ini merupakan komunikasi efek moral
teshadap pelaku immoral, dalam bentuk perlindingan Hak Asasi dan Pembinaan
Narapidana

1.5 Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan fwjuan dari penulisan ini, maka
Metode penelitian yvang digunakan dalam teds yang befudul Resesialisasi
Sebagal Tejuan Pemidanaan (Pembaruan Pemidanaan Di Indonesia Dalam
Perspektif Utilitarianisme) yakni ;

1.51 Metode Pengumpulan Data

Dalam penehtian Tesis i, ;mnuizs memperoleh data dari bahan-bahan
pustaka yang disebut sebagai data sckumnder, yaitu data yang diperoleh dan bahan-
behan pustaka.” Dalam penclitian ini penulis lebih banyak menggunaken data
kepustakan disamping adanya penelition bukum yang bersifat empiris yang
terutama meneliti data primer, dengan demikian penelitian hukum ini dapat
dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif®,

Penulis mendapatkan dan mempelajan buke-bukn gian dalam bentuk
literatur lainnya schagai data sekunder yang berhubungan dan diperdukan dalam
penulisan ini antara lain

a) Bahan hukum primer yattu bahan-bahan hokum yang mengikat, dan terdini
dari: Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan, KUHP,
dan Jain-lain,

® soerjono Scekanto dan St Mamudii, Penefitian Hukum Normati: Suatu Tinjavan
S{r_;gseaé PT Raja Grafindo Persada, Jakarls, 2001, him. 12
Penelitian hukum nomaatif adatah penelitian hukum vang dilakuken dengan cara
menshti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Peneltian hukum aprmatif atag
kepustekaan mencakop: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2} penelitian
ternadap sestematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan
horisontal; (4) perbandingan hukum; dan {8} sejarab hukum. Dikutip dari Soerjono
Soskanto dan S Mamudii, id, him. 13-14.
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b} Bahan hukum sckunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti, RKUHP, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum, dan seterusnya.*

152 Metode Pengolahan Data

Pembahasan dan pengkajian dilakukan dengan cara mengkaji dan
menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada dalam tesis ini dengan bahan-
bahan yang berhubungan dan membantu untuk menjelaskan resosialisasi sebagai
tujuan pemidanaan dalam konfeks pembaruan pemidanaan di Indonesia dalam
perspektif utititarianisme. Oleh karena ite metode yang digunakan adalah Metode

Deduktif, yakni pembahasan dilakukan dengan bertitik tolak dari hal-hal yang

bersifat vmum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus,

i.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam tesis ini, maka penulis menyusun
sistematika penulisan yang terdini dari 3 (lima) bab, dimana masing-masing bab
saling berhubungan satu sa:ma Tain. Secara gards besar, bab [ sampai %‘i&ngan ‘éaab 5
adalah sebaga berkuon:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang Latar Belakang penelitian, disind penulis
menguraikan apa yang menjadi latar belakang penulisan tegis ini kemudian
dilanjutkan dengan Pokok Penmasalahan, Tujuan Dan Manfaat Penelitian,
Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi, Metode Penelitian, yang terdiri dan
Metode Penpumpulan Data dan Metode Pengolahan Data, dan kemudian diakhin
dengan Sistematika Penulisan.

BAB 2: PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME DAN
KONSEP PEMASYARAKATAN

* thid, him 13
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Dalam bab ini akan ditelash tentang Pengertian dan Teori Pemidanaan serta
Tujuan dan Fungsi Pemidanaan dalam perspektif Utilitarianisme, kemudian

dilanjutkan dengan Pemidanaan di Indonesia dan Xonsep Pemasyarakatan,

BAB 3: RESOSIALISASI SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN

Bab ini akan membahas resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu
perio untuk membahas terlebih dahulu mengenai hukum dan moral dalam
kehidupan sosial, kemudian moral sebagai landasan Pemidansan. Dan vang
terakhir akan dibahas mengenai resosialisasi sebagai tujuan pemidunaan.

BAB 4: PEMBARUAN KONSEP PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN
KUHp

Bab ini akan menganalisa secara khuosus tenmtang Pancasila sebagal dasar

pernidanaan & Indonesia, Faktor-faktor yang mempengaruli  pembaruan

pemidaéazn, kermudian zkan dibahas mengenai Pembaruan XKonsep Pemidanaan

dalam Rancangan KUHP,

BAB 5: PENUTUP
Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Secara ringkas Sistematika Penulizan tersusun seperti di dibawah ini ;
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Perumusan Masalzh
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.4 Kerangka Teori dan Konsepsi
1.4.1 Kerangka Teori
1.4.2 Kerangka Konsepsi
1.5  Metode Penelitian
1.3.1 Metode Pengumpulan Data
1.5.2 Metode Pengolahan Data
1.6 Sistematika Penulisan
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PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME DAN
KONSEP PEMASYARAKATAN
2.1 Teori Pembalasan (Retributive/vergeldings theoricen)
2.2 Teori Manfaat (Utilitarian/doeltheorieen)
2.3 Pemidanaan di Indonesia dan Konsep Pemasyarakatan
2.3.1 Pemidanaan di Zaman Penjaizhan
2.3.2 Pernidanaan di Awal Kemerdekaan (tahun 1945 s/d 1963)
2.3.3 Konsep Pemasyarakatan

RESOSIALISASI SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN
3.1 Hukum dan Moral dalam Eebidupan Sosial
3.1.1 Hubungan Hukum dan Moral
3.1.2 Kebahagiaan Sosial Sebagai Tojuan Hekum
3.2 Moral Sebagai Landasan Pemidanaan
3.2.1 Konsepsi Pemidanaan dalam Perspektif Moral
3.2.2 Kebijakan Pemidanaan Berdasarkan Prinsip Utilitarian
3.3 Resosialisasi Sebagai Tujuan Pemidanaan
31.3.1 Alasan-Alasan Peniingnya Resosialisas:
3.3.2 Manfaat Resogialisasi
3.3.3 Resosialisasi  Dalam  Perangkat Hukum Nasional dan
Internasional
3.3.4 Pemasyarakatan Sebagai Sistemn Resostalisasi
a. Vitalisagi Program dalam Leinbaga Pemasyarakatan
b. Vitalisasi Petugas Pemasyarakatan

PEMBARUAN KONSEP PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN
KUHP
4.1 Pancasila Sebagai Dasar Pemidanaan di Indonesia

4.1.1 Pancasila Sebagai Kontrak Sosial Bangsa Indonesia

4.1.2 Pancasila sebagai Sumber Sepala Sumber Hokum

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembaruan Pemidanaan
4.2.1 Pemidanaan dalam Konteks Legalitas dan Ziving Law
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4.2.2 Pemidanaan berdesarkan Norma Apama dan Adat
4.2.2 Pemidanaan berdasarkan Norma Universal
a. Perkembangan Retributivisme Daa Utilitarianisme
b. Perkembangan Hak Asasi Manusia

43 Pembaruan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP
4.3.1 Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP

4.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Rancangan KUHP
4.3.3 Pedoman Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP

BAB S PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Samn
Kepustakaan
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BAB 2

PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME
DAN KONSEP PEMASYARAKATAN

Kejahatan merupakan salah satu topik uwtama dalam hukum pidana, dan
juga dianalisis secara khusus dalam kriminologi. Hukum pidana ada karena
adanya kejahatan, tetapi bukan berarti tidak adanya hukum pidana maka
kejabatanpun tidak ada. Hukom pidana disertai dengan sanksi pidana dijadikan
sebagail salah satu upaya perlindungan negara dalam hal ini pemerintah terhadap
masyarakat dari segala macam kejahatan. Sejak dahulu para pemikir membantu
untuk mencari pembenaran bagi pengenaan derita yong didalam hulum pidana
dilakukan dengan kesadaran dan memang dikebendaki ferhadap pelaku kejahatan
dan teriuju pada kebendaan yang bagi mercka sangat bemilai, misalnya kebebasan
atan hariz (uang) mereka.® Dalam mencard pembeparan ini terjadi perdebatan-
perdebatan ide mengenai cam dan tujuan yang tepal uvntuk menanggulang
kejahatan schingga masyarakat dapat terlindungi dan hidup sejahtera sesuai tujuan
negara.’

Ada kelompok orang berpendapat bahwa seorang vang melakukan
kejahatan harus dibukum, Hakim harmus mengurangi penppunanan houkuman
percobaan, apalagi pembebasan bersyarat, dan pemerintah menghentikan upaya-
upaya perbaikan sistem pemasyarakatan karena Lembaga Pemasyarakatan adalah
penjara dimana penjahat haras dihokum bukan sebagai tempat orang-orang sakit
sosial yang harus diperlakukan dengan manja. Di pihak lain ada kelompok orang
yang juga mengalod dirinya lebih menusiawi, mercka menganggap bahwa
menghukum seorang vang melakukan kejahatan dengan memberikan penderitsan

¥ San Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Fasal Terpenting daii
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya datam Kifab Undang-
Undang Hukurs Pidena indoresia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, him 5§95
°...para ahli filsafat memusatkan diri pada persocalan mengapa kita memidana, ...
para ahli hukum dan ahii penologi mengkonsenirasikan dirl pada persoaian apakah
pemidanaan itu berhasil, ofisien, mencegah ateu merehabilitasi Sholehuddin, Sistem
Sankst Dalam Hukurm Fidana, ide Dasar Double Track Sysfem & impiementasinya, PT
Raia Grefinde Perkase, Jakada, 2007, him 82-83
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yang tidak perlu dan terkesan kejam adalah prilaku yang tidak manusiawi dan
hanya menurnti nafse setan untuk membalas dendam. Pemidanaan yang tepat
adalah dengan merawat pelaku kejahatan schingga dia dapat menyadari
kesalahannya dan dapat kembali hidup normal seria dapat menjadi kontributor
konstrukiif bagi kebaikan masyarakat secara kesehmuhan, Keduas perbedaan ini
merupakan perdebatan ide mengenai pemidanaan yang paling terkeruka saat ind
dalam kehidupan masyarakat. Kedua paham mengenai pemidanaan yang saliog
menegasikan tersebut yakni retributivisme dan ulilitananisme, Teori-teori inilah
yang, antara lain membenarkan dipertahankannya pengenaan pidana sebagai salah
satu fungsi pemerintahan suatu negara.*’

Dalam bagian ini akan dibabas secara khusus mengenai pemidanaan dalam
perspektif utilitariapisme, dan selunjuilnya mengeaal konsep pemasyarakatan
Pemasyarakatan menjadi hal yang menarik dalam pembahasan ini karena di
Indonesia pemasyarakaten merupakan suatu sistem yang berisjuan untuk
memasyarakatkar kembali (resosialisasi) narapidana roeialui pidana pencabutan
kemerdekaan di Lembaga Pemasvarakatan. Oleh karena itu dibagian akhir bab ini
akan diuraikan juga secara singkat konsep pemasyarakatan sebagai bagian dari
sistemt peradilan pidana.

Perbedaan-perbedsan ide mengenal pemidansan dibagi delam dua
kelompok besar yakni teori pembalasan (rewributive/vergeldings theorigen) dan
teori tujuan (wilitarian/doeltheorieen).** Kedua pemikiran ini berlandaskan pada
satu persoalan yang sama yakni persoalan moral datam konteks pemidanaan.

Sebelum membahas pemidanaan dalam perspeldif utilitarianisme dan
konsep pemasyarakatan sangat perlu uniuk mengetahnn sedikit mengenai feori
refributif, karena teori ini merupakan pasangan feori pemidanaan lainnya yang
saling mempengaruhi dalam tataran praktis pemidanaan termasuk di Indonesia.

 Chairul Huda, Dar Tiada Pidanag Tanps Kesatshan Menujy Kepada Tiade
Pertanguungjowaban Pidans Tanpa Kesalahan, Kencana rrenada Media, Jakarta, 2008,
him 128

% Muladi dan Barda Nawawi A, Teor-Teon dan Kebijakan Pidana, Atumni,
Bandung, 1984, him 10
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21  Teori Pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorieen)

Teort ini adalah teori yang paling tua namun ajeran ini belum ketinggalan
zaman™. Teoti ini menckankan bahwa seseorang dihukum karena orang tersehut
telah melakukan kejshatan atsu tindak pidana {guie peccafum zs{?,” hukunman
merupakan hal yang mutlsk diberikan kepada pelaku kejahatan, tidak ada alasan
apapun vang dapat menghindarkan seseorang yang terbukti melakukan kejahatan.
Syarat dan pembenaran penjatuban pidana tercakup didalam kejahatan itu sendir,
terlepas dari kegunaan praktikal yang dibarapkan darinya.™'

Pemidanaan adalah tindakan jehat yang dikenakan pada seseorang oleh
penpadilan  karena hakim percaya bahwa orang fersebut bersalah karena
melakukan sesuate kesalahan atan pelanggaran hukum. Siapa yang melakukan
kejahatan harus dihukum oleh negara dalare hal ini pemerintah lewat lembaga
hukum yang berhak untuk melakukan itu yakni pengadilan, oleh karena itu pidana
mempakan res absoluta ab effecty futuro (keniscayaan yang terlepas dan
dampaknoya di masa depan)™.

Sebagaimana dikemukakan oleh Imwmanuel Kant (1724-1804), bahwa
siapapun yang melakukan kejabatan harus dibukum, dan bahkan hukuman yeng
diberikan tersebut adalah pembalasan dan bukaniah suatu tindakan yang bertujuan
ontuk kesejabtersan roasyarakat,

“Punishment By a court {poena forensis) ... con never be inflicted merely
as g means o promote some other good for the criminal himself or for civil
society. I:gsmzzsf abways be inflicted on him only because ke has commiited a
crime...”

Bagi Kant pemidanaan mempakan persoalan moral, pemidanaan

diperlukan sebagai suate konsekuensi dari perbuatan yang secara moral buruk, B
dalam karyanya vang bedudul Die Meraphysik der Sitten (Metaphysics of
Morals), Kant menguraikan bahwa seseorang yang melakokan kejahatan terhadap

# Jan Remmelink, Op.Cit., him 600

* Muladi dan Barda Nawawi A., Op. Cit., him 10

1 Jan Remmelink, Loe.Cit, him 600

% Ibict

W« Pidana tidak permnah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana unfuk
mempromosikan tijuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi
masyarakatl, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karens orang yang
bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”

Muladi dan Barda Nawawi A, Loc. Git, him 11

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH Ul, 2009



32

orang lain telah melakukan kejshatan terhadap diri sendir, jika kamu mencuri dart
sesecrang meka kamu mencuri dari dini sendin, jika kamu membunuh seseorang
maka kamu membunub diri sendiri, Oleh karena ity hukum retributif atau
pembalasan (Tus Talionis) hares diberikan oleh pengadilan yang sah bukan “main
hakim sendiri” ferhadap pelaku kejahatan. Pemidanaan harus diberikan oleh
pengadilan yang sah karena hanya pengadilan yang dapat menetapkan secara pasti
kualitas dan kuantitas dari pemidanaan,

Jika Kaat memandang bahwa pemidanaan sebagai tuntutan etis, oleh
(George Withelm Fredrich Hegel (1770-1831) pemidanaan sehagai konsekuensi
logikal * Bagi Hegel, hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan
kejahatan adalah merupakan tantangan kepada bukum dan keadilan. Oleh karena
itu kejahatan secara mutlak haros dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan
{pidana) kepada penjahat. Teori ini disebut sebagai “dialectische vergelding”. >

Teori retributif menganggap bahwa akibat dari pemidanaan tidak relevan
sebagai penilaian moral. Hukuman harus dibenikan sebagal respons terhadap
prilaku buruk, dan prilakn buruk ini merupakan tindakan yang dalam perspekfif
moral sebagai tidak baik atau imoral, oleh karena itu hukum pidana harus dibuat
dan terlebih pemidanaan diberikan bhanya untuk pelaku imoral itu saja sebagai
bentuk pertangpungjawabannya, sehingge pemidanaan adalah akibat dao
perbuatan imoral.

Pemidanaan sebagai produk suatu pandangan filsafat yang bersumber pada
pemikiran Kant, menjadikan pemidanaan dalam kacamata deoniologi, lebih dilihat
dari maksud pelaku dalam melakekan suatu perbuatan. Setiap orang merniliki
kewajiban untuk melakukan vang baik schingga apabila orang tersebut tidak
melakukan yang baik maka orang tersebut akan diberikan hukuman. Dan menurut
Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak yang baik.
Kehendak menjadi baik, jika bertindak karena kewajiban,’® sehingga semua
perbuatan dalam bentuk apapun jika dilakukan dengan motif lain maka perbuatan

> jan Remmelink, Op.Cf, him 802
% EY. Kanter dan S.R. Sianfurl, Asas-Asass Hukum Pidana of Indonesia dan
Penmsgaﬁﬁya, Sioriz Grafika, Jakarla, 2002 him 58
K. Bertens, Etika, PT Gramedia Pustaks Utama, Jakaria, 2005, him 254
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tersebut tidak dapast dikategorikan baik, Perbuatan sesuai kewajiban ini
merupakan perbuatan legalitas, dengan Jegalitas maka kita memenuhi nomma
hukum. Seseorang dengan motif apapun tidak korupsi, melainkan bertindak
sebagal pejabat negara vang sesual aturan, orang tersebut masih belum memenuhi
norma moral. Sikap yang berkualitas moral oleh Kant disebut moralitas®’
Dikatakan mempunyai sikap moralitas apabila seseorang tidak korupsi karena
kewajiban dia untuk tidak korupsi, adanya rasa hormat terbadap hukum moral.
Bagi Kant, bukum moral adalah kewajiban, Setiap orang tidak boleh saling
membunuh! Adalah soatu keharusan sehingga apabila ada orang yang membunuh
orang lain maka orang fersebut harus dipidana, Depgan alssan demikian maka
pemidanaan merupakan imperatif kategoris.

Teori retributif ind dapat dibagi meniadi dua bagian yakni “nmegative
retributivism” dan “positive refributivism”, “negative retributivism” berpendapat
bahwa hanya orsng yang bersalah vang dapat dihukum dan dihukom sesuai
dengan kesalahan-kesalahan mereka, vapg tidak menyiratkan bahwa bukuman
seperti ity harus dikenakan “positive refributivism” berpendapat bahwa
seseorang yang bersalah harus dikukum sesual dengan kesalahannya®® Nigel
Walker juga membagi para penganut retributif ini kedalam beberapa golongan
yaitu: :

1y Penganut teori retributif yang mweni (The Pure Rewributivistj, vang
berpendapat bahwa pidana harus cocok atan sepadan dengan kesalahan
pembuat. :

2} Pengaruh teori refeibutif tidak nmrmi (dengan modifikasi) yang dapat pula
dibagi delam :

a. Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist) yang
berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya
saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan
terdakwa,

b. Penganwt teori retributif vang distribolif (Retribution in distribution)
disingkat dengan scbutan teori “distributive” yang berpendapat bahwa
pidana janganlah dikenakan pada orang vang tidsk bersalah, tetapi pidana
juga tidak barps copok/sepadan dan dibatasi oleb kesalahan, Prinsip “tiada

* Franz Magnis-Suseno, Filsafal sebagai lfmu Krifis, Kanisius, Yogyakarta, 1991,
him 104
= Anteny Duff and David Gatland, A Reader On Punishment, Oxford University

Prese, New York, 1885, Mm 8.
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pidana tanpa kesalshan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya
pegecualian misalnya dalam hal “strict liability" >

Pemidanaan adalah pembalasan, Pombalasan merupakan fuman nature,”
karena manusia memiliki kecendrungan alamiah untuk membalas dendam
terhadap pelaka yang telah merugikannya. Reteibutif sering dianggap sebagal teori
pembalasan dendam, karena dengan melihat bahwa seseorang yang bersalah harus
dipidans, apakah pidana ite cocok atan sepadan denpan kesalahannya atau tidak
tetapi demi rasa keadilan maka hukoman hams tetap diberikan, Hukuman sebagai
pemuasan rasa keadilan banyalah kamuflase dari hasrat untuk balas dendam
karena secara historis atau secara psikologis ada hubungan yang erat antara balas
dendam (revenge) dengan pidana seperti yang disampaikan oleh J Andenaes.t!

Menurut Stabl, teori retributif ini juga didasarkan pada prinsip bahwa
kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus
ditiadskan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi
terpeliharanya pri-keadilan Tubmu. Cars mempertahankan pri-keadilan Tuban
ialah melalui kekoasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada penguasa negara
{vergeldings als een eisch der goddelifke gerechtigheid).”

Masalah pembalasan seperfi yang dimaksudkan oleh teori refributif ini
dahulu berlaku dalam kehidupan masyarakat Yahuodi zaman Perjanjian Lama :

“mata ganti mata, gigl gantl gigy, tangan gant tangan, kaki ganti kaki,

lecur gann lecur, tuka ganti tuka, bengkak ganti bengkak,”®
Hal ini diamini sebagai hukum dari Tuhan Allah yang disampaikan oleh

Nabi Musa kepada orang-orang Israel sebagai Hukum Taurat, dan bahkan hukam
in berlaku juga bagi orang asing di Jsrael.

& -, Lihat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, him 12-13.

% Lihat Harkristuti Harkrisnowo, Pengaturan Mengenai Sanksi Pidana Dalam R
KUHP Dalam Perspektif Ham, dalam HKomnas HAM & gll, Cataten Seminar, Pembaruan
K{}HP Manm;af: kembali bentuk-bontuk hukuman dalam RUULKURP, Bamiung, 2008

ﬁéuiadi dan Bartda Nawawi Arief, Op.Cif, iim 14

fb«f him 80

% Ketab Perjaniian Lama, Kitab Keluaran 21 1 24-25 fihat juga dalam Kitab Imamat
24 1 1921 : "Apabils seseoranyg membuat orang sesamanya bercacat, maks seperti yang
iciah dilakukannya, begilulalh harus dilakukan kepadanya: patah ganti patah, mata gantl
mata, gigi gentl gigh sepertl dibuathya orang lain bercacat, begitulah herus dibuat
kepadanys: Siapa yang memukul mal seekor temak, ia harus membayar gantinya, letapd
stapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati”
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Berdasarkan tekstual Kitab Perjanjian Lama tersebut, pemidanaan selain
merupakan pembalasan yang sesuai dengan hukum Tuhan, pemidanaan ini juga
bertujuan sebagal pencegahan agar orang lain tidak melakukan kejabatan yang
sama.

“..maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud
memperfakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jshat
ity dati tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain aken mendengar dan
menjadi takut, schingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat
seperti itu di tepgah-tengahmu, Janpanlah engkou merasa sayang
kepadaaya,m”“

Pemidanaan sebagaimana dimsksud oleh pemidansan retdbutif versi
Hukum Taurat tersebut sudah tidak berdaku dalam negara-negara modemn saat ind,
terlebib Indonesia. Tetapi ide mengenal retrributif klasik ini mengalami
perkembangan dalam  retributif modemn oleh Van Bemmelen, Pompe dan
Enschede.® i ;

Van Bemmelen berpendapat bahwa penderitaan yang diskibatkan oleh
pemidanaan haruslkah dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana
bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna
bagi masyarakat (prevensi spasial). Berataya pidana tersebut tidak boleh melebihi
kesalahan terdakwa walau dengan alasan prevensi general

Karl O. Christiansen®® secera torperinei memberikan ciri-ciri pokok atau
karakieristik dari feori retributif vakni ¢

a. Tujuan pidana adalah semata-mata adalah uniuk pembalasan;

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalarnnya tidak mengandung
sarana-garana untek fujuan  Jain  misalnya untuk  kesejahternan
masvarakat;

Kesalahan megrupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahen st pelanpgar;

¢. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang mumni dan
tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atan memasyarakatkan
kembali si pelanggar.

o 0

® Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat 24 : 22 : *Satu hukum berlaku bagi kamu,
baik b&ggi orang asing maupun bagi orang lsrael ash, sehab Akulah TUHAN, Allahmu ™
Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan 18 18-21
* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loo.CE, Him 15
5 bid, him 15
* Hal ini dapat dilinat Jalam Muladi dan Barda Nawawi, /bid, him 17
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2.2 Tesri Manfaat {Utilitarian/Doeltheoricen)

PDalam konteks pemidanaan, sebagian orang berpendapat bahwa,
utilitarianisme merupakan babak lanjutan dari pemikiran mengenai pemidanaan.
Anggapan tersebut keliru apabila kita melihat bahwa baik teori absolut maupun
teori relatif sebeparnya tumbuh bersamaan didalam pemahaman masyarakat.
Dilain pihak utilitarianisme sering diperhadapkan dengan retributivisme scbagai
lawan sejajar dalam perdebatan filosofis mengenal pemidanaan.

Dalam konteks moral, utilitadanisme sering dianggap keliu oleh
lawannya dengan menuduh kaum utilitarian adalah orang yang mau menyamakan
kebaikan moral dengan manfaat.* Pendapat ini tidak tepat, karena utilitarianisme
tidek berpendapat bahwa segala tindakan yang penting bergura adalah baik
menwrnt moral, melainkan utilitarianisme menekankan bahwa tindakan manusia
harus bermanfaat bagi sesama, jika tindakan kita bermanfaat bagi sesama paka
perbuatan ita secara moral harus dinilai baik, dan baik menurut moral fidak
tergantung pada tercapai atau tidakoya tujuan dari tindakan.

Saya mencuri uang orang lain adalah tidak baik secara moral karena
akibatnya merugikan orang lain walau tindakan mencuri vang itu menguntungkan
saya. Suatu malam saya pulang rumah dengan kondisi mabuk berteriak-teriak
dijalanan schingga membuat seorang pencuri yang sedang beraksi dimmah
tetangea ketakutan dap lari tanpa membawa hasil curian karena fetanpga saya
terbangun, talu besoknya fetangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada
saya, secara moral lindakan saya juga fidak berjasa sama sekali.

Utilitarianisme menghendaki agsr semua oraag bertindak sedemikiao rupa
sehingga sebanyak mungkin orang dapat berbahagia, setiap orang bertindak
sedemikian rupa sehingga menghasilkan akibat baik sebanyak mungkin bagi
sebanyak muongkin orang dan berupaya menghindari akibat-akibat burok. “the
greatest happiness of the greatest number”,™

Utilitarian menganggap bahwa setiap tindakan manusia memiliki akibat

atau konsekuensi, oleh karena ifu utilitarianisme sering pula disebut

® Franz Magnis-Suseno, Efika Dasar, Masalah-Masalsh Pokok Filsafat Moral,
Kanisius, Yogyakarta, 2008, him 122
K. Bertens, Op.CH, him 248
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konsekuensialisme. Aliran ini awalnya berasal dari pemikiran moral di Inggris,
dengan tokoh utamanya yakni Jeremy Bentham (1748-1832) melalui bukunya
yang sangat terkenal “An Introduction to the principles of Moral and Legislation”
yang dipublikasikan pada tahun 1789. Bentham menggunakan utilitarianisme
sebagai dasar etis untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum
pidana.”

Bentham sangat terpengaruh dengan karya Cesare Beccaria Bonesara
yakni Dei delitti e delle pene yang diterbitkan pada tahun 1764 dan diterbitkan
kembali dalam bahasa Inggris dengan judul An Essay On érimes and Punishment
pada tahun 1767. Benthamm menggunakan prinsip-prinsip pidana yang
direfleksikan dalam buku tersebut untuk menghubungkan pertimbangan-
pertimbangannya mengenai pemidanaan yang bepar-benar didasatkan pada
Utilitarian.”” Oleh karena itu Bentham dan Becaria diklasifikasikan sebagai dua
tokoh utama aliran klasik hukum pidana.” Selain mereka berdua sama-sama
menerima teori kontrak sosial seperti yang dari Montesquie.

Beberapa paragraf berikut, sedikit membahas pemikiran Beccaria dalam
An Essay On Crimes and Punishment, karena buku tersebut dalam konteks
tertentu mempengaruhi Bentham walaupun dalam banyak hal Bentham memiliki
argumen-argumen berbeda dalam membangun teori utilitariannya. Tetapi dengan
sedikit memahami tulisan Beccaria tersebut maka akan sangat mudah untuk
memahami pemidanaan dalam perspektif utilitarianisme.

Beccaria sangat percaya dengan “kebebasan kehendak”,”* bagi dia
manusia lebih mengejar kepentingan diri mereka, setiap manusia menghindari
rasa sakit dan meningkatkan kebahagiaan mereka. Dan manusia adalah mahluk
rasional yang dapat memilih perbuatan apa yang sungguh-sungguh dapat
memenuhi kepentingan mereka dan oleh karena itu manusia dapat dianggap
bebas.

" 1bid, him 247

72 Tony Draper, An Introduction to Jeremy Bentham's Theory of Punishment,
Bentham Project, University College Londan, 2002, him 3

7 Muladi dan Barda Nawawi A., Op.Cit, him 27

™ Ibid, him 28
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Dalam penerimaannya ferhadap kontrak sosial, Beccaria berpendapat
bahwa apabila orang hidup tanpa pemerintah, maka kepentingan-kepentingan
mereka akan saling bertentangan dan mereks hidup dalam peperangan torus-
menerus, dan tidak ada keamanan seria kebahagisan yang sangat kecil. Oleh
karepa ifu setiap orang sepakat untuk memberikan beberapa kebebasan mereka
demni kepentingan mereka yakni keamanan dan kebahaginan. Mereka membuat
perjanjian babiwa mereka akan melakukan atau tidak melakukan hal-hal terientu
kepada orang vang lain. Perjanitan inl adalah hukum bagi mercka.

“Laws are the conditions wunder which men, naturally independeny, united

themselves in society. Weary of living in a continual state of war, and of

enjoying a liberty which became of little value, from the wncertainty of its
dharation, they sacrificed one part of it, to enjoy the rest in peace and

security. 74

Dengan adanya perjanjian dari setiap orang maka dapat dianggap
kedaulatan atau pemerintaban terbentuk. Bahwa orang-orang yanp melakukan
perjanjian tersebut telab mencipiakan pemerintah yang skan mempertzhankan
perjanjian yang saling menguntungkan bagi mereka dengan undang-undang dan
pemidanaan. Dengan kata lain pemeriniah dilegitimasi oleh orang-orang ind, dan
orang-orang ind akan roenjadi rakyatuya.

Walaupun pemerintah dilegitimasi oleh rakyat, hal ini tidak boleh diartikan
bahwa pemmrintsh bisa berbuat apa saja, namun justra dengan adenya kontrak
sosial ini hal tersebut dibatasi, Beccarla berpendapat bahwa rakvat menginginkan
kebebasan scbanyak mungkin, dan telah menyetujui untuk memberikan sehanyak
mungkin kebebasan vang dibutubken demm keamanan mercka. Karepanya
pemerintah dalam melindungl keamanan mereka, dapat melangpar kebebasan
mercka sebanyak yang dibutubkan saja. Oleh karena pemerintah ada karena
pribadi-pribadi yang mencari kearnanan dan kebahagiaan, maka pemerintah haros
bertujuan ustuk meraith  “Common  Uility”, yaita dengan mengusahakan
kebahagian yang terbesar dibagi antara jumlah yang besar, “the greafest happiness

shared among the greatest number. "

® Cesare Beccaria Bonesara, Dei defiti e defle pene {Leghom, false imprint
Haardem, 1784). Edisi Pertama dalam Bahasa Inggris yang dialinbahasakan dart babasa
ialia - An Essey on Crimes and Punishments,-, London, 1787, Bab 1, him 3
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Hal yang juga menarik dalam pemikiran Beccaria adalah dia
menggantikan posisi kekuasaan raja dan peranan Gereja dalam membuat
perundang-undangan khususnya dalam bidang Pidana. Peranan ini harus diambil
oleh Legislator sebagai wakil rakyat dan pembuat undang-undang yang rasional.
Undang-undang yang dibuat ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali dan
berlakn baik bagi golongan atas maupun golongan bawah’®

Kejahatan sebagaimana yang didefinisikan dalam undang-undang
merupakan pengingkaran terhadap kontrak sosial”’. Dalam Bab 7 bukunya
tersebut, Beccaria menyatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan akan
dihukum hanya karena tindakan jahat dia bukan karena intensi :

“They err, therefore, who imagine that a crime is greater or less
according to the intention of the person by whom it is committed; for this
will depend on the actual impression of objects on the senses, and on the
previous disposition of the mind; both which will vary in different persons,
and even in the same person at different times according 1o the succession
of ideas, passions, and circumstances. Upon that system it would be
necessary to form, not only a particular code for every individual, but a
new penal law for every crime. Men, ofien with the best intention, do the
greatest rr?ywy fo society, and, with the worst, do it the most essential
services. "’

Dalam konteks saat ini memang benar bahwa konsekwensi lebih
menentukan dibandingkan intensi. Seorang pejabat dengan intensi yang
diwujudkan dalam sumpah jabatannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,
malahan menjadi koruptor kelas kakap yang konsekwensinya sungguh merugikan
negara dan menyengsarakan rakyat.

Dalam konteks pemidanaan, menghukum seseorang yang melakukan
kejahatan bukan karena intensinya tetapi karena konsekwensi tindakannya yang
merugikan masyarakat. Dan pemidanaan harus dilakukan oleh negara bukan oleh
pribadi-pribadi yang mempunyai rasa dendam karena dirugikan atau menjadi

korban langsung.

™8 Ibid, Bab 21, him 47
™ ibid, Bab 7, him 16
™ ibid, him 15
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Kualitas dan kuantitas pidana dari perbuatan yang dikategorikan sebagai
kejahatan bukan ditentukan oleh hakim melainkan ditentukan dalam undang-
undang yang dibeat oleh Legislator sebagal perwakilan darl selumhb anpgota
masyarakat.,” “Judges, in crimingl cases, kave no right fo interpret the penal
laws, because they are not legislators 7 Hakim hanya mengaplikasikan undang-
undang dan tidak memiliki hak untuk mengintepretasikan atau menafsirkan
undang-undang tersebut karena hakim bukanlah Legislator. Hakim hanyalah alat
undang-undang, vang hanys menentukan salah tidakmya sesecrang yvang kemudian
menetapkan pidana® Oleh karena itu undang-undang harus dinmoskan dengan
jelas.

Dalam memidana, hakim tidak boleh mengadili atau menilai hal-hal yang
bersifat moralitas, melainkan mengadili atau menilai pelanggaran-pelanggaran
terhadap kontrak sosial tersebut® Tetapi Hakim tidak boleh menjatuhkan
hukuman mati karena tidak bisa dibenarkan dalam kontrak sosial ® Pidapa mati
tidak dapat mencegah kelahmian melainkan merspakan kebrutalan (Grutafity and
violance).*

Pemidanaan dibutubkan kerena setiap manusia memiliki keegoisan, dan
apabila karena keegoisan ini manusia melakukan segala tindakan yeng justru
melanggar kontrak sosial. Setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan
kejahatan. Oleh karena itu Pemidanaan tidak harus meniadakan keegoisan kita,
melainkan memotivasi kepentingan diri kita untuk tidak melanggar undang-
undang.*

“The end of punishment, therefore, is no other than fo prevent the criminal

Jfrom doing further injury to society, and ro prevent others from committing the

Z Ibid, Bab 3, him 8

bt}
5 Muladi dan Barda Nawawi A, Loc.Cit, him 26
2 1hid, Bab 7, him 16
& 1bid, Bab 28, bim 60
5% Muladi dan Barda Nawaw! A, Qp O, him 29
85 Cesare Becearia Bonesars, Op.Cff, Bab 1, him 3
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like offence.”®® Pemidanaan dijadikan sebagai Preventif scbagaimana dalam
Dererrence Theory yang membagi dua bagian pencegahan:

1. Special Deierrence, yattu memidana seorang pelaku tindsk pidana agar
dia tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama dikemudian hard.

2. General Deterrence, yaitn memidana scorang pelaku tindak pidana
sebagai contoh bagi masyarakat agar orang lain tidak melakukan tndak
pidana tersebut. :

Bagi Beccaria masalah deiterence tergantung pada dua hal yaknai hal yang
pertama adalah pemidanaean haros diberikan secara proposional atau sebanding
dengan kejahatan. Hal yang kedua adalah masyarakat harus sudab mengsiahui dan
memahami pemidapaan fersebut.

Pernidansan harus sebanding dengan kgjahatan, dan tidak boleh Iebih
kejam dari kejahatan tersebut. Paradoksnya adalah seseorang yang dihukum harus
dapat memberikan efek preventif, misalnya seseorang yang mencuri seekor ayem
dipidana penjara selama satu bulan, disast yang sama seorang pejabat terbukii
korupst satu triliyon rupish den dipidana selama satu bulan. Ketika hal inmi
diketahut oleh orang yang mencurl ayam, maka tidak menutup kemungkinan dia
akan melakukan kejahatan yang lebih serius lagi.

Pemidanaan harus berfungsi unfuk mencegah agar orang Jain tidak
melaloukan kejahatan vang sama, maka pemidanaan diberikan kepada orang yang
bersalah agar perlu diketahui dan dipaharsi oleh masyarakat, dan bisa membuat
kesan terbadap masyarakat sehingga mereka lebih memilih perbuatan yang
menghasilkan lebih besar kebahagiasan daripada melakukan kejahatan yang
akibatnya penderitaan lebih besar dibandingkan manfaatnya® Tetapi sekali lapi
behwa Pemidanaan tidak boleh terkesan kejam melainkan pemidanaan haros
fertentu atau pastt karena dengan demikian pencegahan akan lebih efektif
“Crimes are more gffectually prevented by the ceriainty than the severity of

punishment. ™

¥ ihid, Bab 12, him 25 Perbedesn antara Special Deforrence dan General
{eterrence juga Jdijelaskan secara singkat dalam Mulad! dan Barda Nawawi Arief
Qp.(l‘i{g,?ézim iB
ibid, Bab 12, 25
% ihid, Bab 27, him 57
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Agar mosyarakat talm dengan pasti pemidanasn itu sendir, maka
pemidanaan harus tertuang dalam undang-undang dan diumumkan ke masyarakat,
serta roasyarakat dapat melibat pemidanaan itu sendiri, Karena bagi Beccaria
Pemidanaan harus kelibatan lebih menakutkan kecuali untuk kejahatan-kejahatan
yang secara kualitas maupun kuantitas kecil.

Argumen-argumen DBeccaria distas mempengarchi  Bentham  untuk
mengkritik hukum pidana Inggris pada saat im. Bentham menggunakan prinsip
Utilitarianisme dalam mendasari pandangannya mengepai hukum  pidana
khususnya pemidanaan.

Dalam bukunya “Am Introduction to the Principles of Moral and
Legislation” Bentham juga dipengaruhi oleh “kehendak bebas” seperti Beccaria™,
yang mana Benthame yakin bahwa manusia secara alamiah untuk menggunakan
kehendak bebasnya dalam mewujudken kebahaginan dan mengurangi atau
menghindari penderitaan. Oleh karenz ity manusia tahn mana yang mestinya
dilakukan, maga yang mestinya dikatskan dan mana yang semestinya dipikirkan
yang akan membsawa akibat dia lebih bahagia bukan sebaliknya.

Sebagaimana Beccaria mengidentifikasi sumber-sumber motivasi schingga
orang {aat terhadap hukum, Bentham melakukan hal yaog serupa. Dalam Bab il
“dn Introduction to the Principles of Moral and Legisiation”, secara kbhusus
Bentham membahas tentang sapksi atau  sumber penderitaan®  Dia
menggambarkan sumber pemidasaan sama dengan sumber penderitaan,”
Penderitaan ini bersumber dari sanksi-sanksi fisik, politis, moral dan agama
Penderitaan yang datang secara alamiah seperti sakit penyakit merupakan sanksi

#° hid, Bab 29, Him 89

® muladi dan Barda Nawawi A, Loe. Cit., him 28

3 Jeremy Bentham, An Introduction o the Principles of Morals and Legiskation,
Eatoche Books, Kitchener, 2000, him 27

%2 sNow this same suffering, i inflicted by the law, wilt be what is commoniy called @
punishment”. Lihat | An Introduction to the Frinciples of Morals and Legisfation, Bab 3
Point Vi, him 28, Perkembangan motivasi sanksi Bentham, sebagai jawaban lerhadap
beberapa keiahatan, teish diursikan dalam beberapa bukunya, yaitu Fragment on
Government and A Comment on the Commentaries, mernigenat tiga sanksi yakni politik,
moral dan agama, Kemudian dalam An introduction fo the Frinciples of Moral and
L egistation, sanksi yang ke empat yakni sanksi fisik. Dan yang terakhir Deantology pads
iahun 1814, dengan pembahasan mengenal "Sympathy”, yang dikiasifikasikan sebagai
sankst yang ke lima.
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yang bersifat fisik, sedangkan penderitaan yang ada karena keputusan pengadilan
sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk menghukum orang yang melanggar
undang-undang maka sanksi tersebut termasuk sanksi yang politis atan sanksi
hukum. Apabila secara spontan sekelompok masyarakat menolak prilaku
seseorang karcna tidak mengenakan perasaan masyarakat maka orang tersebut
menerima sanksi moral, sebaliknya seseorang dianggap berdosa karena melanggar
aturan agama maka sanksi yang didapat adalah sanksi agama. Penderitaan sebagai
akibat dari pelanggaran undang-undang, merupakan pemidanaan yang diberikan
berdasarkan sistem hukum suatu negara. Dan pemidanaan merupakan penderitaan
yang sama dengan penderitaan yang lain jika tanpa melihat sumber-sumbernya.

Bentham menganggap bahwa pemidanaan sebagai perwujudan dari suatu
kejahatan yang tidak dapat disangkal,”® bagi Beatham pemidanaan harus
berhubungan dengan kejahatan, adanya pemidanaan karena adanya kejahatan,
sehingga adalah sangat tidak mungkin seseorang dipidana apabila orang tersebut
tidak melakukan kejahatan, karena bagi Bentham pemidanaan merupakan suatu
kategori khusus dari penderitaan yang tidak dihasilkan oleh beberapa tindakan
pribadi melainkan dihasilkan oleh satu tindakan pribadi yang disebut kejahatan.**

Melakukan kejahatan akan berakibat dipidana. Pemidanaan harus
menghasilkan rasa yang lebih sakit bagi pelaku kejahatan dibandingkan dengan
kebahagiaan yang didapat oleh pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu orang
lebih memilih untuk taat hukum daripada melanggar hukum. Hal ini perlu
dipahami sebagai ide dasar dalam membangun pemikiran mengenai pemidanaan
yang didasarkan pada konsep utilitarianisme.

Dalam mencari pembuktian ilmiah mengenai pemidanaan, Bentham
mempertimbangkan lamanya untuk menemukan akibat dari rasa sakit yang
muncul dalam masyarakat, baik oleh pelaku kejahatan maupun oleh pemidanaan

8 ibid, Bab IV, him 31. °Legal punishmenl as the embodimeni of an
unquestionable evil®, pendapat Bentham ini mengikut pendapat Thomas Hobbes
mengenai pemidanaan : A punishment, is an evil inflicted by public authorily, on him that
hath done, or omitted that which is judged by the same authorily fo be a transgression of
the law; to the end that the will of men may thereby the befter be disposed {o obedience”.
Lihat Leviathan, Bab XXVIII

* Ibid
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itu sendiri. Dari sudut pandang rasa sakit yang disebabkan oleh pelaku kejahatan,
dia mengusulkan suatu pengujian yang cukup untuk menentukan apakah suatu
tindakan adalah “salah”, dan apakah tindakan itu sebaiknya diklasifikasikan
sebagai suatu “kejahatan” dan kemudian membuat undang-undang yang dapat
mencegah kejahatan itu dilakukan.

Bentham juga menganjurkan agar pemidanaan diberikan sebanding dengan
kejahatan yang dilakukan. Karena yang paling penting adalah, pemidanaan harus
menyediakan kuantitas variabel dari rasa sakit dalam menjawab berbagai macam
kejahatan yang disebabkan oleh pelaku kejahatan.® Dan bagi Bentham
pemidanaan tidak boleh kejam atau justru tidak manusiawi apalagi pidana mati.
Bentham menolak pidana mati, baginya pidana mati justru hanya menghasilkan
penderitaan luar biasa dibandingkan dengan kebahagiaan dalam mencapai
tujuannya, karena membawa kekejaman atan kebrutalan luar biasa.*

Bentham mengemukakan bahwa, tujuan Pemidanaan adalah untuk
mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan ini dalam bentuk Special Detterence
dan General Deterrence. Secara singkat tujuan pemidanaan menurut Bentham
adalah sebagai berikut :

1} Mencegah semua pelanggaran (to prevent all offenses)

2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat (to prevens the worst offenses)
3) Menckan kejahatan (2o keep down mischief)

4) Menekan kerugian atau biaya seckecil-kecilnya (Yo act the last

e.x;peme)p d
Pandangan Bentham mengenai utilitarianisme sebagai dasar pemikiran
moral mengalami perkembangan oleh Jhon Stuart Mill (1806-1873), dan kaum
utilitarianisme setelahnya. Jhonm Stuart Mill, menyempurnakan pandangan
Bentham dengan menghubungkan asas manfaat dengan keadilan. Mill
berpendapat bahwa pemidanaan itu ada karena demi keadilan. Pandangan
Utilitarianisme ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perundang-

%5 Ibid, Bab XV, him 147
% Muladi dan Barda Nawawi A., Op.Cit, him 32
¥ ibid, him 31
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undangan Inggris sepanjang pertengahan abad kesembilanbelas,” dan bahkan
masth mempengarubi sistemm pemidanaan dibeberapa negara dengan variasi-
variasinya, yakni: pencegahan {deferrence), penjara dan  stigmatisasi
fincapacitation), dan rchabilitasi frehabilitation). Tetapl pada intinya dalam
konteks pemidanaan, teori utilitarian memiliki karakteristik seperti yang dirinei
oleh Karl. Q. Christiansen®™ sebagai berikut -

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetepi hanya scbagal sarana untuk
mencapal tujuan vang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

¢. Hanya pelangamn-pelangearan hukum vang dapat dipersalahkan
kepada si pelaku saja {misal karena sengaia atan culpa) yang roemenuhi
syart untuk adanya pidana;

d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk
pencegaban kejahatan;

¢. Pidana melihat ke muka {(bersifa¢ prospektif); pidana dapat mengandung
wnse pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan atau unsur pembalasan
tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan
untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktek pemidanaan khususnya pasca tahun 1963, utilitarianisme
mengalami pengarvh yang cukup besar di dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia. Balah satu tujuan pemidanaan berdasatkan pemikiran utilitarianisme
adalah Pemasyarakatan atau Resosialisasi'® Hal ini menjadi salah satu topik
penting dalam pembabaruan sistem pidana penjara vang selama itn dianggap
mempunyal semangat kolonialisme yang justru fidak sesuai dengan semangat
revolusi suatu ncgara yang baru lepas dar penjajaban. Oleh karena ity, Dr.
Sabardjo, 8.1 memprakarsai untuk mengubah sistemn kepenjaraan menjadi sistem
pemasyarakatan sebagaimana kita lihat dalam peskembangannya saat ind.

% Bertrand Russell, Sejarah Filsalat Baral, Kaitannya Dengan Koodisi Sosio-Politik
zfama:z Runo ﬁfngga Sekarang, Pusiake Pelgjar, Yogyakarka, 2002, him 1008
Piai i dapat ditihat datam Mudadi dan Bards Nawawd, g, him 17
® Bagi Sudario, istilah “Pemasyarakatan® dapat disamakan dengan istiah
*Rm:zsiatisasi danfatau "Rehabildasi™, Sudario, Kapile Selokia Hukum Pidana, Penerbit
Alumpi, Bangdung, 1888, him 73
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2.3 Pemidanaan di Indonesia dan Konsep Pemasyarakatan

Retributivisme maupun Utilitarianisme yang telah diungkapkan diatas
merupakan falsafah pemidanaan dari dunia barat. Di Indonesia, setelah sekian
tabun merdeka, dak menunjukan falsafab pemidanaan yang diguoakan sebagai
actian dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Akibatnya, legislator akan
dengan bebasnya berkreasi dan berinovasi dalam membuat peraturan pidana.®

Padahal dahulu diwilayah Indonesia terdapat sistem pidana dan
pemidanaan yang bersumber dari kitab-kitab hukum adat, misalnya, antara lain ;
Awig-awig yvang digunskan di daerah Bali, dan Zowfara Latoa yapg ada di
Sulawesi Selatan, Kitab-kitab hukum itu sebenarnya telah mengenal asas legalitas
dan proporsionalitas, yang menjadi pilar hukum pidana modern, disamping
sejumlah asas pidana lainnya.'%2 Namun sangat disayangkan, apakah karena minat
sarjana hukury sangat kurang terhadap pidana adat atau karepa pengaruh doktrin
hokum Belanda yang sangat teriapam kuat dalam pemikiran sarjenz hukum
Indonesia schingga pidana adat semakin ditinggalkan.

Pemikiran mengenal pemidanaan di Indonesia mendapat kemajuan yang
sangat berarti setelah adanya sistemn pemasyarakatan. Lebih dari empat pulvh
tahun warga negara Indonesia telah akrab dengan istilah pemasyarakatan, dan
kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai istilah
tersebut. Ada yang menyatakan itu sebagai suatu tempat untuk merchabilitasi dan
mereintegrasi para parapidana, ada pula yang berpendapat bahwa pemasyarakatan
merupakan istilah lain dari penjaca yang berfungsi sebagal tempat penjeraan bagt
terpidana schingga mercka merasakan penderiisan sebagal bentuk balasan atan
tanggungiawab mereka terhadup kejahatan yang mereka lakukan.

Konsep fentang pemasyarakatan di Indonesia merupakan perkembangan
dart konsep penjara. Pemasyarakatan sebagai suatu konsep dan praktek dalam
sistern peradilan pidana merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam
sistemn peradilan pidana itu sendiri.

0y ihat Harkristuli Harkrisnowo, Rekonstruksi Konssp Pemidensen © Sustu
Bugalan Terhedap Proses Legisiasi dan Pemidanaan di Indonesia. Piiato Pengukuhan
Gury Bosar, Universitas Indonesia Tahun 2003, him 12
R 1hid, tim 14
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Lembaga Pemasyarakatan memainkan peranan yang sangat penting
terhadap terpidana atau narapidana dalam hal pembinaan sehingga dalarn sistem
peradilan pidana sebagai dapur akhir dari suatu proses pemidanaan yang nantinya
diharapkan narapidana tersebut dapat diterima dan hidup normal kembali dalam
kehidupan bermasyarakat Bagian dalam fulisan ini juga skan menyinggung
mengenal sejarahnya khususnya perkembangan pidana penjare sampai konsep
pemasyarakatan di Indonesia.

23.1 Pemidanasan di Zaman Penjajaban

Di zaman pendudukan VOC pada tahun 1602 s/d 1800, jaman peralihan
{1800 s/d 1808), Jaman Perancis-Belanda yalax jaman Gubernur Daendels (1808
s/d 1811) dikenal adanya pidana kurungan dan pidana rantai. Tetapi penjara masih
juga belum ada, Nanti pada zaman Gubernyr Raffles (1811 s/d 1818), belian
memerintahkan untuk dihapus segala macam pidana yang (iapaf menyebabkan
cacat badan, juga diadakan pembagian narapidana berdasarkan jenis kejabatan
serta direncanakan pembangunan penjara-penjara, tetapi renacana tersebut tidak
berjalan karena perinuh fersebut tidak ditaati olch bawshannya. '™

Indonesia pada tahum 1872 s/d 1905, kega paksa menjadi jegis
pemidanaan yang pada wnunya diberlakukan. Pada periode ini orang-orang
Indonesia (dan orang-orang golongan Timur Asing) berlaku pada waktu itu Kitab
{Indang-Undang Hukum Pidana tersendiri yakni “Wetboek van Sirafrecht voor de
Ilanders in Nederlandsch Indie” yang dapat diferjemabkan sebagai “Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana untuk orapg-orang Pribumi di Hindia Belanda”
(pada waktu itu orang-orang Indonesia disebut “Infanders™). "™ KUHP ini berlaku
sejak tanggal 1 Januari 1873 dan ditetapkan dengan Ordonansi pada tanggal 6 Mei
1872 (Indisch Staatsblad No. 82).

Jepis pidana pokok untuk orang-orang Indonesia menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 1872 itu jalah:'®

A Widlada Gunakarya, Sefarsh dan Konsepsi Pemasysrakstan, Ammico,
Bandun&t 1508, him 25
! Tim  Peoyusun, Sefarah  Pemuasyarskatan (Dari  Kepenjaraan ke
Pemas;ggarakatan), Dirden Pemasyarakatan, Jakarta, 1983, Bagian ke | Bab |, him 11
thic
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a. Pidana mat;
b. Pidana kerja;
c.  Pidana denda.

Pidana kerja bagi pribumi  {dan golongan fimur asing) dijalsni scumay
hidup alau sementara dan paling sedikit satu har. “Kerja Paksa” atau “wajib kerja
pada pekerjaan-pekorfaan umum untuk makan tanpa upah™ fvoor de tost zonder
Ioow), dan dilakukan di lvar daersh asal tcrpidana (sehingga sering disebut
“pembuangan” atau “verbaning).'® Pidana ketja ini terdiri dari dua jenis yakni :

a. Kerja paksa {dwang arbeld), yang dilakukan diatas lima tahun dengan
dirantal {dwang arbeid aan de ketiing), dan dibawah lima tatun tanpa
dirantai,

b. Dipekerjakan (ter arbeid stellen)’”, yakni pidana kerja paksa yang
dilakukan dalam waktu satu tahun ke bawah

Banksi pidana im sangat berbeda dengan golongan orang-orang Eropa
yang bagi mercka diberfakukan “ %Véfbuﬂé van Strafrecht voor Europeanen” (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana untuk crang-orang Fropa) dasi tahun 1866, yang
schenarnya tidak lain dari pada Kitab Undang-Undang Pidana yang berlaku bagi
orang Belanda di Negeri Belanda. Jenis pidana pokok yang berlaku bagl orang-
orang golongan Eropa ini ialah:

a. pidana mati

b. pidana penjoara
c. pidana kuran

4 pidana d&ﬁé&%

Oleh karcoa sanksi pidana bagi orang-orang golongan Eropa berwujud
sebagai “pencabutan kemerdekaan® (pidana penjara dan pidana frungan), maka
didirikan Penjara Pusat uniuk orang-orang Eropa (Cemfrole gevangenis voor
Europeanen) di Semarang (Jurnatan) yang berfungsi sebagat “strafgevangenis”™

' pelaksanaan ketja paksa diluar daerah tempat asal ini dimaksudkan juga
sebagai usaha "memberatkan pidana®, Latar belakang pemikirannya ialah bahwa dengan
dikelparkannya terpidana yang bersanghkutan dari daersh tempal asalnya, dimana ia
tengah menikmall suasana kempung halamannya, dijauhkannya yang bersangkutan dari
sanak Keluarganya dan temandemannya serta dard tempal-iempat dimana nenek
moyangrya dikebumikan, dianggap sebagal suatu hal yang sanget menyedihkan dan
karenanya menipakan sualy "derita tambahan” yang sangat berat yang khusus dirasakan
oleh orang-orang Indonesia pada waklu Ha. hid

" ibid

" ot
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{penjara untuk pidana). Yang merupakan bangunan rumash penjara pertama di
Indonesia.'®

Perbedaan sanksi pidana ini sungguh mencerminkan penjajahan vang tidak
mansiawi, Penegakan hukom pidana dalam perspektif kolonial, ity berlangsung
terus sekalipun sejak tahun 1903 diadakan perubahan-perubahan  datam
pelaksanaan pidana dan sejak tahun 1918 berlaku sanksi-sanksi pidana yang sama
bagi semua golongan.

Pada tahun 1905 terdapat kebijakan baru di bidang perlakuan terhadap
terpidana. Ini terlaksana di bawah pimpinan Kepala Urcsan Kepenjaraan (Hoofd
van het Gevangeniswezer) yang pertama yakni Gebels, seorang sajana hukum
yang dalam sejarah kepenjarean Mindia Belanda terkenal sebagal seorang yang
telah begasa dalam mengadakan perubahan-perubahan di bidang kepenjaraan.’’®
Dalam garis besarnya perubahan-perubahan itu meliputi hal-hal sebagal berikot:

Pertama : Meneruskan kebijakan (policy) tentang mempekerjakan para terpidana
yang dikenakan pidana “dipckerjakan pada pekerjaan-pekerjaan umupm untuk
“makan tanpa upah” (voor de kost zonder loon) (krakalan);

Kedua : konsentrasi dari para terpidana kerja paksa di “pusat-pusat penampungan
yang besar di wilayah-wilayah” {gewestelijke centralen) atau pada proyek-proyek
pekerjaan yang besar-besar untuk keperluan vmum (pembuatan jalan, tambang-
tambang, proyek-proyek irrigasi, dsb); Penempatan “pusat-pusat pepatnpungan
wilayah™ dan “pusat-pusat proyek-proyek” ini dibawah pimpinan direktur-direkiur
yang cakap; keharusan, bagi terpidana untuk melekukan pekerjaan-pekerjaan
bermanfaat baik bapi mercka sendiri maupun bagi pemerintah dibawah disiplin
yang ketat.

Pada tanggal 13 Oktober 1915 dengan Xoninghdik Besluit No. 33 (IS.
1915 Neo. 732) dimasvkan #uS baru dengan Koningkiitk Bestuit tangual 14 Maret
1917 No. 46 (I8. 1917 No. 497) yang berlaku tanggal 1 Januari 1917, dengan jenis
pidana yang berlaku untuk vmum sebagaimana termaktub dalam pasal 10 WvS,
dimana pidana penjara menjadi pidana pokok disamping pidana mati, pidana
kurangan dan denda.''! Pada tahun 1917 diberlakukan Gestichitenreglement
{Peraturan Kepenjaraan) Lembaran Negara 1917 Ne. 708.

799; :
Y2 ibid, Bab 1, him 17

' R. Soesilo, Kitab Undang-tindang Hukum Pidana (KUMHP) Serta Komsniar-
Komaniamya Lengiap Passl Dem Fasaf, Politeia, Bogor, 1§96, him 26
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Pidana penjara yang dimaksudkan dalam pasal 10 KUHP merupakan
hilangnya kemerdeksan orang terpidana selama waktu tertentu depgan cara
mencebloskannya kedalam penjara. Sejak saat itu penjara mulai berdin dan
tindakan pencegaban terhadap kejabatan dengan sistem penjara mulai berlaku
sebagal twuan pemidanaan, dimana lebjh menckankan unsur balas dendam
sebagai bentuk pencegaban terhadap kejahatan tersebut. Pidana penjara dibuat
untuk terpidana menjadi jera, dan untik itu pidana penjara harus dilaksanakan,
barus lama dan hares menyakitkan, Adapun dasar hukom Sistern kepenjaraan
adalah sebagai berikut :

a. Wetboek Van Strafrechi vor Nederlandsch Indie (Kitab Undang — Undang
Hukum Pidang) LN 1915 No. 732 jo LN 1917 No. 497 jo undang-undung
No. | tahun 1946 jo undang-undapg no. 73 tahun 1958, dan berdasarkan pasal
Il aturan peralihan UUID 1945 seria pasal 1 Peraturan Presiden no. 2 tann
1945, tanggal 10 Okiober 1945,

Gestichten Reglement (Peraturan kepenjaraan) IN 1917 no. 708
Dwangopvoeding Regefing (DOR) TN 1917 No. 741

Voorwaadelifke Irvrerijheidstelling verordeling LN 1926 No. 487

Regeling Voorwaarelijke Veroordeling Stbl, 1926 No. 487.

¢ eep

Sistern pemidanaan ini berlangsung sampai penjajahan Jepang tanps
banyak perubahan. Tetapi Jepang selalu mengpunakan pidana kega paksa
(Romusha) demi kepentingan perang. Penjajah Jepang memperiakukan terpidans
secara teori berdasarkan “reformasi atau rehabilitasi”, schingga ada seorang ahli
hukum Jepang, yakni Adzuma Konihito mencantumkan kata-kata penutup dalam
bukunya yang berjudul Semanggat Nippon sebagal berikut

“Dohuly Pemerintah membajanglon bahwa ia sudah ffukup memenuii
kewgiibarnya kepada masjorokat, jikalau ia sudah mernanghkap st penjahat don
memasukian mercha dalom penjara. Akan tetapi sekarang orang insjal bahwa
dengar berfaku begiiu saja kewafiban negeri behim habis, melainkan pada wakiy
it harus baru mdal, Kolau negeri menamighkap  sesuctu orang dan
memenjarakansja, negeri ity harus mexjunjung tanggungan yang beral, faitu
langgungan supgja mengurus orang-orang ferpidana dengan jalan potut dan
mendidik mereka pula. Meskipw si penjanat sudah melanggar larangan undang-
undang, ia tidak iehilongan hotova seloka marusia. Jikalau orang hukuman iy,
sesudohnva dilepaskan sebab lamanyva masa hukuwman habis, kuoong sanggup
akan mengerjakan kewajibannya seloku anggote masjarakat, maka tidek boleh
dibilang barwa pemerintah bukan saja tidek memenvhi fanggungannya ferhodop
masjarakal melainkan juga terhadap orang hukuman sendiri. Pemerintah wajib
memperbaiki  ornag-orang nukuman  batk dalam rechani moeupun  dolom
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masjarokat, kalau mereke bisq diharap akan mungkin diperbaiki. Itu sebabnya
harus dipakai akal-akal yang ditigukan kearah perbaikan menurst umur dan
keadoan sipenjahat. Hanya dengon jolan demikian, negara bisa memenuhi
sehouh kewagjibmmya gung melindungi anak-anak negeri lerhadap serangan
kepada badan dan harta'?

Tetapi ini sekali lagi ini hanya teori, dalam kenyataan perlakuan wrhadap

terpidana sama seperfi pidana kerja paksa di abad XTX. Dengan adanya romusha
yang mengalami berbagai kekejamaan yang dilakukan oleh tentara Jepang,

sehingga menjadi lembaran scjarah yang hitam dari scjarsh Pemidanaan di

Indonesia.!™?

232 Pemidanasan di awal Kemerdekoan (Tabun 1948 </d 1963)

Proklamasi kemerdekasn Indopesia pada tanggal 17 Agustug 1945,
merupakan babak baru sejarah pemidanaan di Indonesia, scmangat anti
kolonialisasi menjalar ke segala bidang termasuk dalam bidang pemidanaan. Surat
edaran vang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah Kepenjaman Republik
Indonesia, ialah surat edaran yang dikeluarkan di Jakaria tertanpgal 10 Oktober
1945 no. G.8/588 oleh Menteri Kehakimnan R.I vang pertarns, Professor Mr, Dr,
Supomo. Surat edaran pertana ini memuat hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa semua penjara telah dikupasai oleh Republik Indonesia;

2. bahwa periniah-perintah yang diturut hanya perintah-perintah dari Menter
Kehakiman RUL, atsu dari Repala Bahagian Urusas Penjara Mr. R.P
Motosusanto yang telah ditunjuk sementara untuk it

3. babwa pengurusan sias penjara-penjara setelah dikuasai oleh Republik
Indonesia harus baik untuk memperoleh nama baik pula dani dunia
internasional;

4. bahwa yang pertama-tama harus diperhatikan dan diusahakan ialah keschatan
orang-orang ferpenjara; spa yang felab tegadi dimasa schelumnya (Jepang)
jangan sampai terulang; khususnya makanan bagi orang-orang terpenjara
harus dicukupi;

5. pekerjaan bagi orang-orang terperjara harus diperhatikan antara lain sebagai
sarana memperbaiki tabiatnya; perhatian khusus diminta untek usaha-usaha
dibidang pertanian guna mencukupi makanan orang-orang terpenjara;

Y2 Tim Penyusun, Op.Cit, Bagisn 1! Bab Iv, him 33. Kalimat Int dilutip dad
&dzwzz%i(ﬁnihiw, Semangat Nippon, bim 174
ihid
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6. akhimya dipesankan supaya dalam hal memperlakukan orang-orang terpenjara
selalu mengingat perikemanusiaan dan keadilan, tanpa pandang bulu {apakah
Indonesia, Eropa, Tionghoa, di).'*

Pada tahun 1948, terjadi perubahan peraturan mengenal kepenjaraan,
Grestichrtenregiement (Peraturan Kepenjaraan) Lembaran Negara 1917 No. 708,
diubah dengan LN 1948 No, 77, sebagaimana pelaksanaan dari pasal 29 KUHP.!!?
Pada bulan Agustus 1960 Mr. Sudarman Gandasubrata bersama-sama dengan
Bahrudin Suryobroto menghadini “Kongres PBB ke II fentang Pencegahan
Keiahatan dan Perlakuan terhadap pelangear hukum™ 2nd UN Congress on
Prevention of Crime and treatment of Offenders} yang diadakan di London.

Hal i sangat mempengaruhi pandangan dalam pemberlakuan pars
terpidana, dimana dapat dilibat dengan diterbitkannya surat edaran fanggat 26
Maret 1962 no. J.H. 8.6/71 tentang “Pendidikan Narapidana™, yang antara lain
memuat “aral  pimpinan kepenja.(azin yang telah ditetapkan oleh Menten
Kehakiman” yakm “pemasyarskatan narapidana™ dalam arti “mempersiap-kan
narapidana labir/batin untuk kembali ke masyarakat, dan sebagainya™, Kemuodian
Diterbitkan juga surat edaran tangpal 23 April 1962 no. JH. §.1./40 tentang
“Pedoman Pemasyarakates Narapidaoa” vang antara lgin memberi petunjuk-
petunjuk ﬁzengeﬁai pendidikan, diantaranya pendidikan vak yang dimana
mungkin disesuatkan dengan kebutuhan-kebutuban vang khas dari masyarakat
sekelilingnya.''¢

Istilah “pemasyarakatan” yang oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan
Sudarman Gandasubrata dipergunakan dalam surai-surat edarannya fanggal 26
Maret 1962 No. JH.8.6/71 dan tanggal 23 Aprdl 1962 No. JHE.1/40
sebelumnya oleh beliau sendin diresakan kurang cocok, karena tidak lain daripada
ponterjemahan daxd  istilah “resosialisasi”. Istilah  “pemasyarskatan™ telah
dipergunakan sejak talum 1962, dan kalau isi dari apa yang menyebabkan
timbulnya istilah “pemasyarakatan” itu ditelaah dan diperbandingkan dengan apa

™ bid, Bagian ke H Bab [, him 36

¥ ), Soesiio,Op.Cit, Mm 42, Gestichten Reglement (Peraturan Kepenjaraan) LN
17 no. 708 dan diubah dengan LN, 1848 No. 77 {Peratutan Kepenjaraan) merupakan
peiaksanaan dan Pasal 29 KUHP.

V8 1im Penyusun, Op.C#, Bagian ke i Bab W, him 54
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vang terkandung dalam istilah “rescsialisasi”, maka akan nampak bahwa
perbedaan-perbedaan yang prinsipil tidak ditemukan.'"’

2.3.3 Konsep Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan vang juga diterapkan tanpa disertai denpan proses-
proses kepenjaraan seperti fidak adanya pentahapan perlakwan terhadap pama
narapidana yanpg telah benar-benar bertobat. Penjara akhirnya hanya fempst isi
waktu belaka karena buken iempat mendidik para namapidana tetapi meajadi
fempat beristirabat para penjahat sekaligus menjadikan ponjara sebapgai sekolah
tinggi kelahatan. Dimana segale macam penjahat berkumpul dan saling membagi
pengalaman kejahatan mereka sebpai bentuk pelajaran untuk dapat melakukan
kejabatan tersebut dilain waktu, Disisi lain, Pidana penjara yang berhijuan untuk
- melindungi masyarakat dari kejabatan membuat sistern dalam penjara harus lama
dan berakibat penderitasn bagi narapidana agar tidak berbuat kejahatan lagi. Oleh
karena itn diperlukan suati sigtemn baru dalam keperjarsan sebagal benmtuk
penghargaan terhadap bak asast manusia terpidana yaknj sigtem pemasyarakatan,

Pemasyarakatan mempakan  kepigtan untuk membina  antara  lain
narapidana selain anak didik pemasyarakatan dan kifen pemasyarakatan yang
merupakan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelsmobagaan, dan
cara pembinasan yang merupakan bagian akhir dari sistern pempidapasn dalam tata
peradilan pidana.”™®

Sistem Pemasyarakatan menjedi suatu hal yang sangat penting karens
sehagai konsep pemidanaan yang berorientasi pada narapidana ite sendird, dimana
narapidana dibina agar menyadari kesalahan, memperbalki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana schingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

7 mid

" tihat Pasal 1 ayet {1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1897 tentang
Pemasyarakaian: "Sistem Pemasyarskatan adalah sushs Bisnan mengensi arah dag
hatas serda care pembinaan Warga Bingan Pemasysrakaion berdasarkan Pancasia
yang disksanakan secara terpadu antars pembing, vang dibing, dan musyarakat untuk
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadart kessinhan,
mempearbaiki diri, dan tidak menguiang! tindak pidana sehingga dapat diterima kembak
oieh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab®.
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roasyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, den dapat hidup secars
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.''®

Perubahan ini merupakan peristiwa hukum yang sangat penting yang
berpengaruh terhadap sistem peradilan pidana uvmunya dan  pemidanaan
khusnsnya yang terjadi dalam suatu sejarah. Sebagal bagian dari sistem peradilan
pidana tentunya Pemasyarakatan sangat penting dalam menegakan hukum dan
terlebih dalam memberikan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi
narapidama itn sendiri dengan menjadikan permmasyarakatan sebagai wadah
pembinaan, schingga narapidana dapat kemball ketengah-tengah magvarakat tanpa
ada penolakan lagi.

Pemasyarakatan tidak terlepas dari konteks pidana penjara, karena dalam
realitas bahwa gedung atau tempat yang disebul Lembaga Pemasyarakatan di
Indonesia merupakan tempat yang sebagian besar dihuni oleh terpidana yang
dijatubi pidana penjara selama waktu tertentu.

Pada tahun 1963 atas prakarsa Dr. Sabardjo, S.H sistemn kepenjaraan
diganti dengan sistem pemasyaraketan,'”® Dengan demikian pemasyarakatan
dirumuskan sebagai svatu metode untuk mengubah para narapidana menjadi
orang yang dapat bergune dalam masyarskat dengan potensi-potensi vang ada
dalam diri mereka sendiri, selain itu masyarakat pun dilibatkan dalam pembipsan
ini schingga masyarakat akan mau lagl menerima narspidsna ini kedalam
hingkungan sosial mereka.

Perkembangan pidana penjara kearsh pemasyarskatan scbagaimana kita
raengerti sekarang ini berhobungan dengan perkembangan tentang Hak Asasi
Mamusia, termasuk perlakuan manusiawi terhadap para terpidana yang sementara
menjalani hukuman di penjara. Schingga konsep rehabilitasi dan reintegrasi
sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, dan tidak lagi berkehendak
untuk melakukan tindak pidana den kembali menjadi warga masyarakat yang

% pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Mo, 12 Tahun 1997 tentang Pemasyarakatan

20 {ihat dalam : Sahardio, “Fohon Beringin Pengayoman® Hukum Pancosie
Mapipolilsdek”, Pidato Penganugershan QCGelar Doclor Honorarls Causa pada
Universitas Indonesia tahun 1883,
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bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya dapat berjalan dengan
baik.

Setelah perang dunia L narapidana sangat diperhatikan secara khusus oleh
dunia internasional, perlakuan terhadap narapidana harus memperhatikan juga
maszalsh kemanusiaan. Pada tahun 1957, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
melahitkan swvaty konsep vang disebut “Standard Minimum Rules For The
Treatmen Gf Prisoners”, yang menekankan perlu adanya perlindungan. terhadap
hak asasi parapidana dalam pembinaan di dalam penjara atau dalam tahanan jenis
spapun. Hal ini membawa akibat berkembapgnya pemikiram-pemikiran baru
dalam sistern pembinean narapidana yang lebih memperhatikan masalah hak agasi
narapidana.

Indonesia sebagai negara hulum, oleh karena ita pemerintah mempunyai
kewajiban unmtuk melindungi setiap warga masyarakat dan tak terkecuali juga
terhadap para terpidana schingga para terpidana dapat kembali ketengah
masyarakat sebagal warga negara yang baik. Berdasarkan ini, Sshardjo pada
tanggal 5 Juli 1963 mepgemukeken suatu gagasan “Sistem Pernasyarakatan™
sebagai tujuan dari pidana penjara, yang diucapkannya dalamn pidatonya yang
berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” pada penganugershan gelar Doctor
Honoris Causa dalam Ilmu hukum di Universitas Indonesiz.'®' Dalam pidatonya
beliau antara lain mengatakan bahwa:

“...akhimys kami menetapkan pohon beringin pengayoman untuk dipakai
sebagai lambang olch Departernen Kahakiman agar menjadi penyulub bagi
para petugasnya, terntama dalam membina hukum menjalankan peradilan
dan memberi keadilan dalam meperlakukan para narapidana...”

Dari rumusan ini maka tidak hanya masyaraket saja yang diberikan
pengayoman dan perlindungan hukuwmn tetapi juga termasuk para terpidana atau
narapidana, sehingga penjatuhan pidana bukaniah sebagal upava balas dendam
oleh negara, sechinggns negara vang telah mengambil kemerdekaan seseorang
berkewajiban untok mengembalikan dia ke tengah masyarakat lagi. Negara jangan
sampai membuat seorang narapidana mejadi lebih buruk. %

12 fbfd
2 sahardio, Op. Cit, him 22
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Dengan demikian maka perlu tindakan-tindakan agar seorang narapidana
dapal kemball hidup nommal lagi ditengah masyarakat dan masyarakat mau
menerimanya lagl. Tindakan-tindakan ini dapat berapa :

a. Selama is kehilangan kemerdekasn bergerek ia barus dikenalkan

dengan masyarakat, dan tidak boleh disingkarkan daripadanya.

b, Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat
mengisi waktu atau hanya diperuntukan untuk kepentingan jawatan
kepenjaraan atae kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus
satu dengan pekerjaan di  masyarakat dan ditujukan kepads
pembangunan nasional.

¢. Bimbingan dan didikannya hars berdasarkan Pancasila.'?

Berdasarkan pada point-point diatas maka negara akan memperlakukan
parapidana sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Narapidana harus kembali
ke tengah masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak
terbelakang, kalau perln parapidana mendapat upah dari pekerjaannya saat dia
kehilangan kemerdekaannya bergerak selain didikan yang berhak dia terima. Oleh
karena itu narapidana harus diperlakukan menurut kepribadian kita sendiri yakni :

a. Tiap orang adalab manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia,
meskipun fa telah tersesat; tidak boleh ditunjukan pada narapidana
bahwa ia ftu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa babwa ia
dipandang dan diberlakukan sebagai manusia;

b. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup
diluar masyarakat; narapidana harns kembali ke masyarakat sebagal
warga yang berguna; dan sedapaimya tidak terbelakang.

o. Narapidana hauya dijatuh: pidana kehilangan kemerdekaan bergerak
Jadi perlu diusahakan disamping atau sesudah mendapat didikan
berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya™

Dari pidato Dy, Sahardjo, S.H. ini menjadi konsep yang menggantikan
sistem kepenjarsan warisan penjajah. Dan konsep ini dikenal dengan konsep
pemasyarakatan,

Pohon Beringtn pengayoman merupakan suaty gagasan, ide, atau konsepsi
fentang fujuan hukum pidana penjara dan pelaksanaannnya yaitu pelaksanaan
pidana penjara yang disebut Pemasyarakatan.

A Widiaga Gunakarya, Op. Cit, him 60
% gahardio, Loc. Ci, Rim 22-23
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Gagasan dari Sahardjo tentang pemasyarakatan diformulasikan lebih lanjut
dalam Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung dar
tanggal 27 April s/d 09 Mei 1964, dalam konperensi ini dirumuskan prinsip-
prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga nantinya pemasyarakatan
bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan
suatu methodologi di bidang treatment of offernders.\?® Prinsip-prinsip pokok dari
konsepsi pemasyarakatan yang dimaksud adalah ;

a. Orang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadenya bekal
hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam muasyarakat.

b. Menjatuli pidana bukan balas dendam dari negara

¢. Tobat fidak dapat dicapal <cpgan penyiksaan, melainkan depgan
bimbingan

d. Negara tidak berhak membuat scseorang lebih burukAebih jshat
daripada sebelum ia masuk lembaga.

Akibat prinsip pokok ini terjadi pemisahan antara :

~ yang recidivist dan bukan

- yang tindak pidana berat dan ringan

~ macam tindak pidana yang dilakukan

— dewasa, dewasa muda, dan anak-anak

— laki-laki dan wanita

~ orang terpidana dan orang tahanan/titipan

Salah satu dampak dari konsep pokok ini dibanguocieh Lembaga
Pemasyarekatan Khusus Dewasa Muda, Lembaga Pemasyarakatan
anak-anak.

e. Sclama kehilangan kemerdekaan bergerak, parapidapa  harus
dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan kepadanya.

f. Pekerjaan vang diberiken kepada parapidana tidak bersifat mengisi
wakty, atau hanya dipenmtokkan kepenfingan jawatan atau
kepentingan negara sewaktu saja.

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

h. Tiap orang adalah manusia dap harus diperlalukan sebagai manusia,
meskipun ia telah tersesat

1. Narapidana hanya dijatohi pidana kehilangan kemerdekaan.

j. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem Pemasyarakatan
ialahh warisan rumah-ramah penjare yang keadasnnya menyedihkan
dan suker untuk disssuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang
Iataiagg ditengab-tengah kota dengan {embok yang tinggi dan
tebal.

1% komariah Emang, Masaleh Paraturan Kertas Kera pada Lokskarya Fvaluasi
Sistarn Pemasyarakatan di Jakarta Tabun 1975
2 A Widiada Gunakarya, Op. Oit, him 76
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Jika dilthat dari konsep pemasyarakatan maka sesunggubnya
penggolongan lembaga dengan maximum security, medigm security, minimum
security tidak sesuai lagi. Tekanan penggolongan ini hanya dipandang scbagai
pendekatan keamanan, scbagaiaman penggolongan narapidana dalam 4 kelas
seperti dalam pasal 13 KUHP dan Gestichten Reglement pasal 49 ¢/d 56, Yang
diperlukan dalam Sistem Pemasyarskatan adalah Pendekatan Pembinaan/
bimbingan.

Secara formal sistern pemasyarakatan sebapai meiode pembinaan
narapidana mulal diberlakukan pada tahon 1985 dengan fujuan wtama sebagai
petunjuk dan sckaligus sebagai landasan kerja bagi para petupas pemasyarakatan
didalam kegiatannya melaksanakan sigstem pemasyarakatan, Oleh karena undang—
undang tentang pemasyarakatan sebagai landasan dalam pembinaan narapidana
pada saat ita belum ada, maka digupakan Surat Edaran No KP.10.13/3/1 fanggal §
Februari 1965, tenlang pemasyarakatan sebagal proses, dimana pembinaan
narapidana dewasa dilaksanakan melalvi 4 takap,” Yakni:

Tahap Pertamax

Narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebili dahulu
dilakukan penerlitian untuk mengetabui ditinya dan sebab-sebab ia melakukan
kejahatan serta sikap dan keadaan pihak lain seperti korban, keluarga, dan
penegak hukum. Dengan bahan ini akan dapat direncanakan pembinaan yang tepat
terutama usaha-usaha pendidikan.

Takap Kedua:

Jika proses pembinaan telah berlangsung kurang lebih 173 dari masa pidana yang
secbenarnya dan menuret pendapat Dewan Pembina Pemasyaraketan sudab
mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukan keinsyafan, perbaikan,
disiplin, dan patub pada tatib yang berlaku dalam penjara, napi tersebut diberikan
kebebasan lebih banyak daun dapat ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan
medium securify disini napi diberikan tanggungjawab.

Tahap Ketigo:

Jika proses yang dijalani telah 1/2 dari mas pidana dan telah dicapai cukup
kemajuan, diperbolehkan untuk melakukan asimilasi dengan masyarakat luar
Tahap Keempat:

Jika proses telah dijalani 2/3 dari masa pidapa atau sekurang-kurangnya 9 bulan
maka narapidana dapat dibebaskan/lepas bersyaraf.

27 1bigh, him 86-80
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Pemikiran mengenal sistern pemasyarakatan mepgalami perkembangan
dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang
pemasyarakatan. Salzh satu bal yang menarik dalam undang-undang tersebut
yakni dengan jelas disampaikan mengenai tujuan pemidanasn pemasyarakatan
yang pada intinya sebagai proses resosialisasi narapidana, '

Selain itw, dalam undang-undang ini dipaparkan hak-hak narapidana
schagatmana terurai dalam pasal 14 ayat (1), yang hares dilindungi dan dipenuhi
oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan yang manusiawi berdasarkan prinsip-
prinsip pemasyarakatan. |

Dalam Pasal 14 ayat (2),"” merekomendasikan kepada pemerintah untuk
dapat membuat Peraturan Pemerintah sebagai ketentuan mengenai syarat-syarat
dan tata cara pelaksanaan hak-hak parapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1} tersebut. Berdasarkan itw, terbitiah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 31 Tahus 1999 tentang Pembinaan dap Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan, Kemudien dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksansan Hak
Warga Binaan Masyarakat.

¥2 pasal 1 ayat {2) Sistem Pemasyarskatan adalah suatu tatanan mengenai arah
dan batas serta carz pembinaan Warga Binaan Pemasyarakgtan berdasarkan Pancasie
yang dilaksanakan sscarg terpadu antara pembing, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kuslitas Warga Binaan Pemasverskalan agar menyaderi kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengudangi tindak pidana sehingea dapat diterima kembali
cleh lingkungan masyarakat, dapal akiif berperan dalam pembanguaan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawsb.

® Pasal 14 ayat (2) . “Kelentuan mengenai syarabsyarat dan ista cama
pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud datam ayat (1) distur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintsh®
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BAB3
RESOSIALISASI SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN

Semua perbustan, sntgh publik atan pribadi berada dibaweh
yurisdiksi moral. Inilah panduan yang mengarehksn individu
dalam menjalani sehurvh  detail  kehidupannya, semua
berhubungan dengan sesanmya.”

Kejahatan terjadi bukan oleh manusia tetapi melalui manusia, oleh karena
ity moral berfungst untuk melindungi mannsia dad kejshatan. Moral dapat
dipahami secara sederhana sebagal norma yang menjamin akan kedamailan atau
kelegaan atau  ketepangan dalam  mewgudkan kepentingan-kepentingan.
Kepentingan pribadi akan dapat diwujudkan dengan rasa tenang apabila moral
yvang dipashami mendukung akan proses perwujudan kepenfingan  tersebut,
Kesadaran moral dari sctiap anggeta masyarakat dalam pergaulan yang damal
akan memudahkan terwujtdnya kepentingan wennm yakni kebahagiaan sosial

Kesadaran moral dalam masyarakat diaktualisasi dalam berbagal norma
sosial, antara lain : agama, adat jstiadat, kebiasaan dan hukum. Setiap norma
sosial melahirkan hak dan tanggungiawab, oleh karema itu secara praktis
penghargaan terhadap segala hak dap tanggungiawab tersebut merupakan wujud
dari kesadaran moral tersebut. Penghurgaan terhadap segala hak sebagal wajod
dari kesadaran moral merupakan bentuk jaminan kehidopan sosial yang harus
dinvatakan oleh norma-norma sosial dan lebih kuat dengan nonma hukum.

Pelanggaran segala hak yang telah dinyatakan oleh hukum akibat
pertarungan kepentingan merupakan tindakan yang tidak bermanfaat bagi
kehidupan sosial dan hal itu merupakan kejabatan. Oleh karena itu setiap orang
yvang melakukan kejahatan harus dipidana, tetapi hendaknya pidana tersebut
merupakan proses untuk mengembalikan pelaku kejabatan e ke dalam kesadaran
moral schingga bisa hidup normal kembali dan menjadi pendukung segala hak
dalam masyarakat.

¥ Jeremy Bentham, The Theoty of Legistation, N.M. Tripathi Private Limited,
Bombay, 1878, (Teriemahan dalam bahasa indonesia | Nuwshadl, MA, Teor Perundang-
undangan, Prnsip-prinsip Legisiasi Hukum Perdata dan Bukom Pidana, Ruansa dan
Nusarnedia, Bardung, 2008, im 87}
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Kejahatan merupakan tindakan yang tidak menpakibatkan kebalkan, yang
nyatanya merugikan pihak lain, dan masyarakat pada umwmnya merasa terganggu
atau merasa tidak bahagia karena adanya kejahatan, Masyarakat menderita secara
materil maupun imateril karena adanya “todakan jahat”. Oleh karena itu
pemidanaan sangat berguna sebagai suatu bentuk dan sistem yang mengarah
kepada kebahagiaan yang paling besar sebagai suatu kebaikan.

Demi terwujudnya kebaikan bersama dan demi terciptanya keadilan
setelah adanya kejahatan maka perla suatu tindakan yang bertojuan uniuk
meminimalisir penderitaan akibat kejahatan tersebut sekaligns mencegah
kejehatan dikemudian hari, yakni dengan menjadikan pelaku kejahatan sebagai
kontributor positif ditengab-tengah masyarakat dalam upaya mencapai kebatkan
tertinggt tersebut. Dalam konteks pidana, findakan ini adalah pemidanaan,

Apakah pemidanaan fiv harus ada demi terwnjudnya kebahagiaan terbesar
sebagal kebaikan bersama? Jika jawaban kita somentara adalah “harus ade”,
terlepas dari perdebatan mengenai tujuan pemidanaan itu, maka perlu adanya
suatu sistem pemidanaan,

Sistern pemidanaan merupakan svate bangupan yang harns dibangun
diatas fiordatie atan dasar pemikiran yang keat. Sistem pemidanaan ito tidak
memiliki banyak kerapuhan atau kelemahan dalam argumentssi logis dan aspek
moralitas, karena sistem pemidapaan ini akan diwji dalam tataran praktis oleh
fungsi pemidanaan itu sendiri dan oleh benturan-benturan yang bersifat sosial.
Ujian inilah yang menentukan efek pemridanasn yang nantinya akan merumuskan
suatu tujnan pemidanaan dari sistem yang dibangun tersebut.

Pemidanaan merupakan salah satu topik menarik dalam bidang moral,
karena sangat berhubungan dengan intensi dan konsckuensi dan kelakuan

** Jawaban ini dapst selaras dengan pendapat Hegel bahwa Pemidenaan
merupakan konsekuenst fogis adanya kejahatan Apsbila seseorang  melakuken
kejahatan, berari orang tersebut telah membual masyarakat tidak merdeka dan
mengalami ketidakadidan, karena hukum meniamin akan kemerdekaan dan keadilan ini
maka kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum, oleh karena tu Penjshat havus
dipidana (tidak adanya kebebasan dan kesdilan) sebagai konsekuensi tindakan jahatnya,
EY. Kanter dan B.R. Siantui, Asas-Asas Hukum Pidana o indonesia  dan
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, him 59
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manusia yang dipengaruhi oleh berbagai penderitaan dan kesenangan, motivasi,
kecendrungan, dan harapan. Oleh karena itu, pemidanaan dalam konteks moral,
selalu mempertanyakan, apakal seseorang pantas dipidana oleh pihak lain karena
kelakvannya yang tidak baik? Dan apakah resosialisasi secara moral dapat
dibenarkan sebagal tujuan pemidanaan?

Indonesia sebagal negera yang berkembang dimana masyarakat masih
sangat kuat dipengaruhi oleh kultur dan praktek keagamaan serta adat istiadat,
membawa dampak pada segala macam prilaku masyarakat sebagai respons
terhadap realitas termasuk realitas pemidanaan. Oleh karena itu penting untuk
melihat fenorpena pemidanaan dalam konteks iz absiracio maupun in concrsto
yang dipengaruli oleh normra moral masyarkat Indonesia.

Untuk menjawal berbagal persoalan mengepai pemidanaan perlu untuk
ditekankan babwa masalah pemidarasn merupakan masalah sosial karena
kebijakan pemidanaan harus sesuai dengan kebijakan sosial. Oleh karena itu perin
diselaraskan apa yapg menjadi tujuan sosial juga merupakan tujuan pemidanaan,
karena tyjuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan
magyarakat untuk mencapai kesejahtersan masyarakat. '

Masih relevankah teori kontrak sosial digunakan sehagai alternatif solusi
dalam mepcart jawaban sebagal pembenaran prinsip moral dalam kaitannya
dengan peridanaan? Sepanjang sejarsh pemikiran mengenai hukum dan keadilan,
teori kontrak sosial sering digunakan apakah untuk melegitimasi suatu bentuk
pemerinlahan tertentu fermasuk  tindakan-tindakan pemerintak itu terhadap
masyarakatnya atau hanya sebagal pembenaran terhadap tindakan moral tertento
misalnya pemidanaan. Tetapi terlepas dari alasan-alasan tersebut, teori kontrak
sosial sebagal teori yang bersifat fiksi atau digunakan sebagai hipotesa masih
relevan untuk membenarkan tindakan negara dalam hal ini pemerintah terhadap
warga masyarakatnya dalam konteks pemidanaan. Oleh karepa itu Teori Kontrak

' Barda Nawawi Arief, Bunga Rempai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2008, him 2
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Sosial menjadi  landasan berpikir dalam menjawab persoalan-persoalan

pemidanaan yang ada, '

3.1  Hukum Dan Moral Dalam Kehidupan Sosial

Dengan menggunakan metode yoridis dalam arti luas,”™ norma moral
vang Bidup dalam masvarakat menjadi penting karena itu adalah dasar untuk
mengembslikan konsentrasi kits pada hukum yang hidup dan berkembang
bersama masyarakat. Moral akan menunjukan dengan jelas hubungan antars
hukum dengan masyarakat, sampai pada sustu pemahaman babwa hukum adalah
instrumen stabilitas sosial sekaligus pemicn perubahan masyarakat, tetapi di titik
lain dap sekaligus, hukum sangat dipengarubi oleh nomma-norma moral dalam
masyarakat tersebut, Hukum akan efektf apabila disandingkan dengan moral,
karena bukum dan moral selalu ada sebagai fatanan sosial yang saling menilai
dan melengkapi dalem kehidupan sosial,

Kebanyakan ahli hukum membahas hukam selalu juga membahas masalah
moral, dengan maksud apakah untuk membenarkan hukum yang harus didukung
oleh moral atan babkan membenarkan pemikiran hukum yang bersih dari unsur-
unsur moral. Maksod yang pertama dapat diwakili oleh para penganut hukum
alam, sedangkan maksod yang kedua oleb positivisme yuridis antara lain hukum
murni oleh Hans Kelsen dan penerus-peperusnya. Tetapi kedua maksud tersebot
sebenarnys hanva mau menckankan batiwa hukun merupakan norma sosial yang

9 Uslitarianisme, lebih khusus lagi Jeremy Bentham menerima teori kontrak sosiol
dori Montesquie. Jhon Rawis delam mencart pembenaran  pansip-prinsip  mworal,
mangaunakan hipotess Teort Kontrak Sosial, sebagaimana yang dia gambarkan sebagai
Originat Positition. Lihat juge Cesore Becaria yang menggunakan leori kontrak sosial
urtuk menggambarian kejahalan sebagal findakan pengingkaran terhadap kontrak
sosial

¥ atarm memahami hukum hendaknya menggunakan metode yuridis dalam art
luas. Sudarto menguraikan bahwa mefode yuridis merupakan penggunaan melode yang
melihat hubungen logis stau anll logls, sfaupun dengan cara lain yang sitemnalis didalam
keselunshen perangkst norms dan bahkan terutama difihst pentingnya efek sosial derf
pembentukan norma-normna {hukum) sehingga jusiru difihal pentingnya fatar belakany
kemasyaraketen. Lihat dalam Sudarto, Hulum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni,
Bandung, 1983, him 13
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sangat penting yang akan selalu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan
sosial.

Hukum harus dipahami scbagai bagian darl norma-norma moral, oleh
karena itu segala norma hukbm meropakan hasil interpretasi norma moral yang
disebut legislasi. Intepretasi norma moral ke dalam babasa hukum positif oleh
lembaga vang berwenang vyaknd legislator agar efektif dalam kehidupan
masyarakat, Dengan demikian sistem dan bentuk pemidansan yang merupakan
bagian dari norma hukum pidana adalah bersumber dari sorma moral yang ada,

341 Hubupgan Hukum dan Moral

Hukum kita memang refleksi dari moralitas masyarakat.”® Hukum adalah
kesepakatan tindakan moral dalam kehidupan sosial yang dipositifican oleh yang
herwenang vatuk ditaati oleh seluruh demi terwvujudnya kehendak wnum yakni
Kebahagioan Sosial. Sedangkan pemidanaan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dani hukum, oleh karena itu pemidanaan juga ada demi terwujudnya
kebahagiaan sosial. Hukum harus kongruen dengan nilal moral dalam masyarakat.
Apabila hukum dilepaskan dari snsur moral maks hukasn hanya sederetan aturan
yang tidak bermanfaat dalam kehidupan sosial, ¢

Unsur moral dalam hukum vang mempengaruhi manusia untuk hidup
bersosial sebagaimana seharusnya atau kodratnya sebagai mahluk sosial'’

" Harkristuti Harkrisnowo, Pengalren Mengenai Sanksi Pidana Dalam R-KUHP
Dalam Pgrspekli Ham, dalam Komnas HAM & gll, Catatan Seminar, Pembaruss KUHP |
%ﬁ%ﬁ’}ﬁw kambafi benluk-bentuk hukursan dalam RUU-KUHP, Bandung, JOO06, him 56

Hans Kelsen lewal feon Hukuym Mumi menyaiaken Bahwe hukem #u
menipakan kumpulen kaidah-kaidah (normen) yang bersifal memakssa, dan lewat ajaran
hukum yang mumi, hukum i harus dibersiiikan dari fektor-fakior non yuridis, lentama
faktor sosiologis dan efis. Dibersihken dari unswr efis berarli, konsepsi hukum Mans
Kelsen tidak memberi tempal bagi berlakunya suatu hukum alam, Elika memberikan
suatu penilaian ientang baik dan buruk. Ajaran Kelsen menghindan diri dar soal
penilaian ini. Dibersinkan dari unsur sosiologis berarti, bahwa ajaran hukum Kelsen tidak
memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat. Ajaran hukum Kelsen hanya memandang hukum sebagal sollen yuridis
semata-mata (keharusan), yang sama sekall terlepas dari pada das seinfkenyataan
sasial (adanya). Hal ini dapat difihat dalam Hans Kelsen, Fure Theory OF Law, Barkely
University Of California Press, 1978, Terjemahan ke dalam Bahasa indonesia ;| Ralsul
Multagien, Teori Hukum Mo Daser-Dusar Bmu Hukem Nommoel, Nuss Media,
Sandmsg; 2608,

Moral dalam arli luas lebih dapat dipahami sebagai Hukum Kodrat menurut 8L
Thornas Aguinas yakni " hukum yang berlaku bukan secara dipsksakan cleh kekuasaan
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Hulum tidak hanya sekedar anman moral yang memeksa masyarakat untuk
melakukan apa yang baik dan melarang apa yang jahat, melainkan hukum
merupakan proyeksi nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakst, Ketaatan
tethadap hukum oleh setiap angpota masyarakat hanya karena adanya
tanggungiawab moral dalam dirinys ferhadap kehidupan sosisl. Kemurnian
hukum dipshami pada saat hokum itu sebagal hukum dalam arti positif pasif atau
sebagal peraturan tertulis misalnys undang-undang, tetapi mworal menjadi
pertimbangan dan alasan satu-satunya ketika dalam proses legislasi peraturan
tersebut, dan pada saat hukum positif aktif dalam keputusan-keputusan
pengadilan, misalnya keputusan hakim dalam konteks pemidanaan walau
peraturan tertulis harus menjadi satu-satunya tolok ukur dari setiap putusatnya.

Hukum dan moral merupakan tatanan dalam kehidupan sosial yang tidak
memiliki perbedaan mengenal apa yang diperintahkan atau dilarang oleh kedua
tatanan tersebut. Hanya hukum merupakan tatanan yang terorganisir secara sosial
yang memaksakan norma tersebut dalam bentuk sanksi-sanksi hukum sedangkan
norma tidak demikian.'*®

Masyamkat yang tertib didalamnya terdapat pribadi-pribadi masyarakat
yang tertib, sehingga kesernpurnaan magyarakat akan ditentukan oleh sejavh mana
kesempurnaan pribadi anggota-anggotanya. Kesempurnaan ini ditentukan oleh
kesadaran tiap-tiap orang yang lzhir dari pemahaman dan aktualisasi moral yang
ada dalam masyarakat dengan maksud ager pribadi menjadi sempurna dan
akhirnya masyarakatpun menjadi sempuma. Jika demikian, kebahagiaan sosial
yang dipahami sebagai kebahagiaan terbesar bagl jumliah yang besar akan dapat
diwujudkan, Moral mengarahkan pribadi untuk mencapai  kesempurnaan,
sedangkan hukum mengarahkan masvarakal umumnya untuk menjadi sempurna,

manusia, namun mengikat kewajiban manusia untuk mensatinya. Mukum kodrat
memerintahian manusia untuk cinta kebaikar den menjauhi kejahatan, babkan bila peru
difrayati metalui hati ptrani mapusia. .. sebhagei norme kelakuan manusia dideiam hidup
bemmasyarakat”. Hal ini dapat dilihat dalam E. Sumaryono, Efika Mukum, Relevansi Teor
Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yokyakarts, 2002, him 92

Y€ { ihat dalam Hans Kelsen, Op. C#, him 74
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Hukum itu semacam rantal yang membelenggu kebebasan manusia,”” dia
bagaikan pagar yang membatasi ruang gerak manusia dalam kehidupan sosial.
Secara kodrat manusia dilahirkan sebagal seorang individu yang bebas, yang tidak
terikat oleh apapun, namum karena secara kodrat manusia harus berinteraksi
dengan manusia yang lain, maka individu yang bebas ini mengikatkan diri dalam
kehidupan sosial dan secara bersama tunduk pada kehendak umum yang telah
dibenarkan oleh hukum, ikatan kebersamasn ini tidak meniadakan kebebasan
kehendak manusia, karena mepanggalkan kebebasan berarti menanggatkan
moralitas dani semua tindakannya, “fo remiove olf Kberty from his will is ro
remove all morality from his acls ™. %

Hukum harus memiliki dampak moral yang bersifat individual dan
sekaligus sosial, karena dalam perspektif moral, seorang manusic merupakan
manusia individual sekaligus sebagai manusia sosial. Secara individual, sepala
tindakan manusia dilakukan secara pribadi, yang sadar dan merniliki kehendak
yang bebas untuk memilib tindakan vang baik dan atau tindakan yang buruk, Di
pthak yang sema, manusia ferschut juga merupakan manusia sosial, selalu
memposisikan dan menyesuaikan dirl dengan tindakan-tndakannya schagai
bagian dari kelompok manusia yang lain. Hal ini penting karena memperhatikan
akibat terhadap kehidupan masyarakat dari tindakan manusia tersebut.

Kedua sifat ini, membawa kebebasan kepada manwsia untuk bertindak
dengan penuh tanggungjawab moral. Kebebasan individu selaln  membawa
tanggungiawab sosial, tidak semua findakan bebas dapat mendatangkan kebaikan
baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain, oleb karena itu suara hati akan
ferus memainkan peranannya uniuk mempepgaruhi rmasio dalam mengambil
keputusan, apakah tindakan tertenti baik untuk dilakukan atan tidak. Suara hati
akan berperan dengan jelas dalam kondisi manusiz pribadi yang berkarya
ditengah~tengah kehidupan sosial. Tetapi suara hati hanya sebagai pengarah atau

Y sMan is born free; and everywhere he is in chains” (Manusia dilabirkan sabagai
mahluk bebas. Namun dimana-mana dia selalu terbelenggu). Ungkapan yang
digambarkan oleh Jean Jacques Rousseasu dalam bulunnya The Confract Socis! Or
Principles Of Political Right, {Tefemahan ke dalam Bahasa Inggris : G.OH. Cole, public
damai%{égddgiam Bahasa Indonesia | Vincent Bero, Visimedia), Jakarig, 2008, bim 4.

| him 14
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semacam kompas bagl manusia untuk bertindak, selebihnya konsekuensi dari
{indakan yang akan melahirkan tanggungjawab dan mendorong dia untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia yang lain merupakan
suatu fakia sosial, tetapl manusia merupakan pribadi yang harus dihargai sebagai
suatu keharusan, Karena dengan pengharpaan pribadinya ini, manusiz akan
diperlakukan sebagaimana manusia yang manusiawi. Keterganhmgsn manusia
terhadap masyarakat diwujudkan dengan tindakan individu yang dipengaruhi oleh
masyarakat. Karena tindakan individu ini sebagai upaya pemenuhan kebutmhan
bahagia pribadi merupakan manifestasi tanggungjawab sosialnya.

Manusia secara pobadi mempunyai tasggung jawab sosizl, bahwa
tindakan pribadi juga 2kan membawa dampak scbagai upava pemenuhan
kebutuhan bahagia masyarakat, atau Kebahagiaan Sosial sebagai causa finalis™*
dari masyarakat Jika tidak demikian maka kehidupan sosial akan terganggu,
masyarakat umumnya mengalami ketidakbabagian, menderita, dan oleh karepa itu
perly suaty tindakan untuk memulihkan ketidakbahagiaan ini. Tindakan ini adalzh
sanksi yang bersifat moral dan atau dengan sanksi hukum. Sanksi yang terakhir
fni merupakan kesemangau dan penderitean yang dibarapkan “dari tindakan
penegak hukum berdasarkan hukum yang berfaku®™, "2

Semakin berkembangnyva kebudayaan menusia semakin dituntut adanya
perubahan hukam yang sesuai dengan perkembangan zaman fersebut, hal ini fento
menuntul adanya kapabilitas yang berwenang untuk menegjemabkan hukam
kodrat atau prinsip-prinsip moral universal kedalam bahasa hukum positif.

Kehidupan sosial manusia yang akhimya memiliki kekuatan kedaulatan
yang besar adalah negara, negara menjadi kehidupan sosial manusia yang nyata
dalam praktek hukomn. Nepara yang dapat diterima sebagai suatu komunitas
pelitik yang nyata karena hanya negara yang memiliki struktur dan sistem yang

¥ Bahasa Latin = Tujuan tertingg

"2 Sanksi Mukum menurut Jeremy Bentham, sebagaimana diungkapkan cleh
Upendra Baxi dalam Pengantar buku Jeremy Bentham, The Theory of Legislation,
Op.Cit., him 6
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hampir sempurna dalam konteks pencapaian tujuan hakiki manusia secara
bersama. '

Hukum kodrat dan prinsip-prinsip moral universal harus dibahasakan oleh
negara agar dapat diterima dan ditaati oleh semua manusia yang ada dalam
wilayah negara tersebut kedalam bentuk hukum positif."* Hukum positif
merupakan bahasa hasil tefjemahan legislatif terhadap hukum kodrat dan prinsip-
prinsip moral di dalam masyarakat. Legislasi ini juga sekaligus memurnikan
segala peraturan tertulis dan perundang-undangan dari unsur-unsur non yuridis.

Jika memang hukum dewasa ini yakni hukum yang telah dimodifikasi dan
dibahasakan sesuai dengan kehendak alam modern oleh pemerintah khususnya
legislatif dan eksekutif, pada prinsipnya hukum tidak mengalami perubahan,
hukum tetap sebagai norma yang dipaksakan dan harus ditaati demi keefektifan
hukum tersebut yang sebagai jembatan dan pagar dalam pergaulan antar mamjsia .
dalam suatu kehidupan sosial yang terbentuk oleh kehendak manusia itu sendiri.

Perkembangan zaman memang menuntut pembahasaan hukum dan bahkan
penginterpretasian moral yang sesuai dengan kekinian pemahaman masyarakat
terhadap moral. Namun suasana kekinian masyarakat kecuali keefektifan moral
itu sendiri, tak dapat menjadikan moral berubah secara prinsipil apalagi
menyangkut kerasionalan dan tujuan,

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, persaingan yang dapat
menciptakan pertikaian ataupun ketergantungan memaksa manusia untuk bergaul
dan bersahabat atau berinteraksi dengan manusia yang lain (bersosial). Untuk
dapat diterima atau saling menerima dalam suatu kehidupan sosial akan
melahirkan kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana hidup bersama, apakah

® the state or political community, which is the highest of ali, and which embraces
all the rest, aims af good in a greater degree than any other, and at the highest good”,
(Negara atau masyarakat politik memiliki kedudukan tertinggi daripada yang lain dan
meliputi elemen-elemen penunjang fainnya, serta bertujuan pada kebaikan tertinggi).
Aristoteles, Politik (La Politica), Terjemahan : Syamsur Irawan Kharie, Visimedia, Jakarta,
2008, him 3

™ Proses ini yang dimaksud sebagai proses positivisme hukum. Positivisme
hukum dapat juga dirumuskan sebagai sebuah tecri yang menyatakan bahwa hukum
hanya akan valid jika berbentuk norma-nomma yang dapat dipaksakan berlakunya dan
ditetapkan oleh sebuah “instrumen” didalam sebuah negara. Lihat E Sumaryono, Op.
Cit, him 183
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kesepakatan-kesepakatan ini bersifat umum ataukah bersifat khusus adalah
jaminan berinteraksi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya.'®

Kesepakatan dapat berarti ada hal-bal yang diterima wntuk dijadiken
sebagat aturan bersama dan adapula hal-hal yang tidak diterima sebagai aturan
bersama.'*¢ Hal-hal yang diterima untok dijadikan aturan bersama merupakan hal-
hal yang bersifat logis atau masuk akal, hal-hal yvang masuk akal ini diterima oleh
scluruly karena hal tersebut merupakan kehendak logis seluruh atau kehendak
vmum,. Kehendak umum vang diterima dan disepakati sebagai aturan bersama
inilah yang disebut sehagai moral™ Aturan yang mempengaruhi kelakuan
manusia dalam bertindak, dan yang npantinya akan dikonkretkan olch yang
berwenang dalam hal penegakken entah membahasakannya dalam bentuk
peraturan tertulis yakni hukum atau mepegakkannya lewat tindakan nyala setiap
wakin sebapai prilaku efis,

Moral efektif apabila scbagian dari prinsip-prinsip moral dijadikan sebagai
hukum positif. Sebagian saja dan prinsip-prinsip moral yang dipositifkan karena
tidak semua prinsip-prinsip moral universal dapat diterjemahkan dalam bentuk
tertulis oleb legislafif, dan juga karena sebagian besar prinsip moral tersebut
hanya dapat diwgjudkan delam tindakan nyata setiap waktu tanpa perlu
dirumuskan terlebih dahulu dalam beniuk perundang-undangan. Oleb karena itm

¥ Kesepakatan-kesepakatan ini dapat diberikan pengertian semacam teor

kontrak sosial yang digambarkan baik oleh Locks, Rousseau dan Hobbes. Ketiga orang
ini menggambarkan bagaimana negara berdid, walau terdapat berbagai perbedaan
tentahg pembatasan hak mana yang periu untuk diberikan. Uraian singkat vang
mangarabarkan persamaan ind dapat dilihat dalem Franz Magnis Suseno, Efika Politik
Prinsip-Prinsip Morst Dasar Kenegaraan Modem, PT Gramedia Pustaka Ulama, Jakarta,
2003, h!m 243

% Kesepakatan dalam tulisan int lebih dipahami sebagai tecr kontrak sosial dalam
pangertian Hawis lewat teon Ongina! Position. mena teori Kontrak ini bukan sebagai
cara untuk melegitimasi negara sebagaimana yang terdapat pada Hobbes dan Locke,
meiainkan untuk melegitimasi Prinsip Monal, Lihat dalam Bur Rasuanto, Keadifan Sasig,
Fandangan Deontfologis Rewls dan Habermas, Dua Teori Filsafat fModam, PT Gramedia
?’zzs?aka Lﬁam Jokarta, 2005, him 83

? Ada dus pokok utama hakikat Moralitas  perferna, kepulusan moral harus
didukung oleh akal yeng baik; kKedus, morgiitas menuntut perimbangan darl sefiap
kepentingan individugl, James Rachels, Fisafaf Moral, Kanisius, Yokyakarta, 2008, him
34
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semua peraturan tertulis adalah imterprefasi moral'® dengan kata lain,
pelangparan terhadap persturan tertulis adalah pelanggaran moral  atau
misinterpretasi moral,

Hukurm sebagal kesepakatan moral maka hukum hars positif, karena
hukum pade dasarnya harus diterima oleh setiap manusia dan sebagai jaminan
rasa aman vang jelas agar hubungan yang dibangun antar manusia dapat berjalan
dengan bahagia. Tanpa hukur, tidak ada rasa aman, dan tanpa rasa mman, nilai-
nilai kelangsungan hidup, kemakimuran dan kesetaraan tidak akan dapsat fercapai
melalui hukum,'* Hukum sebagai jerbatan yang dapat membuat manusia yang
satu dengan yang lainnya dapat bertemu dan saling menerima. Hukum sebagai
norma yang berefek moral dalam kehidupan sosial manusia sehingga bukum dapat
dikatakan sebagai kesepakatan tindakan moral dalam kehidupan sosial yang
dipositifkan oleh yang berwenang untuk ditsati oleh selurubh dcm; terwajudnya
kehendak uwimam yakni Kebahagizan Sosial.

312 Kebahagiaan Sosial Scbagal Tujuan Holoon

Pergaulan yang merupakan proses mieraksi manusia untuk memahami dan
memenuhi kebutohan akan dirinya dan pentingnya hidup bersosial melahirkan
tindakan-tindakan vang dapat diterma atau setidsk-tidaknya dapat dimaklumi
oleh manusia yang lein, tindakan ini selalu dalam kategori moralitas atav jugs
bergeser pada kategori amoral. Dalam pergaulan juga dapat melahirkan tindakan-
tindakan yang tidak dapat diterima atau ditolerir oleh manusia yang lain yang
dipaharni sebagai tindakan dalata katepori imoral. Sejauh mungkin manusia
menghindari tindakan imoral.

Dengan kesadaran yang dipengaruhi perasaan dan pemikiran yang muncul
akibat tindakan-tindakan ini, kodrat rasional manusiz menuntit untuk ada hal

" interpretasi moral dalam konteks posifivisme yuridis justru  menjadikan
perscalan moral yang awalnya bersifet pribadi menjadi persoalan sosial. Disini Moral
dapat dipahami secars sempit yaknl segale norma moral yang pemberakuannya
dipaksakan demi kepentingan sosial dalem bentuk peraturan perundang-undangan dan
alau pemmraa terhulis lalnnya yang disahkan oleh pemeriniah.

Upendra Bax, dslam penganlar buku Jeremy Bentham, The Theory of
L egisiation, Z.w{l‘:f him 18
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yang perlu disepakati mana tindakan bermoral yang dapat diterima oleh manusia
yang lain dan mana tindakan imoral yang tidak dapat diterima.

Kesepakatan tidak selamanya harus berwajud seperti konsensus yang
diiyakan secara faktual antar manusia. Ada kescpakatan alamiah yang tanpa
manusia-manusia yang bergaul tersebut duduk bersama untuk melakukan
konsensus secara formal yang dimengerti secara rasional. Tetapi dengan akibat
darl suatu tindakan yang dilakukan manusia secara sadar akan merasakan dan
akhirnya mengerti bahwa suafu tindakan dapat dilakukan atae tidak boleh
dilakukan ofeh dirinya dsn juge manusia vang lain, karena tindskan terschut
secara sadar dirasakan dan dimengertl dapat menyebabkan kebahagiaan atau
kesengsaraan, Kesadaran ini memipakan kesadaran bersama dalam kehidupan
gosial.

Proses awal ini dapat dikatakan sebagai proses kesadaran moral, yakni
pembentukan  kesadaran bersama sebagai nilai-nilai kchidupan dan belum
meripakan kesepakatan bukum dalam arii positif. Depgan demikian moral yang
merupakan kesepakatan dalam pergaulan manusia ini adalah wuojod dari rasa
terhadap tindaken yang dilakukan, wajud ini nantinya dirumugkan secara logis.

Ketika seorang mapusia dalam kehidupan sosialnye mengarmbil milik
orang lain tanpa ijin atau dibenarkan olfch orang lain (Hndakan mencutiy,
menimbulkan pemahaman bahwa mencurt tidak dikehendaki oleh manusia yang
failn, Sankst akan membangkitkan kesadaran babwa mencuri dapat menyebabkan
kehidupan sosial terganggu, oleh karena it sanksi akan menyadarkan dirinya
untuk tidak mencuri. Tindakan yang menimbulkan rasa dan msional mewujndkan
kesadaran mengenal tindakan apa vang seharusnya dan tindakan apa vang
merupakan kenyataan dalam pergaulan. Hal ini merupakan moral dalam
kehidupan sosial.

Moral dalam pengertian ini scbagai suatn tindakan yang terdir dari
tingksh laku manusia dalam pergaulan, Perasaan selaln mendabuhii pemikiran
{rasionalisasi}, apakah suatu tindakan dapat diterima dan atau dapat dimakiumi
oleh manusia yang lain atan ditolak. Perasaan ini mewujudkan moral yang
sebenamya, kemudian perassan ito dirasionalisasi untek mendapatkan kesimpulan
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apakah bertindak (perlu berbuat atau tidak berbuat), 1alu bertindak secara nyata,
dan hasil tindakan ini memberi efek rasa diterima dalam pergaulan atau tidak.
Proses inilah yang disebnt siklus tindakan: Rasa-Refleksi-Aksi-Rasa, siklus ini
yang mendorong terciptanya kesadaran pergaulan, yakni setiap manusia sadar
dalam bersosial termasuk menyepakati konsckuensi-konsekuensinya,

Olch karena siklus tindakan mi, maka kesadaran pergaulan tersebut
merupakan kesadaran yang lebih bersifat komitmen pribadi untuk bertindak
sebagaimana seharusnya agar dapat diterima oleh pribadi-pribadi yang lain.
Komitmen ini merupakan niat yang kuat unfuk membangnn konsensus moral
sebagal bentuk kesadaran bersama dalan kehidupan sosial.

Kesadaraan pergaulan yang merupakan tindakan manusia apa vang dapat
diterima atan tidak dalam kehidupan sostal itu adalah norma-norma yang akhirnya
dipahami sebagai tindakan yang harus dilakukan, Tindakap ini adalah perintah
akibat kesadaran terhadap tindakan manusia, schingga perintah ini akhimya
menjadi sebagaimana jembatan yang barus dilalui oleh setiap manusia saat
bergaul dengan orang lain. Jembatan yapg harus dilahst ini menjadi norma moral
yang hidup dalam kelridupan sosial secara positif.

Tindakan untuk melakukan sesuatu atan tidak merupakan perintsh yang
dilalui. Hukum menjembatani manusia yang satu dengan yang lain untuk dapat
bergaul atan berinteraksi demi terwujudnya kepentingannya yang tidak lain adalah
kebahagizan. Ketika scorang leki-laki ingin roemiliki istri dan keturunan maka dia
harus menikahi secara sah seorang perempuan,’®® “Menikahi® merupakan perintah
atan sebagai jembatan yang harus dilalui oleh setiap laki-laki yang ingin memilik
istr.

Keharusan untuk berjalan diatas jembatan dibangun dengan rasa dan
rasional akibat dari suatu tindakan, sehingga tindakan ini menjedi kesadaran
bersama dan dapat diterimz oleh siapa sara. Penerimaan hukum menjadi
kewajiban ketaatan terhadap norma moral karena rasa dan kesadaran akan akibat

= san menurut nonma moral, vang umumnya telah dirurmuskan sebagai hukum
positif. Dapat dilihat datam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1071, dan juga
adanya pelarangan terhadap pasangan yang bukan suami istri tinggal serumah (kumput
kebo).
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tersebuf. Setiap manusia harus taat terhadap hukum yang merupakan jembatan
pergaulan. Manusia dapsat bersosial dengan membangun suatu hubungan yang
membahagiakan setiap pihak.

Pergaulan vang merupakan proses interaksi manusia unfuk memahami dan
memenuhi kebutuhan akan dirinya dan pentingnya hidup bersosial, aken menjadi
ferator jika semuanya berjalan diatas jembatan ini. Bertindak dengan tidak
mepgindahkan jembatan kesgpakatan pergaulan mengakibatkan kekacavan dan
bahkan konflik dalam kehidupan sosial.

Hukum yang mewujudkan perintab-perintah fentang tindakan apa yang
seharusnya memipakan konkritisasi kehendak setiap mranusia. Manusia memiliki
kehendak atau suatu suasana kedepan yang harus diwujudkan dengan berbagai
macam findskan. Snasana kedepan ini selalu dirumuskan oleh setiap manusia
sebagai suaty situasi dan kondisi yang membahagiakan dirinya. Tak ada
kesusahan yang ada hanya kebahagian, dengan demikian untuk mewujudkan ini
harus ada pemenuban atau hasil yang mengarah ke suasana masa depan yang
dikehendakinya. Oleh karena itu setiap findeksn selaln diarabkao wntuk
meciptakan kehendaknya.

“Apa Kehendak Manusia?” para ahli pildr telah merumuskan berbagai
macam jawaban dari pertanyaan tersebut Ada jawaban bahwa manusia hidup
untuk menghidupkan orang lain, '*' bahwa manusia hidup uatuk mengabdi kepada
Tuhan, dan berbagai jawaban yang dapat pula bertambah sedemikian banyak.

Manusig umumnya bertindak pasti ada yang memotivasi atau mendorong
manusia tersebut untuk melakukan sesuatu. Setiap manusia dengan motivasinya
bertindak setiap saat, misalnya : berjalan, tidur, mencari nafkah atau melakukan
suatu hal agar mendapatkan makenan, minuman, pakaian, atau rumah dan bahkan
lebih darl ity manusia ingin mendapatkan sepeda, motor, mobil, kereta api, atan

¥ Seperti dalam falsafah hidup orang Minahasz (salah satu suku di Sulawest
WHara) sebagai prinsip moral bermasyarakat yakni °5i Tou Timou Tumou Tou™ (Secara
harafiah berarli 1 "Oreng hidup menghidupkan orang lfain™, diungkapkan oleh G.8.8.J
Ratular@i&
¥ taq Malorem Dsf Gloriam” (makin besamya kemulizan Aliah), salzh satu

semboyan yang digungkan oleh Serikat Jesus (salah satu ordo dalam Gereja Katolik
Roma), dimana seliap tindakan para anggota orde SJ adalah demi semakin besamya
kemuliasn Alish.
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pesawat terbang. Kebutuhsn-kebutuhan manugia ini tidak hanya terbatas pada
pememthan kebutuhan tersebut tefapi lebih dari itu yaitu ada sesuatu vang
manusia ingin penuhi yakni merasa bahagia terhadap segala hal,

Manusia makan bukan hanya untuk menghilangkan rasa sakit lapar tetapl
lebih dari itu yakni manusia ingin merasa bahagia, manusia minum bukan hanya
mau menghilangkan haus fetapi lebib dari ilu yakni manusia ingin merasa
bahagia, Dengan tidak haus dan tidak laper manusia ingin marasakan
kebahagizan. Begitu puia dengan masalah manusia mesbutuhkan in dan atau itu
agar supaya manusia merasa bahagia, Rasa bahagia manusia mempakan causg
Sfinalis atan cita-cita atau tifuan dari setiap manusia. Rasa Bahagia merupakan
Rasa Sejahtera, setiap manusia ingin bahagia atan sejahtera.

“Nature has piaced mawnkind under the governance of two sovereign
masiers, pain and pleasure. It is for them aione 1o point out what we ought
e do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the

standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, -

are fastened 1o theiy throne. They govern us in all we do, in all we say, in
all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will
serve but fo demonstrate and confirm it 7'

Manusia lewat perannya yang berisi hak dan kewajiban yang dimilikinya
berusaha untuk merasa bahagia, sehingga manusia hidup hanva untuk berusaha
mencapai cita-citanya yakni memenuhi kebendakoya untuk merasa bahagia atau
sejahtera. Setiap peran menusta yang dimilikinva lewat proses afan cara
mendapatkan peran selalu dikarenakan ada tujuan yang hendak dicapai, dengan
kata lain apapun yang manusia lskukan pasti ada maksud-maksud vang ingin
dipenuhi, maksud-maksud ini pada hakekatnya adalah Kebshagiaan atau
kesejahteraan. '™

Perlu juga diakui disini bahwa selain Kehendak Umum manusia yaita
Kebahagiaan Sosial yang juga bisa dirumuskan sebhagai kesejahteraan umum, ada
juga kepentingan lain yang lebib bersifat individual namun dapat dimaklumi oleh

'S Jeremy Bentham, An infrodiction To The Principles Of Morals And Legisiation,
1781 {dicstak ulang oleh Batoche Books, Kitchener, 20003, hm 14

¥ = _Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Oleh karenanya, hukum
harus dzhubmgkan dengan usaha mencar kebahagiaan,” Hal ind disampaikan oleh St
Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologia, davat dilihat dalam E. Sumaryeno,
Loc. CF, Wm 67
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masyarakat umum, dengan demikian ada juga kepentingan yang bersifat
individual yang tidak dimaklomi oleh masyarakat wnum karena sudgh
bertentangan atau tidak sesuai dengan tindakan manusia yang manusiawi.

Kehendak yang bukan kehendak wmnm atau kesejshteraan umum baik
yang diteritna oleh masyarakat wrmum atau tidak diterima oleh masyarakat umum
adaleh juga mendukung akan kesejahteraan sebagaimana dimaksud seperii
kesejahteraan umum walau dalam kenyataan it bersifat individu atau pribadi
belaka !5

Didalam kehidupan sehari-hari ada peristiwa atau findakas manusia yang
kelihatannya bukan untuk keseiahieraan melainkan suatu proses penviksaan
diri.'®® Misalnya “Berangkat pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan”,
seperti manusia dengan peran sebagai scorang petani yang masth pagi-pagi sudah
ke ladang, mencangkul dengan penuh keringat dibawah - terik matahari, pulang
saat hari sudah malam, tetapi setiap hari pendapatannya sering tidak cukup untuk
menghidupi keluarganya. Ini bukan pengecualian fetapi ini adalah persoalan
proses bukan persoalan tujttan, proses bisa berbeda karena peran dan kondisi yang
dialami berbeda sedangkan tujuan tetap sama. Apapun peran vang dipegang dan
kondisi yang dialami tujuannyz tetap adalah Kebahagiaan.

Bahkan ada yang lebibh ckstrem lagi, misalnya seorang Pertapa karens
melihat kondisi dunia ini penuh dengan dosa, diz rela untuk berpuasa dan

88 Bandingkan dengan pendapat John Stuark Mill delarm Uilitarianism © “According
to the Groatest Happiness Principle, as above explained, the uitimate end, with refererce
fo and for the sake of which alf other things are desirable (Whether we are considering our
own good or that of other people), is an existence exempt as far as possible from pain,
and as fch as possible in enjoyments, both in point of quaniity and quality” (menurut
prinsip kebahagian terbesar, sebagaimana dijelaskan diatas, tujuen akhir, dengan
marujuk pada dan demi segala sesuatu yang lain vang diinginkan {apakah kita
memperiimbangkan kebaikan Kila sendiri stau kebaikan orang lain), menipakan keadaan
vang sedapat mungkin bebas dari rasa sakit, dan sedapal mungkin merath kegembiraan,
baik dalam kualitas dan kuantitasnya). John Stuart M, Utiiterianism, Reprinded From
‘f’mser’s Magazine' Seventh Edition, Longmans, Green, Anf.i Co., London, 1874, Bab H

% Ada prinsip Theologl Kristen seperti "Per Aspera Ad Astm" {melalul penderitaan
menuju kemenangan), "Via fluminativa non via purdativa” (tak ada pencerahan tanpa
melalut penderitaan), dan beberapa Theologi Kristen didasarkan pada prinsip-prinsip ind.
intt dart prinsip-prinsip ini adalah bahwa setiap manusia berlindak demi ferwujudnya
kebahaginan Rohani atau Kebahagiaan Spiftual, dan bagl mereXa kebahagiaan Spiritual
lebih penting dari kebshagiaan yang bersifat mater, Hal int juga sebagaimana yang
diungkapkan oleh John Steart Mill dalam bukunya Ulilftarianism tahun 1863,
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berpantang sekian lammannya, atau seorang yang ingin mati sahid, atau ingin maii
sebagai martir yang didahului dengan penderitaan yang sangat hebat tetapi bagi
mannsia tersebut its banya merupakan proses untuk mencapai kebahagiaan yang
dia harapkan. Secara badaniah mungkin bal ini tidak mengenakan, sedangkan
secara rohaninya ini merupakan suatu proses untuk mencapai apa yang dia
inginkan, yakni kebahagiaan atau kesejahteraan entsh dirasakan olehnya diakhirat
nantl. 157

Rasa bahagia sebenamya netral dari segala penilaian morsl, tetapi setiap
proses untuk mencapal kebahagisan itu selalu dinilai berdasarkan moral.
Kebabagizan yang dibarapkan adalah suat: suasana agkhir dari tindakan yang
diterima dengan tidak ada komentar negatif atau ada penolakan diri terhadap
suasana akhir ini. Tindakan maposia yang terdiri dari hak dan kewajibao
merupakan proscs atan cara untuk mencapai fujuan yakni kebahagiaan. Oleh
karepa ito. muocul pembenaran sanksi bahwa orang yang taat hukum akan
mendapatkan  kesejahteraan sedangkan orang yang melanggar hukum akan
mendapat sanksi yang tidak membahagiakan dirinya yang membuat dia tidak
sejahtera,

Manusia hidup adalah untuk mencapai apa yang disebut sebagai
kebabagiaan dan menjauhi penderitaan, sekalipun saat manusia itw menolak
kesenangan terbesar atau ruenanggung penderitaan yang paling berat.'”® Tidak ada
alasan hakiki vang lain melainken alasan-alasan lain hanya mempertegas bahwa
manusia hidup untuk merasa bahagia, tidak ada manusia yang ingin menderita
selamanya, fetapt manusia menderita banys merupakan skibat dari suatu proses
dalam peran atau kondisi yang dipilih agar manusia tersebut merasa bahagis atau
sejahtera pantinya, Dapat dikatakan disini bahwa penderitaan hanya proses atau
cara, dan penderitean ini dalam tindakan bukan dalam tujuan. Perdebatan tentang
cara atau proses adalgh perdebslan vang sia-siz karena hal tersebut sudah

"7 prinsip Asketk bahkan menganggap bahwa segala yang memuaskan inders
adalzh sesualy yang jahat dan menjiilkan. Kesenangan duniawi dianggap sebagal suatu
hal yeng herus dihindan, Padshal kesenanhgan diterima dan dipuji ketika namanya
menjadi martalssl, kemuliaan, reputasi, kehormatan, atau harga difi. Prinsip Asketik ind
dapat ggihat talam Jeremy Bentham, The Theory of Legisiation, Op.Cit., him 28

id, him 26
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menyangkut keyakinan atau peran masing-masing tetapi tujuan akhir tetap sama
yakni ingin merasa bahagia, apakah kebahagiaan di dunia atau disurga. Namun
memang perlu ditekankan bahwa kebahagiaan rohani lebih baik dibandingkan
kebahagiaan jasmani sebagaimana yang disampaikan oleh Jhon Stuart Mill.
Dengan demikian dalam rangka pemenuhan rasa bahagia setiap individu
berupaya untuk memenuhi dan mendapatkan berbagai sarana dan proses baik
yang bersifat material maupun imaterial.

Manusia dalam bertindak selalu berdasarkan kesepakatan pergaulan yaitu
kebaikan moral. Kebaikan moral antara lain adalah hukum, karepa tindakan
manusia yang manusiawi atau hukum merupakan wujud nyata dari moral. Hukum
adalah kesepakatan moral dalam pergaulan setiap manusia dalam kehidupan
sosialnya yang dikonkretkan dengan tindakan manusia yang manusiawi. Kebaikan
moral itu baik hanya berdasarkan kecendrungannya memunculkan kebaikan
secara fisik. Kejahatan moral itu jahat berdasarkan kecendrungannya
memunculkan kejahatan secara fisik."”

Hukum merupakan wujud dari kehendak logis setiap manusia, Setiap
manusia pada dasarnya memiliki kehendak untuk berkembang kearah yang lebih
baik, setiap manusia memiliki kehendak yang masuk akal, memiliki cita-cita logis
yakni kehendak untuk lebih baik. Akumulasi kehendak logis setiap manusia
dengan filter konsensus menjadi kehendak umum masyarakat dalam kehidupan
sosial yang tidak lain adalah demi Terwujudnya Kebahagiaan Sosial atau
Kesejahteraan Umum.

Namun tentunya kehendak logis yang telah disepakati dan menjadi
kehendak umum sebagai suatu kesadaran bersama harus diwujudnyatakan oleh
yang berwenang untuk menegakan hukum. Yang berwenang ini adalah legislatif
(termasuk didalamnya peran tertentu dari eksekutif dan yudikatif) yang dengan
peran sebagai wakil dari setiap manusia yang ada dalam kehidupan sosial
memiliki hak legislasi yakni kemampuan untuk membahasakan secara konkret

158 Jeremy Bentham memberikan gambaran bahwa tindakan manusia dapat
mengakibatkan kecendrungan pada kebaikan atau kejahatan secara fisik, dimana berarti
mengenai penderitaan dan kesenangan jiwa sekaligus penderitaan dan kesenangan
indera. tbid,him 27
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dan tertulis segala prinsip-prinsip moral yang merupaken tindakan apa yang
scharusnyz schapal jembatan dan pagar dalam pergaulan manusis didalam
kehidupan sosial dengan berdasarkan pada kehendak umum atauy demi
tervagjudnya kesejahicraan umum, dengan kata lain legislafif dapat membunat
kesepakatan-kesepakatan  yang berdasarkan kemampuan logisnya demi
mempermuxiah atau menfamin masyarakat dalam berfindak demt tersujufnya
kebabagiaan sosial.

Karena kesepakatan ini adalah keputusan manusia-manusia yang berperan
sebagai lepislatif jadi bukan manusia secara keseluruhan dalam kehidupan sosial
maka kesepakatan ini harus dalam bentuk tertulis. Dan lebikh dar itu untuk
menghindari kekeliruan-kekeliruan akibat misinterpretasi vang sering terjadi baik
sengaja maupun tidak.

Kebabagiaan sosial diwujudkan melalui hukum yang berisi kescpakatan-
kesepakatan tertulis yang didalamnya terdapat perintah dan sanksi, serta hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi dan ditegakan. Hak dan kewajiban ini disebut
pula kesepakatan hukum, kesepakatan hukum inilah yang dalam bidang pidana
ada asas-asas hukum pidana yang sebagiannya dituangkan dalam vndang-undang
hukom pidana, dalam bidang perdata ada asas-asas hukem perdata,’®® dan lain-
lain vang kesempanys ini mengawasi tindakan-tindakan manusia dalam
mevajndkan kebahagiaan sostal.

Setelah kebahagisan sosial dijadikan sebagai kehendak umum, peran-
peran dalam struktur sosial menyadari bashwa ada cara-cara atau proses yang harus
dilahst untuk dapat mewuindkan kehendak wmum. Caracara ini yang pantinya
akan berapa tindakan-tindakan dalam arti behwa pada prinsipya manusia bebas
untuk bertindak fetapt setelah manusia bersepakat dengan manusia lain untuk
membentuk sustu kehidupan sosial maka tindakan manusia-manusia o mulai
diawasi dengan sanksi bukan dibatasi oleh kesepakatan fersebut. Diawasi agar
supaya tindakan manusia sesual hukum atay sebagaimana tindakan manusia yang
manusiawi, Setiap manusia yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan

™ pandingkan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 fentang Pembentukan
Peraturan Peruadang-indangan
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tindakan manusia yang tidak manusiawi (misinterpretasi moral) diberikan sanksi
yang dapat membuat manusia ini mengalami kesadaran sosial.

Hukum selain sebagal perintah logis yang menjadi jembatan yang harus
dilalui dalam kehidupan sosial, hukum ini juga terdiri dari sanksi-sanksi. Sanksi-
sanksi in{ yang menyebabkan hukom sebapai Pagar. Pagar yang membatasi
kebebasan dan sekaligus memberikan rasa aman terhadap manusia dalam
bertindak. Hukum sebagal pagar akan menunjukan kepada kita beberapa kategori
findakan manustawi, dan melampau ing, hokum akan meayatakan kodrat manusia
sesungguhnya yakni manusia yang memiliki kebebasan dalam bertindak dan dapat
membedakan mana findakan yang baik dan mana yang tidak baik.

Dalam kehidupan sosial, manusia yang memiliki kehendak logis sering
berhadapan dengan manusia yang ingin mencapal kehendak logisnya dengan cara
vang tidak digsepakati atau dengan cara yang tidak manusiawi (kehendak logis
dengan cara Hdak logis). misalnya mencuri, membunuh, dan memperkosa, ini
merupakan  pelanggaran hukum, atan misinterpreiasi individa terhadap moral
dengan tindakan imoral. Imoral merupakan tindakan manusia yang tidak sesuai
dengan tindakan manusia yang manusiawi, merupakan suatu pelanggaran

a”,'%! oleh karena itulah yang menjadi alasan kenapa

terhadap “hati nueani bersam
kita paenuntot hakim uotok mengadili dengan menggunakan “hati nurani”.

Dalam menghadapl misinterpretasi moral sering menimbulkan apa yang
digarmobarkan oleh Apeldoorn babwa kepentingan-kepentingan atau kehendak-
kehendak manusia yang bersifat pribadi saling bertentangan akan menimbulkan
konflik atau suasana yang tidak damai, oleh karenanya diperlukan penegak
hukum. Penegak hukum yakni orang-orang yang diangkat dan dipilih diantars
masyarakat yang ada dalam kehidupan sosial untuk mewskilinya dalam
menerjemahkan prinsip-prinsip moral kedalam hukum positif (memiliki hak
legislast), mengadakan pengawasan terhadap jalannya pergaulan manusia, serta
berhak untuk memberikan sanksi yang berdasarkan hukum positif tersebut,
merekalah sebagai penegak tindakan manusia vang menusiawi. Oleh karena

' Harkristul Harkrisnows, Rekonstruksi Konsep Pemidansan : Sualy Gugatan
Terhadap Proses Legisiasi den Pemidanssn di indonesia. Pidalo Pengukuhan Guru
Besar, Universitas Indonesia Tahun 2003, kim 2
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semuanya itu, penegak hukum adalah manusia-manusia yang memiliki
kemampuan logis terhadap moral.

Penegak hukum yang mengawasi manusia agar tidak melenceng dari
kesepakatan atau misinterpretasi moral, pengawasan ini juga sudah merupakan
upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, karepna tujuan hukum adalah
terwujudnya kesejahteraan umum atau kebahagiaan sosial. Penegakan hukum
memang sangat perlu demi terwujudnya kesejahteraan umum. Penegakan hukum
terletak pada semua peran-peran yang ada karepa tujuan Hukum yakni
terwujudnya kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab semua tak
terkecuali.

Peran penegak hukum yang juga berperan sebagai legislatif adalah orang-
orang yang memiliki kemampuan logis di bidang hukum, membuat suatu
peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya adalah pertama-
tama harus berdasarkan pada hukum dasar yakni kehendak umum yang tidak [ain
adalah kesejahteraan umum. Undang-undang atau peraturan hukum tertulis
lainnya harus bertujuan untuk kesejahteraan umum. Dan karena perkembangan
manusia maka undang-undang juga harus disesuaikan dengan perkembangan
manusia. Sehingga diperlukan pemberiakuan sanksi dari setiap peraturan hukum
tertulis yang sungguh-sungguh efektif.

Peran eksekutif dan yudikatif yang melaksanakan segala kesepakatan-
kesepakatan hukum, adalah benar-benar menjalankannya hanya demi kebaikan
dan kebahagiaan seluruh masyarakat yakni terwujudnya kesejahteraan umum, dari
tindakan-tindakan birokrasi sampai pada tindakan peran-peran profesi adalah
harus sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan hukum.

Peran sosial atau masyarakat juga sangat penting dalam penegakan hukum
dimana didaiam masyarakat terdapat peran-peran yang berisi hak dan kewajiban,
adalah sangat lebih bebas untuk bertindak, dan tidak heran bahwa ditengah
masyarakat ada juga manusia-manusia yang bertindak tidak sesuai lagi dengan
kehendak umum, misalnya membunuh atau mencuri dan lain sebagainya. Ini
dapat terjadi karena belum tahu atau tidak adanya kesadaran hukum
(misinterpretasi) didalam masyarakat tersebut.
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Jadi salah satu cara yang diperlukan adalah membangun kesadaran hukum,
membangun kesadaran hukum adalah memberikan dan mendapatkan penjelasan
bahwa hukum sangat diperlukan untuk mencapal twuan masyarskat vang
merapakan tujuan hukum yaitn terwujudnya kebahagiaan sosial, dan wntuk
mewujudkan tujuan tersebut setiap manusia harus bertindak sebagai manusia yang
manusiawi, yakni manusia yang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral,

32  Moral Sebagai Landazan Pemidanaan

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial yang dikeitkan dengan, dan
selalu mencerminkan, nilal dan strukitur masyarakat, schingga merupakan suatu
reafirmasi simbolis aias pelanpgaran terhadap “hat nurani bersama” atau
collective conscience.'® Kesadaran hukum menjadi itk penting dalam pemberian
sanksi, termasuk sanksi dalam pengertian hukum pidana yakui pemidanaan, oleh
karena itu pemidanmaan adalah uwpaya penyadaran yang dibangun dengan
komunikasi efek moral terhadap pelaku imoral, '3

QOrang sering melihat bahwa hokum pidana merupakan aturan yang
mengarahlkan manusia menjadi sempuma denpan pendekatan negatif, bahwa
bukum pidana merupakan aturan yang berisi perintah dan larangan, oleh karena
itu hukum pidans lebih jelas pemidanaan sering disebut sebagal salah sata sumber
penderitaan bagi anggola masyarakat yang melakukan kejahatan. Tetapt seperti
vang telah divraiken sebelurinya bahwa penderitaan yang diakibatkan oleh
pemidanaan adalsh sautu konsekuensi logis dan sekaligus obat terhadap akibar
buruk dari suatu kejahatan, Pemidanaan it semacam racan yang digunakan untok
menetralisir racun, seperti kata Jeremy Bentham bahwa pemidanaan itu semacam

racum yang diramu dengan baik dan terbukti menjadi obat yang mujarab, '™

182
* Uhat juga H. Momis dalam “Pafernalistic Theory of Punishment”. Edited by
Antony Duff and David Garland, A Reader On Punishment, Oxford University Press, New

York, 1965, him @2
1 Jeremy Bentham, The Theory of Legisiation, Op.Cit. him 81
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Tak dapat dipungkiri bahwa pemidanaan #u sangat penting untuk
menjamin rasa keadilan dan kedamaian bagt masyarakat. Oleh karena ifw
pemidanaan harus diarabkan kepada kepentingan sosial dan didasari pada nilal-
nilai moral dalam masyarakat. “4 man ought not to be punished for doing or
causing something unless he was morally responsible for doing causing it” %
Pemidansan merupakan tindakan yang beropa sanksi hukum akibat adaaya
pelanggaran hukum pidana, namun pemidapaan ini barus memperhatikan
tanggungjawab moral dari pelaku tindak pidana tersebut. Dan setiap bentuk
pemidanaan, sanksi moral dapat selalu mendahulni pemberian sanksi pidana
tersebut, schingga pemidanaan dapat sebapgai pelengkap sanksi moral, tetapi hal
ind juga bisa berlaku sebaliknya,

Putusan pengadilan ataupun diskresi oleh institusi yang berwenang sclalu
diberikan bobet atau penilalan moral oleh masyarakat Penilaian masyarakat ind
merppakan sanksi morsl dari masyarskat, sebagai suatu kontrol sosial vang
khas,'™ vang selalu mengiringi setiap pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu
pemidanaan selalu dalam konteks moralitas, selale dipertanyakan tindakan
pemidanaan mulai dari penyitaan barang berharga, pidana penjara, bahkan sampai
hukuman mati, apakah mendukung atau justru mengingkari prinsip-prinsip moral?
Lahimya pemikiran pemidanasn baik oleh retributivisme mavpon utilitarianisme
adatah hasil dart dialektika teori pemidanaan dalam perspektif moral.

Bagi negara pemidanaan merupakan bentuk nyata dalam penpegakan
hukum, tetapi sebagian orang mempertanyakan kewajiban negara tersebut sebagai
sesuatu yang benar atam tidak dalam kopteks moral. Hal ini kedengaran aneh,
karena pemidanaan bukanlah suatu hal dalam konteks prilaku seseorang, sehingga
dengan mudah dapat dinilai secara moral benar atau tidak, melainkan pemidanaan
sebagai suatu institusi. "It is part of a system that involves conduct norms, an

awthoritative procedure jor generating these norms, an authoritative procedure

8 T |.S. Sorigge, Punishment and Moral Responsibiity. dalam Goldinger Milton,
FPunishment and Humsn Righls, Schenkman Publishing Company, Cambridge,
Muassachusells, 1874, him 73

¥ Upendra Baxi, dalem penganter buku Jeremy Bentham, The Theory of
iagisiation, Loc. G, fim B
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Jor decisions to impose sanctions, and some measure of practical power over
persons or resources™.’™ Tetapi pemidanaan harus dilihat sebagai akibat dari
suatn perbuatan vang dikategorikan sebagal perbuatan imoral dalam konteks
hukumn pidana. Moral menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dalam konsep
pemidangan, karena dalam tatavan praktis politik dan sosial, peranan o sangat
berpengarnah.

3.2.1 Kounsepsi Pemidanaan dalam Perspekéif Moral

Mendengar kata “moral” seakan membawa kita pada dunia absirak dan
masuk dalam refleksi  filosofis mengenal moral jtu sendiri. Setiap orang
menyimpan pemahaman moral yang bisa berbeda dalam dirinya masing-masing,
tetapl setiap orang bisa memiliki penilaian yang pada umumnnya sama yaog dapat
dimengerti sebagai kesadaran umum terhadap tindakan moralitas tertentu.'*®

Apabila melibat fepomena pemidanasn yang dipengaruhi oleh nilai-nilai
moral yang bersumber pada keyakinan budaya maupun agama skan membawa
kita pada kenyataan kontroversial dari keyvakinan-kevakinan tersebut. Hal vang
sederhana den sangat kurang diawal falisan ini adalah membuat konsepsi
pemidansan dalam perspektif moral yang seminimal mungkin menghindari
relativitas moral pemidanaan itx sendiri, setidaknya sebagai suatu titik acusn
dalam penelitian inf. Konsepsi pemidansan dalam perspeldif moralitas inl dapat
kita rumuskan berdasarkan contoh kasus dibawab imd. Contoh tersebut juga
merupakan contoh dari pertentangan pandangan atau pemahaman terhadap
pemidanaan berdasarkan kode isoral antara utilitarian dan reiributivist yang
terjadi di [ndonesia.

7 Guyora Binder, Punishment Theory : Moral or Poiitical, Buftalo Criminal Law
Revigw, Vol 5, 2003, him 321

% Mengenat Relativisme Moral sebagai salah satu aspek penting datam diskust
moral, penting untk merujuk pendapat James Rachels, bahwa masih tesdapat
kekeliruan-kekeliran logis datam Relativisme Moral sehingga Relativisme Mors! tdak
benar secars keseluruhan, Perbsdasn hanya ferielak pada pemehaman yang didaser
pada tindakan yang berbada bukan pada substansi yang sebanamya, dalam arli bahwa
kulhur masyarakat yang berbeda-berbeda mewujudkan tindakan atau cars yang berbeda
sehingga skan membarikan pemahaman moral yang berbeda, Hal ini dapat dilihat dalam
James Rachels, Op. C#., him 42-69
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Contoh pertama; Kasus Presiden Soeharto yang menjadi topik berita yang
cukup hangat sejak awal bulan Mei 2006,'®® karena tiba-tiba kondisi keschatan
Socharto terus mengalami kemunduran sampai tim dokter Independen
menyatakan bahwa Soeharto secara medis baik dari segi fisik maupun mental,
dalam keadaan tak layak untuk disidangkan (unfit fo stand triel), Hal ini
berdampak dihentikannya penuntutan perkara oleh kejeksaan agung tanggal 12
Mei 2008, dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) oleh
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ates perintah Abdul Rahman Saleh
gelakn Juksa Apung. SKPPP imi dikeluarkan berdasarkan kebuiuban adanya
keadilan dan kepastian hukum dengan beberapa pertimbangan: Pertama, kondisi
sakit permanen menyebabkan Soeharto fidak mungkin dibadirkan ke persidangan.
Ini adalah praktik hukum universal dan bentuk penghormatan pada hak asasi
manusia. Kedua, SKPPP bukan merupakan bentuk penghapusan pesuntutan
ataupun pengampunan, dan tidak meoghalangl perkara dibuks dan dilanjutkan
kembali apabila tim dokier menyatakan sembuh sehingga belian fif 1o stand irial.

Dengan adanya SKPPP ini sudah past jelas bahwa Presiden Socharto tidak
alean disidangkan lagi untuk masalah pidanya (kasus korupsi) yang telah digelar
sejak tahun 2000, konsekuensi logisnya adalah selama Soeharto sakit, beliau tidak
akan dituntut apalagi dipidara. Konsekuensi ini menyebabkan kontroversi
pentlaian moral yake :

Pihak yang mendnkung menyatakan bahwa Socharto sudah berusia tua dan
sakit sehingga tidak bepar untuk diperiksa, diadili, apalalagi dipidana. Hulom
posistif kita juga telah mengatur bahwa orang sakit tidak boleh diperiksa atan
diadili didepan pengadilan. Jika Soeharto tetap diadili dan dipidana maka penegak
hukum t¢lah melakukan pelanggaran hukum.

" Kasus Presiden Sosharto ini masih menjadi perbincangan yang kontroversial
dalars magyarakat, walay akhimya Presiden Soeharto felah meninggal dunia pada had
Minggu tangpet 27 Januar 2008, Conloh kasus ini mesupakan pengembangan darni berita
koran Kompas . Abdul Rahman Saleh, Duduk Porkara Kasus Soeherlo, sumber
hitp:/iwww . kompas.cormkompas-cetak/0801/1 2/opinifd 160832 . him
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Pihak yang menolak'™ menyatakan bahwa Soeharto dalam kondisi apapun
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga usia dan  kondisi
kesehatan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bebas dari peradilan dan
pemidanzaan,

Kedon alasan diatas dibangun pada dua alasan moral yang saling
bertentangan, yang satu menyatakan bahwa dengan alasen apapun seseorang yang
sudah tua dan sakit fidak dapat dipenksa didepan pengadilan, dan dipihak yang
Iain  beralasan  bshwa  seseorang dalam  kondisi  apapun  harug
mempertanggungjawabkan perbualan jshainya denpan diadili dan dipidana
Terlepas dari alasan dan proses hukumnya kedua alasan moral ini scakan benar,
oleh karena itu alasan moral mana yvang dapat diterima?

Dalam kasus Socharto, pemerintah dan beberapa kelompok magsyarakat
menerima SKPPP tersebut dengan alasan moral bahwa dengan alasen apapun,
seseorang yang sudah toua dan sakit tidak dapat diperiksa didepan pengadilan,
apalagi dipidana. Sedangkan pibak yang menolak menyatakan bahwa Sochario
dalam kondisi apapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannyanya,
sehingga usia dan kondisi kesehatan tidak boleh dijadikan sebagal alasan untuk
bebas dart peradilan dan pemidanaan.

Argumentasi: Pemidanasan yang fidak efekiif. Dalam  pandangan
utilitarianisme, jika pengadilan memeriksa Soeharto dan menyatakan dia bersalah
sehingga dia akan dipidana, maka sanksi pidana yang diberikan adalah tidak
efcktif. Sanksi pidana dalam bentuk apapun sudah tidak fagi bermanfaat bagi
socharto sendiri maupun masyarakat wnum. Sakit yang diderita oleh Socharto
sendiri sudah merupakan penderitaan yang dia jalani, dan bahkan lebih menderita
dibandingkan dengan penderitaan yang misalnya dia dapatkan dari pemeriksaan
mavpun sanksi pidana yang dijatubkan padanya. Pemidanaan vang awalnya
sebagat pemberian rasa yang tidak mengenakan kepada Socharto, malah tidak

M peberapa LSM dan skademisi yang tidak sefuju mengsjukan gugatan
Praperadilan di Pengadilan Negen Jakada Selatan, dan PN menyatakan babwa SKPPP
adalah tidek sah, namun di fingkat Banding, Pengadilan Tingyl Jakara Selatan
memulaskan bahwa SKPPP gdalah sah demi hukum, arinya penuntutan terhadap
Sosharto sudah final dan tidak dapat dibuka kemball. httpr/Awww kompas.convkompas.
¢etakiOBD 1 Zopinif4 160832 Himn
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berarti dan akan sia-sia karena rasa sakit yang dia derita jauh lebih besar dari pada
ancaman sanksi pidana yang akan dijatuhkan padanya. Apa jadinya jika penegak
hukum tetap memaksakan akan diperiksa dan diadili, tetapi Soeharto tidak perngh
hadir di pemeriksaan maupun persidangan karenaz dia lebih memilih untuk
menghindari (mengobati} rasa sakit karens penyakitnya. Akhimya upaya tersebut
akan sia-sia dan fidak ada manfastnya. Jaksa dengan sadar ielah
mempertimbangkan efektifitas kasus ini, tanpa terlepas dari argumen-argumen
dan prinsip-prinsip hukum acara pidana, misalnya persidangan yang cepat, biaya
ringan dzn sederhans. Twjuan pemidansan adalah agar terpidana menyadari
perbuatannya (rehabilitasi) menjadi tidak efcktif apabila diberikan kepada orang
yvang sudah tua dan sakit parah. XKemudian berfujuan bahwa dengan kesadaran
moral yang dimiliki akibat rehabilitasi maka dia dapat meniadi agen moral lagi
ditengah-tengah masyarakat {(resosialisasi), adalah menjadi alasan yang tidak
mungkin lagi karena kondisi sskit parah, malsh vang lebih mungkin akan
meninggal dunia. Kedua alasan yang terakhir ini telah memperiegas bahwa
apabila terjadi pemidanaan terhadap Socharte maka, pemidanaan ini tidak zkan
membawa efek kebabagian sosial, Hal yang tidak logis apabila kita memidana
seecorang sebagai bentuk pevtanggungjawabsnnya atas perbnatan imoralnya,
apabila kila telah mengeiahui depgan pasti bahwa orang tersebul tidak dapat
menjalani pidana tersebut. Apa yang akan ierjadi apabila kita memidana Sochario,
katakanlah denpan pidana pencabutan kemerdekasn (penjara) selama 5 tahup,
tetapi ternyata waktu tersebut dia hanya habiskan di rumah sakit? Sunggoeh tidak
efekdtif.

Orang Idiot, orang gila dan babkan orang sakit fisik, tidak dapat dimintai
pertangguagjawaban pidana, karena bagi mereka hukuman tidak efektif'™ . Prinsip
ini dipengarubi oleh argumen pertama diatas, adalah tindakan vang tidak efekaf
apabila memidana orang yang sakit. Karena tindakan yang tepat yang harus
didukung oleh penegak hukum adalah merawat orang sakit tersebut. Dalam kasus
Soeharto, penegak hukum menilai bahwa tindakan lebih tepat terhadap soeharto
adalah memberikan perawatan medis terhadapnya daxi pada dijerat dengan sankst

7 Jeremy Bentham, The Thaory of Legislation, Op. Cit, him 361
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pidana. Dititik ini terjadi perpeseran makna yang umumnya diterima oleh
masyarakat selama ini bahwa bentuk proses peradilan {(termasuk didalamnya
pemidanaan) selalu berkonotasi mendera atau menderitakan, tetapi disini jusira,
proses peradilan menemukan makna sebagai freatment (perawatan atan
pengobatan), dengan kata lain tidak melulu menderitakan, Hal ini dapal senada
dengan penegasan Jeremy Bentham bahwa kesenangan dan penderitaan dengan
sendirinya merupakan sanksi. '

Hal ini tentu berlalm bagi siapa saja yang sakit, setiap orang tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana apabila orang lersebut tidak dapat
menjalaninya. Selame pemidansan  tidak  bertujuan  sebagai  rehabilitasi,
resosialisasi, dan demi kebahagiaan sosial, maka pemidansan tidsk efekiif
disalahgunakan, berlebiban, dan terlalu merugikan. '™

Konsckuensi logis dari argumen ini, tennasuk orang vang kecanduan
narkotika akan dikategorikan sebagat orang yang sakif sehingga bentuk
pemidanaannya bukan dipenjara melainkan di dalam panti rehabilitasi atan rumah
sakit yvang dimaksudkan untuk pengobatan atan perawatan sehingga mereka
keluar dari penderitaan kecanduan tersebut,

Comtoh kedus yang memperlihatkan adanya pertentangan aotara nila
moral yang berdasarkan pada keyakinan adalah kagus Vonis Mag -

Kasus Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva, dan Marinus Riwy,
merupakan kasus pemidanaan akibat darf kerusuhan Poso.'™ Mercka ditangkap
pada bulan Juli dan Agustus 2000, kerondian bulan Aprit 2001 Pengadilan Negeri
Palu menyatgkan bahwa mereka bersalah  atas tuddhan  pembunuban,
penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di Poso, yakni Desa Sintuwu Lemba,
Kayamaya, dan Maengko Bary, oleh karena itn dijatubi vonis hukuman mati,
Putusan ini diperkuat lagi oleh Pengadilan Tingpi Sulawes: Tenggara pada 17 Mei

72 vSanksi merupakan surplus kesenangan di atas penderitaan vang dialami atau
mbaiﬁcrga" Upendra Baxi, dalam pangantar buky Jeramy Bentham, ibid, him 7

I Jeremy Bentham, fbid, hin 360

¥ Kagus Tibo cs menjadi kasus yang menimbulkan pro dan kontra mengenai
vonis hukuman mati yang ditetapkan oteh hakim, walau akhirnya ketiga orang ini tetap
ditembak mati pada tanggal 22 September 2008 di Palu,
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2001, Putusan ini menimbulkan konfroversi dikalangan masyarakat, dengan
menggelar demonstrasi di beberapa kota besar di Indonesia.

Pihak yang menolak dipidana mati,'” mengajukan empat alasan moral
kenapa Tibo os tidak boleh dipidana mati yakni : Pertama, alasan kemanusiaan,
mengingat ketiga terpidapa mati itu masih mempunyai hak menunggu untuk
mengajukan grasi kembali selama dua tahun, sesuat dengan ketentuan perundang-
undangan, Xedua, unthuk menjaga kernkunan di wilavah Poso dan sckitarnya,
Ketiga, keputusan pemerintsh yaog terkesan tergesa-gesa akan menimbulkan
pertanyaan besar, dan Keempaf, demi ferciptanya suasana adil dan damai di
Poso dan Palu, ketiga terpidana mati itu sebaiknya dipindahkan ke tempat lain,'”®

Pihak yang menganjurkan untuk segera dipidana mati,'”” memberikan
alasan bahwa tindakan Tibo ¢s adalah tidak manpusiawi karepa telah membunuh
banyak orang musiim sebingga Tibo ox haras dieksekausi mati sebagai balasan atas
perbuatan mereka. Dan hukum harus segers ditegakan dengan mengeksekusi
ketige orang tersebut demi keadilan dan kepastian hukum i sendin,

Kedua pihak diatas memberikan alasan yang memang kontroversial, yang
dilandasi pada pemahaman moral yang berbeda. Pihak yang menolak menyatakan
bahwa setiap manusia mempunyai hak antuk hidup yang diberikan clch Tuhan,
sehingga tak ada seorangpun yang mempunyai hak unfuk meniadakan hak hidup
manusia yang lain, Dipihak vang menolak beranggapan bahwa seffap manusic

yang membunuh manusia harus dibunuh,'” apalagi orang yang membunub

" Tuntutan untuk penangguhan, behkan, pembatalan eksekusi terhadap ketiga
ferpidana mati itu terutama dipelopor oleh masyarakat Krisbani yang berasal dari Flores,
Nusa Tenggara Timur (NTT), Malke, Svlawest Tengah, dan Sulawesi Utara, serta
organisasl kemasyargkatan antara fain PMKRI dan Pemuda Katoiik, Mereka
berdemonstrasi di Jakarta, Makassar, Paly, dan Manado. Akst ini juga mendapat
dukungan dari pimpinan lintas agama, Lima pemuka agama, yakof KM Abdurrahman
Wahid, Julivs Kardinal Darmaatmadia, Pdt. Dr. Andreas AL Yewangoe, Bhikku
Uharmawimals, dan Ws. Budi 8. Tanuwibowo.

" Beberapa alasan berdasarkan fakla bahwa tidak fayak untuk dieksekusi mati
dapat dilihat ¢i Jarmes Eudes Wawa, Kesaksisn Darl Penjara, Fabianus Tibo-Marianus
Fiwa-Dominggus Da Silve, Padma Indonesig, Jakarta, 2006

7 Ketompok yang menginginkan untuk segers dieksekusi mati, dipeloport oleh
PMIL IPNU, IPPNU, DDI, dan Badan Eksekulif Mahasiswa STAIN Datckarama, Palu,

" Selaras dengan Jex fafionois sebagaimana yang diuraiken dalam Kitab
Perjanjian lama, Kitab Imamat 24 : 18-21 : "Apabila seseorang membuzt orang
sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan
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{roencabut nyawa orang lain) secars sadis den masal adalah perbustan vang
melanggar perintah Tuhan, sehingpa nyawa orang tersebut layak dicabut
{dibunuh) sebagai hukuman Tuhan, dan lagipula hukuman Tuban telah selaras
dengan hukum posmtif (diberlakukannya pidana mati). Pihak yang menolak
menyatakan babwa hukum dalam hal ini kepwfusan pengedilan tidak boleh
fergesa-gesa ditaksanakan demi menjopa kerukunan dan demi terciptanya
suasany adil den damai. Sedangkan pihak yang menghendaki untuk segera
dicksekusi menyatakan bahwa hukum dalam bal ini keprtusan pengadilan haras
sepera dilaksanakan demi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

Argumen-argumen yang diberikan batk yang pro maupun yang kontra
untuk mendasari apakah vonis hakim atan keputusan pengadilan layak secara
moral atau tidak, diungkapkan berdasarkan pads pernghaman moral maging-
- masing yang berbeda. Oleh karcnz ity perfu uptuk dianalisa setiap argumen
tersebut untuk rmendapatkan konsepsi pemidanaan sesuai dengan prinsip-prinsip
moral.

Argumen. Setiagp manusia mempunyai Hak untuk kidup. Dalam etika
tradisional membunuh orang yang tidak bersalah dikatekan mutisk. Tetapi dalam
etika Kristen, seseorang yang tidak bersalah atau babkan bersalah mutlak untuk
tidak dibunuh stau dihokumn mati tanpa peduli seberapa besar kesalahan orang
tersebut (adanya pesgampunan), Pemikiran mengenai hidup manusia yang
berharga tanpa pandang segala latar belakang menjadi opini publik masyarakat
yang menolak hukuman mafi.

Hak uantuk hidup dalam konteks hak asasi menusia menjadi sustu dasar
yang hakiki dan mutlak untuk dihargat dan tidak boleh dilanggar deagan alasan
apapurt, Dalam pandangan utilitatianisme Bentham, hak untuk hidup bukan suatn
kodrati manusia, melainkan suatu hak yang tidak terpisahkan dari peranan
hukum.'” Hak hidup sebagaimana hak asasi manusia yang lain merupakan hak

kepadanya: patah ganti patah, mate ganti mata, gigi gantl gigh, seperti dibuainya orang
lain bercacal, begitulah harus dibuat kepadanya: Siapa yang memukul mali seskor
ternak, iz hanus membayar gantinya, tetapi siapa yang membunuh seorang marnusia, ia
harus dilrkum mati®.

V78 “iak gebagai kats benda [berlawanan dengan kata si#at], adalah anak kanduny
hukum: darf hukum-hukum A fahirlah hak-hak 77 namun dan halkam-hukumn rekaan |
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yang melekat dan ada karena adanya hukum (dalam pengertian hukum positif),
sehingga hak hidup merupakan suatu kehendak logis yang dipositifkan, hak hidup
bukan berdasarkan pada svatu keyakinan melainkan berdasarkan pada keadilan,
dimana keadilan ini dipahami dalam konteks kepastian hukwm, yekni adanya
institusi hukum yang nyata yang meniaminnya seperti dalam konstitusi atau dalam
undang-undang.

Konstitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang [Dasar Negara
Republix Indonesia tahun 19435, telah secara tekstial mengungkapkan akan
pentingnya Hak Hidup manusia, bahkan Hak hidup tak dapat dikerangi dalam
keadaan apapun sebagaimans dipertepas oleh konstitusi tersebut.'*® Bahkan
perianjian-perianiian intemasional, seperii Infernational Covenant on Civil and
Political Right (JCCPR) vang mengatur hak untuk hidup.'®

Becaria menolak hukuman mati dengan mengacu pada kontrak sosial
bahwa hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan
membunuh adalab tercela, karena pembunuban yang mapapun dan juga
mengijinkan untuk pidana mati adalab imoral dan makanya tidek sah, karena
hukumean ini pasti disalahgunakan.”®* Ketiga terpidana mati tersebut atau siapapun
dapat secara meyakinkan dan terbukii telsh melakukan kejahatan pembunuban
dengan sadis dan berencana tetapi kita tidak dapat secara meyakinkan dan sah
untuk mengeksekusi mati ketiga orang tersebut atan siapapun.

Negara tidak berhak menjatuhkan hukuman mati kepada stapapen yang
bisa hidup tenpa membahayakan orang lain, meskipun hokuman it dilakukan
sehagai contoh bagi yang lain.*®® Sesuaty yang irasional apabila seseorang yang

darf hukum-hukum kodrali, yang dihayalkan dan direka para penyair, ahli-ahii pidato dan
saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual, lahirah hak-hak rekaan,...” katakata
Bentham vyang dikutip dari Jack Mahoney, Landasan Bagi Hak-Hak Asasi Manusia,
dalam buku : Frans Ceunvin, SVD, Hak-Hak Asssi Manusis, Pendasaran dalam Filsafat
Hukum dan Filsafat Poiftik, Penezbzt Ledalare, Maumere, 2004, him 81,

® =Sefiap orang berhak untuk hidup sera berhak memperiahankan hidup dan
kehidupannya®, Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negera Republik indonesia 1845,
Lihat juog dalam Pgsal 28 | UUD lersebul bahwa Hak enhikc hidup dan selerusnya
mempakaa hak yang tdak dapat dikurangi datam keadaan apapun,

' Pasal 6 ayat 1 JOCPR - “sefiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan
menda&ai hak perfindungan hukom den Bada yang dapat mencabut hak itw”

Jemmy Bentham, The Thsoty of Legistation, Op. Cit,, him 383

® Jean Jacques Rousseau, Op. Cit,, him 58
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tidak lagi berbahaya dihukum mati. Oleh karena ity pemerintah scharusnya tidak
mengeksekusi mati ketiga terpidana mati fersebut dengan asumsi bahwa ketiga
orang tersebut telah menyesali perbuatanya dan akan kembali melakukan hal-hal
yang baik ditengah-tengah masyarakat. 184

Prinsip manfaat dalam pemidanaan menunjukan ketidakbergunaan pidana
mati, Apa manfaat eksekusi mati kepada ketiga orang tersebut? Setiap orang yang
mengalami kerugian akibat tindakan sescorang berhak secara langsung untuk
minta ganti rugi terhadap orang tersebut, tetapi setiap orang yang dibunub apakah
masih memilild hak untuk meminta nyawanya kembali kepada orang yang telah
membunubnya lewst perantarsan orang lain yang masih hidup dalam hal ini
pemeriniah?

Pemerintah dapat mewakili korban kejahatan untuk menuntut balas kepada
pelaku kejahatan tetapi apakah harus dengan cama membunuh pelaku tersebut?
Jika jawabannya iya, maka adalah suatu hal yang tidak logis jika pemerintah atau
siapapun yang tidak kehilangan nyawanya mengeksekusi mati pembunuh tersebut.
Jika demikian pemerintah telah menciptakan swatu rentai pidana mati yang
substansinya tidak berbeda dengan kejabatan pembunuban,

Pemerintzh tidak pemah mendapatkan manfaat dari kematian seorang
penjahat, tetapi mengajarkan penjehat ini secara perlahas-lahan untuk dapat
menyadari kesalahanaya dan mau menjadi kontmibutor positif sebagai agen moral
dalam kehidupan sosialaya nanti akan jauh lebih bermanfaat baik bagi pemerintah
maupun bagi masyarakat.

Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia menunjukan bahwa hak hidup
bukanlah sesuatu yang barus dipatuhi oleh pemerintah melainkan sekedar wacana
konstitusi yang kalah dengan argumentasi lex talionis. Padahal, disisi lain sudah
ada pemahaman bashwa pengsturan pidana mati di Indonesia adaleh warisan
kolonial Belanda untuk menekan gerakan-gerskan dalam memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia. Belanda sendii yang mewariskan KUHP kepada
Indonesia sudah menghapuskan pidana mat? sejak tahen 1870, tetapi di Indonesia
masih menerapkan pidana mati baik dalam rumusan perundang-undangan dan

84 thigt
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bahkan sampai pelaksanaanfcksekusi mati sebagai upaya penanggulangan
kejahatan, Scharusnya seliap peraturgn pidana termasuk KUHP tidsk boleh
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang telah
menjunjung tinggi hak hidup.

Kondisi hukum di Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan
yang independen, imparsial, dan aparat penegak hukum yang bersih, Sistem
peradilan yang corrupt bisa memperbesar peluang adanya hukuman mati yang
lahir dari sebuah proses yaog salah, seperti yang dialami oleh Sengkon dan Karta,

" Hukuman mati bukanlah jaminan menurunnya angka kriminalitas, banyak
faktor sostal yang mempengaruhi tingginya kejahatan narkoba, ferordsme atanpun
kejahatan lainnya, faktor-faktor tersebut antara lain masalah kemiskinan dan bisa
Jjuga disebabkan karena fakior aparat penegek hukum yang corrups. Bukan rahasia
lagi bahwa perlaiuan tehadap tersangka dan terdakowa acapkalil tergantung who is
who.'® Perlakuan ini dapat berpengaruh ferhadap jenis hukumen yang akan
diberikan kepada terpidana nanii.

Dalam kenyataan, hukurman mati seakan hanya diberlakukan bagi
masyarakat kelas bawah, tidak pernah bisa menyentuh pelaku kejahatan hak asasi
manusia yang berat dari kalangan elit yang justru kalan dilihat korbannya lebih
banyak dengan cara lebih sadis. Akhirnye munculah suatu sistem hukum pidana
yang tidek koheren, bertentangan, menggabungkan kekerasan depgan kelemahan,
tergantung pada suasana hati hakim, darl satm efreui? ke circuit yang lain berbeda-
beda, kadang haus darah, kadang tidak ada hukuman sama sekali,'*¢

Hukoman mati di Indonesia masih tetap diberlakukan, walan sering
mengalami permndaan. Pemundaan mengakibatkan dialaminya pidana lain oleh
terpidana mati menjelang eksekusi. Misalnya penahanan yang bisa bertahun-tahun
lamanya sampai saat sksekusi. Hal ini fentu membuat terpidana mati mengalami
penderitaan psikologis yang cukup lama.

Proses hukem yang lamban dan cenderang berlarut-larut sering
menimbulkan rasa kasihan atau iba oleh sebagian masyarakat terhadap terpidana

"= Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan, Op.CH, Wim §
& jeremy Bentham, The Theory of Legisiation, Op. Cit, him 334
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mati. Walaupun di satu sisi dapat dipahami bahwa proses hukum yang lama
tersebut adalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada ferpidana mab,
nariun hal inf justru mengakibatkan ketidakpastian hukurm,'™

Apakah seseorang layak dieksekusi mati karena perasaan antipati terhadap
orang tersebut? Jangan-angan eksekusi mati yang dilakukan hanya karena kita
tidak suka kepada orang-orang itu, bukan karena ada manfaat yang lebih besar
jika dieksekusi mati.'® Jika kita melibat manfaat dari eksekusi mati tersebut
sebagal suaty bentuk pemuasan nafsu balas dendam, maka kita menjadikan diri
kita sebagsi penegak hukum yang penuh dendam dan rasa antipati kepada
terpidana mati. Akhirmya eksckusi mati bukan lagi menjadi sarana keadilan
melaninkan sebagal suatu sarana yaog digunakan untuk memuaskan rasa dendam
dan antipati terscbuf. Jika demikdan maka aparat penegak hukum bukan lagi
pemberi keadilan melainkan telab menjadi lebih penjahat dari para penjahat it

Argumen :© sefiap manusia yang membunuh monusic harus dibunuh.
Pernyataan inl secara tekstual merupakan pernyatzan yang sadis, dan mungkin
hampir schagian besar orang vang membaca kalimat terschbut menganggapnya
terkesan tidak manustawi. Tetapl dalam kehidupan sosial, ungkapan tersebut
justru seakan scbagai suatu pemuzasan diri dan penghiburan akibat menjadi korban
dari suatu kejshatan terieptn. Magyarakat yang menjadi korban cmumnya
meaghendaki agar pelaku kejahatan dapat dipidana sesuai dengan apa yang tefah
dilakukannya, schingga rasa sakit yang dialami oleh korban kejahatan seakan
terobati dengan rasa sakit yang dialami olch pelaku kejahatan akibat pemidanaan.
Xebanyakan korban menginginkan adanya hukuman yang setimpal bahkan kalau
bisa lebih menderiia bagi pelaku kejahatan dibsndingkan yang mercka alami.
Oleh karepa itu tidak sedikif keluarga korban pembunuban menghendaki agar
pelaku kejahatan dapat dibukum mati seperti korban yang telah mati dibunuh.

%7 ihid, hin 364

% Hasit survei PBB antara 1998 hingga 2002 tentang korelasi antara praktek
hukuman mali dan angka kejehatan menyebuikan hukuman malh fidak lebih bak
darpada hukumnan seuwmur hidup dalam memberikan efek iers pada pidana
pembunuhan. Anung Razaini F hifp #himibecak wordpress.com2007/06/1 4/problemetika-
pidana-mat-di-indonesias
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Agama Islam sebagai agama lerbesar di Indonesia mengenal adanya
hukuman mati yang diatur dalam kitab Al-qus’an. Hal ini diberlakuken untuk
memberikan efek jera dan perlindungan. Tidak semua pelanggaran dalam Jinayat
dikenakan hukuman mati, tetapi hanya pada perkara tertentu seperli Murtad,
penghinanan terhadap nabi, zina, pembunuban, pemerkosaan, dan lain-lain'®
Begitu pula dalam sejarah Gereja Katolik, hukuman mati sempat diberlakukan
sehagai buknman dari Tuhan yaog dikussakan kepada Gereja untuk mencabut
nyawa orang-orang yang Murtad dan yang melakukan prakiek sihir.™® Tetapi
selaras dengan perkembangan zaman ketika Gereja tidak lag mencampuri urusan
kenegaraan dalam art urusan duniawi, gercja tidak lagi memberlakukan hnkrman
mati.

Apakah keputusan pengadilan harus segera dilaksanakan demi terciptanya
keadilan dan kepastian hukom b sendiri ataukah sebaliknya? Argumen keaditan
dan kepastisn hukum memeng sering dijadikan persoalan penting dalam
membahas pemidanaan itu sendind. Salah satu teori yang cukup bertaban lama
tanpa kritikan berarti adalsh legisme, dimana inti teorinya mengatakan bahwa
keadilan dan kepastien hukum akan difentukan sejauh mana hal tersebut diatur
dalam peraturan perundang-undangan vang telah ditetapkan oleh legislator
sehingga segala hal vang berkaitan dengan praktek bukum itu sendiri harus
berdasarkan pada peraturan tertulis tersebut, dalam hal ini termasuk pernidanaan.

Dalam prakick hukum pidapa di Indonesia, pemberlakuan hukuman mati
masih tetap berjalan. Dalam Pasal 10 KUHP masth mencantumkan pidana mati
dalam pidana pokoknya. Hal ini seakan membuat suaf pengecualian dengan
melihat dalam KIUUHP kita yang berlaku saat ini hukuman mati mengancam setiap
kejahatan-kejahatan yang dikategorikan berat, misalnya pasal 104 KUHP
mengenai makar (aanslag) terhadap presiden dan walal presiden, dengan niat

W wonabanyumas, Pro  Kontra  Pidana  Mati di indonesia,
hiip:-Aatahilte blogspot com/2008/0%/pro-kanirg-pidana-mati-di-ndonesia. il

W pada Abad Pertengahan, sering disebut sebagai abad kegelapan Gereja,
dimana gerels masth mengurus masalah negara selain masalsh agama. Gerela
membeniuk sebuah lembaga Inkulsisi yang berfugas untuk menghukum mati dengan
cara dibakar hidup-bidup atau disuroh minum racun bagi siapa sala yang melawan
perintah geraja, murtad dan yang mempraktekan ilmu-ilmu sthir.
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membunuh, atau merampas kemerdekaannya dan atau menjadikan presiden tidak
cakap memerintah.'”"

Konstitusi negara Indonesia telah secara tegas mengatur bahwa Hak hidup
merupakan hak asasi yang tak dapat dikurangt dalam keadsan apapun, namun
dalam pasal 28 J UUD Negara RI tehun 1945 menyaiskan bahwa hak azasi
seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormatt hak azasi orang
lain demi berlangsungnya ketertiban woum dan keadilan sosial, ' Hal ini tentu
saja menjadikan suatn pengecualian yang dapat dijadikan alasan bahwa hukoman
mati masith cokup efektif untuk dignmakan scbagai bentuk pemidanaan dalam
rangka penjeraan dan sekaligus pemberian keadilan bagi korban dan masyarakat
karena jika tidak demikian maka “main hakim” sendin oleh korban dan
masyarakat dapat saja terjadi scbhagai bentuk “balas dendam mereka, karena setiap
orang yang melakukan kejahatan dibarapkan oleh setiap korbad maupun
rmasyarakat yang menjadi kerban agar mendapat hukuman yang setimpal dengan
perbuatan jahainya.

Dalam konteks ini pemidanaan tidak hanya ferbatas pada hukuman mati
tetapi pada semua bentuk pidana merupakan wujud dari rasa ingin balas dendam.
Tetapi jiks pemidanaan diartikan sebagal upaya balas dendam, maks pemidanaan

1St Masin banyak contch pasah-pasal dafam KUHP vang ancaman hukumannysa
adalah hukurman mal, antars lain Pasal 111 ayatl {2} (membujuk negara ssing untuk
bermusuhan atau berperang, dan permusyhan atay perang tu jadi dilakukan), Pasal 124
ayat {3} (membantu musuh wekiu perang), Pasal 140 ayat {3) (makar terhadap raja atau
kepala-kepala negara yang direncanakan dan berakibat maut); Pasal 348 (pembunuhan
bergncana}; Pasal 365 ayat (4) (Pencunan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka
berst atab mal) dan laindain, Peraturan perundang-undangan yang lain yang ada di
indonesia, juga banyak yang mencartumkan ancaman pemidanaan berupa pidana mat,
misalkkan Undang-undang No. 71958 tentang Tindak Pidana EBkonomi, Undang-
undang No. 22 tahun 1997 fentang Tindak Pidana Nariotik dan Psikotropika, Undang-
undang No. 31 fahun 1888 yang telah diubah dengan Urdang-undang No. 20 shun 2001
tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Tindsk
Pidana Terhadap Hek Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
yang ie%af: disshkean menjadi Undang-undang.

“Sefiap crang wailb menghormalt hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Dan dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang waiib tunduk Kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undapg-undany dengan maksud semala-mata untuk menjamin pengakuan senta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesupi dengan petiimbangan morgl, nilgi-nilal agama, keamanan, dan keterliban
umum daiam suat: masyargkat demokratis.” Pasal 28 J ayat (1 dan 2) Undang-Uindany
Dasar Negara Repubiik Indonesia tahun 1545
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hanya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kehidupan sosial yaog justru
membawa kepada situasi mencekam bukan pada kondisi yang bahagia. Saiah satu
upaya untuk menyeimbangkan hal ini adalsh dengan adanya proporsional antara
pelanggaran dengan hukuman '™ Proporsional tidak semata-mata dilihat secara
kuantitas bahwa seseorang vang membunuh make harus dibunub, melainkan
pemidanaan dibenarkan hanya karena mencegah agar tidak terjadi hal yang lebih
buruk, pemidanaan dibeparkas untuk menghindari penderitaan yang lebih besar
dibandingkan dengan penderitaan yang disebabkan oleh pemidanaan itu sendiri.

" Selain persoalam proporsional, pemidanaan dalam bentuk apapun termasuk
dalam bentuk hukuman mati harus memperhatikan lebih dar asas legalitas dad
pemidanaan. Asas legalitas penting uniuk menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan yang tidak hanya diberikan kepada korban dan masyarskat retapi juga
kepada terpidana. Tetapi legalitas jupa memberikan konsekuensi untuk konsisten
pada hierarchie kepentingan hukum yekni segala peraturan tertulis termasuk
pemidanaan harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan kehendak urmum
vang terfuang dalam konstitusi sebagal peraturan teriulis yang paling tinggd.

Kepentingan umum sebagal soafu  bentuk manfaat terbesar bagi
magyarakel akan memperianyakan segaia bentuk pemidanaan termasuk hukuman
mati apakah bevakibat positif bagi selureh masyarakat Dalem arfl babwa
kepentingan individu dapat diperhatikan sejauh tidak menggangpu kepentingan
wmum. Hulkwman mati tidak efekiif kalan hanya menguntungkan atau berpihak
pada korban saja atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi segala bentuk
bhukuman den termasuk hukuman mati aken sangat efekiif apabila itu juga
bermaniaat bagi seluruh magyarakat sebagal sarana vntuk mencapai kebahagiaan
sosial atan kesejabteraan waum, oleh karena itu pemidanaan hanya dibutuhkan
jtka sudah tidak ada lagi cara yang Iain untuk mencegah kejahatan. '

% seremy Bentham, The Theory of Legisiation, Loc. Cit., him 363

™ Bandingkan dengan Bab XUt Cases Unmest for Punishment, dalam Jeremy
Bentham, The Theory of Legisialion, An Inlroduction to the Principies of Morals and
Legisiation, Op. Cit, hm 134

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH Ul, 2009



&7

Dari contoh dan argumen diatas kita dapat membuat konsepsi sederhana
bahwa hakikat pemidanaan dalam perspekiif moralitas adalah  pertama:
pemidanazn harus didukang oleh logika atau akal yang baik., Kedus: adanys
pertimbangan bahwa pemidanaan tersebut tak berpthak pada kepentingan
individual atau kelompok tertentu yaknl demi adanya keadilan bagi setiap
pihak, !

Pemidanaan itu harus didekuong oleh logika atau akal vang baik,
memberikan suatu pemabaman bshwa apspun bentuk pemidanasn terschut
harusiah masuk skal, memiliki alasan yang dapat diterima sccara akal schat,
sistematis dan tidak saling bertentangan terlebib terbadap prinsip-prinsip
pemidanaan itu sendiri. Logis juga memberikan pemabaman adanya kepastian
hukum, bahwa pemidanaan terscbut harus dalam bentuk tertulis yakni tertuang
dalam bentuk perundsng-undanpan untuk melegitimasi  tindakan yang
" mengakibatkan penderitaan kepada pelakn kejahatan oleh pemerintah, dan terlebih
untuk menghindari keraguan. Oleh karena itm logika sejavh mungkin tidak
berhubungan dengan perasaan, karena dalam mepegakan hukum, khususnya
pemidanaan, kekerasan fto sangat diperlukan sajaul demi kebaitkae umum. Dalam
konteks ini berlekulah “Lex dwra séd tamen scripin”,®® sejaul masih dapat
dibenarkan demi kebaikan nmum,

Namun demildan hukuman mati tak dapat diterima sebagai hal yang logis,
karena hukuman mati bertentangan dengan kontrak sosial seperti yang dibahas
diatas, dan juga karena tak seorangpun berhak membunuh seseorang walau sccara
legal karena antipati atau ketakutan yang tak beralasan terhadap pelaku kejahatan,

Sungguh sanpat berbshaya apabila memidana sescorang hanya untuk
kenyamanan des kebanggaan atan hapya untuk keyakinan dan kepercayaan
dogmatik penegak hukum itu sendiri atau kelompok tertenty, dan atau hanya
untuk meredaken perasaan negatif terhadap pelaku kejahatan,’™

S Bandingkan dengan konsepsi moralitas dari Rachels, Lihat James Rachels,
ioo, Cigé him 34,

' Bahasa Latin = “Undang-undang adalah keras, akan tetapl memang demikian
hunyinya'.

i Bandingkan dengan Anthony De WMello, Awamess, Bulir-Bubir Muliara
Penceraban, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, him 319
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Kebencian kita terhadap kejahatan tidak sama denpan kebencian kita
terhadap pelaku kejahatan. Kejahatan terjadi bukan oleh manusia tetapi kejahatan
terjadi melalul manusia. Kejahatan dapat mengurangi nilal kemanusiawian dari
seseorang  tetapi tdak menjadikan alasan yang logis bagi kita untuk
menghilangkan hak hidup dari pelaku kejahatan. Melakukan atau tidak melakukan
kejahatan, seorang manusia tefap seorang manusia yang kemanusiaannya harus
tetap kita hargai sebagal menusia. Oleh karena itw pemidanaan hendaknya
diberikan karena kejahatan telah terfadi melalui dia yang adalab manusia bukan
karena dia manusia yang jahat. Pemidanaan hemdlaknya menyerang kejahatan
bukan kemanusiaan walaupun pemidansan itu sendiri merupakan kejahatan
dengan alasan demi kebaikan umum.'®

Pemerintah yang baik adalah pomerintah yang berupaya sedemikian rups
untuk mewujudkan keadilan yang scadil-adilnya agar satupun warga negaranya
tidak menfadi korban oleh sistem yang dia ciptakan sendiri, Hal ini mendorong
kita untuk mempertanyakan sejagh mana suaty sistem pemidanasn dapat ditetima
oleh akal vang baik.

Selama ini terdapat paradigma mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan
merupakan tindakan yang tidak mengenakan atau penderifaan yang diberikan oleh
nsgara. Penderitaan sebagai bentuk sanksi hukem akibat pelanggaran hukum, oleh
karenanya otientasi peridanaan sclalu terbatas scbagal upaya agar terpidana
merasakan penderitaan dan sekaligus bertujuan untuk mencegah agar tidak
terjadinya kejahatan yang sara oleh orang vang sama atau orgng lain.

Paradigma ini harus segera berubah dan berkembang, dimena pemidanaan
harus bertujuan ager terpidana dapat hidup kembali sebagaimana makluk sosial
yang hidup ditengah masyarakat, Kesadaran moral akan sangat diperlukan olch
terpidana unnuk tijuan tersebut, oleh karena itu pemidanaan int harus dirunmskan
sebagal suatu proses kesadaran moral. Proses ini bisa sungguh menyakitkan bagi

V8« ol punishment is mischief: ol punishment in ilself is evil. Upon the principle
of ulliity, if it ought af all to bs admilted, it ought only 16 be admitted i as far as 2
promises fo exclude some greater owl. Jeremy Berdham, The Thaory of Legislation, An
introduction to the Principles of Morals and Legislation, Loe. Gif., him 134
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orang-orang lertentu, tetapi jika berhasil, akan memperoleh manfaat yang lebih
besar bagi kehidupan sosial.

3.2.2 Kebijakan Pemidanasn Berdasarkan Prinsip Utilitsrian

Jika kita bicara pidana, kita bicara penderitaan, yang justra dengan sengaja
diberikan Negara. Ssharusnya Negara tidak membuat derita.'”® Tetapi mengapa
negara dalam hal ini pemerintah berhak uatuk memberikan penderitaan kepada
anggota warganya yang melakukan kejahatan?

Pemidanaan merupakan tindakan nogama unfuk mencapai kebahagiaan
dengan cara mencegah kejahatan dan sekalipus merespons kejahatan dengan
penderilaan yang sepanfasnya. Pemidansan i merupakan nestapa atau
penderitaan dengan batas-batas tertentu vanp sangat jelas dalam uadang-undang,
yang bertujuan untuk mencegah hal buruk yang lebih besar skibat dari kejahatan,

Kebijjakan pemidanaan fentunya tidek lepas dari kebijakan kriminal,
Segala aspek yang berbubungan dengan krimina! akan berhubungan dengan
pemidanaan. Oleh karena itu perlu untuk dibahas mengenal kebijakan kriminal.

Hukum pidapa itu sendiri merupakan huokum “sunksi”™  istimewa
sebagaimapa disampaikan oleh Harkristuti Harkrisnowo. Sanksi disini dalam arti
anceman :

I} bagi pelanggaran terhadap hakum vang telah ada (existing laws).
2) yang berbeda dengan sanksi lainnya (sanksi administrasi, sanksi
perdaia, dll),
3) (scharusnya)  bersiiat  teges,  pon-diskriminatif,  rnon-muiti
inrerprezaéie,z
Apabilfa dilakukannya suat: perbuatan yeng bertentangan dengan undang-
undang yang bersurber dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, pelaku
tersebut diancam dengan sanksi yang depat berupa penderitaan fisik maupun
psikhis, dan tentunya sanksi ini berbeda dengan jenis-jenis sanksi hukum yang
lain, misalnya sanksi hukopm perdata atau hukum administrasi. Sanksi pidana
harus dirumuskan dengan jelas dalam suatn peraturan perundang-vadangan atau

" Narkristutl Harkrisriowo, Pengaluran Mengenai Sanksi Pidana Dalam R-KUMP
Datam Perspakif Ham, dalam Komnas HAM & all, Op.C#, him 56
X thid, him 57

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH Ul, 2009



100

peraturan pidana yang tertulis lainnya. Hal inj sangat perlu demi kepastian hukum
dan untuk menghindari pemidanaan yang tidak efektif dan proporsional, yang
justru menmimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap

Hak Asasi Manusia dalam konteks pemidanaan dan pencegahan kejshatan, maka
sangat diperlukan swatu politik kriminal yvang tidak terlepas dari fjuan
masyarakat tersebut. Sudarto mengemukakan bahwa politik kriminal atau
kebijakan kriminal merupakan suaiu upaya yang rasional dari masyarakat dalarm
menanggulangi  kejahatan®®! Dan dalam bagien lain dia  mengenmkakan
pengertion politik kriminal sebagai berikot

1} Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi
dasar dari reaksi terhadap pelangparan hukum yang berupa pidana;

2} Dalam arf huas, inlah kesehuruban fungsi dari apamsfur penegak
bukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
dan

3) Dalam arfi paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah
keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan

dan badan-badan resmi, yan§ bertujuan untuk menegakan norma-
norma sentral dari masyarakat,*%

Dalam politik kriminal, pomidasaan akan ditetapkan oleh [fegislator
melalul proses polittk sampadl adanys tuisan pemidanaan vang scharusnya
diterima oleh semua pihak. Tujusn pemidanaan ini harus dalam bentuk positif
agar adanya suatu jaminan penegakan dan legitimasi tindakan (adanya kepastian)
pomidanasn 1 sendid.

Pemidanaan merupakan upays untuk lebik dad sekedar membuat pelaku
kejahatan mengalami penderitaan melainkan seielah menjalani pemidanaan
narapidana tersebut dapat kembali hidup normal ditengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu, pemidanaan perlue dilegalkan dalam proses politik kriminal yang
selalu tidak boleh lepas dengan persoalan moral.

“* Sudarfo, Op,Cit, iim 13

*2 Dapat dilihat dalam Bunga Rampai Kebjjaken Hukum Pidana, Perkembangan
Penyusunan Kongep KUHP Bary, ¥encana, Jakarta, 2008, him 1, Lihat juga, Sudarlo,
ibid, him 181, Lihat juga Sudarto, Kapikls Selekla Hukum Fidana, Alumni Bandung,
1886, him 113-114
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Hukum pidana yang didalamnya termasuk masalah pemidanaan selalu
berhubungan dengan moral dan keknasaan negara, Moral dan kekuasaan negara
sengat berkaitan dengan ideologi, keadilan dan bahkan kepentingan umum vang
Jjuga sekaligus mempengarvhi seluroh norma sosial dan tujuan sosial.

Kebijakan ini barus dirumuskan sedemikian rupa oleh legislator sehingga
rumusan tersebut dapat menjamin akan kebahagiaan terbesar seturah masyarakat.
Dengan demikian maka seorang politisi tidak boleh tidak berhubungan dengan
moral. Sernua produk hukum yang dibuat oleh para legislator harus selalp
berdasarkan pada nilai-nilai moral.

Produk hukum sebaga: tanggungjawab negara sering diprotest atau ditolak
oleh sebagian masyarakat berdasarkan juga pada nilai-nilai moral. Hal ini
menunjukan seakan adanva perbedaan pemahaman mengenai moral antara
pemerintsh dengan masyarakat. Pemerintah dengan hak legislatifnya membuat
‘peraturan dengan berdasarkan “ntlai moral” sebagai bentuk tangpungjawabnya
demi kebshagizan sosial. Masyarakat denpan kondisi demokrasi menolak
peraturan apa saja dengan berdasarkan “pilai moral” sebagal  bentuk
tangpungiawah magyarakat demi kebahagiaan sosial juga.

Tanggungiawab pemerintah sebagai korsekuensi logis terhadap konsensus
politik yang terbangun sejak dabuluy kala dap dimodernisasi dalam proses
penyelenggaraan negara antara lain melalul pemiliban wmum adalah sesuatn hal
yang harus dimengerti scbagai suatu vpaya dalam mencapal suasana yang
bermartabat dan berbahagia. Sebalikuya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan
sosial seringkall berhadapan dengan aturan hukem dari negara, karena ada suatu
asumsi bahkan seringkali menjadi realitas politik bahwa pemerintah memiliki
kemnampuan  lewat kecendrungan-kecendrungan tertentu dalam kehidupan
bernegara terdapat ckses negatif justro terhadap martabat dan hak asast manusia,
contohnya masalah pernidanaan,

Beragamnya pandangan terhadap suvatn persodlan dalamn  kehidupan
bernegara akibat magyarakat heterogen akan mempengarubi pandangan politisi
terthadap nilai-nilai moral. Pluralnya masyarakat dalam budaya dan bahkan
keyakinan menciptakan berbagai roacam intepretasi terhadap nilai-nilai moral,
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yang biss saling memperteniangiannya. Perfentangan dan perbedsan pemahaman
terhadap nilai moral oleh masyarakat terbawa sampai pada tataran elit pemerintah
dalam proses kebijakan kriminal.

Nilai-nilai moral diperdebatkan dengan sengit oleh politisi dalam proses
mempositifkan  suatu nilai moral sebagai suatn hukum yang berlaku secara
keselurvhan, Dilain pihak, masyarakat selalu menguii produk hukum tersebut
dengan nilai moral yang hidup ditengah masyarakat it sendiri. Opini masyarakat
sering mengarah bahwa politisi tzlah mengabaikan prinsip-prinsip moral dan lebih
menursti  keinginan-keinginan yang bersifat individual, Sebaliknya, politisi
berkeyakinan bahwa produk hukum yang dicipiakan adalah telah berdasarkan
pada prinsip-prinsip moral yang mereka yakini membawa kebahagiaan terbesar,

Lantas mana prinsip moral yang sesunggubnya untuk menyatakan bukum?
Memang menjadi sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena sebagaimana
dalam teori hukum kxitis yang sering kali menjadi realitas, bahwa “Manusia
cendrung kepada hal vang baik fetapi sckaligus manusia mempunyai kemampuan
untuk melakukan hal yang jahat”.’®

“Unfortunately, such a belief aiso gives evil men the couwrage 1o commit
great crimes in the name of good and God”, ™ ada banyak orang atau politisi
yang begitu yakin telah melakukan hal yang benar misalnya dalam proses legislasi
atau membuat peraturan yang mengikat selurub masyarakat atas nama kebaikan
dan babkan atas nama Tuhan. Keyakinan ini akan sangat sulit ditentang oleh nilai
apa saja sekalipun itu baik dan hidup secara nyata dalam masyarakat. Keyakinan
menjadi persoalan penting moral dalam politik kriminal, terlebih di Indonesia
yang sangat plural,

Dalam proses poliik kriminal, ada banyak faktor yang sangat
mempengaruhi. Pertentantangan antara paham utilitarianisme dan kantianisime,
kemudian antara prinsip moral yang didasari pada keyakinan agama yang berbeda,
serta budaya magyarakat vang sangat beragam dan diperparah dengan pertarungan
kepentingan pribadi akan sangat mempengaruli proses tersebut.

*8 ptan tends towards good, but he Is alsc capable of evil®, Paus Yoanes Paulus
1, Ensikiik Centasimus Annus, Nusa indah, Ende, 1982, Bab 25, hai 52
#4 paus Alexander VI dalam Novel Mario Puzo “The Family”
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Pertentangan-pertentangan  ini  mencerminkan perbedaan pemahaman
moral yang mendasari - pembentukan  produk  hukum  pidana  khususnya
pemidanaan. Hal ini justru penting s¢jauh perdebatan ini masih dalam konteks
demi kepentingan wumum atay demi kebahagiaan sosial. Oleh karena im
pemerintah harus memperhatikan fujuan wtama politik kriminal ity senditf dan
menguji setiap nilai moral yang ada dalam rangka politik kriminal tersebut,

Proses legislasi hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal.
Mempersiapkan dan membeniok segala peraturan pidana yang pantinya akan
diverlakukan kemudian fus consfituendum) sebagai upaya rasional dalam
mencegah keiahatan, melindungl masyarakat dan demi terwujudnya kebahagiaan
sosial,

Hampir setiap orang sepakat babwa pidana merupakan respons negatif
terhadap kejshatan sehingga memungkinkan masyarakat merasa damai dan dapat
mempertahankan  ketertiban  dan  menjalankan  kebebasannyz. Formalisasi
perpidanasn memang tidak bisa dipisabkan dengan proses politik, dengan kata
lain tidak bisa dipisabkan dengan kekuasaan fermasvk berbagal hal vang
berhubungan dengan kekuasaan tersebut.

Agar pemidangan itu adil, pemidanaan itu harus dirumuskan secara tertulis
flegal drafiing) atan formalisasi prinsip pemidanaan oleh lembaga legislatif.
Proses legalisasi mempertegas legisme yang dapat dimengerti sebagaimana dalam
pahar positivisme yuridis”™ Semua nilai hukum harus dirumuskan dalam bentuk
peraturan tertulis oleh suasty badan legiglatif. Dengan demikian, apa yang
dinamakan hukuin adalah segala peraturan tertulis yang merupakan konklusi dart
perdebatan politis dalam lembaga legislatif.

Legislatif merupakan lembaga dimana para politikus berkumpul untuk
membicarakan dan memuituskan norma-norma hukum demi kesejahteraan rakyat.,
Setiap politikus tersebut mempunyai pemahaman moral sendin dan memiliki cita-
cite berkpasa dan atau pemahaman moral yang diyakininya menang atau harus

5 positivisme yuridis menekankan dua sfat dasar hukum, yakei : hukum adafah
karya atau ciptaan maousia dan hukum tersebut dibangun diatas basis dmiah. Lihat
Andre Ata Ulan, Fisafat Moral Mombengun Hukum, Membelas Hukum, Kanigius,
Yokyakaris, 2008, him 66,
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dominan terhadap pemahaman moral deri politikus yang lain. Sehingga dapat
dikatakan bahwa norma-norma hukum merupakan pemabaman moral dominan
dslam konidusi politis. Jika hukum sebagai nilai moral yang dominan dalam suatu
kesimpulan yang lahir dalam proses politik, maka dapat dipastikan bahwa
perdebatan yang disertai dengan kepentingan dan cara politis yang seharusnya
bermoral untuk mendapatkan hasil se¢bagal nilai moral vang dicita-citakan
bersama.

Proses legislasi merupskan sustu proses penciptaan moral dominan
sebagal konklusi politik, adalah arens perdebatan paham rasional yang sangat
dipengaruhi oleh berbagai macam pabamn yang diyakini, jika demikian tidak
mengherankan adanya perdebatan moral yang tidak perfu diperdebatkan, moral
dipecah-pecah dan menciptakan strukiur moral. Adaoya nilai moral yang lebih
tinggi dari nilai moral yang tain. Secara sengaja pemahaman moral menjadi sangat
relatif tergantung kekuatan. dan atau kekuvasasn yang meodukung pemahaman
moral fersebut.

Proses legislasi menjadi proses relativis maupun strokiuralis pemahaman
moral. Dan Iebib aneh tapi nyata bahwa konklusi politis sebagal produk hukum
adalah apa yang diinginkan oleh politikus yang paling berkuaca {misalnya, karena
mayontas di lembaga legislatif). Produk daxd proses legislasi menjadi sesuatu
yang tidak bisa objektif, netral apalagi diterapkan secara adil, karena keadilan
ditafsirkan berdasarkan kepentingan dan keinginan politkus. Nilai-nilai hukum
akan sangat tergantung pada kepentingan kekuasaan dan proses politik tersebut,
Hal ini dapat dibenarkan sejauh demi kebaikan umum. Oleh karena itu hukum
dapat menjadi alat penguasa untuk mempertabankan kekuasaannya atau untuk
kchahagiaan sosial.

Untuk mendapatkan produk legislasi vang merupakan pemahaman moral
dominan dalam perdebatan politis, sehingga pemidanaan dapat menjadi salsh satu
sarana untuk mencapal kebahagiaan sosial, legislator harus memperbatikan
berbagai faktor penting dalam politik kriminal,

Dalam menentukan peraturan pidana, kebaikan publik hendaknya

menjadi tujuan legislator dan manfaat wmmm menjadi landasan penalaran setiap
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legislator.”® Kebahagiaan sosial merupakan kebaikan publik sebagaimana telah
diuraikan diatas. Setiap legislator harus mempunyai niat yang sunggub-sungguh
bahwa dalam sefiap proses legislasi bertyjuan semata-mata demi kebahagiaan
sosial. Dan agar prinsip inl berfungsi sebagaimana sebarusnya dan menjadi
landasan bagi suatu sistem penalaran, maka diperlukan tiga syarat

1) Meletakan gagasan-pagasan yang jelas dan tepat pada kata manfaat,

secara sama-sama persis dengan semua orang yang menggunakannya.

2} Menegakan kesatuan dan kedaulatae prinsip ini, dengan cara tegas

membedakannya dengan segala kesatuan dan kedaulatan lain, Prinsip
ini fidak dapat dianut secara umum, tetapi harus diterima secara umum.

3} Menemukan proses aritmetika moral yang dapst digusakan untuk

mencapai hasil-hasil yang semgmw

Apakah suato pidana, jika dijatuhkan pada seorang yang melakukan
perbuatan yang patut dipidana akan bermanfaat bagi orang tersebut atan tidak?
Pidana akan bermanfaat bagi terpidana babkan bagi masyarakat umum apabila
pidana tersebut dijatuhkan ager terpidana dapat memiliki kesadaran moral
kernbali, sehingga dapat hidup ditengeh-tengah masyarakat gecara baik sebagai
agen moral. Hal inilah yang harus digunaken sebagai dasar pemahaman terhadap
asas manfast dalam menentukan pemidanaan. Setiap jenis pidana yang dijatuhkan
kepada terpidana, harus bertujuan untuk menyadarkan terpidana. Hal ini sangat
penting agar pemidanaan yang dijatubkan benav-benar bermanfaat baik bagi
terpidana itu sendin maupun bagi masyarakat urnumnya.

Dalam menentukan pemidanaan baik mivan dan jenisnva melalni politik
kriminal, haruslah diintegrasikan dengan politik sosial yang ada. Artinya bahwa
tujuan politik kriminal tersebul merupakan salah satu upsya dalam mencapai
hyuan yang telah ditetapkan dalam politik sosial. Perpaduan ini sangat penting
dalam menyamakan gagasan-gagasan mengenai manfaat. Pemidanaan akan sangat
bermanfaat apabila pemideanaan tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai
kebahagiaan sosial. Gagasan ini harus disamakan lewat pemahaman bersama
teshadap tjuan sosial negara tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh
Sudarte, balwa apabila hukurn pidana hendak dijbatian dalam usaha mengatasi

g Jeremy Bemtham, The Theory of Legislation, Op. CR, him 25
Bick
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segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya
dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planing,
dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan
nasional.”®
Sangat penting untuk menentukan pemidanaan-pemidanaan yang tidak
boleh diberlakukan. Menurut Jeremy Bentham, ada empat pemidanaan yang tidak
boleh diberlakukan,?* yaitu :
a. Pemidanaan yang disalahgunakan
Pemidanaan disalahgunakan apabila tidak ada kejahatan yang sebenarnya.
Pemidanaan tak dapat diberlakukan karena perbuatan yang sebenamya tidak
dapat dikategorikan bersalah, hanya berdasarkan prasangka, antipat,
kesalahan pemerintah ataupun karena prinsip asketik. Sebagai contoh, tak
dapatlah dipidana seseorang yang melakukan bidah atau murtad dar
agamanya.
b. Pemidanaan yang tidak efekiif
Pemidanaan akan menjadi tidak efektif apabila hukuman tersebut tidak dapat
mempengaruhi kemauan seseorang unfuk fidak melakukan kejahatan.
Pemidanaan tidak dapat digunakan untuk mencegah perbuatan serupa.

Pemidanaan akan tidak efektif apabila diberikan kepada orang-orang yang

tidak mengerti hukum, berbuat tanpa rencana, melakukan kejahatan tanpa
sengaja, terpengaruh anggapan yang salah, atau pemaksaan yang tidak bisa
dilawan. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan orang gila,
anak-anak, atau orang idiot, pemidanaan tidak efektif.
¢. Pemidanaan yang berlebih-lebihan

Pemidanaan menjadi berlebihan dalam kasus-kasus ketika tujuan yang sama
dapat dicapai dengan cara yang lebih halus misalnya instruksi, teladan,
undangan, penundaan, penghargaan. Opini, dogma, atau bahkan idiologi yang
disampaikan oleh seseorang sebagai buah pikirannya, tidak dapat dijadikan
atasan dirinya untuk dipidana.

%2 sudarto, Op. Cit, him 104
G Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, Loc. Cit., him 360
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d. Pemidanaan yang terlalu merugikan
Legislator harus mempertimbangkan apakah penderitaan yang ditimbulkan
akibat pemidanaan justru lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkan
akibat dari kejahatan.

Hukum pidana sendiri mengakibatkan kejahatan.?'® Kejabatan merupakan
penderitaan yang dialami akibat berlakunya hukum pidana, dengan kata lain
hukum pidana juga sebagai sumber penderitaan. Menurut Bentham ada lima
kejahatan yang diakibatkan oleh hukum pidana®"' : Pertama, kejahatan
pemaksaan. Hukum pidana merupakan norma-norma hukum yang betlaku secara
efektif dengan memaksakannya kepada masyarakat. Dengan adanya hukum
pidana, perbuatan masyarakat dibatasi dengan pagar bukum pidana. Banyak hal
yang dilarang dan diperintahkan dengan paksa untuk dilakukan oleh masyarakat.

Tentunya penderitaan yang diberikan oleh hukum pidana ini tergantung tingkat -

kesenangan yang diberikan oleh perbuatan vang dilarang ity. Kedwa, kefahatan
yang disebabkan oleh pemidanaan ketika pemidanaan itu bepar-benar dijalankan.
Ketiga, kejahatan ketakutan, yang dialami oleh orang yang melakukan kejahatan
stan orang vang takut dipidana sebagai konsekuensinya. Keempat, kejahatan
akibar tuntutan yang salah. Hal ini sering terjadi akibat antipati dan juga dapat
dikarenakan adanya aturan-aturan yang kurang jelas yang dapat diinterpretasi
secara kelirn, Kelima, kejohatan turunan. Keluvarga alan teman dari terpidana juga
ikut mengalami penderitaan.

Dalam rangks mewajarkan penderitaan yang diakibatkan oleh pemidanazn
maka perlu adanya proporsi antara kejahatan dan pemidanaan. Hal ini telah
diungkapkan juga oleh Montesquicu dan Becaria, namun kedua ahli ini tidak
menjelaskan cara untuk mencapai proporst iy, Oleh karena itu Bentham
menutupinya dengan menambahkan kaidah-kaidah dasar aritmetika”'? Kaidah-
kaidsh tersebut adalah :

4. Penderitaan yang diakibatkan oleh pemidanaan harus dibuat lebih besar dari
kenntungan yang diperoleh dari pelanggaran hukum.

#1051 him 362
1% ahit
212 i hirn 363
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b. Semakin kecil kepastian sebuah pemidanaan, pemidanaan itu akan semakin
keras.

c¢. Bila dua kejahatan terjadi bersamaan, kejahatan yang lebih berat harus dikenai
hukuman yang lebih berat agar pelaku kejahatan-kejahatan yang lebih ringan
termotivasi untuk berhenti.

d. Semakin berat suatu kejahatan, semakin kuat alasan untuk mencoba
pemidanaan berat demi mencegah kejahatan itu.

e. Pemidanaan yang sama untuk kejahatan yang sama tidak boleh dikenakan
untuk semua pelaku kejahatan. Perlu diperhatikan secara khusus situasi yang
mempengaruhi pemahaman moral.

Dengan adanya kaidah-kaidah ini, maka hendaknya legislator dalam
menentukan kebijakan pemidanaan dapat memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.
Namun sebagaimana penyak_it- beﬁnacam—macam, maka obatnya dan cara
pertolongannya bermacam-macam. Begitupula dengan kejahatan yang merupakan
penyakit sosial, penganannyapun harus beragam, pemidanaan sebagai obat harus
dipilih berdasarkan banyak sekali pertimbangan. Oleh kerana itu hukuman yang
akan dirumuskan oleh lembaga legislatif dalam kebijakan pemidanaan harus
mudah ditambah atau dikurangi, bisa diukur, analog dengan kejahatan, bisa
menjadi contoh, tepat-guna, bersifat memperbaiki, populer dan lain-lain."?
Tentunya sifat-sifat ini fidak mungkin ada pada satu pidana, sehingga pidana-
pidana itm perlu digabungkan, divariasi, dipilah-pilah agar mendapatkan
komposisi yang kita butubkan.

Legislator perlu untuk mempelajari bentuk kejahatan dan motif, semakin
banyak mengkaji perbedaan karakter dan keadaan, semakin legislator merasakan
pentingnya menggunakan banyak cara yang berbeda-beda untuk memberantas
kejahatan tersebut,*'*

Dalam menentukan kebijakan pemidanaan salah satu hal yang paling
penting dan sangat perlu adalah ditetapkannya tujuan pemidanaan. Karena tujuan
pemidanaan ini yang nantinya akan menjadi landasan filosofis dalam menentukan

213 1hid, him 383
214 1bid, him 384
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berbagal macam pemidanzan. Sampai sejanh ini, resosialisasi menjadi tjuan

pentidanaan yang sungguh bermanfaat.

3.3 Resosialisasi Sebagai Tujnan Pemidanaan

Seorang teroris yang akibat tindakannya menyebabkan matinya banyak
orang, dipidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, apakah dapat
mengakibatkan kebahagiaan bagi masyarakat? Apakah residivis yang justru dapat
membahayakan masyarakat juga merupakan alumni penjara depgan sistem
oemasyarakaten? Pertanyaan ini memang menjadi petanyaan kritis terhadap
resosialisasi sebagal tujuan pemidanazan,

Pemidanaan sebagai jaminan untuk memberikan rasa keadilan memiliki
tojuan baik untuk mencepah kejahatan it sendiri maupun hanya sekedar untuk
mermidana pelaku kejahatan atau dapat juga meniliki tujusn kedua-duanya, Tetapi
dilthat dari perspektif moral yang dibicarakan disini maka pemidanaan bertujuan,
vakel : perfamo, supaya pelaku imoral menyadari babhwa tindakan jahatnva
merupekan imoral {Rehabilitasi); kedua, oleh karena kesadaran itu telah dimiliki
maka dis depat hidup kembali ketengah-tengah masyarakat sebagai agen moral
{Resosialisasi) ; ketiga, oleh karena dia telah menjadi agen moral kembali maka
kebahagiaan sosial aken dapat diwuvjudkan, Dengan demikian tujuan ulama
pemidanaan adalsh sama dengan tyjuan hukum itu sendin yang merupakan bagian
integral dari selurvh norma sosial yakni terwujudnya kebahagiaan sosial atau
kesejahteraan umun, baro kemudian disusul oleh yang lebih bersifat prakiis yakni
resosialisasi dan rehabilitasi.

Pemerintah (legislator) pertame-tama dan paling utama menentukan bahwa
pemidanaan it adelah bagien dari tujuan sosial yakni untuk semakin besarnya
kebahaginan sosial*'® Masyarakat berkehendak untuk mencapai kebahagiaan

1% Kritikan inl dapat dilihat datam uraian Barda Nawawi Arief, Kebifakan Legislatif
dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Fidana Penjara, Penerbit Universitas
[)iponegooro. Semarang, 1984, him 45 s/d 48

M «palitik kiminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik
sostal {yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial} Lihat Barda
Nawawi Arif, Bunga Rampai..., Op.Cit. him 2
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yang tertinggi oich karena itu segala macam sistem termasuk sistem pemidanaan
harus menunjang akan kehendak tertinggi tersebut. Segala perbuatan masyarakat
baik dalam kehidupan pribadi mavpun dalam kehidupan sosial selaln cendrung ke
kehendak tertinggi terscbut, norma moral mewajibkan dan mengarahkan manusia
untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, oleh karena itu apabila ada perbuatan-
perbuatan jahat yang justru berientangan dengan norma moral dan kehendak
tertinggi tersebut, maka perlu suatu sanksi yang diberlakukan hanya semata-mata
demt kebabagian sosial.

Kebahagian sosial menjadi alasan utama diberiakukannya sanksi pidana,
schingga orientasi pemtidanaan yang selalu mengarah pada kekerasan dan
kekgjaman skan dinunuskan ke arah yang Iebih bermanfaat bagi kehidupan sosial.
Kekerasan sebagi bentuk perlakuan terhadap narapidana akan sendirinyz beralih
pada suatu sistem yang lebih bermanfaat bagi navapidana ita sendiri dan ieriebih
akan lebih bermanfaat bagi selurub masyarakat.

Kejahatan merupakan tindskan yang bertentangan dengan norma-norma
sosial, tindakan itu menyebabkan penjahat memposisikan dirinya keluar dad
norma-norma masyarakat, olelt karena ifu pemerintah secharusnya menjamin
dengan sistsmaya notuk mengembalikan setiap warga masyarakainya yang
melakukan kejahatan ke dalam magyarakatnya. Proses pengembalien ind
merupakan sistern pemidanaan yang dengan sederhana disebut permasyarakatan
atau resosialisasi. Pemasyarakatan ini  dimaksudkan sebapai sustu wpaya
rehabilitasi kearah resosialisast terpidana dan harus dilakukan dengan cara dan di
tempat yang menmungkinkan untuk pemasyarakatan tersebut.

Resosialisasi sebagal tujuan pemidanasn tentunya harus dilaksanakan
secara konkret dalam suvatn sistem dan bentuk pemidanaan. Bentuk pemidanaan
yang dimaksud lebih dari sekedar pidana penjara dengan konsep pemasyarakatan.
Pemasyarakatan berorientasi pada narapidana ity sendiri, dimana narapidana
dibinz agar menyadari kesalahan, memperbaiki dirl, dan tidak mengulangi tindak
pidana sehingga dapat diterima kembali olch linglkungan magyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang
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baik dan bertanggung jawab®” Dengan melihat orientasi ini maka
pemasyarakatan menjadi bentuk pemidanaan yang paling logis sebagal upaya
untuk mencapal kebahagiaan yang paling besar untuk jumlah besar masyarakat.

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menjadi pilihan bentuk
pemidanaan yang lebih cocok datam konteks resosialisasi. Sistemn pemasyarakatan
lebih cendrung sesuat dengan tujuan masyarakat yakni kebahagiaan sosial atau
kessjaliteraan urmum. Pemasyarakatan roenjadi semacam seminari moral yvang
bertajuan untuk menyadarkan para pelado: kejahatan sehingga dapat hidup normal
kembali dalam masyarakat Sistem pemasyarskatan tidak melihat parapidana
scbagal penjahat fefapi melihat mereka scbapal mapusia vang karena alasan
tertentu berbuat kesalahan, oleh karena itu perbaikan terhadap kesalahan yang
dilakukan adalah lebih penting daripada mendera narapidané tersebut dengen
berbagai macam peaderitaan baik psikis maupun fisik di datam penjara.

Sistem yang lebih bermanfaat ini seperti yang telah divraikan diatas adalah
suatu sistera pemasyarakatan atau resosialisasi. Uraian diatas telah memberikan
kepastian bahwa Resosialisasi merupakan tujusn pemidapaan yang lebih
mengarah pada kebabagisan sosial. Kontrak sosial menjadi dasar resosialisasi,
bshwa pemerintah wajib mengembalikan setiap anggota masyarakat yang akibat
perbuatan jahatnya keluar dan norms-norma sosial kbhususnya norma hukum
pidana.

Kejahatan terjadi karena ketidakizhuan dan atsu ketidaksadaran moral,
oleh karena itu pemidanaan yang bertujuan untuk resosialisasi dijalankan dengan
bentuk rehabilitasi terhadap pelaku pemidanaan. “Rehabilitation is the process of
seeking te improve a criminal character and owlook so that he or she can
SJunetion in society withoul commiting other crimes " *°

Tetapi proses rehabilitasi yang dimeksud merupakan proses pemidanaan
yang juge sebenarnya juga merupakan kejahatan menjadi proses yang lebih
manusiawi. Resosialisasi akan mengarabkan semua penegak hukum dalam
bertindak khususnya memidana tidek berangkat dari kebencian atau perasaan

2 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1897 tentang Pemasyarakatan
“% Bryan A. Garner and all, Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, Thomson West,
Unitad States Of America, 2004, him 1311
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negatif melainkan dad cinta. Memang sangat aneh bahwa penepak hukem akan
bersikap keras kepada pelaku kejahatan dan pada saat yang sama juga sangat
mencintal mereka. Oleh karena itu resosialisasi dalam pemidanaan akan sama
seperti yang dikatakan oleh Anthony De Mello, bahwa “dokter bedah dapat
melakukan tindakan vang menyskitkan pasiennya, namun pada saat yang sama
mencintainya”. "’ Dengan kata lain pemidanaan memang menyebabkan
penderitaan tetapi pada saat yang sama pemidanaan juga menyelamatkan pelaku
kejahatan dari penderitaan yang lebih besar akibat kejahatan tersebut.

Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, maka bukankah pemidanaan vang
seyuai dengan falsafeh inl merupakan pemidanaan yang berdagarken Pancasila
sebagai norma universal bangsa Indonesia?

3.3.1 Alasan-Alasan Pentingnya Resesialisasi

Sistem Pemasyarakatan sebagaimana telsh dijalankan oleh pemerintah
Indonesia dalam menangani }}ara pelaku kejahatan masih belum dapat berjalan
dengan baik. Ada beberapa persoalag yang menjadi masalah penting vang harus
diperhatikan dalam lembzga permasyarakatan. Dalam lembaga pemmasvarakatan
yang ada scbagian besar dibuni oleh narapidana yang berasal dari golomgan
ekonomi lemah. Para pelaku street crimes, vang kebanyakan secara kualitss
intelektual sangat dibawah (kebanyakan berpemdidikan rendah). Hal ini sering
terjadi sebagaimana disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, bshwa “semekin
kecil sesecrang (secara ekenomi dibawah garis kemiskinan) semakin kecil
kejahatannya akan semakin besar kemuagkinan orang kecil tersebut dipidana,
sedangkan semakin besar seseorang semakin besar kejahatannya akan semakin
kecil kemungkinan untuk dipidana”. Tentunya hal ini membawa dampak pada
perlakvan terpidana secara fidek adil schinggs apa yang menjadi filosofi
pentasyarakatan ifu sendir tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Bimbingan terhadap narapidana masih belum berjalan dengan baik hal ini
mengakibatkan Lembaga Pemasyarakaten jusiru menjadi sckolah para penjabat
untuk  saling menukar ilmu  kejahatao mereka dan  bahkan Lembaga

4% { ihat Anthony De Mello, Op.C#., him 319
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Pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat yang paling aman uniik melakukan
kejahatan (focus delicti), misalnya peredaran narkoba.

Beberapa residivis menjadikan penjara sebagai tempat berstirghat,
pemidanaan yang mereks jalani mereka anggap merupakan keputusan untuk coti
dari pekerjaan jahat mereka. Hal yang berbahaya dalam resosialisasi adalah ketika
kejahatan telah memberikan kebahagizan lebih besar dibandingkan penderitaan
akibat kejahatan tersebut. Karena peleku kejahatan akan sering melakukan
kejahatannya sehingga pidana penjara seakan tidak efelktif lagi.

Faktor lain yang menyebabkan tidsk efektifnya lembaga pemasyarakatan
karena para pengelolanya masih belum maksimal melaksanzkan tugasnya
sebagaimana mestinya. Kebanyakan para sipir tidak memahami aps yang menjadi
filosofi adanya lembaga pemasyarakatan, mereka melaksanakan  sistem
pemasyarakatan dengan pemikiran yang justry bertentangan dengan sistem itu
sendiri. Para sipir masib menganggap narapidana itu seorang terhukum vang harus
menjalani penderitaan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan penderitaan itu
justru dengan sengaja dibuat-buat Jdengan memberikan hukuman fisik tambahan
yang tidak efektif,

Penderitaan terpidana seskan tidak akan pernash berakhir, tidak sedikit
narapidana justro meminggal dunia dalam lembaga pemasyarakatan Karena tidak
terkontrolnyz keschatan narapidana tersebut. Makanen yang ftidak bergizi,
penghuni yang overcrowded, serta minimnya fasilitas kesehatan di dalam penjara
memperbesar kemungkinan dideritanya berbagal peayakit oleh terpidana.

Jika dilibat dari faktor-fakior ini, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban
negara untuk melindungi hak-hak narapidana tidak berjalan dengan baik bahkan
terkesan tidak ada sama sekali. Oleh karena itn filosofi pemasyarakatan
sebagaimana dianut dalam sistem pemidanasn di Indonesia tidak berjalan
sebagaimana mestinya, babkan dapat dikatakan telah mengalami kegagalan.

Sebagaimana telsh disinggung diatas balrwa resosialisasi merupakan salah
satu tujuan pemidanaan yang lebih baik dibandingkan dengan tujuan vang lain.
(Oieh karena iftu dalam bapisn tulisdn ini sken diuraikan dengan sederhana

mengenai resosialisasi.

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH Ul, 2009



114

Menurut teori ada dua aliran besar dalam menjawab apa yang menjadi
tujuan pemidanaan. Kedua teori tersebut adalah retributivisme dan utilitarianisme,
keduanya telah cukup dibahas dalam bagian awal tulisan ini. Sebagaimana
diuraikan secara singkat diatas, bahwa resosialisasi menjadi salah satu tujuan
pemidanaan yang sangat penting karena :

a. Adanya kesadaran moral, bahwa pemidanaan harus dijalankan sedemikian
rupa sehingga terpidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan hidup normal
sebagaimana seharusnya. |

b. Oleh karena kesadaran moral tersebut, Hak Asasi Manusia semakin
berkembang sehingga Terpidana juga memiliki hak asasi yang harus
dihormati dan dilindungi oleh negara.

c. Perlindungan terhadap HAM terpidana harus dinyatakan secara pasti dalam
politik kriminal. ;

Moral consciousness atau kesadaran moral merupakan alasan pertama
mengapa resosialisasi terpidana sangat penting. Moral merupakan norma yang
mengajarkan bagaimana seharusnya manusia hidup.”?° Moral akan mengarahkan
bagaimana sebaiknya pemidanaan itu. Bentuk, cara dan tujuan pemidanaan
haruslah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan bagi
terpidana itu sendiri.

Prinsip moral yang utama dalam utilitarianisme adalah “prinsip wtilitas”.
Dalam menentukan pilihan mana yang akan diambil, haruslah diambil satu pilihan
yang mempunyai konsekuensi paling baik bagi setiap orang yang terlibat
didalamnya. Oleh karena itu dalam pemidanaan harusiah dipilih bentuk, cara dan
tujuan pemidanaan mana yang paling baik bagi masyarakat, pemerintah dan
terpidana itu sendiri. Prinsip utilitas inilah yang digunakan untuk merefleksikan
secara filosofis tujuan pemidanaan, sehingga resosialisasi dapat dianggap sebagai
tujuan pemidanaan yang memiliki konsekuensi yang paling baik.

Moral mengarahkan kita bagaimana harus hidup. Sehingga moral akan
sangat membantu setiap anggota masyarakat untuk hidup sebaik mungkin secara

22 [ jhat pendapat Sokrates mengenai Moral dalam Republik karya Plato. Lihat
juga James Rachels, Op. Cit, him 17
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bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Setiap anggota masyarakat
merupakan agen moral yang akan memilih tindakan atau bertindak sedemikian
rupa dalam koridor moral. Xetika terjadi tindakan yang tidak sesual dengan moral,
anggota masyarakat tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan sumber
pernyataan moral tersebut,

Dalam konteks moral, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk
mensejahterakan masyarakat. Terpidana merupakan bagian dari masyarakat
sehingga pemerintah juga memiliki tanggungjawab untuk mensejshterabkan
terpidana dengan caranya vang khas. Kesadaran moral ini yang zkan mepgarahkan
pemerintah untuk menetapkan kebijakan sosial dan kebijakan pidasa yang
memberi manfaast bagi pemerintah, masyarakat Jan terptdana itu sendiri.

Dalam menentukan kebijakan pemidansan, Hak Asasi Manusia (HAM)

menjadi pertimbangan yang sangat penting, Terpidana yang merupakan bagian -

dari masyarakat, juga harmus dilindungl oleh negara sehingpa perlu adanya
kebijakan pemidanaan vang memberikan manfaat terbadapa terpidana itu sendisi.
Di Indonesia, ishimya undang-undang no 12 tabun 1995 tenlang Pemasyarakatan
telah menunjukan bahwa terpidana haruslah dilindungi dan dibimbing agar dapat
kembali ke tengab-tengah masyarakat dapat menjalani kehidupan yang normal
sebagai agen moral yang baik. '

Undang-undang No 12 tahun 1995  merupakan kebijakan pemidanaan
yang lahir dengan dipengarchi oleh berbagal pokok pemikiran yang berlandaskan
pada penghormatan terhadap hak ssasi manusia  Pemikimn mengena
pemasyarakatan schagaimana yang disampaikan oleh Saharjo merapakan pokok-
pokok pikiran yang dipepgarubi oleh Standard Minimum Rules For The
Treatment Of Prisoners, yang merupakan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tanggal 31 Juli 1957.

Selaln undang-undang mengenai pemasyarakatan  tersebot, terdapat
berbagai peraturan perundang-undangan vang lebih mengarah pada perlindungan
hak asasi terpidana, seperti kitsb undang-undang hukum acara pidans. KUHAP
merupakan undang-undang karya Indonesia yang menunjukan penghargaan
terhadap tersangka, terdakwa dan  bahkan terpidana. KUHP sendiri telah
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mengalami  berbagai perubaban yang lebih disesuaikan dengan kondisi
perkembangan masyarakat, dilain pihak berbagai pasal telah diperbaharui atau
bahkan telah dihilangkan demi perlindungan terhadap HAM terpidana.

Namun ssgala perubahan tersebut mengarah pada suatz pokok pemikiran
mengenai perlindungan terhadap narapidans menjalani pemidansan. Oleh karena
itu, tuinan pemidanaan menjadi bal yang sangat penting untuk dibicarakan baik
dalam tataran kebijakan pidana maupun pada pembentukan mental seluruh elemen
sebagai satu kesatuan sistem dalam pelaksanaan pidana i1 sendird. Keseluruhan
elemen dalam pemidanaan, harus memiliki orientasi pemidanaan yang sama dan
jelas agar terjadi sinergitas pemidanaan. Hal ini bermanfaat karena hanya semata-
mata sebagai upaya untuk menjadikan pidana sebagai obat yang tepat hagi setiap
terpidana yang harus menglaa pil pahit pidana itu sendin. .

Oleh karena pestingnya pemidanaan yang berfujuan untuk melindungi
HAM terpidana dan dengan maksud utama untuk mengembalikan terpidana ke
tengah-tengah masyarakat dapat berjalan secara efektif, maka akan sangat berguna
apabila ada aturan yang jelas dan pasti mengenai pemidanaan itu sendiri. Afuran
tersebut harus dirumuskan dengan baik melalui proses politik kriminal dalam
bentuk undang-undang, apakah nanti pedomian dan tujuan pemidanaan akan
menjadi satu kesatuan dalam KUHP, atau perlu suatu undang-undang khusus
mengenal  pemidansan ity sendini - scperti  undang-undang mengenai
pemasyarakatan,

Kepastian mengenai pemidanaan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan hanyalali merupakan standard minimum yang hargs dipatubi, artinya
pemidanaan terhadap lerpidana tetap menjadi tugas pengadilan untuk meracik
obat pidana agar sesuai dengan penyakit terpidana. Namun tugas meracik tersebut
telah dibatasi oleh standard minimum yang dimaksud. Undang-Undang dapat saja
mengatakan balwa seorang pengedar narkoba harus dibukum mati atau minimal
penjara seurour hidup. Tetapi bukan berarti bahwa hekim sudah tidak lagi
memiliki kebebasan meracik savksi pidana bagl pengedar narkoba fersebut.
Melaivkan dengan adanya pedoman dan tujuan pemidansan dalam peraturan
perumdang-undangan yang jelas dan pasti, akan digunskan pengadilan scbagai
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standard minimum untuk menentukan jenis dan lamanya pidana yang tepat bagi
pengedar narkoba tersebut.

Kesadaran moral dan adanya perkembanpan hak asasi mranusia serta
diperkuat oleh kepastian mengenai pemidanaan itu sendiri dalam bentuk peraturan
perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan

resosialisasi.

33.2 Manfast Resosialisasi

Resosialisasi merupakan upaya rasional dalam mencegah kejahatan
dengan cara memberikan pengetahuan atau kesadaran kepada terpidana schingga
dia dapat menvadarl aken kejabstan yang dilakukannya dan bersedia untuk
memperbaiki kembali kesalzhan yang dilakukannya dengan menjadi agen moral
ditengah masyarakat. Selain itu Resosialisasi juga merupakan sarana untuk
melindungi hak asasi parapidana.

Pada prinsipniya, kejadian atau realitss yang terjadi akibat adanya suatu
kejahatan tak dapat diperbaiki sebagaimana sebelum tefjadinyva kejahatan tersebut.
Seseorany yang mencuri vang orang lain tidak dapat merubah realifas akibat
pencurian tersebut walaupun sang pencuri dipidana ataupun barus mengembalikan
vang vang dicuri tersebut, jumiah uang vang dicuri dapat kembali seperti semula
telapi kerugtan imaterial vang dialami cleh korban serta masalah sosial lainnya
tidak dapat dibereskan serta merta dengan adanya ganti rugi atan bentuk pidana
yang lain. Satu-satunya cata memperbaiki realitas yang ferjadi akibat dari
kejahatan adalah komitmen vatuk tidak melakukan lagi kejahatan yang sama atan
kejahatan lainmya. Untuk sampai pada tingkat ini perlu pepgetshuan dan
kesadaran moral yang cukup besar. Oleh karena itu upaya rasional yang harus
dilakukan adalah dengan memidana sang pencuri dengan memberikan
pengetahuan dan kesadaran sehingga merasa bertanggungjawab  atas
perbuatannya, dan dengan kesadaran itu, terpidana tidak akan melakukan
kejahatan lagi dan mau menjadi agen moral ditengah kehidupan masyarakat.
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Apa manfaat regosialisasi? hak asasi terpidana dilindungi, upaya
pencegahan kejahatan semakin logis dengan adanys pembinaan yang efekfif,
kesadaran sosial semakin meningkat demni terwujudnya kebahagiaan sosial.

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa dengan adanya resosialisasi sebagai
tujuan pemidanaan, maka hak asasi terpidana semakin terlindungi. Terpidana akan
terhindar dari pertakvan yang justru tidak manusiawi baik deri aparat maupon dari
sesama terpidana. Hal ini terjedi kareoa iujuan pemidanaan itu sendiri adalah
mengembalikan terpidana itw ketengah-tengah masyarakat dengan kesadaran
sosial yang lebih baik, sehingga segala wnsur dalam sistem pemidanaan harus
mendukung vpaya rasional tersebut.

Hak asasi manusia menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan
pemidanasn yang memiliki tujuan resosialisasi. Terpidana selalu diperhadapkan
dengan berbagai macam tindakan yang sering dirasakan olehnya justru menyerang
hak asasinya. Pemidanaan dengan tujuan pemasyasakatan sckalipun akan tampak
atau terasa sebagai obat vang pahit yang harus ditelan oleh terpidana, sehingga
dapat dikatakan bahwa pemidanaan dengan tujuan resosialisasi belum tentu
menyenangkan. Pembingan yang dilakukan oleh petugas bagaikan pisau bedah
yang mengiris tubuh terpidana sampai penyakitnya dapat dikelvarkan dari
tubuhnya tersebut, sehingga terpidana itu sendiri menyadart akan penyakitmya dan
menerima pembinaan sebagai uwpaya untuk menyembubkaw dirinya. Jika
kesadaran ini sinerpis dengan tindakan teknis pembinsan yang dilakukan oleh
petugas, maka hak asasi manusia bagi terpidana akan semakin dilindungi dan
dijarmin,

Jaminan terhadap HAM terpidana akan membawa danipak yang sangat
positif terhadap pencegahan kejahatan baik vang bersifaf spesifik maupun general.
Jika resosialisasi scbagai tujuan pemidanaan, terpidana akan memiliki jaminan
yang jelas bahwa pidana yang dijalaninya adalah demi kebaikan dirinya
Terpidana tabn dengan jelas bahwa dia pantinya gkan dikembalikan ketengah-
tengah masyarakat dengan syarat adanya pernbahan kelakuan dan meningkatnya
kesadaran moral sebagai modal komitmennya dalam kehidupan sosial. Dengan
adanya jaminan resosial tersebut, terpidana dengan sendirinya akan berupaya
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untuk memperbaharui dirinya semakin baik, dan dengan sendirinya herkomitmen
untuk tidak skan melakukan kejahatan yang sama maupun kejabatan lainnya
ketika kembali kedalam kehidupan sosial.

Dilain pihak, masyarakat yang merasa perlu untuk dilindungi dar
kejahatan, akan semakin menyadari bahwa terpidana adalah benar-benar dibina
agar menyadari kesalahannya dan mau menjadi agen moral sebagaimana yang
diharapakan oleh masyarakat, Jaminan ini diberikan oleh pemerintah melalui
kebijakan pemidanaan yang bertujuan resosialisasi tersebut.

Dengan kesadaran sosial yang semakin meningkat akan sangat penting
dalam gproses penerimaan mantan terpidana oleh masyarakat. Zabelling vang
sering digunakan oleh masyarakat untuk mengotak-ngotakican mantan parapidana
dan miana yang bukan akan berkurang. Mantan narapidana yang sering dianggap
sebagal “sampah masyarakat” atau orang berbahaya yang berpotensi untuk
melakulkan kejahatan lagi, atan mengangap bahwa mantan narapidana adalah
orang yang berpotensi menjadi residivis dengan sendirinya akan berakhir, Hal ini
betum juga akan berjalan dengan baik kalau beberapa hal yang menjadi syarainya
tidak terpeouhi, vakni bagaimana pemidanaan yang  berfujuan  sebagai
resosialisasi itu berjalen sebagaimana mestinya. Tetapi dengan kesadaran sosial
yang dimiliki oleh masyarakat, akan mencegah dirinya sendiri untuk melakukan
kejahatan vang sama atau kejahatan laionya.

Resosialisasi akhiraya tidak hanya sekedar untuk mencegah kejashatan
vang dapat dilakukan kembali oleh ferpidana atan mencegah magyarakat agar
tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya, melainkan
resosialisasi lebih sebagai proses komunikasi yang berdampak pada kesadaran
moral dalam kechidupan sosial. Kesadaran moral inilah yang jusiru mencegab
kejahatan gecara cfektif

333 Resosialisast Dalam Peranghat Hulkum Nasienal dan Internasional
Dalam resosialisasi ada dua manfast vtama yang sebénarnya mau

duwujudkan melalui pemidanaan, Kedua maksud tersebut adalah pertama,

Resosialisasi bermaksud sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi
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terpidana; kedua, resosialisasi sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana.
Kedua maksud ini akan saling kait mengait sebagai satu kesatuan resosialisasi
yang tak boleh dipisahkan, karena keberhasilan resosialisast terletak pada salsh
satu maksud yang berpotensi gagal,

Perindungan terhadap hak asasi terpidana dalam pemidangan vang
bertujuan resosialisasi telah ditegaskan lebih awal bahwa seorang narapidana yang
menjalani pidana penjara, tidak dapat menjalani jenis pidana lain selain pidana
penjara yang diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itn segala macam hak
apalagi hak asasi terpidana harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah.

Pembinaan terhadap narapidana lebih kepada aspek meningkatkan rodal
sosial yang harus dimiliki oleh seorang parapidana. Modal sosial yakni
menyangkat kesadaran moral dan pendidikan serta keahlian tectentn, Pembinaan
i berupa program-program pemenuhan hak asasi narapidana sekaligus sebagai
sarana untuk merubah prilaku narapidans agar lebih siap untuk kembali hidup
normal dalam kehidupan masyarakat dengan segala potensi yang didapatkan saat
menjalani pemidanaan,

Kedua maksud diatas sekaligus merupakan manfaat adanya resosialisast,
namun scbagaimana suatu sistem pemidanaan harus memiliki perangkat hukum
yang menjaninnya sehingga dapat diberlakukan secara rasional dan menyeluruh,
maka Resosialiasipun harus memiliki perangkat hukum yang dapat digunakan
sebagai payung sekaligus penunjuk arah kemana hendaknya sistern pemidanaan
ini diberlakukan. Perangkat bukum yang membicarakan soal resosialisasi
merupakan perangkat hukom yang bersifat nasional dan internasional.

Dalam konteks nasional, perlindungan hak asasi narapidana sudah dapat
dilihat dalam Undang-Undaog Dasar Negams Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnya pada pasal 28 D ayat (13 ;

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Selain itu juga dapat dilihat dalam Pasal 28 [ ayat (1) :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, bak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk fidak diperbudak, hak untuk diskui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
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berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa pun’”

Pasal 28 1 ayat (5), memperkuat adanya undang-undang mengenai
perlindungan terhadap hak asasi narapidana :
“Untuk mensgakkan dan melindungi hak asasi manusia sesusi dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asast manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peranwan perundang-undangan”™

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menunjukan
bahwa upaya untuk melindungi narapidana semakin dijamin. Narapidana adalah
terpidana yang menjalani pidana hitang kemerdekaan di  Lembaga
Pemagyarakatan, dengan demikian tidak ada pidana lain selain hilangnya
kemerdekaannya, jangan sampai dia mengalami berbagal penderitaan lain selain
rasa menderita akibat hilangnya kermerdekaan, oleh karena ito perilu adanya suatu
sistem pemasya‘irak&tan yang mempertegas dan melindungi hal tersebut. Dengan
adanya undang-undang mengenai pemasyarakatan, ditegaskan bahwa sistem
pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenal arah dan bams, seria cara
pernbinaan Warga Binsan Pemasyarakatan berdasarken Pancasila yang
dilaksanakan secarg terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kuoalitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan fidak mengulangi tindak pidana sehingge dapat diterima
kembali oleh lingkunpan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup sccara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. ™!

Sebelum  diberlskukannya undang-undang tentang pemasyarakatan
tersebut, sebeparnya sudah ada perangkat hukum yang dimaksudkan untuk
melindungi hak-hak terpidana atau narapidana, yakni pasal 277 sampai dengan
283 KUHAP (Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan
Pengadilan), melalui pasal-pasal ini labirlah suatu lembaga Hakim Pengawas dan
Pengamat yang memiliki tugas dao wewenang untok mengamati dan melindungi

2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat {2)
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hak-hak terpidana atau narapidana,”* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 7 tahun 1985, tertanggal 11 Februari 1985, memberikan perincian mengenai
tugas pengawasan seorang hakim antara lain:

a) Mengadakan “ehecking on the spot” paling sedikit 3 {tga) bulan sekali

b) Menilal apakah keadaan lembaga pemasyarakatan sudah memenuhi pengertian
bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dap tidak
diperkenankan merendahkan martabat manusia™

¢) Mengadakan wawancars langsung dengan para narapidana mengenai hal
ihwal pertakuan dirinya ™

“Pemidanaan tidak dimaksudken untuk menderitakan dan  tidak
diperkenankan merendahkan rartabat manusia”, sebagaimana juga diatur dalam
Rancangan KUHP Tahun 2008, Pasal 54 ayat (2), adalah merupakan bentuk
jaminan perlindungan hak asasi narapidana, dimana pemidanaan dalam bentuk
pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesual prinsip-prinsip
pemasyarakatan, yaitu antara Jain apakah narapidana memperoleh hak-haknya. *

- Perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidapa akan menimbulkan
penparuh psikologis vapg baik terhadap terpidana dalam menialani pembiman.
Sehingga dalam undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pemasyarakat,
dijabarkan dengan jelas apa yang menjadi hak-hak parapidana yang harus
dilindungi dan dipsnohi, yakoi:
melakukan ibadah sesual dengan agama atau kepercayaannya;,
mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
menyampaikan keluban;
mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media mwassa lainnya
yang tidak dilarang;
mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakuken;
menerima kuajungan kehmrga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya;
mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

me AP TR

= ®

[
1

2 mardiono Reksodiputro, Hak Asasi Mapusia Dalam Sistem Feradilan Pidana,
Kummpufan Karangen Buku Kebigs, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
{d/h Lembaga Kriminologi} Universitas indonesia, Jakara, 1988, him 65

3 jbid, him 63, Lihat juga SEMA No, 7 Tahun 1985 tentang Tugas Hakim
Pengawas dan Pengamat

4 Ibid
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mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi
keluargs;
mendapatkan pembebasan bersyarat;
mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

. mendapatkan hak-hak lain sesuat dengan peraturan perundang-undangan
yang berkaku, >

Tt n
-

5

Hak-hak narapidana yang dijabarkan diatas, diatur lagi dalam Peraturan
Pemerintah No. 31 tabun 1999 tentang Pembinsan dan Pembimbingan Warga
Binaan Masyarakat. Salab satu aspek penting dalam Peratwran Pemerintah
tersebut yvakni dengan adanya Pentahapan dalam pembinaan terhadap Nampidana,
yang dibagi dalam tiga tahap yakni: tahap awal, tabap lanjutan, dan tahap akhir. 2
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No, 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang merupakan
penjabaran yang lebih mendetail mengenai Pasal 14 ayat (1} undang-undang No.
12 talnm 1995 tentang Pemasyarakatan,

Selanjutnya berdasarkan Undang.-Undang tentang Pemasyarakatan dan
selain kedua Peratwran Pemerintah tersebut, terdapat juga berbagai instrumen
hukum dalam rangka menjamin proses pemasyarakatan agar dapat berjalan
dengan baik, yakni antara lain:

1) Keputusan Menteri Kehakiman RY, No. M.03-PK.04,02 Tahun 1991 tentang
Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana,

2) Peraturan Menteri Kehakiman RI No, M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;

3) Surat Mahkamah Agung RI, No. MA/Pemb./3290/1984 mengenat petunjuk
tentang Permohonan Banding yang Diajukan Melalui Kepala Lembaga
Pemasyarakatan;

4) Surat Mahkamah Agung RI No. MA/Pemb./3291/84 mengenai petunjuk
tentang Permchonan Banding yang Diajukan Melafui Kepala Lembaga
Pemagyerakatan;

5} Keputusan Menteri Kehakiman R, No. M.O4-UM.01.06 Tahun 1985 tentang
Tata Cara Penempatan, Perawaten Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tabanao
Negarq;

6y Keputusan Presiden R, No. 174 tahun 1999 fentang Remist.

=5 Undang-Undang No. 12 tshun 1985 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1)
8 inat Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Bab 1l Pasal 7 s/d Pasal 12
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Dengan melikat berbagai macam perangkat hukum ini, maka sudah
seharusnya perlindengan dan pemenuhan hak asasi narapidana di Indonesia dapat
berjalan dengan baik, dan dengan demikian proses resosialisasi dapat terwujud
sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan.

Perlindungan hak asasi terpidana yang menjalani pidana penjara, juga
dijamin dalam berbagai perangkat hukum internasional. Seperti telah diuraikan
diatas bahwa, resosialisasi sebenarnya merupakan pemikiran mengenai tujuan
pemidanaan yang lebih berorientasi dan berdampak positif pada terpidana. Pokok
pikiran resosialisasi ini dilandasi pada kesadaran bahwa satu-satunya pidana yang
dikenakan dan barus dijalani oleh narmpidana adalah pidana penjara, sehingga
tidak ada pidana lain yang harus dijani oleh narapidana tersebut selama berada di
dalam penjara. Dengan kata lain, satu-satunya penderitaan yang dialami
narapidang akibat pemidanaan adalah perakan tﬁbnhnya yang dibatasi oleh aturan
dan tembok penjara. Oleh karena itu, hak asasi nardpidana menjadi topik menafik
yang dibahas oleh berbagal unsur masyarakat intermnasional termasuk organisasi
internasional seperti Perserikatan Bangsa-Baugsa (PBB).

Jika KUHAP merupakan hukum acara pidana yang lahir dari pemikiran
untuk melindungi hak asasi fersangka dan ferdakwa, maka berbagai perangkat
hukum mengenal Resosialisasi seperti disebutkan diafas, juga dirancang untuk
melindungi hak asasi narapidana. Ada berbagal macam peraturan internasional
yang dibuat deagan maksud melindungi hak asasi parapidana yang ditetapkan
oleh PBB sebagai prinsip-prinsip universal dan diskui oleh sebagian besar negara
beradab di dunia,”’ dalam memperlakukan nampidana serta bagaimana
menjalankan manajemen dalam pexjara ito sendiri.

Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners, merupakan
suatu statuta internasional yang disepakati oleh Kongres PBB Pertama mengenai
Pencegahan Kejahatan dan  Perlakuan terhadap para Pelanggar, yang
diselenggarakan di Jenews pada tabun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi
dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 {L.Xil}

%7 Jhid him 66

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH Ul, 2009



125

tangeal 01 Mei 1977, Statuta ini dikenal dengan istileh statuta Jenewa. Pemikiran
Dr. Saharjo mengenal Pemasyarakatan, tidak menutup kemungkinan dipengaruhi
oleh statuta ini,

Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners, menyebutkan
beberapas hak narapidana yang schenamya fidak berbeda dengan hak-hak
nampidana yang distw  dalam  peraturan  perundang-undangan mengenal
pernasyarakatan di Indonesia. Standard Mintmum Rules For The Treatment of
Prisoners mengatur prinsip-prinsip dasar lembaga pemenjaraan yang hamus
meminimalkan berbagail perbedasn diantara kehidupan dalam penjara dengan
kehidupan yang bebas, Sebagairana dalam perangkat hukum nasional, hal-hal itu
yakni mengenal pencatatan idenfitas diri narapidana, kategori- ori
penempaian narapidana, akomodasi, kebersihan pribadi, pakaian narapidana dan
tempat tidur, roakansw, pelayanan keschatan, dan lain-lain, diatur dalam Standard
Mirimum Rulés ini, misalnya, dalam hal pemberian pakaian, perlengkapan tidur,
ketersedinan obat-obatan dan petugas medis serta masalah sasitasi dan ventilasi
kamar atau el parapidana.

Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners secara tegas
menyebutkan *hak yang hilang daripada narapidana/tabanan hanyalah hak atas
kebebasan. Akan tetapl hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap
diberikan selama mergka menjalani masa pidana/masa tahanannya®™.

Hak-hak narapidana yang diatur dalam Standard Minimum Rules For The
Treatment of Prisorers, dipertegas gl dalam biternationsd Covenant On Civil
And Political Righis, sebagaimana telab di ratifikasi oleh negara Indonesia
melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan fnternational
Covenant On Civil And Political Rights (Kovepan Tentang Hak-Hak Sipi] Dan
Politik). Pasal 10 Kovenan tersebut memperiegas akan perlindungan hak asasi
narapidana yakni:

1) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan sccara
manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri
manusia;

2} Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaann yang sangal khusus, harus
dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda
sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH Ul, 2009



126

3) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat
mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan;

4) Histern pemasyarakatan harss memiliki tujuan utama memperbaiki dan
melakukan rebabilitasi dalarm memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah
umur haros dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesnai dengan usia
dan status hukum mercka =

Selain perangkat internasional yang telah disebutkan diatas masih terdapat
berbagal perangkal internasional lain yang menetapkan berbagai prinsip dalam
melindungi hek asasi narapidana dan delam pemibinasn parapidana di dalam
penjara harus diperiakukan dengan cars-cama yang manustawi. Berbagai perangkat
internasional tersebut antara lain:

i} Basic Principles for The Treatment of Prisoners

2} Body of Pringiples for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty

3} United Nations Rudes jor the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty

4 Declaration on the Protection of A6l Persons from being Subjected to Torture
and other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment or Puriishment

3} Convention againts Torture and other Cruel, Inmhumon Or Degroding
Treaiment or Punishment

6} United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice.

Denpgan  melihat perangkat-perangkat hokum  baik  nastonal  dan
internasional, maka Resosjalisasi sebagal tyjuan pemidanaan dengan maksud
perlindungan hak asasi dan pernbinaan parapidana semakin dapat diterima sebapai
tujuvan pemddanaan yang logis dan bersifat universal. Dengan demikian sudah
tepatlah apabila di Indonesia menggumakan Resosialisasi sebapai  tujuan

pemidanaan,

3.34 Pemasysrakatan Sebagai Sistern Resosialisasi

Resosialisasi memiliki dua pemahaman, pemahaman pertama bersifat luas
dimana resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan dengan
adanya jaminan perlindungan hak asasi dan pembinaan terpidana sehingga
terpidana dapat hidup kembali ditengah masyarakat dengan lebih baik. Dari

8 hat International Covenant On Civil And Political Rights, article 10

%9 ihat, United Nations, Human Rights, A Compilation of interational
instruments, Volume I (First Part) Universal Instrumsents, New York and Geneva, 10604,
him 243 s/ 413,
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pemahaman ini dapat dikatakan babwa segala jenis pemidanaan dapat dipahami
sebagai bentuk pidana yang dijatuhkan dengan maksud agar terpidana sembuh
dari sakit jahat yang dialaminya. Sedangkan pemahaman yang kedua lebih sempit
vakni Resosialisasi sebagal suaty proses perlindungan hak asasi dan pembinaan
narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan istilah
lain dari Resosialisasi.® Oleh karena itu pidana penjara sering dianggap sebagai
putusan yang tepat untuk melaksanakan pemidanaan dengan tujuan resosialisasi.
Padahal dengan jenis pidana yang lain, resosialisasi dapat diwujudkan,

Wamun akan sangat baik juga membahas mengenai pemasyarakatan dalam
konteks resosialisasi, karena pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan masih
dinopgap sangat efektif dalam perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku
tindak pidana B!

Umumnya masyarakat Indonesia fidak bisa membedakan istilsh “masuk
penjara” dengen “masuk pemaesyarakatan”. Pepjara dan Pemasyamkaten bagi
mereka sebagai suatu kata sinonim yang pasti berhubungan dengan suatu gedung
dimana para penjabat dimasuken dalam sustu roangan terkunci vang terkesan
mengerikan dan menjijikan. Pemabaman ini memaung sapgat berpengaruh
terhadap msa empatt masyarakat atau dapat menerima kembali seorang mantan
narapidana difengab-tengah masyarakat.

Awalnya sistem vang dipunakan adalah sistern penjara yang bersifat
pembalasan dendam terhadap terpidana vang kadang-kadang dengan tindakan
yang tidak manusiawi karena memang di zaman #tu sepertinya penjersan sangat
diminati oleh para penegak hokuwm. Bukan hal yang luar biasa banyaknya
pengeiuhan dari masyarakat yvang bersinggungan dengan hukum, bahwa seringkali
terjadi perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan cleh para sipir terbadap para
Narapidana, mulai kerja paksa bagaikan budak di pertambangan dan tempat-
tempat igin (tidak sama dengan “pidana kerja sosial”) sampat penganiayaan yang
tidak beralasan. Akbimya dengan twjuan untuk memberantas kejahatan yang

0 Bagi Budarto, Istlah “Pemasyarakatan” dapat disamakan dengan istiiah
“‘Resosialisasi® dan/atau "Rehabilitasi®. Sudarto, Loc. Cit, him 73
21 parda Nawawl Arif, Bunga Rampai...., Loc.Cit., him 214
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terjadi di masyarakat, petugas di penjara sering melakukan kekerasan sebagal
bentuk penjeraan tersebut.

Berbagai persoalan muncul, Penjara dianggap scbagal tempat pembuangan
sanpah masyarakat vakni para terpidana, hubungan antara petugas atau pegawai
penjara dengan para narapidana sangat buruk, pegawai penjara merasa diri sebagai
penguasa yang menegakan aturan dalam penjara yang dapat melakukan tindakan
anarkhi kapan saja. Peraturan-peraturan penjara dibuat sedemikian rupa sehingga
para narapidana benar-benar inerasakan penderitaan. Dan semus ini digenapi
dengan sikap masyarakat luar yang bebas mencap semua narapidana tersebut
adalah sampah masyarakat yang tidak boleh dihargal atau diberikan kesempatan
untuk hidup layak sebagaimana manusia nommal dalam kehidupan sosial.

Dahuiu dan masth ada sampai kini, masyarakat memandang bahwa
seorang narapidana harus dihukum dalam arti dijera agar ia kelak tidak berbuat
kejahatan lagi. Tetapi periu dipabami bahwa penjeraan belum tentu sebagai solusi
yang tepat uatuk membuat seorang narapidana melakukan kejahatan lagi setelah
keluar dani penjara. Masyarakat yang berpikir seperti ini cendrung untuk tidak
menerima para mantan varapidapa ditengah kehidupan mercka. Padabal dilain
pithak dorongan penegakan hak asasi manusia semakin gencar dan tak terkecuali
menyentuh juga sampai ke perlakuan terhadap para narapidana.

Didorong oleh kondisi ini maka pidana penjara dengan sistem penjeraan
bergeser ke suatu pidana yang lidak banya bermaksud sebagal mengekang
kemerdekaan melainkan juga sebagai svatu sistemn yang dapat mengubah pelaku
tindak kejahatan untuk menyesali tindakasnya dan mengubah dir untuk lebih baik
berdasarkan potensi yang dia miliki sehingga ia dapat hidup normal ditengah
masyarakat.

Akhir-akhir ini masalah pemasyamkatan kurang diminati oleh para
akademisi atau bahkan praktisi hokum eatuk meneliti atae bahkan memperdalam
soal pemasyarakatan sebagai sistem pemidanaan di Indonesia, hal ini dapat dilibat
dengan semakin berkurang tulisan atau hasil penelitian tentang pemasyarakatan,
padahal dilain pihak bal ini mungkin menjadi salah satu faktor semakin
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berkurangnya baik dari segi kualitas rnaupun kuantitas petugas Lembaga
Pemasyarakatan,

Pidana penjara dengan sistern pemasyarakatan merupakan salah satu jenis
sanksi pidana vang diharapkan dapat mendukung resosialisasi terpidana scbagai
tujuan pemidanaan. Dilihat dari penggunaanys, pidana penjara paling banyak
digunakan dalam pemidanaan. oleh karenanya tidak heran apabila dalam
menetapkan perundang-undangan, sening legistatif menjadikan pidana penjam
sebagal alternatif ancaman utama dalam mencegah kejahatan.

Pidana peniars vang akan dibicarakan selaniuinya adalah pidana penjara
dalamn wakiu tertenty, jadi buken pidana penjara seumur hidup, karena pidana
peniara ssumur bidup sudsh dinvatakan diatas adalah fidak efeliif dan
kontradikiif dengan resosialisasi sebagat tujuan pemidanaan,

Dilihat danl perspektif morzl, maka pemidanaan bertujuan, yakmi :
pertama, supaya pelaku imoral menyadari babwa tindakan jahatnya merupakan
imoral {Rehabilitasi); kedua, oleh karena kesadaran itu telah dimiliki maka dia
dapat hidup kembali ketengsh-tengah masyarakat sebagai agen moral
{Resosialisasi) | kefiga, oleh karena dia telah menjadi agen moral kembsali maka
kebahagiaan sosial akan dapat diwujudkan.

Penjara vang awalnya dilthat secbagai sekolah tempat kejahatan
diajarkan,”*? dengan adanya pemasyarakatan scbagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah merubahnya menjadi
sckolah moral, sebagai tempat kebalkan dan kehidupan sosial sebagaimana
seharusnya diajarkan. Sistem pemasyarakatan ini akan sapgat membantu terpidana
untuk dapat ingyaf dari kesalahannya, dan dalam kesempatan menjalani pidana
penjara, dia secara internal akan mengembangkan kesadaran sosialnya, serta
didorong dengan program-program eksternal yang membantu terpidana untuk
lebih sadar, Jika program ini dapat berjalan dengan baik tentunya akan sangat
bermanfaat bagi terpidana itu sendiri dan bagi masyarakat umumnya.

Dengan adanya sistern pemasyarakatan ini kemandirian dan kepribadian
terpidana akan dibimbing dan dibina. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999

22 Jeremy Bentham, Op. Cit., him 391
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ientang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 3
menunjukan banyak hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan
kepribadian dan kemandirian terpidana, yakni meliputi

Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Kesadaran berbangsa dan bernegara;
Intelektual;

Sikap dan prilaku;

Keschatan jasmani dan robani;

Kesadaran hukum;

Reintegrasi sehat dengan masyarakat
Ketrampilan keria; dan

Latihan ketja dan produksi*

Dalam pembaruan pemidansan yang ada, sebagaimana dilibat dalam
tujuan pemidanaan, scharusnya pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan dapat
dianggap lebih efeldif untuk diterapkan kepada terpidana sebagaimana secara jelas
disebutkan dalam Rancangan KUHP Tahun 2008, Pasal 54 ayat (1b), yakni :

“memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi

=il I G S R~

orang yang baik dan berguna®™.

Pemidanaan dengan tujuan  resosialisasi akan bermanfaat  apabila
dilekukan dengan baik. Resosialisasi sebagaimana telah disebut-sebut diatas pada
pringipnya schagal upaya vang resional dalam mencegah kejahatan. Pokok
pikirannya adalah kejshatan dapal dicegah apabila sehiap anggola musyarakatl
mengetahui dan memiliki kesadaran moral dalam kehidupan sosialnya. Hal im
dapat dilibat dengan sejauh mena masyarakat tersebut mengamalkan dan
menjalani kehidupammya dalam koridor nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
yakni nilai-nilai mora! yang patut ditaati secara rasional karena nilai tersebut
memberi petunjuk dan menuntut setiap anggota masyarakat untuk hidup sosial
sebagaimana seharusnya.

Kejahatan yang terjadi  adalah  akibat dari  ketidaktahuan  atau
ketidaksadaran moral yang dialami oleh pelaku kejahatan, sehingga pemidanaan
lebih diarshkan untuk memberikan pengetshuan dan kesadaran moral. Tetapi

Z5 1ihat dalam Hadi Sefia Tunggal, Op. Cif, him 37. Lihat jugas Peraturan
Pemerintah No. 31 tshun 1998 fentang Pembinaan dan Pembimbingan Werga Binasn
Pemasyarskatan, Pasal 3
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apakah ini akan berdampak efekiif dalam mencegah kejahatan? Pertanyaan
penting sebenamya adalah apakah wmoral masth penting dalam kehidupan
masyarakat? kita tdak membicarsken relativisme moral melainkan substansi
moral itu sendiri yang diterima masyarakat sebagai nilai-nilai kehidupan yang
tercermin dalam berbagai norma sosial yang bormanfaat demi terwojudnya
kebahagizan sosial.

Pemidanaan dengan sistemn pemasysrskatan menjadi pilihan yang tepat
untuk mepjalagkan pemidanaan yang bertujuan resosialisasi terpidana. Tetapi
sebagaimana ielah digambarkan diatas, bahwa sistem pemasyarakatan belum
berjalan schagaimana sehamsnya karena adaoya beberapa aspek yang perlu
diperhatikan dan divitalisasi kembali. Beberapa aspek yang perlu divitalisasi
dalam sistem pemasyarakatan it seadird, antara lain:

2. Vitalisasi Program dalam Lembaga Pemasyarakatan

Balah satu keberhasilan lembags pemasyarakatan adalsh program
pembinaan vang tepat dan efektif. Ada begitu banyak program pembinaan dalany
lembaga pemasyarakatan, tetapi mengapa program pembioaan fersebut tidak
membawa dampak yang lebih baik?

Mutlai dari pendidikan dan pengajaran, pelayanan keagamaan, konscling,
pekerjasn yang menghasilkan upab atan preod, mengikufl siaran media massa
vang tidak dilarang dan lain sebagainya adalah program yang dibuat kbhusus untuk
merchabilitasi dan setidak-tidaknya mengurang: penderitaan akibat kurungan
dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Memang masih ada narapidana yang
sangat sepang mengikuli pelayanan agama, baginya merupakan kesempatan untuk
pertobatan, Ada juga parapidana yang senang dengan program pendidikan dan
pengajaran, karena baginya, hal tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk
menambah  pengetahuannya. Ada juga narapidana yang senang mengikuti
pendidikan kejuruan indust misalnya belajar menjahit, otomotif dan lain
sebagainya, karena adanya kesadaran bahwa hal ini merupakan kesempatan
meningkatkan keahliannya. Begitupula dengan program-program yang lain.
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Semua program itu bermanfaat bagi narapidana apabila parapidana tersebut tahu
dan menyadari akan manfaat dari program tersebut.

Tetapi dalam kenyataan program yang kita anggap baik tersebut tidak
selalu berhasil menjadikan narapidana mau berubah apalagi mau menjadi agen
moral kembali di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit narapidana yang
malahan mengantuk saat program pendidikan dan pengajaran, atau berbicara saja
dengan teman narapidana yang lain, merasa bosan dan menganggap apa yang
diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau pendidik yang tidak menack
mengajarkan hal-hal yang membosankan. Saat belajar keahlian narapidana
kelibatan kosong dan tidak bersemangat. Dan hal yang paling aneh adalah pada
saat pelayanan keagamaan malah menjadi kesempatan untuk menertawai ajaran
agama, dilain pihak tidak sedikit para rohaniawan yang datang tidak rutin dan
berfujuan untuk mendampingi secara rohani n_arapidana' tersebut, tetapi hanya
sekedar memenuhi funtutan tugasnya dan mau tampak baik dan suci didepan
narapidana dengan khotbahnya yang menakut-nakuti dan sering tidak menyentuh
persoalan yang dialami oleh narapidana.

Program pembinaan berjalan hanya untuk memenuhi tuntutan perundang-
undangan, sehingga tidak efektif. Anggaran yang minim menjadi alasan bagi
Petugas Pemasyarakatan sulit mengatur program kegiatan yang benar-benar tepat
sasaran. Pelatihan kerja atau keterampilan sering tidak sesuai dengan karakteristik,
minat dan keinginan mereka, atau bahkan sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan dan kondist di luar lembaga pemasyarakatan. Ketertinggalan teknologi
dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan
menjadi tidak efektif, dengan biaya produksi yang tinggi dan hasil yang tidak
maksimal. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila banyak bekas
narapidana menambah pengangguran dalam masyarakat. Hal ini diperparah
dengan label “Mantan Napi” yang bermakna negatif, yang selalu melekat dalam
dirinya, sehingga jarang sekali perusahaan atau masyarakat mau menerima

“mantan napi” menjadi karyawannya.
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Narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran®
merupakan suatu hal yang sangat menark dalam proses pemidanaan, tetapi
kirannya hal ini bukan hanya merupakan hak yang akan dipenuhi oleh petugas
pemasyarakatan ketika narapidana tersebut meminta haknya tersebut. Perlu dilihat
babwa tingkat pendidikan narapidana dalam satu lembaga pemasyarakatan sangat
bervariasi, ada narapidana sarjana lulusan perguruan tinggi, ada lulusan sekolah
menengah, dan ada vang hanya lulusan sekolah dasar dan bahkan banyak yang
buta huruf sama sekali. Dilain pihak kemampuan menyerap ilmu dar setiap
narapidana dapat sangat berbeda. Dengan melihat persoalan ini, apakah hak
pendidikan dan pengajaran bagi terpidana dapat berjalan dengan baik? Jika
menganggap bahwa pendidikan sangat bermanfaat bagt narapidana dalam proses
resosialisasi maka perlu dipikirkan bagaimana program ini dapat berjalan dengan
baik. e

Hal vang perlu ditakukan adalah pembagian narapidana kedalam tingkatan
pendidikan, selain ftu perlu untak mengetabui apa yang menjadi minat atau bakat
narapidana agar penentuan tingkat dapn juruzan hisa efekif. Kemudian diatur
sedemikian rupa agar para pendidik adalah sesuai dengan bidangnya dan tidak
membosankan. Akan sangst perlu ruang kelas yang bervariasi, pendidikan tidak
hanya diterima didalam gedung lembaga pemasyarakatan, melainkan sckali-kali
para narapidana vang diatur sedemikian rupa sehingga dapst jugs melakukan
study towr ataupun praktek kerja lapangan diluwr gedung Lembaga
Pemasyarakatan, Hal ini tentu saja sangat baik dalam proses resosialisasi, agar
narapidana ini tidak merasa terasing darl kelddupan sosial yang ada diluar fembok
lembaga pemasyarakatan.

Bagl narapidena yang memperdalam keahliannya di bidang mesin
otomotif, elektronik, percetakan, reparasi televisi dan komputer, pertukangan dan
atau bidang industri lainnya, atay bagi narapidana perempuan yang mesmperdalam
keahliannya i bidang tata bopa, salon dan lain-lain, tentumya dalam praktek
sangat membutuhkan sarana dan prasana yang harus disispken oleh lembaga
pemasyarakatan. Selain itu perlu dipikitkan untuk membuat kerjasaroa dengan

4 | ihat Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14
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perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kega prakiek, agar narapidana
ini selain dapat mempraktekan secara nyata keahliannya dan mendapatkan upah
atau premi dari prakieknya itn, diapun secara langsung dapat mulai melakukan
interaksi sosial dengan masyarakat,

Apabila progam pendidikan dan pengajaran ini dapat berjalan dengan baik
maka, secara pribadi, narapidana vang memiliki intelektual dan keahlian yang
baik, serta memiliki motivasi untuk menghindari kejahatan dan man menjadi agen
moral ditengah masyarakat, akan menjadi modal yang sangat bermanfast dalam
kehidupan sosial nanti, dimana narapidana tersebut dengan mudah mendapatkan
pekerjaan sesuai dengan ketrampilan vang dia peroleh selama di lembaga
pemasyarakatan.

Dalam program pelayanan ibadah atan keagamaan adalah sangat penting
untuk diperhatiken. Dilthat dari efektifitas, keterlibatan pemimpin-pemimpin
agama seperti Kyai, Uztad, Pastor, ataupun Pendeta akan sanpat membantu proses
kesadaran moral narapidana. Di Indonesia, narapidana masth cukup mudah untuk
menyadarkannya lewat sarana keagamsan. Ibadah ataupun program Latihan
Rohani atan program lain semacam ity masth sangat efektif schagal program
rehabilitast mental rohani narapidana Kebanyakan memang justru program-
program ini ditawarkan oleh pasa pemimpin agama tersebut kepada pibak
fembaga Pemasyarskatap, oleh karepa im adalah suaty hal vanmg sangat
bermanfaat apabila adanya kerja sama yang baik antara institusi agama dengan
lembaga pemasyamkatan untuk  mensivergikan program  kesgamazn  ini
Diupayakan sedemikian rupa agar narapidana dapat beribadah bersama nmat yang
lain ¢i tempat ibadah di luar lembaga pemasyarakatan, sebagai kegiatan
asimilasi®® narapidana pra resosialisasi.

Program lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah Rekreasi.
Banyak Lembaga Pemasyarakatan tidak dilengkapi dengan sarana rekreasi selain

%8 asimilasi adaleh proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan
membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Lihat Pagal 14 Undang-
Undang No. 12 Tahun 1985 tenlang Pemasyarakatan, lihat juga Perafuran Menterd
Kehakiman Nomor © MO1-PKO4 Tahun 1988 tentang Asimilagi, Pembebasan
Bersyarat dan Cufl Menjelang Lepas.
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televisi dan radio, padabal rekreasi akan sangat penting bagi narapidana, oleh
karena i perlu diciplakan program-program rekreasi yang positif bagi
narapidana, misalnys melalui olahraga, karena selain sebagai bentuk perawatan
kesahatan, olahraga dapat dijadikan sebagal sarana mengembangkan bakat dan
sekaligus menghilangkan stress dan depresi. Tidak sedikit narapidana yang
menjadi atlet pada sast menjadi penghuni lembaga pemasyarkaten, seperti atlet
sepak bola, voly, basket, tenis meja, bulu tangkis, bridge, catur, finju, angkat besi
dan lain sebagainya. Dengan menjadi atlet skan sangat mudah narapidana ini
diterima oleh masyarakat. Olah raga ini akan sangat membantu para narapidana
menghabiskan hari-harinya dengan cepat dan tidak bosan. Rekreasi skan sangat
membantu narapidana untuk menghindari stress dan pikiran-pikiran negatif seperti
mau melarikan dirt atau berencana akan melalakan kejahatan lagi entah didalem
lembaga pemasyarakatan tersebut atau menjadi residivis.

Dapat dibuat program perlombaan berbagat macam olahraga tersebut antar
narapidana atau antar blok. Selain itu fasilitas karaoke dapat diadakan dan dapat
juga dilombakan, Membentuk kelompok koor, kelompok penari dan atau
kelompok rebana sebagai sarana menyalurkan kegemaran sekalipus mengasah
keahlian yang ada. _

Selain i banyak sckali program yang dapat dibuat secara kreatif oleh
Petugas pemasyarakatan, schingga apa yang disebut olek Pasal 5 undang-undang
pemasyarakatan tersebut dapat terwujud secara konkret, yakni “kehilangan
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan”. Tak ada lagi penderitaan
selain pidana penjara it sendiri.

b, Vitalisasi Petagns Pomasyarakatan

Segala sesustu mengenal resosialisasi yang telah dibahas panjang lebar ini
akan menjadi sia-sia dan sangat tidak bermanfaat apabila sumber daya manusia
tidak memmjangnys. Sinergitas antara filosofi pemidanaan dengan praktek
pemidanaan menjadi kunci sangat penting, tetapi vang menghubungkan antara
filofis dan prakick tersebut tentunya adalah manusia yang tidak lain adalah
petugas pemasyarakatan tersebut,
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Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun
1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,
membagi kategort petugas pemasyacakatan yaitu;

g) Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan
pembinaan parapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan,

b) Pengaman Pemasyarakatan adalab  petugas pemasyarakatan  yang
melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di
Lembaga Pemasyarakatan,

¢} Pembimbing Kemasyarakaiae adalab petugas pemasyarakatan vang
melaksanakan pembimbingan klien di Balai Pemasvarakatan

Jika kita mengangap babwa hakim adalah dokter vang membedsh
sekaligus yang memberikan obat pidana kepada narapidana, maka tanggungjawab
inilah yang berfungsi votuk merawat dan mengontrol parapidana sampai mereka
sembuh dan dapat kembali ketenpah-tenpah masyarakat. Bahkan dengan kuasa
terfentu, petupas pemasyarakatan  depat memberikan rekomendasi uptk
diperpanjang aiau dipersingkal masa menjalani pidanz penjara. Namun hal i
belum dapat berjalan dengan batk apabila masth minimnya kualitas dan kuantitas
petugas pemasyarakatan,

Segala peristiwa yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat
terpantan dan terkendalikan sefiap wakiu secara maksimal, karena kurangnya
petugas pemasyarakatan. Hal ini juga diperparah dengan kualitas petugas
pemasyarakatan yang minim mengenai tjuan pemidanaan depgan sistem
pernasyaxakatan, serta pemahaman HAM bagi terpidana. Selain itu masalah klasik
mengenai kesgjahtersan petugas pemasyarakatan dan keinginan yang besar dari
narapidana untuk meniperoleh kebebasan atau kelonggaran memperbesar potensi
suap, sechingga tidak mengherankan apabila ada narapidana yang dengan mudah
melarikan diri, atay minimal diperlakukan secara khuosus dibandingkan dengan
narapidana yang lain. Tentunya hal ini akan menimbulkan kecemburuan diantara
narapidana dan konsekuensi terbesar adalah apa yang menjadi tujuan pemidanaan
melalui sisters pemasyarakatan tidak akan pernah terwujud.
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Dengan demikian apa yang harus dilakukan agar fujuan pemasyarakatan
dapat fervaujud melalul peranan petugas pemasyarakatan?

Aspek pertama dalam petugas pemasyarakatan yang perlu divitalisasi
adalah Kesadaran Moral. "Satunya kala dengan perbuatan” fidak banya scbagasi
slogan dalam memberikan pembinaan terhadap para narapidana. Jika resosialisasi
merupakan upaya rasional dalam mencegah kejahatan dengan cara memberikan
pengetabuan atau kesadaran kepada terpidana sehingga dia dapat menyadari akan
kejahatan yang dilakukannya dan bersedia untuk memperbaiki kembali kesalahan
vang dilekukannya dengen menjadi agen moral ditengah masyarakat, maka dapat
dikatakan bahwa lernbaga perasyarakatan merupakan sekolah moral yvang harus
diwnjudkan oleh semua elemen khususnya petugas pemasyarakatan.

Secara realitas saat ini, akan sangat sulit untuk dikatakan apakah petugas
pemsasyarakatan merupakan orang-orang yang lebih maju secara moral
dibandingkan dengan narapidana, atau setidak-tidaknya petugas pemasyarakatan
dapat dijedikan pola anutan dalam bersikap, lebih jujur, lebih bertanggungjawab
dan lebth adil. Tetapi bukan bermti kita langsong merubsh lembaga
pemasyarakatan tersebut menjadi lebih burnk dard segi moral, justry ind
merupakan tamangan yang sangat baik dalam rangka pencegshan kejabatan yang
paling efektif adalah dengan memegang .tegub prinsip “satunya kata dengan
perbuatan” karena “disiplin guru sama dengan disiplin murid”

Petugas pemasyarakatan memegang peranan yang sangat penting dalam
resosialisasi, sehinggs selain masalah kuslitas moral yang harus tetap dijaga.
intelelctual dan keahliannys dalam membine narapidana sangat penting untuk
terus ditingkatkan. Pengetahuannya dalam menjalankan tugas harus ditingkatkan
setiap kesempatan dengan mengikuti berbagal pelatihan vang dapal bermanfaat
dalam menialankan tuges.

Sejak tabun 2003 Direktorat Jendral Pemasyarakatan bekerfasama dengan
Drrektorat Jendral Hak Asasi Mamusia, telah diadakan berbagai macam program
peningkatan kualitas bagi petugas pemasyarakatan, antara lain sosialisasi nilai-
nilai HAM terhadap petugas pemasyarakatan dan narapidana, membuat buku sako
mengenai HAM untuk petogas pemasyarakatan dan narapidana, diadakannya
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pelatthan  pemahaman HAM  dan  kepemimpinan  bagi  peiabat  senior
pemasyarakatan dan pelatthan bagi staff pemasyarakatan. Adanya program
“Gerakan Anti Diskriminasi, Anti Penyiksaan/Kekerasar”, dan tentunya apabila
ada petugas yang masih melanggar, harus ditindak tegas karepa alasan moral
sehagaimana disebut diatas: “disiplin guro sama dengan disiplin murid.”

Aspek program pembinaan dan aspek petugas pemasyarakstan akan
berjalan dengan baik, apabila jupa didekung olel anggaran pemasyarakatan yang
memadal. Anggaran atau dana meropakan faklor yang menunjang umtak
pelaksanaan perlindungan bak asasi dan pembinaan narapidana, Dalam Program
pembinaan banyak sckali sarana dan prasarana yang beragam jenis yang harus
dipenuhi karena harus disesuaikan dengan bidang minat maopun pekerjaan atau
keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutnhan dan kepentingan bagi
nargpidang setelsh mereka kemball kefengah-tengah masyarskat. Kurang atau
tidak adanya anggaran akan menjadl salah sate fakior penyebab gagalnya
pelaksanaan pembinaan. Dilain pibak kesejshteraan petugss pemasyarakatan
harus segera diatasi, banyaknya petugas keamanan dalam lembaga
pemasyarakatan yang berstatus honorer (pegawai sewaan) dengan penghasilan
pas-pasan bahkan kebanyakan dibawah Upah Minimum Regional (UMR), harus
segera diatasi oleh pejabat berwenang, jika masih menganggap bahwa efektifitas
pencegahan  kejshatan  juga  dipengaruhi olebh scbherapa  baitknys  sistem
pemasyarakatan itu berjalan.
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BAB4
PEMBARUAN KONSEP PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP

Kebaiken publik hendaknys meniadi tujuan legishator;
manfaaf  wmum menjadi  jandasan  penalarannys.
Mengetahui kebalkan sejati masyarakat adalah hal yang
membentmk  fimu legislasi; Hmu tersebut tercapal
dengan menemukan cars  untuk  merealisasikan
kebaikan tersebut. ™%

Segala pembaruan yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk
pembaruan pemidanaan, harus berlandaskan pada efek positif Kebaikan Umum,
yakni Kebahagiaan Sosial. Pembaruan tersebut harus selaras dengan nilat-nilai
moral yang bersumber dan masyarakat itu sendiri. Hal ini penting karena sebagai
jaminan efektif penegakannya dikemudian waktu. Apakah kebahagisan sosial
sebagai kebaikan umum dapat diwujudkan melalui pembaruan pemidanaan?
Pertanyaan ini menjadi pertanyaan kunci untuk menjawab segala permasalahan
pemidanaan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Rancangan KUHP saat ipi lahir dari semangat unmk memperbani
Wethoek van Strafrecht voor Indonesie atau KUHP buatan Belanda tahun 1918
yang juga merupakan KUHP pembaruan dari Wetboek van Strafrecht tahun 1886.
KUHP ini sebagaimana sering disebut sebagai produk hukum yang memiliki
karaktenistik kolonialisme yang akhimya karena begitu lama berlaku di Indonesia,
segala nilainya sudah tertanam secara sistematis dalam pemikiran dan praktek
bukum pidana di Indonesia selama ini melalui asas konkordansi, dokixin, rext-
hook dan jurisprudensi pengadilan Belanda 2’

Pembaruan pemidanaan selale memberikan makna sebagai pembarvan
dalarn arti Jaw reform, dimana mengetengahkan nilei-nilai exfra legal masuk

% Jeremy Bentham, The Theory of Legisiation, N.M. Tripathi Private Limited,
Bombay, 1579, {(Yeriemahan dalam bahasa Indonesia ;| Nurthadi, MA, Teord Perusidang-
uretangan, Frinsipponsip Legislasi Hukurmm Peordata dan Hukum Pigana, Nugnsa dan
Nusamedia, Bandung, 2008, him 25)

S Mutadi, Beberapa Catatan Terhadep RUU KUHFP, ELSAM, Jakarta, 2008, him 1
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kedalamnya, dan dalam arti legal reform, dimana undang-undang mengenal
pemidanaan mendapatkan pembaruan, *®

Pembaraun pemidanaan adalah proses rasionalisasi yang dilakukan oleh
legislator terhadap segala norma moral dalam konteks pidana dalam masyarakat
agar sesuai dan dapat diterima sebagai normsa pemidanaan negara. Dengan kata
Iain, Proses penyesuaian ini merupakan proses legalitas norma moral pidana
dalam masyarakat menjadi norma moral positif oleh lembaga vang
mengatasnamakan masyarakat tersebut (legislator}.

Pembaruan pemidanasn sebagaimana pembaruan hukum pidana selalu
mengikuti perubahan sostal. Pemidauaan, baik jenis, tujuan maopun pedoman
pemidanaan akan dituntut untuk berubah dikala masyarakat mengalami
perubahan. Perubsban sosial membsawa dampak pada perubshan pemahaman
terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ada pilai-nilai yang tefap
dipertahankan sebagai suatu pilal sakeal yang tidek berubah walau zaman berubah,
ada juga yang termodifikasi dengan cara yang baru, dan ada nilai yang sama
sekali tidek dapat dipertahankan lagi. Tetapi segala nilai, baik yang tetap bertahan
maupun yang mengalami perubahan dan bahkan yang tidak berlaku lagi tetap
diakui sebagai nilai-nilai yang diterima dalam waktu tertentu (constiturum} demi
keadilan sosial dan kescjahteraan masyarakat, yang disebut scbagai kebahagiaan
sosial.

Pembarvan KUHP  scbagaimana didalamnya tertuang pembaruan
Pemidansan di Indonesia merupakan salah satu agenda penting dalam rangka
kepastian hukum demi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia
Pembarnan  ini  diharapkan skan  “terbemtulmye KUHP  nasional  yang
berkepribodian Indoenesia yang semgat menghormoti nilai-nilai agamis dan adat,
bersifat modern dun sesuai pula dengan nilai-nilai, standord dan asas seria
kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di

dunia” >’

28 Lihat Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidena, Reformasi Hukum
Fidana, Grasindo, Jakarta, 2008, him 1
=9 Muladi, Qp. Cit
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Penyusunan KUHP baru sebagai bentuk kedifikasi dan unifikasi hukum
pidana bertujuan untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian
hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat, dan individu
dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945, Dalam penyusonan KUHP Baru ini tetap
memperhatikan perkembangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum pidana
maupun nilai-pilai, serta norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan
yang berleku secara universal.

Satu hal yang sangat penting dalam pembarvan KUHP ini adalch adanya
penegasan vang jelas mengenat tujuan pemidanaan, dan yang menjadi fokus
penting  adalah  memasvarskatkan kembali terpidana dengan mengadakan
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna schagaimana yang
dimaksud dengan resosialisasi.”* -

Pembaruan ini membawa dampak pada arah pemikiran pemidanaan
sekaligns membenturkannya dengan nilai-nilai dalam masyarekat Hal imi
sunggub penting agar mendapatkan spaiu sistern pemidapsan yang fepat yang
berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diakui sebagai kontrak sostal bangsa
[ndonesia dan sekaligus sumber dari segala sumber hukum.

4.1  Pancasila Sebagai Dasar Pemidanaan di Indonesia

Pancasila menjadi desar pembenaran dajam konsepsi meral bangsa
Indonesia. Pancasila merupakan milik masyarakat Indonesia sendiri sebagai
kesadaran dan cita-cita moralnya.?! Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahari
sebagal konsepsi moral hasil dari kontrak sosial atau kesepakatan masyarakat
Indonesia demi terwujudnya kemerdekaan vang sesungguhnya yakni kebahagiaan
Sosial. Pancasila menjadi prinsip moral bangsa Indonesia yang diakui sebagai
sumber dari segala sumber hukum, fermasuk hukum pidana yang didalamnys
menyvangkut pemidanaan harusieh bersumber pada Pancasila.

R pasal 84 ayat {1) huryf ¢ Rancangan KUHP tahun 2008, Jum 20, 2008,
hapfwww lsgaiitas.org
* rrany Magnis-Suseno, Kuasa dan Moral, PT Gramedia, Jakarta, 1885, him 108
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4.1.1 Pancasila Sebagai Kontrak Sosial Bangsa Indonesia

Pancasila bukan merupakan hal yang baru di negara Indonesia, dia
merupakan prinsip moral bangsa Indonesia sebagai hasil dari suatu konsensus
sosial atau kontrak sosial, Dalam kehidupan bermasyarakat Pancasila menjadi
suatu pedoman hidup dan sekaligus Pancasila adalah deretan prinsip-prinsip hidup
bernegara®? Memang setelah era reformasi bergulir, Pancasila telah jarang
disebut-sebut apalagi dibuatkan kegiatan khusus mengenai Pancasila seperti saat
gra orde baru dengan kegiatan penataran P4 yang sangat terkenal im, Namun
bukan berarti bahwa seteleh era reformasi maka Pancastla tidak mendapatkan
tempat dalam kehidupan bernsgara dan bermasyarakat, tetapi Pancasile masih
menjadi kontrak sosial upluk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila sebagai kontrak sosial, kareng dilihat dari kelahirannya bahwa
Pancasila menpakan kesepakatan diantara jounding fathers, mengenal asasy-asas
yang dapat diterima dalam pembentukan negara Republik Indonesia.** Hal ini
juga ditegaskan oleh Soekarno sendiri dalam salah satu pidatonya pada taunggal 01
Juni 1943 dalam sidang “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” (Badan Penyelidik Usaha

Persiapan Kemerdekaan) yvang khusns membahas landasan dasar pembentukan

negara Indonesia :

“Apa landasan dasar pembesiukan negara Indonesic yang merdeka?
Apakah Nasionalisme-sosialisme? Apakah Materialisme Sejarah? Apakan Son
Min Cu I, seperti dinyaiaran Dr. Sun ¥Yat Sen? Saudara-saudara, selama tiga hari
kita telah mengadakan rapai, dan bomyak gagasan yang telah disampotkan-seniza
gugasan-tetapi benarnya kata-kata Dr. Seekiman, Xi Bagoes Hadikoesoemo, kita
harus meneari kesepakatan, mencari konsensus opini-opini kita Kita bersama-
samg mencari kesatuan dari “dasar filsafut”, bersama-sama mencari pandangan
dunia yang mana semua kita setyju. Saya karakan lagi “setuju”. Sesuatu yang
disepakati saudara Yamin, yang mana Ki Bagoes Setuju, yang mana Ki Hodjar

%2 prasiden Abdurshman Wahid, *Presiden ; Periehankan Pancasiia Habls-
haﬁ%san Kompas, 2 Juni 2000

*S Onghokham dan Andi Achdian, Pancasita - Dar Kontrak Sosial menjadi ieoloy

Negars, dalam buku Prosiding Simposium Peringatan Har Lahir Pancasila, “Reslomasf
FPancasia : Mendamaikan Politik Identites dan Modemilas”, Brighten Press, Bogor, 2006,
him 84
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Setufu, vang mana saudara Sanoesi setuju, yang mana saudara Liem Koen Hian

setuju, ringkasnya, yang mana semuna diantara kita setuju” "

Pancastla sebagaimana yang telah dirumuskan tersebut merupakan
“weltanschawung” vyang diterima oleh semua pihak, oleh karena iwm
“wellanschanung” tersebut menjadi kontrak sosial dalam mendirikan negars
Indonesis merdeka,

Sockarno merumuskan asas-25as negara Indonesia pada tanggal 01 Juni
1945 yang kemudian diz scbut scbagal Pancasila yang awalnya yakni :
Nasionalisme Indonssia, Internasionalisme atau Kernanusizan, Permusyawsratan
atau Demokrasi, Keadilan Sosial dan Kepercayasn ferhadap Tuban Yang Maha
Esa.

Kelima sila ind diterima oleh selurch peserta sidang BPUPKI tersebut
karena dapat dianggap mewakili scbuah prinsip vang memiliki nilai-nilai
universal tefapi sekaligus juga realistis yang bersinggungan dengan fradisi yang
merefleksikan kehidupan masyacakat Indonesia.®*® Kelima sila tersebut akhimya
dirumuskan oleh Panitia S8embilan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan rumusan
yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta.

Piagam. Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan tersebut terdirt
dari :

1. Ketubhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya;

2. Kemanusisan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesiag

4, Kerskyatan vang dipimpin oleh  hikmah  kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan;

5. Keadilan Sosial bagi selurvh rakyat Indonesia

Tentunya terdapat perbedaan khususnya pada kalimat © dengan kewajiban
memjalankan Syariat Islam bagl pemeluk-pemeluknya”, perbedaan ini sckaligus
menjadi persoalan vang signifikan dalam ppaya membentuk negara Republik

M ibid, nim 98, hat juga Pidato Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam
sidang “Dokurnitsu Zyunbi Tyopsakai” (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).
Tulisan cetak tebal olek penulis, Pidato ini dicetak kembali dalam buku Lahimya Pantja-
sita, Bugg Karno menggembleny tesar-dasar Negara, Yayasan Bung Karmo, 1978

4% Onghokham dan Andi Achdian, fbid, him 100
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Indonesia. Terjadi penolakan dari perwakilan dari Indonesia timur yang mayoritas
penduduknya beragama non Muglim. Akhimya demi terbentukaya Negara
Kesatuan Republik Indonesia meka pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila
dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana nunusan yang kita
kenal dan terima saat ini, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa

2. Kemsnusiaan yang adil dan beradab

3. Persatvan Indonesia

4. Kerskyatan yeng dipimpin oleh hikmah  kebiiaksapsan  dalam
permusyawaratan/perwakilan;

5. Keadilan Sosial bagi sehurub rakyat Indonesia

Pancasila, bagi kita sebagai suatu ikatan yang menjadikao kita bisa lepas
bebas, merdeka dan hidup bersama dalam svasana damai. Pancasila sebagai
SJundatie atau dasar dalam membangun negara Indonesia yang merdeka sudah
pasti kebabagiaan sosial merupakan fujuan yang harus diwojudkan. oleh
masyarakat Indonesia yang Pancasilais.

Dalamn perjalanan sejarah negarg Indonesia, Pancasila yang telah diskui
scbagai sumber segala sumber hukum (Pancasila omnium fus anime), tetapi
dalam kenyataan ada begitu banyak peraturan eptah dalam beptuk undang-undang
ataupun dalam bentuk peraturan tertulis lainnya sudah bukan bersumber dari
Pancasila.

Ada begitu banyak contoh dimana Pancasile dipertanyakan kembahi yakni
dimana peran fimdatie atau philosefische grondsiag dikala terjadinya pembantaian
sekiau juta orang pasca G 30 S/PKI {yang bagi sebagian besar orang menyebut
pembantaian ifu sebagal kesakiian Pancasila), dimana Pancasila dikals terjadi
peristiwa tanjung privk, kases penembakan misterius (petrus), penculikan dan
pembasmiazn aklivis-aktivis, sampai peristiwa berdarab kerusahan Mei diawal
Reformasi (yang bagi sebagian orang besar disebut sebagal Pancasila yang
dijalankan secara murni dan konsekuen). Dan babkan awal Reformasi hingga saat
ini negara Indonesia selalu diwarnai dengan darah kerusuban sampit sambas,
kerusuhsn Ambon dan Maluku Utara, kerusuban di Palu dan Poso Sulawesi
tengah dan berbagal peristiwa sosial yang justru mencekam (yang bagi sebagian
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besar orang dan orang besar ini sebagai reaktualisasi Pancasila pasca reformast).
Tentu hal ini lebih mengerikan ketika merefleksikan kembali perjalanan bangsa
Indonesia yang hampir 64 tahun merdeka. Pemberontakan dimana-mana, bahkan
sampai sgat ini tasih ramal orang bicara soal GAM di Aceh, sisa-sisa RMS di
Maloku, dan OPM di Papua. Belun lagl ketika menjamurmya kelompok-
kelompok fundamentalis, yang tidak mau menerima konsep, pandangan,
keyakinan, ataupun prilaku dari orang ateu kelompok lain yang berbeda dengan
mereka

Contoh-contoh in menunjukan bahwa Pancasila sebagai Philosofische
Grondslag bangsa Indonesia diperthadapkan dengan perbedasn pendapat soal cara
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaknd Indonesia Sejahiera.

Dari perspektif yuridis, keadilan sosial yang secara harafiah adalah suatu
rasa adil bagi seluruh rakyat, banyak kali disalahtafsirkan sebagai keadilan yvang
diberi arti oleh penguasa ataupun pengusaha sebagai suatu rasa adil apabila
tingginya pendapatan perkapita dari segl ekonomi, tanpa melibat seloruh mkyat
vang ada {contohnya di Papua sda begitu banyak tambang emas disana dengan
pendapatan yang begitu tinggi tetapl hasilnya hanya dapat dintkmati oleh
penguasa dan pengussha, sedangkan rakyal dibiarkan hidup dalam kekurangan
baik dari segi ekonomi dan sumber daya manusia/pendidikan).

Pembentukan berbagai macam aturan seperti Peraturan Daergh yaog
sangat kontroversial dengan Pancasila membuat kelompok-kelompok dalam
masyarakat bentrok satu dengan yang lain, sebab keadilan sosial diartikan sebagai
keadilan mayoritas. Ini menimbulkan kesangsian akan keserinsan dan pemahaman
penguasa dalam mewujudkan Pancasila sebagati sumber dari segala sumber
hukum.

Dari perspektif demokrasi, Pancasila sebagai jaminan akar kehidupan
politik rakyat Indonesia akhir-akhir ini mengalami degradasi implementasi nilai-
nilai Pancasila dalam proses bernegara, seperti menjamurnya korupsi, kolusi, dan
nepotisme dikalangan birokrasi. Dilain itu persaingan tidek schat dengan money
pofitic mewarnai setiap suksesi baik pemilihan kepala daerah sampai suksesi
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dalam jabatan apa saja. Paradoksnya, hal ini berjalan seiring dengan kampanye
“good governance and clean government”,

Dari cerita diatas muncul perasaan bahwa seakan Paneasila sudah tidak
efektif lagi sebagat fundatie pembangunan bangsa Indonesia, tetapi dilain pihak
tak dapat disangkal bahwa tak ada lagi landasan lain yang dapat dijadikan sebagai
suatu ikatan atgn kesepakatan vang dapat diterima dari roanusia~-manusia yang
berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan adat istiadat untuk mewmbennk
nogara kesatvan Republik Indonesia. Pancesila dilerima sebagal satu-satumya
dasar yang dapat mempersatukan Semua perbedaan vang ada (Bhineka tunggal
tka}. Schingga cerita diatas dapat dikatakan bahwa hal terssbut fercipta karena
adanya upaya pibak-pihak lain yang tidak mau kita hidup dalam suasana
Indonesia Sejatera yang berdasarkan pada Pancasila.

‘Pancasila sebagal dasar negara ftentunya penvelenggaraan dan bahkan
sistein yang menggerakan negara it adaleh dibangun diatas landasan moral, yang
tidak lain adalah Pancasila. Yang perlu dilakuken adalah memahami dan
mengimplementasikan Pancasila sebagai kontrak sosial dalam proses membanguon
Indonesia demi terciplanya suasana Indonesia sejahtera sebagai cita-cita bangsa
Indonesia.

Negara dapat dipabami sebagai komunitas manusia yang berkehendak
logis yang meroiliki peran serta hak dan kewajiban masing-masing demi
terwojudnya kebabagiaan sosial atan kessjahternan umum.

Sejak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945 maka nyatalsh svatu negamm Indonesia. Manusia-manusia Indonesia vang
memiliki cita-cita atau kehendak yang sama, saling menerima satu sama lain
(karena logis} yakni ingin merdeka, ingin sejahtera, terlepas dari kungkungan
penjajaban yang semua kehendak itn dinyatakan dalam proklamasi tersebut,
selanjutnya terbentukliah apa yang disebut sebagai aparatur negara, lembaga-
lembaga negara dan bahkan sistem bermegara it sendiri yang dapat dilihat dalam
Undang-Undang Dasar 1943, serta segala peraturan hukum mengenainya. Itu
serpua dibangun dengan tujuan untuk kelusr dari penjajahan dan masuk dalam
proses mewnjudkan kebahagioan sosial sebagai kehendak logis bangsa Indonesia.
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Indonesia yang berumur lebib dari 63 tahun telah menggunakan Pancasila
sebagai dasar negara. Sejak lahimya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945,
Pancasila menjadi dasar flosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di berbagai bideng, Pembangunan
vang dikontckskan dalam pengeriian kesejghtersan umum yang merupakan
kehendak logis setiap manusia Indonesia diawali dengan pemyatasn tegas akan
kemerdekean den kedaulatsn banpsa Indonesia sebagaimana yang diramuskan
dalam Undang-Undang Dasar {945:

Disusunlah  kemerdekaan Kebangsaom Indonesia ity dalom suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yong berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepade Ketuhanan Yang Moha Esa, Kemanusiaan yang adil don
beraduab, Persatuan Indonesia, don Kerakyaian yang dipimpin oleh hilkmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewufudkan
suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

Disinilah  secara vuridis Pancasila benar-benar dijadikan sebagai
philosofische grondslug, sebagai kontrak sosil, sebagal fundatie, atau sebagai
dasar negara Indonesia yang scbenarnya mulai dibangun jauh sebelum tahun
19435,

Intinya bahwa Pancasila sebagai kontrak sosial dari negara Indonesia
karena Negara Indonesia merupakan komunitss manusia yang berlatar belakang
dari berbagai macam suku, agama, ras, daa adat istiadat (SARA) namun memiliki
kehendak logis vang sama yang tidak mungkin berbeda antara salu dengan yang
lainnya karena kehendak ini sebagai kontrak sosial yakni kehendak akan
ketubanan yang maha esa, kehendak akan kemanusizan yang adil dan beradab,
kehendak akan adanya persaiven Indonesia yang bukan hanya satu dan segi
kewilayahan geografis tetapl satu dalam yuoridis, ekonomi, dan bahkan politik,
kemudian kehendak akan negara vang benar-benar demokratis, dan yang terakhir
adalah kehendak akan keadilan sosial bagi seluruh manusia yang ada dalam
komunitas SARA tersebut tanpa diskriminasi. Oleh karena kesamaan kehendak
tersebut maka manusia-manusia yang memiliki latar belakang SARA yang
berlainan tersebut bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik

8 Alinea IV Pembukaan 7 Preambule UUD 1945
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Indonesia (NKRI} sebagsimana ada sampai saat ini. Kesepakatan itnlah yang
akhirnya melahirkan hak dan kewajiban yang baru, yang terwujud dalam unsur-
unsur negara serta sistern yang menpgkongkritkan negara Indonesia ini.

Hal inl dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagal suatu kontrak sosial,
menjadi suatu semangat yang mendorong manusia-manusia ini untuk bersepakat
membentuk suatu negara Indonesia adalali demi mengkonkritkan/mewujudkan
kehendak logis bangsa Indonesia yakni kescjabteraan umuom. Schingga dapat
dikatakan pula bahwa kehendak logis yang merupakan spirit yang mendorong it
jugas merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam proses
pembangunan,

Pancasila sebagai dasar negara, sebagai kontrak sosial untuk membangun
negara yang bukan hanya lepas dari segala jenis peniajahan atan merdeka, tetapi
bagaimana membangun suasana kemerdekaan vang sesungguhnya sebagaimana
diromuskan dalam Undapng-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan cita-cite
lohur negara Indonesia, yakni;

“...Membeniuk suaiu pemerintak megara Indonesia yony melindungi
segenap bangsa ndonesia aan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejabreraaan umum, mencerdoskan kehidupan bangsa, dan ihut melaksanakan
ketertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdomaiar abadi don keadiian
sosial .. "2¥

Cita-cita ini neerppakan kehendsk logis bangsa Indonesia yang dapat
disingkat dengan “Indonesia Sejahtera”. Indonesia sejahtera sebagaimana disebut
diatas adalah intisari darl kehendak logis yang dapat juga dijabarkan dalam dua
hal yakni perfema pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Pancasila, dan
keduy pemerintahan demokrasi tersebut adalah untuk mewujudkan Indogpesia
sgjahtera yang berdasarkan pada Pancasila.

Tentunya apa yang menjadi npilai-nilai moral Pancasila ini barus
diwgjudkao dalam visi bangsa Indonesia yang lebibh konkret agar menjadi
funtunan yang jelas taopa snddff tqfeir sebagaimana sering tegjadi. TAP MPR No.
VII Tahun 200! tentang Visi Indonesta Masa depan, mencoba untuk

7 Ihid
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menggambarkan apa yang menjadi cita-cita sosial negara Indonesia sebagaimana
dapat diuraikan secara sederhana dibawah ini:
1. Religius

&,

b.

[+

Tervmjudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakblak mulia
schingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-
nilai hihur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam
perilaku kescharian;

Terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama;,

Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.,

2. Manusiawi

a.

b

<.

d.

Terwujudnya magyarekat yvang menghargai nilai-nilai kemanusiaan
yang adil dan beradab;

Terwujudnya hubungan harmonis antar roanusia Indonesia tanpa
membedakan latar belakang budaya, suky, ras agama dan lain-lain;
Berkembangnya dinamika kelndupan bermasyarskat ke amhb
peningkatan harkat dan mariabat manusia;

Tervanudnya keseimbangan antara ek dan kewajiban dalam perilaku
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Bersata

a

b.

G

d.

e,

Meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa;
Meningkataya toleransi, kepedulian, dan fanggung jawab sosial;
Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghacgai dan
menerima perbedaan dalam kemajemukan;

Berkembangnya semangat anti kekerasan;

Berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati anter
kelompok dalam masyarakat.

4. Demokvatis

3.

.

d.

2.

£

2.

b.

<.

Terwujudnys kescimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara
negara dan hubungan kekuasaan aptara pemerintahan nasional dan
daeral;

Menguatya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat
melahui pemilthan umum yang juyur, adil, langsung, wmuam, bebas, dan
rahasia, efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial
masyarakat yang serakin meluas;

Berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan
organisasi politik yang bersifat terbuka;

Terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan
bemegara,

Berkembangnya budaya demokrasi : transparansi, akuntabilitas, jujor,
sportif, menghargai perbedaan;

Berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.”

dil

Tegaknya hukum vang berkeadilan tanpa diskriminasi;
Tervayjudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
Terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
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d. Terwujudnya keadilan gender;

g, Terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum;

f. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya
ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktik
monopoli;

g Tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil,
penduduk miskin dan terfinggal.

6. Sejahfera

a. Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya penduduk sehingga
bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri;

b. Meningkatnya angka partisipasi murni usia sekolah;

c. Terpeouhinya sistem pelayanan womum, bagi sehwoh lapisan
masyarakat, termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia
fanint, seperti pelayanan transportasi, kormunikasi, penyediaan energi
dan air bersihy;

d. Tercapainya hak atas hidup schat bagi seluruh lapisan masyarakat
melalui  sistern  kesehalsn yang dJdapat menjamin terdindunginya
masyarakat dari berbagai resiko yang dapat mempengarubi kesehatan

- dan tersedianya pelayanan keschatan yang bermutu, terjangkau dan

- merata;

¢. Meningkatnya indeks pengembangan manusia (fusman development
index) yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan
kesehatan secara terpady;

f. Terwuhinya pengelolaan dan pemanfaatan sumber days alam yang
adil, merats, ramah lingkungan dan berkelanjutan;

g. Terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.**®

Apabila visi yanp digambarkan diates sebagai penjabaran dari nilai-nilai
moral Pancasila yang hendak diwujudkan sebagai cita-cita atay kontrak sosial
bangsa Indonesia, maka sepala pembaruan termasnk pembaruan KUHP yang &
dalamnya pasti akan menyangkol masalah  pemidanasn  haruslah  tidak
bertentangan atau malahan mengingkard nilai-nilai diatas, karena Pancasila
merupakan sumber dari segala sumber hukum.

9 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mengkritisi RUU KUHPidana dalarm perspektif
HAM, dalam ELSAM, Bahan Pengantar Diskusi, Beberapa Tulisan Terkait Kebijjakan
Kriminal Dalarr RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, 2005, him 41,
Lihat juga TAP MPR Rl No. Vil iahun 2001 lentang Visi Indonesia Masa Depan,
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4.1.2 Pancasila sebagai Saumber Segaia Sumber Hukum

Sejauh ini, hukum dapat pahami sebagai kesepakatan tindakan moral
dalam kehidupan sosial yang dipositifan oleh yang berwenang uniuk ditaati oleh
seluruh demi terwujudnya kehendak umum yakni kebahagiaan sosial.

Tindakan moral dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia merupakan
Pancasila, oleh karena it tujuan hukum di Indonesia adalah tervmijudnya
kesejahteraan Indonesia berdasarkan Pancasila. Ini berpengertian babwa yang
dimaksud terwujudnya kesegjahtcraan umure apabila masyarakat berketuhanan,
adanys kemanusizan yang adil dan beradab, Indonesia ntuh sebagal Negara
Kesaman Republik Indonesia, dalam suasana demokrasi, dan yang terakhir adalah
berkeadilan sosial,

Hal ini sangat jelas bahwa negara Indonesia yang merupakan negara
hukum (Rechtsiaar) adalah negara yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan
bangsa berdasarkan pade Pancasila. Dengan demikian konsekuensi yuridisnya
adalah seroua peraturan perundang-undangan dan atau dengan peraturan hukum
tertulis ladonya vang ada dan akan ada harus semata-mata berhgjuan demi
terwuindnya kesejahiersan umum berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain,
undang-undang vang ads vang tidak sesual dengan tujusn ini bukeanlah undang-
nndang atau sebagal kesepakatan tindakan moral.

Di dalam TAP MPR RI No. 3/MPR/2000, menentukan beberapa sumber
hukum tertulis bangsa Indonesia, yakai sebagai berikut:

Pancasila

Pewmbukaan UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945 dan amandemenya
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemrintah

Keputusan Presiden

Peraturan Daerah

D 9o NN LB W N

Ketetapan ini memperlihatkan hierarki hukum, dan Pancasila sebagai
sumber paling di atas dan paling utama. Dalam perubahan TAP MPR terscbut
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melalyi Undang-Undang No. 10 tshun 2004 tentang Pembenfukan Peraturan
Perundang-undangan, yakni:

Pancasila

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daersh

a. Peraturan Provinsi

b. Peraturan Kabupaten/kota

¢ Peraturan Desa

BB ol S

Selain hierarki peraturan diatas, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut
menyatakan denpan jelas bahwa, “Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukuwmn negara™, Konsekuensi dari pasal ini adalah segala peraturan yang
nantinya akan dibuat harus bersumber pada Pancasila.

Hukum pidana yang merupakan bagian integral dari hukum nasional,

termasuk segala perahran perundang-undangan yang menyangkut hukum pidana
harus bersumber dar Pancasila. Pancasila menjadi dasar dan sekaligus sumber
berlakunya segala macam peraturan pidana.

Dalam prasaran Moeljatno yang berjudul “Atas dasar atau asas-asas
apakah hendaknya hukum pidana kita dibangun?” beliau menyatakan bahwa:

“Hukum Pidana Indonesia bertijuan agar supaya dengaen ridho Tuhan
Yang Maoha Esa, cita-cita bangsa Indonesia jangan dihambat dan dikalengi oleh
perbuatan-perbuatan jahat tadi, sekingga baik negara, masyarakat, dan badan-
badan maupun warga vnegara serta penduduk lainnya mendapat pengayomarn
serta membimbing mereka ke arah masyarakat sosialis Indonesia, yang adil dan
makmur, berdasarkan Pancasila... ™

Dari pernyataan ini dapat disingkat bahwa fujuan hukum pidana Indonesia
adalah agar scluruh masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Oleh
karena itu kejahatan yang terjadi adalah perbuvatan yang tidak sesuai dengan
Pancasila dan oleh karena it tidak akan membawa akibat keadilan dan
kemakmuran bagl scluruh masyarakat.

b Muosliatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana indonosia, Bina Aksara, Jakarla,
1988, him12
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Persoalan penting yang dihadapi saat ini adalah KUHP yang sementara
berlaku saat ini yang jelas merupakan adopsi dari Wetboek Van Strafirecht, tentu
bukanlah suatu peraturan hukum pidana yang bersumber pada Pancasila®® Hal
ini dapat menjadi alasan untuk dilakukanaya pembaruan KUHP tersebut ke arah
yang lebih sesvai dengan nilai-nilar Pancasila.

Bagaimana dengan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam KUHFP yang
sementara berlaku saat ind dibubungkan dengan nilat-nital Papcasila? Dalam
KUHP yvang sedang berlsku saat ini hanya memasukan jenis-jenis pidana,
sedangkan tujuan pemidansan itw sendiri tidak dimasukan kedalam KUHP
tersebut. Jenis-jenis pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok
a. Pidana Mati
b. Pidana Penjara
1) Seamur Hidup
2) Semeniara (setinppi- tmggmya 2{) tabun dan sekurang-kurangnya satu
tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu.
¢. Pidana Kurungan, (sekurang-korangnya satu hari dan setinggi-tingginya
satu tahun),
d. Pidana Denda (sebapai penggenti hukuman kurungan).
2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu.
b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
¢. Pengumuman keputusan hakim.

Apabila kita mengatakan bahwa kejahatan mernpakan tindakan immoral
yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka Pemidanaan harus juga
dirurnuskan sebagai upaya untuk memulihkan situasi dan kondisi yang tefjadi
akibat dari tindakan immonral tersebut demi terwujudnya masyarkat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila. Upaya untuk memulihkan situasi dan kondisi
sudah merupakan upaya untuk memulihkan kembali masyarakat dan korban yang
menderita akibat tindakan immoral den sckaligus memulibkan pribadi pelaku
immoral tersebut. Lantas apskah jenis pemidanaan tersebut sudah merupakan
solusi yang fepat schingga justru tidak bertentangan dengan nilai-pilai Pancasifa?

0 KUHP selalu dipahami oleh ahli bukum sebagai produk kolonial, safah satu
maksud adanya KUHP ini oleh penjajsh Belanda adalah untuk menceagah dan sekaligus
menghukum kawm pribumi indonesia vang membangkang terhadap pemerintah kolonial,
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Pidana mati scbhagaimana telah divmikan diatas adalah tidak efektif dan
justra tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya antara lain sila yang
kedua, yakni “Kemgnusiaan yang Adil dan Beradab”. Karena pidana mati
merupakan tindakan yang sangat tidak adil dan tidak beradab. Jangan menjadikan
lembaga pengadilan sebagai lembaga yang tidak manusiawi, lembaga yang lebih
memilih untuk menghukum mati seorang penjahat daripada merehabilitasinya.

Jenis pidana yang lain selain jenis hukuman mati juga merupakan tindakan
yang tidak manusiawi, tetapi masih dapat dibeparkan sejauh hak hidup terpidana
tetap dihargai dan demi terwujudnya kebahagiaan sostal. Hal ini penting agar
tetap konsisten pada kontrak sosial yang telah disepakati dalam wujud Pancasila
tersebut. Oleh karena itw, pemidanaan baik tujuan pemidanaan. pedoman
pemidanaan dan jenis pidana harus benar-benar diromuskan sesuai dengan nilai-

nilgi Pancasila.

4.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembaruan Pemidanaan

Apakah pembaruan pemidanaan membawa dampak kebahagiaan sosial
sebagaimana dikehendaki dalam Utilitarianisme? Efek positif kepentingan
masysrakat yakni kebahagiaan sosial akan menjadi prinsip utama dalam
pembaruan pemidanaan, namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan
dalam pembaruan terscbut. Pembaruan pemidanaan khususnya mengenai tujuan
pemidanaan, perancang bertolak pada dua sasaran pokok, yaitu, “perlindungan
masyarakat” dan perlindungai/pembinaan individu pelaku tindak pidana. >

Pengalaman masyarakat  yang merupakan perjalanan  scjarabnya,
merupakan saat-gaat terjadinya perubaban nilai-pilal dalam masvarakat, tidak
terkecuali nilai-nilal hokam pidana. Dalam pembaruan pemidansan ada beberapa
faktor yang saling berhubungan disamping faktor-faktor lain, yang mempengaruhi
sehingga teadinya pembaruan fersebut, vakni persoalan pemidanaan dalam

" Barda Nawawi Adet, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Fenyusunon Konsep KUHP Baru, Kercana, Jakarta, 2008, him 88
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konteks legalitas dan living law, persoalan pemidanaan berdasarkan norma agama
dan adat, kemudian persoalan pemidanaan berdasarkan norma universal.

Adanya pergeseran pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemidanaan
antara lain asas legalitas telah mendorong para ahli pikir hukum pidana untuk
memperbaharui KUHP yang merupakan sumber materil pemidanaan di Indonesia.

Modernisasi telah mempengaruhi dan sekaligus mendorong untuk
dilakukannya pembaruan pemidanaan. Modernisasi harus lebih dipahami sebagai
proses perubahan yang akan membawa dampak pada pemenuhan rasa bahagia
seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan juga harus dilihat sebagai sarana
dalam raungka pemenuhan rasa bahagia seluruh masyarakat dalam kegiatan
modernisasi tersebut.

Perubahan masyarakat sebagai proses modernisasi membawa dampak
perubahan paradigma hukum dalam masyarakat tersebut. Meningkatnya
kebutuhan dan pengaliban kepentingan ke arah yang plural menyebabkan conflict
of interest semakin kompleks. Modernisasi juga menghasilkan kejahatan-
kejahatan jenis baru yang semakin rumit dan mendunia.

Modernisasi juga mengakibatkan adanya rasionalisasi terhadap segala
nilai-nilai yang bersumber dari adat jistiadat, kebiasaan atau agama Tentunya hal
ini berdampak melemahnya sebagian norma-norma yang tidak dapat dijelaskan
secara rasional misalnya hal-hal yang berkaitan dengan fabu atan pamali. Alasan-
alasan inilah yang mendorong para ahli hukum untuk merumuskan kembali
norma-norma hukum yanp berdasarkan pada nilai-nilai sosial yang terus
mengalami perubahan untuk dijadikan sebagai jaminan pergaulan yang adil dan
damai.

Tentunya perkembangan masyarakat dialami juga oleh masyarakat
intrernasional. Kejahatan merupakan masalah yang bersifat global. Setiap
masyarakat yang ada di dunia ini mengalami masalah kejahatan. Dalam era
globalisasi ini kejahatan-kejahatan tertentu juga menyebar melewati batas-batas
negara, misalnya fraffiking dan money laundring. Oleh karena itu, dalam

mencegah kejahatan diperlukan kerjasama masyarakat internasional.
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Pencegahan yang metibatkan seluruh kelompok masyarakat internasional
mendorong untuk para ahli hukum pidana mengembangkan berbagai pemikiran
mengenai pemidanaan yang tidak hanya bersumber pada nilai-pilai masyarakat
negara tertentu melainkan pada nilai-nilal universal yang dapat diterima oleh
masyarakat internasional. Karena selain kejshatan yang melampaui batas negara,
globalisasi juga membantu pemikiran dan peraturan internasional mengenai
pemidanaan dengan mudah dipelajari dan bahkan diprakickan oleh belzhan dunia
yang lain.

4,.2.1 Pemidanaan dalam Konteks Legalitas dan Living Law

Pembaruan pemidassan di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan
pemikiran mengenai pemidanaan. Adanys pemikiran mengenai prinsip-prinsip
yang berlaku dalam hukum pidana antara lain asas legalitas yang menjadi salah

satu ciri khas hukum pidana di Indonesia. Dalem memidana seseorang harus

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Legalitas sangat berpengaruh
dalam praktek pemidanaan di Indonesia, namun apakah dengan terjadi perubahan
dalam masyarakat, legalitas masih dapat dipertahankan demtkian?

Pemikiran pemidanaan ini juga dapat dilihat dalam sistem hukum pidana
vang berfaku dalam masyarakat ifw sendin. Karena karakier masyarakat yang
berbeda dengan masyarakat vasg lain, misaloya perbedaan budaya dun agama
atau faktor yang lain seperti wilayah, dapat menyebabkan berbedanya sistem
pemidanaan.

Schagal negars bekas jujehan Belanda, Indonesia telah menjadi negara
yang umumnya termasuk dalam kategord keluarga hukum eropa kontinental. Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan sckarang merupakan kodifikasi
hukum pidana peninggalan masa pemerintahan Hindia Belanda, yang merupakan
kodifikasi kelompok keluarga hukum pidana eropa kontinental.

Sistern hukum eropa kontinental atau civil Jaw system merupakan sistem
hukum dengan prinsip utama bahwa hukum memperoleh kekustan mengikat
karena diwuajudian dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan
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tersusun secara sistematika didalam kodifikasi atau kompilasi tertentu®™ Hal ind
sangat penting karena nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian
bukum. ® Adanya pengakuan terbadap kebiasaan-kebiasaan, selama hukum adat
ataupun hukum agama yang hidup dan diterima sebagal hukum oleh masyarakat
tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pengaruh pemikivan berdasarkan sistem hukum pidana eropa kontinental
ini membawa dampak kepada ahli-abli hukum pidana Indonesia, dimana mercka
berpendapat  bahwa undang-undang merupakan sarapa yang tepat untuk
menyatakan suaty norma hukum secara pasti, yang akan berlaku bagi seluruh
masyarakat, disamping masaloh-masalsh pemikiran bukum pidana vang lain.
Dengan demikian veliditas suaty norma hukum pidana akan ditentukan pada
formalisasi dan legalisasi norma tersebut dalam suatu lembaga legislatif,

Namun demikian, Dalam prakiek hukum pidans di Indonssia, masih
terdapat delik adat yang termasuk kelompok keluarga hukum pidana tradisional
dan juga hukum pidana agama khususnya bhukum pidana islam yang masih
berlaku ditengab-tengah magyarakat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28
Undang-Undang No. 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nifai hukum dan
keadilan yang hidup éaiam masyarakat” Dengan demikian masih terdapat
keharusan untik menilal porbustan mana yang bagi masyarakat meropakan
perbuatan tercela (merupakan suatu perbuatan jfahat menorut perspektif adat dan
atau agama} walau perbuatan tersebut belum tertuang dalam peraturan formil. Hal
ini tentunya berdampak pada azas legalitas yang masih diamut dalam KUHP vang
sernentara berlakn saat ini.

Pasal 1 KUHP vang bersumber dari istilah Latin: “Nulfum delictum melia
poena sine praevia legi poenali”, yang di terjemahkan sebagai “Suatu perbuatan
tidak dapat dipidana, kecuali berdasarken kekuatan ketentuan perundang-

22 yvesmil Anwar & Adang, Op. Cit., blm 82
= hid
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undangan pidana yang telah ada.” Atau dengan singkat @ “Nullum crimen sine
lege stricia”, yang berarti : “tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegag™2**

“Nultum delictum nuila poena sine praevia legi poenali” pertama kali
disamnpaikan oleh Paul Johann Amselm Von Feoerbach (1775 sfd 1833) dalam
bukunya “Lesrbuch des peintichen Recht” pada tahun 1801, Pengertian ini lahir
karera Fewrbach melihat adanya kesewenang-wenangan dalam memberikan
bukuman kepada warga negara oleh pemerintah. Oleh karena semangat jni dan
untuk menghindari kesewenangan terssbut, maka periu terlebih dahulu adanya
andang-undang yang menyatakan dengan tegas suatu perbuatan dilarang apabila
dilakukan ataw tidak dilakukan, dan undang-undang ind tidak boleh berlaku surut.

Seseorang dapat dipidana apabila tindakan tersebut telah lebibh dabulu
dinyatakan dalam undapg-undang dapat dipidana, apabila orang tersebut
melakukan perbuatan itu. Pasal 1 KUHP mengandung asas-asas :

a Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan pada peraturan-
peraturan terfulis {undang-undang dalam arti fuas), Dengan perkataan
lain ketentusn pidana sudah ada terlebih dahulu (daripada tindakan
tertentu) dalam peraturan tertulis.

b. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas kedua ini adalah
merupakan makna atau amanat dari Ketentuan “terlebih dahulu”,

c. Dilarang menggunakan analogi, dalam pencrapan hukum pidana. Asas
ini merupakan makna darl “peraturan tertulis™,

Pendapat yang tidak jauh berbeda dismmpwkan olch Moegljatno.
Menurutnya, ada tige pengertian asas legalitas, yakni :

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam deagan pidana kalau
hal itg terlebih dabulu belum dinyatakan dalam suatu steran
perundang-undangan.

b, Untuk menentukan adanys perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogl (kiyas)

¢. Atusan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut*®

#4 10ebby Logman, Perkembangan Asas Legalites dalam Hukum Pidana
indonesia, makalabh dalam semingr Asas-Asas Hukum Pidana Nasionsl, Badan
Pambinaan Hukum Nasiona! bekerjasama  dengan Fakullas Hukum  Universitas
Diponegoro, Semarang, 2004, him 2. Uihat juga dalam indrivanto Seno Adj, Prospect Of
Indonssian Criminaf Law In The Changing Society,-, him 10

@8 ey Kanter dan S.R. Siantus, Asas-Asas Hukum Pidans df Indonssia dan
Penangmrzya; Storia Grafika, Jakarta, 2002, Rm 70

Moeliaino, Asas-Asas Hokum Fidans, Ringka Cipta, Jakarts, 2002, him 25
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Perbuatan (feit) bagi Moeljatno juga diberikan pengertian “peristiwa”
dengan istilah feit itu mengandung suatu pengertian sebagai perbuatan yang
melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun perbuatan yang
mengabaikan sesuatu yang diharuskan >’

Tidak dapat dipidananya seseorang karena perbuatannya tidak secara jelas
dilarang oleh peraturan pidana yang ada, merupakan suatu bentuk kepastian
hukum yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia pelaku tersebut.
Namun, bagaimana apabila perbuatan tersebut, walau beflum diatur dalam
peraturan pidana tetapi telah meresahkan dan membuat masyarakat menderita?
Apakah seseorang dapat diberikan pidana dengan situasi demikian? Dengan
konsisten pada asas legalitas maka jawabannya adalah pelaku tersebut tidak dapat
dipidana.

Asas legalitas int diatur juga dengan tegas dalam pasal 6 undang-undang
no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi : “tidak
seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang
ditentukan oleh undang-undang”. Pasal ini menghendaki agar orang dapat
dihukum melalui proses peradilan harus berdasarkan pada undang-undang yang
telah ada terlebih dahulu.

Perkembangan masyarakat jauli lebih cepat dari perkembangan peraturan
pidana. Exfra ordinary crime yang merupakan perbuatan yang menurut moral
merupakan kejahatan yang layak untuk dipidana, tetapi tidak bisa karena belum
ada peraturan pidana yang melarangnya. Jika mau komitmen terhadap
penghormatan HAM, maka akan sangat tidak adil jika memberikan hukuman
yang tidak berdasarkan aturan pidana apapun. Oleh karena itu asas manfaat harus
digunakan sebagai landasan untuk melakukan hitung-hitungan untung rugi apabila
melakukan pemidanaan. Standard pertanyaan yang harus diajawab adalah: apakah
pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tersebut dapat mepguntungkan
masyarakat umum atau tidak? Jika pidana yang dikenakan sama sekali tidak
mendatangkan kebaikan bagi masyarakat umum, maka pidana tersebut tidak ada

27 Lihat Loebby Logman, Op. Cit., him 2.
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gunanya. Selain mendatangkan kebaikan bagi masyarakat umom, pemidanaan
tersebut juga harus memperhatikan faktor keadilan kepada terpidana. Kebaikan
umum dan Keadilan akan menjadi faktor penentu dalam penerapan pemidansan.

Kepentingan publik lebih dintamakan deripada sekedar memberikan derita
yang tidak berguna kepada pelaku Expra Ordinary Crime. Peraturan tertulis itu
sangat penting, tetapi jika tidak ada maka prinsip “manfaat™ yang harus digunakan
sebagai dasar untuk bertindak terhadap pelaku kejahaian tersebut. Menjadi
persoalan sckarang adaleh bagaimana menentukan manfaat tersebut 7

Jeremny Bentham mengungkapkan bshwa dalam menentukan apakah
bermanfaat jika sescorang dipidana atau tidak, yakni dengan adanya pemahaman
bersama. yang jelas dan tepat mengenai kata “manfaat”. > Prinsip sederhananya
adalah pemidanaan tersebut harus mendatangkan manfaat yang lebih besar
daripada akibat perbuatan jahat tersebut. Manfaat yang lebih dibendaki adalah
pemidanaan ity dapal mendatangkan kebahapiaan vang besar bagi masyarskat
banyak. Jika pemidanaan tersebut justru mendatangkan penderitasn, maka sangat
tidak bermanfaatlah pemidanaan tersebut. Asas Legalitas bermanfaat sejauh dapat
menjamin kebahagiean sosial.

Namun dalam penerapan pemidanaan yang tidak dapat komitmen
sepenuhnya terhadap asas legalitas, dengan menggunakan pringip “wandaat™ akan
ditentukan pula faktor keadilan bagi terpidana, Prinsip “manfaat” tidak juga dapat
dijadikan sebagal dasar untuk melakukan pemidanaan yang tidak berdasarkan
pada peraturan pidana yang tertulis, Melainkan dengan menggunakan prinsip
“manfaat” akan dipertimbangkan terlebih dahulu sumber-sumber moral yang ada
dalamn masyarakat, apakah dapat dijadikan sebapai alasan yang logis untuk
melakukan pemidanaan. Sumber-sumber moral yang lain masih dapat digunakan
untuk memberikan sanksi kepada pelaky selama perbuatan tersebut menimbulkan
kerugian. Sanksi inl dapat bersumber dari norma agama, norma adat, ataw norma
lain yang beriaku dalam masyarakat.

Dalam Rancangan KUHP tahun 2008, telah terjadi pergeseran rmakna
mengenai asas legalitas, seperti terlibiat pada pasal 1 Rancangan KUHP tersebut:

8 jeremny Bentham, Op. C#, him 25
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1. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuall
perbuatan vang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam
peraturan perumdang-undangan yang berlaku pada sast perbuatan it
dilakukan.

2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan
analogt,

3. Ketentmian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang mepentukan
bahwa sescorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut fidak
diatur dalam peraturan perundang undangan,

4. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesual dengan nilai-nilai Pancasila
dap/atau pripsip-prinsip hukom umum yang diakui oleh masyarakat
bangsa-bangza.

Dalam konsep tersebut kelibatan jelas adanya pergeseran pemikiran
mengenai asas legalitas ini. Pergesaran ini menjadi perdebatan para ahli hukum
pidana, beshwa dengan adanya konscp tersebut, telah terfjadi kerounduran dalam
pemikiran mengenal asas legalitas dengan adanya ayat (3), yang dapat
memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk memidana seseorang
hanya berdasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat, yekni hukum yang
bersumber dari agama atau adat istiadat. Tentn hal ind dapat menimbulkan
ketidakpastian dan  babkan ketidakadilan. Dengan adanya asas legalitas,
diharapkan tidak adanya kesewenapg-wepangan dalam pepuntutan  dan
pemidanaan.

Untuk menghindari ketidakadilan ini, ada suato batasan yang jelas dalam
ayat {4) yakni mengenai hukum yang hidop dalam masyarakat merupakan norma-
norma masyarekat yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai
Pencasila dan/atan prinsip-prinsip universal.

Ayat (3) memang menimbulkan kontradiktif dengan ayat (2} yang tidak
menghendaki adanya analogi. Dalam menentukan apakah scseorang telsh
melakukan suata perbuatan yang dapat dipidana, sangat tidak dibenarkan untuk
melakukan analogi. Pidana merupakan tindaken rasional yang diberikan oleh
negara kepada seseorang yang secara rasional telah melakukan kejahatan, oleh
karena ity untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakokan kejshatan

haruslah dengan cara vang rasional dan tidak menggunakan analogi-analogi
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schagai cara menarik kesimpulan yang keliru. Penggunaan keyakinan-keyakinan
dogmatis yang berasal dari norma-norma adat dan agama dalam menentukan
seseorang dapat dipidana atan tidak merupakan penggunaan vang keliru sejauh hal
tersebut justou tidak mendatangkan kebahagiaan sosial dan jaminan keadilan bagi
terpidana. |

Oleh karena itu sangat baik apabila pemidansan diterapkan sstelah adanya
peraturan tertulis astan undang-undang mengenainya Peraturan pidana harus
tertulis lebib dahulu. Dilain pihak karena perbuatan yang bagi norma adat ataupun
norma agama merupakan perbuatan tercelah tidak dapat dipidana berdasarkan
peraturan pidans formil kavena kedua norma terscbut tidek tertulis dalam
peraturan pidana negara.

Negara Indonesia yang heterogen dalam konteks budaya dan agama
cendrung untuk konflik datam pemahaman mengenai aturan pidana, oleh karena
ite, untuk meaghindari hal tersebut maka hukum pidana sebaiknysa fertulis.

Hukum pidana tidak berdaku surut, dia berlaku ferhitang sejak fanggal
ditetapkan ke depan. Dengan demikian pemidansan {penjatuban pidana) adalah
bertentangan dengan kepastian hukum  apabila dijatuhkan terhadap suatu
perbuatan yang dilakukan pada wakt lampau, sebelum adanya peraturen pidana
yang melarang perboatan itu.

Dalam perkembangan hukwen pidana, asas legalites ini mendapat
pengecualian dengan adanya beberapa kasus yang dinifai scbagai kasus luar biasa,
antara latn kasus Bom Bali, pelangparan Hak Asasi Manusia di Timor Timur dan
beberapa kasus vang lain. Bahken dalam perkembangan selanjutnya terdapat
undang-undang yang menyimpang dari asas legalitas yang diatur dalam pasal |
KUHP tersebut (fex specialis derogat legi penerali), misalnya PERPU No. 2
fahun 2002, vang menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2003, Dalam kasus
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang No. 39 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.

Adanya pemberlakuan asas retrozktif dalam beberapa undang-undang
tersebut, menunjukan adanys perubahan pemikiran hukum pidana oleh para
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ahlinya di Indonesia. Pergeseran pemabaman ini lebih dimaksudkan sebagal
upaya yang harus ditempuh oleh hukum pidana untuk mewujudkan keadilan,

Sebagaimana telah dijadiken sebagai maksud adanya asas legalitas adalah
untuk menjamin rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana, begitupula denpan
pergeseran pemaknaan asag legalitas khusunya asas retroaktif, adalah semata-mata
unfuk menjamin rasa adi} dalam masyarakat, Xarena fungsi hukum pidana itu
sendiri adalah untuk menjamin rasa adil baik bagi pelaku mavpun bagi
masyarakat. Dengan demikian pergeseran pemahaman ataupun perubahan
pandangan mengenai asas retroakfif ini adalah demi kebaikan urnum atau demi
kebahagiaan sosiai.

Harus ada suatu pertimbangan keadilan terthadap masyarakat dan terhadap
pelaku yang diduga melakuvkan tindak pidana Pertanyaan penting yang selalu
harus ditanyakan adalab apakah perbuatannya telah mengakibatkan penderitaan
bagi masyarakat ataw tidak. Sika jawabannya adalah “iya”, ditanyakan kemudian
apakah hukum pidana diperiukan untuk menyelesaikan penderitaan yvang dialami
oleh masyarkat tersebut?

Dalam penyelesaian penderitaan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan
jahat, tidak hanya didominasi oleh hukum pidena, melainkan ada berbapal norma
lain  yang ada dalamy masyarakat vang turat berperan penting dalam
menyelesaiken masalah tersebut, dan seringkali penggunaan norma lain selain
hukum pidana lebih memberikan rasa adil bagi masyarakat tersebut. Dalam
penaatan terhadap asas wltimum remedium, hal ini tentu tidak menjadi persoalan,

Selain hal terschut, kebanyakan perbuatan yang dikategorikan tidak
menyepangkan bagi masyarakat belom secara formal dalam bentok hukum pidana
positif ataw belum diatur dalam peraturan hukum pidana tertulis, Namun karena
perbuatan itu secara moral telah tidak mengenakan karena telah menyentuh
norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa menderita
dengan adanya perbuatan tersebut, Oleh karena #tu hendaknya penegak hukum
dapat menggunakan norma selain hukum pidana untuk memberikan rasa adil bagi
masyarakat dengan menggunskan norma~-norma yang ada misalnya norma adat

atau nOTMa Agama.
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Dalam konteks yang sama, ketika kemudian diberlakukan hukwm pidana
yang mengatur perbuatan tersebut sebagai seswatu yang dilarang karena
mengakibatkan penderitaan bagli masyarakat, apakah peraturan pidana dapat
diberiakukan bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya sebelum adanya
peraturan itu? Jika henya semata-mata demi formalitas suatu asas non retroaktif,
maka jawabannya tentunya “tGdak dapat”. Pelaku tersebut tidak dapat dituntut
ataupun dimintai pertanggingiawaban melalui pemidanaan, Alasan vang selalu
digunakan sebagal pembenaran terhadap berlakunya asas non retoaktif adaleh rasa
keadilan dan hak asasi dari pelaku tergebut. Dititik lain tidak dipertimbangkan
mengenai kenikmatan yang diperoleh dan dirasakan oleh pelaku tersebut akibat
perbuatannya yang berlangsung seiring dengan penderitaan yang dialami oleh
masyarakat akibat adanya perbuatan tersebut.

Apabila kita hendak melihat penderitaan yang dialami oleh mesyarakat,
maka asas non retroaktif akan tidek secara kaky diberlakukan. Masyarakat (dalam
hal ini diwakilt oleh negara) dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku yang
melakukan perbuatan yang tidak mengenakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan pidana yang berlaku lebik kemudian daripada wakiu terjadinya
perbuatan yang dilarang tersebut.

Namun asas retroaktif ini dapat dilakukan sejauh demi kebahagiaan sosial
dan berdasarkan Pancasila. Sehingga apabila ketika undang-undang mengenai
perbuatan tersebut diberlakukan, masyarakat tidak lagi merasakan penderitaan
vang diakibatkan oleh perbuatan itu, dan pelaku sendiri tidak mendapatkan
kepikmatan atau kebahagisan dan perbustan yang dilakekannya, maka
pernidanaan terhadap pelaku menjadi sia-sia. Pernidanaan vang dilakukan tanpa
dasar tersebut hanys menjadikan undangundang tersebut sebagal sarana balas
dendam, atau karena rasa antipati. Hal ini tentu tidak baik dalam pemidanaan
sebagai upays pemberian rasa adil kepada pelaku dan masyarakat.

Dalam pembarvan pemidanaan saat ini memang sudah bermanfaatiah
dilakukan pergeseran makna mengenai asas retroaktif itu sendiri. Walau memang
ntasih dibatast pada beberapa peraturan perundang-undangan anfara lain undang-
undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM., Tentunya hal ini sangat berkaitan
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dengan semangat yang terjadi pada ahli hukum pidana, yang mencoba melihat
manfaat pemberlakvan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alternatif
lain dalam menyelesaikan masalah pidana.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang memang dalam
kenyataan memiliki berbagai perbedaan sehingga perlu untuk menyatakannya
dalam suatu semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, membawa juga pemikiran hukum
yang plural atau lebih dikenal dengan istilah Pluralisme Hukum. Pluralisme
hukum ini memang melihat bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak
bersifat homogen atau satu jenis melainkan ada berbagai jenis. Dari segi sistem
hukum, selain hukum pidana yang dipengaruhi oleh sistem hukum eropa
kontinental, hukum adat dan hukum agama juga masih hidup dan berlaku datam
masyarakat Indonesia.

Dalam sejarah hukum di Indonesia, asas legalitas sepertinya tidak dapat
diterapkan tanpa adanya pengecualian dan penyimpangan. Hal ini dikarenakan
masih dibuka kemungkinan dapat dipidananya seseorang berdasarkan pada hukum
yang hidup dalam masyarakat (Ziving law) yang bisa bersumber baik dari hukum
adat, kebiasaan, atau agama. Walau dalam kenyataan fiving law tersebut tidak
pernah diatur secara tegas dalam KUHP.

Pengaruh ajaran agama atau adat istiadat dalam masyarakat sangat kuat,
sehingga dorongan untuk menggunakan peradilan adat atau agama untuk
menyelesaikan persoalan yang bagi masyarakat merupakan perbuatan dugjana®™’
lebih dikehendaki sebagai upaya pemenuhan rasa adil bagi masyarakat.

Dalam pemikiran hukum pidana, masalah legalitas dan hukum yang hidup
dalam masyarakat sering bertentangan satu dengan yang lainnya. Sebenarnya
pertentangan ini justru harus terjadi pada saat proses legitimasi hukum tersebut.
Pada proses ini perdebatan politis yang lahir dari berbagai kepentingan yang
berlandaskan pada pemahaman nilai moral dari masyarakat yang plural untuk

=9 Pengertian extra ordinary crime, yakni perbuatan yang bagi masyarakat umum
merupakan perbuatan durjana atau kejahatan karena melanggar norma adat atau
agama, sehingga pelaku pantas untuk dituntut dan dipidana, walaupun kejahatan itu tidak
disebut dalam undang-undang. Likat Moeljatno, Op. Cit.,him 24.
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diterima menjadi suatu komsep vang aklumya ditetapkan sebagai konsensus
hukum dalam bentuk hukum positif.

Dalam proses legislast ini hukum dimaknal sebagail moral dominan dalam
konklusi politik karena bukum ita sendiri merupakan norma moral yang telah
diuji dengan perdebatan demokeatis oleh lembaga legislatif agar dapat diterima
sehagai norma moral bersama seluruh masyarakat. Namun dalam kenyataan
perbedaan dan bahkan perdebatan ini masih terus berlaniut dalam kebidupan
masyarakat pada saat undang-undang tersebut dijalankan.

Kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat entah kelompok
karena kesatuan agama atan budaya tetap mempertahackan norma moral
kelompok masyarakat tersebut sebagal suatu norma yang dianpgap paling baik
dibandingkan dengan lainnys, padahal belum tentu demikian, karena masih perlu
diuii secara rasional dan inklusifitasnya. Karena snggapan terschut, konflik
dogma sering terjadi dalam kehidupan masyarakat heteropen seperti @i pegara
Indonesia ini.

Dalam kenyataan indlah pluralisme dapat diterima schagai suatu paham
yang dapat digunakan wntuk menghinderi konflik dogma tersebut. Pluralisme
dianggap scbagai norma-norma moral vang berbeda secara praktis antara safu
kelompok masyarakat dengan lainnya, dan norma moral ini diangpap berlaku oieh
kelompok yang meyakininya sebagai sesuatu yang benar selain hukum nasional
yang telah ada dan ditetapkan terlebih dahulu.

Masyarakat meyakini norma-nomma moral diluar norma bukum yang ada
karena masyarakat merasa terlindungi atan setidak-tidaknya kepentingannya
mudah terpenubi apabila dia berpegang teguh pada nilai moral tersebut walau
itupun dapat bertentangan dengan hudum positif saat ini.

Dampsak lain yang menyebabkan pluralisme adalah, ketidakpercaysan
masyarzkat terhadap sistem pemidanaan yang bagi sebagian penduduk merupakan
tindakan yang tidak tepat vang dilakukan oleh negara. Seseorang yang mencuri
seekor ayam jantan milik kepala desa dihukum oleh pengadilen negeri selama satu
tahun penjara, Sedangkan seorang anggota legislafif vang telah terbukti dan
meyakinkan menerima suap dan melakukan korupsi miliaran rupiab, dilukum
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juga selama satu tahun penjara. Tentu hal ind belum tentu selaras dengan salah
satu prinsip proporsional pemidanaan sesuai dengan ajaran Jeremy Bentham,
Kejahatan yang dianggap lebih besar dibandingkan dengan yang lain seharusnya
mendapatkan hukuman yang lebih besar, hal ini perln karena demi tetap
efektifinya pidana tersebut.

Oleh karena adanya peristiwa demikian tentunya pilihan norma muoral
masyarakat terhadap norma lain selain norma hukom untuk sast ind tidak dapat
disalshkan Dalam realitas masyarakat yang mayoritas muslim menganggap
koruptor triliunan rupath harus dibukwn dengan potong tangan atau sejenisnya
merupakan tindakan yang tepat untuk kejahatan tersebut. Daripada hanya dipidana
satu tahun penjara yang bagi masyarakat merupakan putusan yvang tidak adil jika
dibandingkan dengan crang yang mencuri ayam kepala dess. Pilihan pidana
berdasarkan noima agama dan atau dengan norma adat olch masyarakat manjadi
semakin kust dikala pidana berdasarkan norma hukem yang ada sudsh semakin
melemah. Scharusnya legislator meiibat kecendrungan ind, dan membawa alasan
ini sebagal salsh satu alasan winuk diskannya pembaruan terhadap sistem
pemidanaan tersebut.

Hukum vang hidup dalam masyarakat memang dapat dijadikan sebagal
alasan untuk memberiakukan pemidanaan. Sebagaimana disampaikan oleh Jeremy
Bentham bahwa pemidanaan merupakan penderitaan yang tentunya penderitaan
ini tidak hanya berswnber pada hukum pidana negara melainkan dapat bersumber
dari norma-norma yang lain. Sumber pemidanaan sama dengan sumber
penderitaan,®® Penderitaan ini bersumber dari sanksi-sanksi fisik, politis, moral
dan agama. Apabila secara spontan sckelompok masyarakat menolak prilaku
seseorang karena tidak mengenakan perasasn masyarakat maka orang tersebut

20 Now this same suffering, if inflicted by the law, will be what is commoniy calied
a punishment”. Lihat , An Introduction to the Principles of Morals and Legisfation, Bab 3
Point VIIL. Perkembangan motivasi sanksi Bentham, sebagai jawaban terhadap beberapa
kejahatan, telah diuraikan dalam beberapa bukunya, yaitu Fragment on Govermment and
A Comment on the Commentaries, mengenai tiga sanksi vakni politik, moral dan agama.
Kermudian dalar An Infroduction fo the Frinciples of Moral and Legisiation, sanksi yang
ke empat yakni sanksi fisik. Dan yang terakhir Deonlofogy pada tahun 1814, dengan
pembahasan mengenal "Sympathy’, yang diklasifikasikan sebagal sanksi vang ke lima.
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menerima sanksi sosial vang bisa didasarkan pada pemahaman moral dari adat
istiadat, begitupula dengan seseorang akan dianggap berdosa oleh sekelompok
omang yang fergabung dalam suatu agama karena melanggar norma yang ada
dalam agama tersebut Orang berdosa ini akan diberikan sanksi berdasarkan
norma agama tersebut.

Menjadi persoalan vang sangat penting adalah menentukan apakah suatu
perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dengan menggunskan
norma adat atau norma agama, sedangkan dalam kedua nonmna tersebut belhun
diatur secara tegas mengenal perbuatan mana vang dikategorikan pidana dan
layak untuk dipidana. Tenfunya persoalan ini akan semakin rumit apabila kita
menggunakan “asas manfaat” demi kebaikan umum. Dalam kasus yang demikion
diperfukan penegak hukum wuntuk jeli melihat persoalan ini. Oleh karena it
prinsip pengpunasn asas manfaat dalam konteks pluralisme dan fiving faw harus
ada baiasan yaong sangat jelas seperti yang diamanatkan dalam Rancangan KUHP
Tahun 2008, pasal 1 ayat {4}, dimana /ivirg law dapat digunakan sepanjang sesuai
dengan nilai-pilai Pancasila dan/atan prinsip-prinsip hukum vmum yang diakui
oleh magyarakat bangsa-bangsa.

Prinstp-prinsip inilah yang scharusnya diperjelas oleh legislator sebagai
acuan dalam pidana prakiis nantinya. Prinsip-prinsip hokum dan nilai-nilai
Pancasila merupakan batasan aise standard yang dipunakan untuk membsatasi
tindakan pemidanaan yeng bisa saja tidak mendatangkan kebahagiaan atau bahkan
keadilan sebagaimana dipshami dap diskui oleh magyarakat bangsa-bangsa.

Dengan demikian sangat perlu juga untuk memazhami nilai-pilai yang
hidup dalam masyarakat yang bersumber dart norma-norma sosial tersebut antara
lain norma adat dan norma agama. Kedva norma ini sangat mempengaruhi
penerapan pemidanaen di Indonesia, sehingga tidak mengherankan apabila
perancang memasukan dalam pasal 11 ayat 2) Rancengan XUHP tahun 2008
vakni : “untuk dinyatakan scbagai tindek pidana, selain perbuatan tersebut
dilarang dan diancam pidana olsh peraturan perundang-undangan, harus juga
bersifat melawan huokum atau berfentangan dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat”,
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Dengan adanya pasal tersebut dapat ditegaskan babwa suatu tindakan
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut juga
bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat atau yang
disebut sebagai living law. Namun ada catatan yang jelas bshwa akibat dar
pemberlakuan Ziving law tersebut harus tidak bertentangan dengan nifai-nilai
Pancasila.

422 Pemidanaan berdasarkan Norma Agama dan Adat

Hukum merupakan - proyeksi nilai-nilal yang ada dalam masyarakat,
ketaatan terhadap hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum jtu berasal dard
magyarakat itu sendiri. Jika hukom positif tidak berasal dani pilai-nilal yang hidup
dalam masyarakat, meka semakin dipaksakan hukum tersebut akan semakin tidak
efektif.

Hukom positif bukan merupakan satu-satunya norma yang mengatur
mengenai prilaku manusia. Masih ada noma adat dan agarma serta kebiasaan yang
menjadi sumber norma moral bagl masyarakat tersebut, termasuk juga menjadi
sumber hukum positif. Semva norma ini merupakan pedoman prilaku bagi setiap
anggotanya demi kebahagiaan masyarakat. Noma-norma ini menghendaki
adanya keharusan bagi setiap angpota masyarakat untuk menaatinya. Haropir
semua hal diator oleh norma-norma tersebut, schingga masalah terfentu vang
menjadi masalah norma tertestu dapat juga menjadi masalah porma yang lain.,
Misalnya masalah pencurian, dimana selain porma agama dan adat melarangnya,
norma hukum juga melareng pencurian. Dan masih banyak hal lain yang diatur
oleh lebih dari satu norma.

Norma-norma terscbut memiliki perbedaan dalam mengikat setiap
anggotanya. Norma hukum lebilh jelas dan tegas dalam menegakannya
Sedangkan norma yang lain dapat dianggap lebih tidak kuat mengikatnys. Norma
hukum akan menekankan kepada masyarakat untuk menasti norma hukum
tersebut, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap norma bukum, pelakunya
dapat diberikan hukuman oleh negara tanpa perlu adanya persetujuan dari pelaku
tersebut. Sedangkan norma moral lainnya, seseorang lebil bebas untuk bertindak,
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hanya hati nuraninya dan atau juga tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap
norma yang menjadi alat kontrol. Apabila dia melanggar norma moral tersebut,
dia tidak mendapatkan hukuman dari negara, melainkan pelaku tersebut hanya
mungkin merasa tidak tentram dalam dirinya karena telah melakukan kejahatan
atan dosa. Mungkin pelaku pelanggaran terhadap norma raoral selain hukum akan
dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya, tefapi pelanpgaran norma moral yang
bersumber dari hukwm adat atan agama tidak dapat dijadikan alasan atau dasar
untek mernidana pelaku tersebut berdasarkan norma hukum oieh negara.

Tetapi norma-norma ini hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam
pembaruan pemidanaan, NOMNA-NOMA yang ade dalam masyarakat ini juga sangat
mempenganhi dalam melakukan pembaruan tersebut.

Penduduk Indonesis yang berjumlah lebih dari 210.000.000 jiwa yang
tersebar dalam kurang lebib 13.667 pulau, yang terbagi dalam 300 suku/sub suku
dengan menggunakan kurang lebih 250 babasa dan dialek mesing-masing.
Dengan demikian sudah scpantasnyalah Indonesia memiliki semboyan Bhineka
Tungeal Ika

Magyarakat Indonesia schagal masyarakat heterogen vang selain tunduk
pada norma-norma hukem positif negara, mereka juga terbagi dan tunduk pada
norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pengaruh
hukum adat dan hukom islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia membawa
dampak terhadap penegakan hukum nasional yang kebanyakan dipengaruhi oleh
sistern hukum eropa kontinental,

Nilai~nilai vang bidup dalam masyarskat vang telah diyekini sebagai
prilaku vang dapat membahagiakan sehruh magyacakat telah diangkat menjadi
pilai-nilal hukum pidana yang sesnai dengan perkembangan masyarakat itu
sendiri dan telah dibahasakan dalam undang-undang hukum pidana, tentunya
undang-undang hukum pidana tersebut akan membawa dampak kebahagiaan bagi
seluruh masyarakat,

Masyarakat selalu menilai pemidanaan dengan berbagal macam sudut
pandang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat.
Dogma agama yang lebih cendrung pada retributivisme akan mempengaruhi
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pemeluk agama tersebut untuk mengangeap bahwa pemidanaan ite harus bersifat
retribufif, begitu pula dengan yang beraliran utilitarian,

Huloum pidana adat yang bersumber dan berdasarkan pada nilai-nilai adat
mempunyai cara penyelesaian masalah pidana yang dapat berbeda jauh dengan
hukum pidana nasional yang bersumber pada Werboek Van Straftrechi (KUHP).
Hal ind tidak jauh berbeda denpan hufum pidana islam, yang tentunya memiliki
formalisasi yang sanget berbeda dengan KUHP terscbut.

Apgama dalam arti sempit, adalah hubungan antare Tuhan dan manusia
Hubungan ite mengadung kewsjiban-kewajiban terhadap Tuhan, sebagai cinta
terhadap Tuhan ' Di Indonesia, terdapat lima agema yang diakui disamping
berbagai aliran kepercayaan *? Namun agama Islam merupakan agama mayoritas
atau dipeluk oleh kebanyakan warga negara Indonesia. Selain sebagai agama
mayoritas, sgama Islam memiliki norma hukum yang teratur dea memiliki jenjang
sifat mengikat yang berbeda.” Semua peraturan datam Hukum Islam merupakan
rumpsan vang berdasarkan pada kebendak atau wahyu Allah (Theosentris). Oleh
karena ity huknm Islam bersumber pada A1 Qur’an dan Stmna Nabi (hidup dan
ajaran pabi sebagaimana diterukan dalam tradisi atau Hadigh). Selain itu hukom
Islam juga bersumber dari Idjma vakoi aturan yang discpakati umat Islam. Bahkan
kijas (analogi) pun dirnjuk sebagal sumber hukum.

Al Qur'an merupakan Kitab Suci wmat Islam, dan sebegparnya bukan
merupakan kategori kitab hukum pidana. Namun demikian, terdapat banyak ayat
datam Al Qur’an yang berhubungan dengan kukum, Sunnai merupaken perkatan
dan perbuatan serfa segala sesuatu vang disetujui oleh Nabl Mubammad SAW.
Hadits sendiri berarti sepala hikayat ataw pembicaraan yang digunakan dalam
meriwayatkan segala sesuatu tindak tanduk Nabi Muhamad SAW. Dengan kata

VL J. van Apeldoorn, Pengantar fimu Hukum, Pt Pradnya Paramita, Jokarta,
1486, him 22

R Agama yang diakui di Indonesia © Islam, Kristen Kalolik, Kristen Protestan,
Hindu, dan Budha. Dan beberapa aliran kepercayaan sepert Khong Hu Chu, Kejawen,
Dayak Khayangan dan lain-iain.

5 Andre Ata Ujan, Fisafat Hukura, Membangun Hukum, Membeia Keadifan,
Kanisius, Yokyakarta, 2008, him 42
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lain $inah merupakan contoh perbuatan Nabi yang diambil sebagai hukum
karena adanya suatu hadiss.

Dalarm pembaruan pemidanaan, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat
termasuk nilai-nilal agama digali untuk dijadikan sebagai norma pemidanaan yang
terintegrasi di dalam sistem hukum nasiopal, sehingga berlaku tidak hanya bagi
golongan agama tertentu melainkan bagl seluruh rakyat Indonesin. Hal ini
dirasakan periu karepa pemidanaan yang ada, vang bersumber dari KUHP warisan
zarsan kolonial yang dirasa ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan nilai-nila
yang hidup dalam masyarakat misainya nilai-nilai agama dan adat istiadat.

Pengintegrasian dam menjadiken norma agema menjadi norma hukum
positif, memerlukan suatu kopsensus dadam hilum pidana. Tentunyz norma
agama ini tidak secratus persen (100%) dapat dijadikan sebagai nomoa hulum
posifif yang mempunyat sifat dapat dipaksakan kepada sebwuh. Yang perlu
dilakukan dalam konsensus ini adalah perabahasaan yang sesuai denpan semangat
negara yang bhineka. Seni perondang-undangan dengan penggunaan kalimat yang
tepat terbadap hukum pidana vang bersomber dan nopma agama tappa
mengurangi substansi yang dimaksud akan sangat membantu efektifnya
pemidangan tersebut,

Lebih dari iy, penggalian terhadap nilai-nilai agama untuk dijadikan
sehagal norma pemidanaan sebagal bagian dard hukum nasional, maka perlu untuk
ditegaskan kembali bahwa, pilai-nilat sgama yang diangkat adalah nilai-nilai yang
benar-bepar dapat melindungi selurnh masyarakat tanpa terkecuali dad kejahatan,
Dan nilai-nifai tersebut benar-benar dapat meningkatkan kebahaginan sosial atau
kesejahterann umum, serta tidek berfentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan
nilai-nilai universal lainnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam perkembangan nilai
agama adalah; apakah seseorang dapat dipidana karena pindah agama/murtad?
Atau dapatkah seseorang dipidana karena keyakinannya terhadap Tuhan yang bisa
saja berbeda dengan kevakinan kita?
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Kasus yang dialami oleh Lia Eden, Ahmadiyah dan lain sebagainya
merupakan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama.”®! Dengan
Rancangan KUHP yang ada, tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai
penghinaan terhadap agama yang sah; menghina keaguangan Tuhan; menodai
atau merendahkan rasul, nabi, kitab sueci dan ajaran agama: penghasutan untuk
meniadakan keyakinan terhadap agama; dan lain sebagainya.

Apakah yang harus kita lakukan, apabila terdapat beberapa orang diantara
kita yang sama sekali memiliki keyakinan yang berbeda dan memiliki vara yang
sangat berbeda? Cara den keyakinan mereka telah menyerang dan menyakitkan
batin, telah menjadikan kita tidak tenang dan merasa kita lebib benar dan suci
serta kita memiliki hak untuk menghentikan mereka yang berbeda keyakinan
dengan menggunakan hukum pidana.

Apzkah kita harus belajar untuk sadar dan lebih terbuka lagi terhadap
kebhinekaan yang setiap saat terjadi? Afau kita akan menutup dirli dengan
keyakinan-keyakinan dan dogma-dopma teologi yang tidak kontekstual dan
berwawasan bhineka? Pidana ditujukan bagl pelaku kejahatan yang secara
rasional dapat dibuldikan bersalah, bukan karepa alasav-alasan teologi yang
bersifat dogmatis, yaog hanya dapat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti
dalam pengadilan surgawi. “Ketika orang bijaksana menunjuk bulan, semua orang
dungn akan melihat jari™®. Jangan sampai kita tidak melihat Tuhan dengan
segala kebatkanNya, malah memperdebatkan dan berperang demi jari telunjuk ite.

Sungguh sangat berbahaya apabila memidana sescorang banya untok
kenyamanan dan kebanggaan atau hanya uptuk keyzkinan dan kepercayasn
dogmatik penegak hukum itu sendiri atau kelompok tertentu, dan atau hanya
untuk meredakan perasaan negatif terhadap pelaku kejahatan,?

Kesimpulannya bahwa nilai-nilai agama dapat diangkat dalam norma
hukum pidana nasional sejaub nilai-pilai agama tersebut dapat mencegah

o 7o, Lihat Rancangan KURP tahun 2008, Pasal 341 s/d Pasat 348
&nfhany De Melle, Awsmess, BulinBulir Mutiara Pencershan, P Gramedia
i’-’asta%m Litama, Jakarka, 2008, Mm 214
ﬁandzngkan dengan Anthony Da Mello, /bid, him 318
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kejahatan, dapat meresosialisasikan terpidana, dan terlebib dapat meningkatkan
kesejahteraan umuwm sebagai bentuk kebahagiaan sosial,

Dalam konteks adat, kewajiban-kewajiban moral yang bessumber dari
kebiasaan atau adat istiadat dapat diangkat menjadi norms hukum pidans nasional
sejauh dapat mendatangkan kebahagiaan sosial. Penggalian nilai-nilai dalam
masyarakat dan diangkat menjadi norms hukum pidana nssional telah
menegaskan kembali buhwa hulcum sebagal proyeksi nilai moral masyarakat.
Hukum ito merupakan proveksi prilaku positif yang mengakibatkan meningkatnya
kebahagiaan sosial. Masyarakat akan dengan mudah tunduk pada hukum yang
rereka kenal dengan baik, dan hukum itu sebagai bagian yang fak terpisahkan
dalam sejarah hidup masyarakat, karena hukum tta hidup bersama masyarakat.

Sejak era reformasi, informast mengenal berancka ragam adat istiadat di
Indonesia menyebar sangat uas bagai pepatah hukum dar Batak-Toba : “muba
tano mube dubut-dubutng, muba bat muba uthumna” 2% Di beberapa daerah di
Indonesia, masih ferdapat ketentuan-ketentuan hukum yang Gidak tertulis, yang
hidup dan diakui sebagal hukum 4i dserah tersebut. Dan pelanggaran terhadap
hukurn adat ini dapat diberikan sanksi pidana adat.

COrang rmulat melibat bahwa kekayaan budaya tidak hanya mengenai {farian
adat tertentn, misalnya tarian Jaipong dan Suku Sunda ateu tarian Maéngket dard
Minghasa, dan lain sebagainys, melainkan orang mulal melihat bahwa dalam
kehidupan masyarakat terdapat kearifan-kearifan lokal yang sanpat bermanfaat
bagi kepentingan umum. Kearifan-kearifan lokal ini sangat berkaitan dengan adat
masyarakat setempat.

Perkembangan pluralisme seperti yang digambarkan diatas, jugs
membawa dampak pentingnya bukom adat dijadikan sebagal pertimbangan dan
babkan dasar untuk menjawab persoglan-persoalan yang berkembang di datam
masyarakat. Selsin itu dalam mengadili suatu persoalan kasus tertentn, harus
diperhatikan apakah kasus tersebut menyangkut masalah adat atau tidak? Hal ini
sangat bermanfast dalam pengambilan keputusan, karepa hakim dapat juga

* 4ain tanah lain renpot, ain daerah fain hukumn® Lihat dalam catatan kaki L,
Van Apeldoom, Op. Cit, him 32
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memberikan pidana berupa pidana tambshan pemenuhan kewajiban adat
setempat.

Perlunya sanksi pidana “pemenuhan kewajiban adat”, karena pengadilan
harus menghargai nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih
tetap dilindongi, sehingga dengan sanksi tersebut diharapkan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat adat masih dijamin. Upaya pemenuhan rasa adil bagi
masyarakat lokal/adat yang masih mernegang teguh hukum adat, mempengaruhi
pemidanaan, sehingga pidana adat harus dimasukan sebagai bapian dari hukum
pidana nasional,

4.2.3 Pemidanaan berdasarkan Norma Universal

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia, oleh karena itu
perubahan yang terjadi di dunia ini akan juga mempengaruhi perkembangan yang
terjadi di Indonesia. Tidak menutap kemungkiman perubahan ini akan
mempengarahi perubaban pemidanaan di Indonesia.

Modernisast dan globalisasi yang dilihat sebagai bagian dari proses
perubghan dunia, membawa akibat adanya suatu komunikasi dan interaksi
berbagai norma yang ada di dunia fnd. Semua norma ini saling menilai dan saling
berinteraksi, schingga dalam dunia modern saat ini, mengadopsi norma hukum
negara lain menjadi norma hukom pegara sendiri merapakan hal yang wajar.
Dengan kata lain, legislator sering melakukan kajian dan menilai babwa spatu
aturan hukum vang bersumber dari negara lain dapat dijadikan sebagal aturan
hukum yang berlaku di Indonesia karena aturan hukum tersebut dianggap dapat
mendatangkan kebahagiann bagt selursh rakyat Indonesia.

Normma-nonma hulm yang bersumber dari negara asing juga mengalami
pembaruan  sciring dengan perkembangan jeman. Misalnya Wetboek Van
Strafrecht negara Belanda yang telah berkali-kali dilakukan pembamian.
Pembaruan peridanaan secarz universal karena dipengaruhi oleh berbagal macam
pandangan yang mendasarinya telah mengalami perkembangan atau pervhahan
yang sangat berarti, Misalnya adanya neoretributivisme dan neoutilitarianisme.
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Selain adanya perubahan pandangan yang menjadi dasar pemberiakuan
suatu sistem pernidanaan, secara universal telah tegadi pengakvan dan
penerimaan terhadap konsep Hak Agasi Manusia. Indonesia sehagai bagian dari
angpota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan kesadamn moral universal
menenma Declaration Of Human Rights scbagal norma moral yang patut uniuk
ditaati. Denpan demikian berbagai macam perangkat HAM yang merupakan
norma-norna universal diferima dan diratifikasi oleh negara Indonesta untuk juga
diberlakukan di negara ini. Penerimaan dan ratifikasi membawa akibat perlunya
uniuk melakukan pembaruan pemidanaan yang lebih memperhatikan aspek
perlindungan hak asasi terpidana.

a. Perkembangan Refribmtivisme Dan Utilitarianisme

Retributivisme dan viilitarianisme meruopakan dua pemikiran hukum yang
sengat berpengarub dalam perkembangan pemidapaan di dunia. Pemikiran-
pemikiran Immaneel Kant dan Jeremy Bentham selalu mewarnal landasan
filosofis dalam menentukan norma-norms moral uniuk dijadikan sebagai norma
positif dalam konteks pemidanaan dari suanr negara,

Kedua pandangan inmt tentunya sanpat penting dalam pembaruan
pemidanaan di Indonesia. Akan sangst bermanfaat apabila legislator dapat
memahami keduva pandangan ini dalam rangka pembarvan pemidanaan, karena
kedua pandanpgan ini akan sedikit banyak mempengaruhi setiap pasal-pasal
mengenai pemidanaan yang ada dalam rancangan KUHP tersebut.

Perang yang sesungguhnya ada ditataran pemikiran. Perang pemikiran ini
dapat mengakibatkan penderitaan yang lvar biasa dan juga dapat sebaliknya.
Tidak sedikit contoh yang dapat diberikan oleh sejarah dunia ini, bahwa hanya
karena pemikiran bisa menimbulkan perang dan bahkan kematian beribu-ribu
manusta. Lihat saja Adolf Hitler (1889 s/d 1945), dengan pemikirannya mengenai
NAYZI yang dia tulis dalam Mein Kwmpf pada tahun 1924 dapat mempengaruhi
sebagian besar masyarakat Jerman, dan akibatnya, jutaan orang Yahudi mati di
kamp-kamp konsentrasi dan kamar gas beracun.
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Pemikiran mengenai pemidanaan juga dapat mendatangkan kebahagiaan
atau sebaliknya jika tidak memperhatikan unsur-unsur penting apa yang ada
dalam masyarakat dimana pemidanaan itu akan diberlakukan. Kedua pemikiran
baik retributivisme maupun utilitarianisme akan dapat mendatangkan penderitaan
yang besar bagi masyarakat dibandingkan kebahagiaan yang diharapkan dari
penerapan kedua pemikiran ini apabila tidak memperhatikan unsur moral yang
hidup dalam masyarakat, karena sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa
moral sangat berkaitan dengan keadilan sehingga kedua pemikiran tersebut yang
merupakan pemikiran mengenai moral tidak akan terpisah dengan keadilan yang
diperjuangkan oleh pemidanaan itu sendiri.

Dalam perkembangan kedua pemikiran ini, banyak faktor yang akhimya
mempengaruhi pemikiran-pemikiran dasar keduanya sehingga terjadi modifikasi
pemikiran yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat bagi
masyarakat. Jika dahulu retributivisme hanya sebatas melihat bahwa pemidanaan
itu bertujuan semata-mata untuk balas dendam atau untuk membuat menderita
pelaku tindak pidana, telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan
jaman.

Perkembangan-perkembangan yang terjadi sebenarnya adalah upaya untuk
saling mengakui kelebihan kedua pemikiran tersebut dan dengan demikian saling
menerima dengan meniadakan kelemahan-kelemahan setiap pemikiran tersebut.
Upaya ini melahirkan suvatu pemikiran tentang teori integratif atau teord
penyatuan.

Hugo Grotius (1583 s/d 1654) menganut teori ini. Titik tolaknya adalah:
natura ipsa diciat, ut qui malum fecit, malum ferat (kodrat mengajarkan bahwa
siapa yang berbuat kejahatan, ia akan terkena derita). Penderitaan memang
sesuatu yang sewajamnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa
yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat
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ringannya derita vang layak dijatuhkan : Puniendis nemo est ultra meritum: intra
meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro wtilitate.”

Pemikiran ini semakin luas dan sangat berpengaruh terhadap pembaruan
sistemn permidanaan, sebapaimana M.P Rossi (1787 s/d 1848) seorang penulis
Italia yang dalam bukunya Traité de droit pénal, menyatakan babhwa perlunya
turut memperhatikan keadaan personal pelaku kejahatan maupun kemasyarakatan.
Bagi Rossi menjatuhkan pidana terutama adalah untuk mencrapkan pembalasan,
menjalankan keadilan. Namun karena kita hidup dalam masyvarakat yang tidak
sempurna, kita juga tidak dapat mepuntit justice absofue, den kiranya dapat
mencukupkan diri dengan pemidanaan yang dilandaskan pada tertib sosial etikal
yang tidak sempuma fersebut (fustice socigle). Dengan kata Jain: penerapan
hukum pidana vang manusiawi dibatasi oleh syarat-syarat yaog dituntut oleh
masyarakat, Rogsi menghendaki adanya kebebasan yang fuas bagi hakim dalam
penjatuhan  pidana. Pendapat Rossl inf sangst mempengaruhi pembentukan
Strafrecht di Belanda dan juga KUHP di Indoncsia.™®

Teori ini sebeparnya telah disampaikan ojeh St Thomas Aquinas, dia
berpendapat bahwa adanya pembedaan antara poenae wi poence (pidana yang
dimaksudkan sebagai pidana) dengan poenae ut medicinae (pidana yang
dimaksudkan sebagai obat). Kemudian dis berpendapat bahwa tatkala negara
menjatuhkan (menerapkan) pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu
diberikan perhatian khusus terhadap prevensi umum dan Khusus : Poenae
praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributative *”

Teori integratif, selalu menekankan kepada dua aspek prevensi tersebut.
Prevensi spesial dimaksudkan bahwa pemidanaan akan berpengaruh terhadap
terpidana, dimana pemidangan akan sangat mempengaruhi prilaky ferpidana untuk
tidak melakukan kejshatan lagi. Pidana bertujuan agor si terpidana itu berubsh
menjadi orang yang Jebih baik dan berguna bagi masyarakat, sehingga

“2 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari
Kitab Undang-Undang Hukum Pidsna Belanda dan Padanannya datam Kitab Undang-
Lfrzd&%!—!ukam Fidana Indonesia, Gramadia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, nim 811

ihid
3 1bid, Mim 512
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pemidanaan ini disebut dengan teori Reformation atau Rehabilitation Theory,
yakni lebih menekankan pidana yang dimaksud sebagai obat (poenae ut
medicinage). Sedangkan prevensi general dimaksudkan bahwa pemidanaan akan
mempengarvhi prilaku anggota masyarakat uvmumnya untuk tidsk melakukan
tindakan pidana *"'

Teori integratif ini sangat mempengarubi delam pembaharan
pemidanaan di Indonesia. Scbagaimana dapat kita lihat dengan jelas dalam
rumusan  tuyjuan  pemidspasn. Dimana  pandeangan  retributivisme dan
utilitarianisme digunakan dalam remusan tujuan pemidanaan tersebut.

b. Perkembangan Hak Asasi Manusia

“Pemidanaan  ddak  dimaksudkan uwntuk  menderitakan dap  tidsk
diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.” Hal ini meniadi salah sato
point penting fujuan pemidanaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 54
ayat (2) Rapcangan XIJTHP tahun 2008,

Dalam pembaruan pemidanaan, Hak Asasi Manusia (FHHAM) menjadi salah
satu point penting yang menjadi pertimbangan. Di Indonesis HAM sebenarnya
bukan merupakan hal yang baru. Ketike penduduk Indonesia maw melepaskan dird
dari penjajshan bangsa asing dan memperjuangkan hak-hok dasar mereka,
merupakan lahir dari kesadaran adanya bak asasi manusia dalam setiap diri rakyat
Indonesia. Oleh karepa itw dalam pembukaan Undeng-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas menyatakan akan kemerdekaan
setiap bangsa Indonesia dalam arti kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia
dalam hidup dan kehidupannya. Dalam snasana kemerdekaan inilah kesejahteraan
urnurn atau kebahagiaan sosial dapat diwujudkan.

Dalam perkembangan bangsa-bangsa di dunia, HAM menjadi isu penting
vang terus berkembang dan diperjuangkan dalam berbagai kesempatan. Masalah
HAM dslam sistem peradilan pidana termasuk yang paling banyak

“ Iid nim 18
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diperbincangkan dan diperdcbatkan’” Penegakan hukum pidana melalui
penerapan pemidanaaa sering menjadi suatu sarana yang tepat untuk menegakan
HAM, tetapi dipihak lain seringkali pemidanaan justru sumber dari pelangparan
HAM.

Ada beberapa dokumen internasional yang merupakan instrumen dalam
penegakan HAM. Sebagian dari dokumen intermasional tersebut dikenal denpgan
istilah “?he international bill of human rights”*” Ada empat dokumen PBB yang

sangat penting dalam penegakan HAM, yakni :

1. Universal Declaration Of Human Rights (diterima oleh sidang umupin PEB
pada tanggal 10 Desember 1948).

2. Imternutional Cavenart on Econoniic, Social and Culyurad Righis (Ecosoc
Rights) (diterima pada tanggal 16 Desember 1966 dan bara dapat berlaku
pada tanggal 03 Januan 1976). Covenant ini telah diratifikasi oleh negara
Indonesia melalut Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenard on Economie, Social and Cultural Rights pada
tanggal 28 Oktober 2005.

3. International Covenant on Civil and Political Righis (diterima pada
tanggal 16 Desember 1966 dan baru dapat berlaku pada tanggal 23 Maret
1976), telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005
tentang Pengesaban lnternational Covenant v Civil and Political Rights
pada tanggal 28 Oktwober 2005.

4. Optional Protocol to the international Covenart en Civil and Political
Rights {(diterima pada tanggal 16 Desember 1966 dan baru dapat berlaku
pada tanggal 23 Maret 1976).%™

Dengan dirafifikasinya beberapa dokumen ini menjadi undang-undang
maka norma-norma universal mengenai HAM berlaku juga di negara Indonesia
inl, Selain keempat dokumen diatas ada beberapa dokumen internasional
mengenal HAM yang berhubungen debgan pemidanaan, vang diterima dan
diupayekan untuk berlaku juga. Dokumen-dokumen tersebut antara lain
“Standard Minimum Rules jor The Treatment of Prisoners” (Peraturen-Peraturan
Standard Minimum bagi perlakuan terhadap narapidana). Dokumen ini disepakati
oleh Kongres PBB mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders

72 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dafem Sistem Pesradifan Pidana,
Kumpulan Karangan Buku Keliga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
{d/h Lembaga Kriminoiegi) Universitas Invdonssia, Jakarta, 1868, him vy

273 1hidt, Wi 2

21 | ihat juga Mardjono Reksodiputro, fbid, him 2-7
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yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955. Kemudian disetujui oleh
Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) pada tanggal 31 Juii
1957, dan Resolusi 2076 (LXID) pada tanggal 1 Mei 1977, Selain dokumen
tersebut ada juga Dokutnen mengenai “Bedy of Principles for the Protection of
All Persons Under dny Form of Detention or Imprisonment” (Kumpulan Prinsip-
Prinsip untuk Perlindungan semua Orang yang berada di bawah Bentuk
Penahanan Apapun ataun Pemeniaraan. Dokumen ini disetujui oleh Majelis Umum
PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173).°™

Pemikiran mengenal penangan terhadap terpidana dengan adanya berbagai
dokumen distas telah menunjukan bohwa dunia internasional telah
memperhatikan masalah HAM termasuk dalam konteks hukum pidana. HAM
tidak hanya betbicara mengenai hak asasi korban dari suatu tindak pidana,
melainkan juga berbicara mengenai hak asasi seorang terpidana. Persoalan in
menjadi rumit dikala diperhadapkan dengan kebahagiaan publik dengen hak asasi
seprang pelaku kejabatan yang telah membuat masyarakat menderita karena
kejahatan tersebut,

Apakah dapat dibenarkan dalam hkonteks HAM, apabila membatasi
kebebasan seorang pelaku tindak pidana dengan pidana penjera? Teniunya adalah
suaty hal yang sangat paradoks ketika kita menempatkan HAM dalam sistem
pemidanaan yang sudab senyata-nyatanya sistem fersebut akan melanggar HAM
terpidana. Akhirnya aturan-aturan HAM tersebut hanya sebagai  batasan-batasan
yang secara eksplisit tidak dapat membatalkan pemidanaan yang dialami oleh
terpidana. Jika demikian tidak mengherankan apabila Jeremy Bentham
mengatakan bahwa HAM adalah “omong kosong”.”’® Dia menambahkan bahwa
Pasal-Pasal mengenai HAM bisa dibagi menjadi tiga kelomupok : (1} yang fak
terpahami, (3) yang salah, (3) yang keduanye.””’ Namun sebenarnya pemikiran

2% Semua dokumen tersebut dapat dilihat dalam Hadi Setia Tunggal, Undang-
Undang Pemasyarakatan Beserta Perafuran Pelaksanaannya, ditengkapi : Peraturan dan
Fringsip Penahenan dan Permanjfaraan PBE Harearindg, Jakarta, 2000, him 189 dan 227

% Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-
Folitik 2?,Z'_:;sn'zfavz Kuno Hingga Sekarang, Pustaka Pelalar, Yokyakarta, 2002, him 1009

hid
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utilitarian oleh Jeremy Bentham berkembang karena pertimbangan HAM
terpidana di Inggris pada zamannya yang bermasalah.

Pendapat Bentham tersebut merupakan suatu sikap kritis terhadap HAM
dengan melihat pemberlakuannya terhadap sistem pemidanaan. Bukankan pidana
it sendiri sudah merupakan pelanggaran HAM, hanya bedanya pemidanzan
merupakan pelanggaran HAM yang dilegitimasi oleh negara dan masyarakat
wmum  menerimanya  sebagal suatu tindaksn yang benar dalam mencegah
kejahatan.

Jika kita menganggap babwa pelanggamn HAM merupakan tindakan vang
mendatangkan penderitazn dan hal tersebut merupakan kejahatan, maka
pemidanaan juga merupakan kejabatan yang memilikd nilal yang sama dalam
memberikan penderitaan, hanya saja yang satu bertujuan pada kejahatan itn
sendiri sedangkan pemidanaan lebih bertujuan pada pencegahan kejahatan it dan
pemberian rasa adil bagi masyarakat.

Dengan alasan pencegaban keiahatan dan pemberian rasa adil  bagi
masyarakat, maka dunia internasional memberiken berbagal prinsip, ssas dan
aturan yang pada intinya membatasi tindakan pemerintah dalam pemidansac
terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan atau ferhadap terpidana.

Dalam hukam pidana juga terdapat asas-asas yang pada intinya mencoba
menghargai HAM tersangka, terdakwa dan bahkan terpidana sebagaimana dapat
kita lihat dalam berbagai asas yang ada, antara lain : asas praduga tidak bersalah,
adanya perlindungan bagi tersangka dan terdakwa, hak memberi keterangan
secara bebas, hak mendapatkan bantuan hukum, dan berbagai macam hak seperti
yang diatur dalam berbagal perangkat hukum pidana antara lain Kitab Fuokum
Acara Pidana (KUHAP).

Berbagal covenant maupun protokol yang ada dalam rangka pencegahan
kejahatan seperti yang telah dicontohkan diatas ada karena dipengaruhi oleh HAM
yang terus berkembang dan menjadi isu penting begi setiap negara di dunia ini.
Dengan tidak merasa ketinggalon Indonesia juga bersama-sama  rakvat
Internasional untuk menyuaralan pentingnya penghargaan terhadap HAM,
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Dalam perobaruan pernidanaan, pemtkiran mengenai HAM juga mendapat
peran yang sangat penting, Para perumus melakukan berbagai perubahan terhadap
sistem pemidanasn yang masih dianggap bertentangan dengan HAM yakni
dengan adanya pertimbangan terhadap beberapa hal, antara Iain :

1} “derogable” dan “non-derogabie rights”

2) pemahaman betapa pentingnya asas legalitas

3} asas non diskriminasi

4} hak umuk hidup dan bebas dar penyiksaan (pidana mati bersyarat)

5} prinsip “fair tricdd” (pengutamaan keadilan}

6} pengaturan ferhadap “Juvenife jusiice” (Pidana dan Tindskan bagi
anak)

7y kotban kejahatan

8) standar perlakuan terhadap pelaku

9) d‘u‘?,?ﬂ

Berdasarkan pertimbangan ini, maka dalam Rancangan KUHP tahun 2008
dimasukkan dalam Buku II Bab IX mengenai tindak pidana terbadap HAM.
Proses ini merupakan kriminalisasi terhadap findak pidana Genosida (genocide),
tindak pidana terhadap kemeanusiaan (Crimes Against Hwmeanity) dan tindek
pidans Perang (War Crimes), dan tindak pidang penyiksaan, sebagaimana diatur
dalem pasal 394 s/d 404. Pasal-pasal tersebui sebenamya sepenubnya mengacu
pada Rome Statute Of Internationel Criminal Court tahun 1998, sekalipun
Indonesia belum ratifikasi.””

Jenis pidana yang diberikan kepada pelaku  pelanggaran  HAM
sebagaimana diatur dalam konsep tersebut sangat bervariasi, tetapi pidana terberat
adalah hukuman mati. Scbagaimana dalam pemikiran kami di bab sebelumnya,
dan bahkan telah ada pertimbangan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh
PBB, bahwa hukwman maii tidak dapat memberikan efek pencegahan terjadinya
kejahatan termasuk kejahatan terhadap HAM. Oleh karena itu, hukuman mati
hendaknya tidak dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan HAM dengan alasan
apapun, karena prinsip dan fujuan pemidanaan yang ada dalam Rancangan KUHP
tersebut adalah pencegahan kejahatan dan terlebih sebagai proses resosialisas
ferpidana.

B apiadt, Lo, Cit, him 2
8 1hid him 15
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Sinkronisasi dan harmonisasi Rascangan KUHP sendiri sangat diperlukan,
dimana pasal-pasal terscbut akan saling kait mengait, sehingga tidak tumpang
tindth atau saling mengingkari. Olch karena itu konsistensi terhadap tujuan
pemidanaan yang telah disepakati, hendaknya membawa dampak tidak digunakan
jenis pidana yang justru menyangkal atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan
tersebut. Hal ini sangat penting agar pembaruan KUHP sebagai induk peraturan
hukum pidana kedepan akan sangat bermanfant bagi masyarakat Indonesia dalam
mencapai suasana damai, mekmur dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

43  Pembaruan Pemidansan Dalam Rancangan KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia seat imi berasal dant Wethoek wan
Strafrecht voor Nederlondsch-Indie (Staatsblad 1915 : 732). Dan berdasarkan
Pasal 1T Aturan Peralthan Undang-Undang Dasar 1945, Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch-Indie masih tetap berlaku. Lewat Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidena (Berita Negara Republik Indonesia
11 Nomor 9), Wethoek van Strafirecht voor Nederlandsch-Indie dischut scbagat
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku namuon masth
terbatas unink Pulau Jawa dan Madurs, sedangkan untuk daerab-daerah lain akan
ditetapkan  kemudian oleh Presiden. Hal ini dikarenakan bahwa  setelah
kemerdekaan Indonesia, daerah-daerah lain masih dikuasai oleh pemerintah
Belanda dengan Wethoek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad
1915: 732) serta heberapa perubahannya diberlakakan, Keadaan ini berlangsung
sampai tabun 1958 dengan diberakukannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1958 tentang Pernyataan UU No.1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia.

Sejak saat itu berlakulah hukum pidana materill yang sama untuk seluruh
Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal § Maret 1942
yaity “Werboek van Strafrecht voor Nederlandsch-ndie”, yang disebut Kitab
Tndang-Undang Hukum Pidana. Perubahan terhadap KUHP ini terjadi lagi pada
tahun 1976 dengan diberlakukannya UU Nod Tahun 1576 tentang Perubahan
KUHP yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan. Sampai terjadi beberapa
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kali perubahan KUHP sampai yang terakhir dengan UU No.27 Tahun 1999
tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Keamanan Negara.

Seiring dengan berlakunya KUHP tersebut, Pemerintah Indonesia juga
membuat peraturan pidana yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pidana
diluar kodifikasi, sehingga persoalan-persoalan yang menyangkut pidana yang
terjadi dalam dan akibat perkembangan masyarakat itu sendiri dapat ditanggulangi
oleh undang-undang diluar kodifikasi tersebut.

Dari uraian singkat diatas maka kita dapat mengetahui bahwa KUHP yang
berlaku saat ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda, yang tentunya
norma-norma yang ada dalam KUHP tersebut sesuai dengan suasana penjajahan,
walaupun telah terjadi penyesuaian dan sudah tidak bernama “Wetboek van
Strafrecht voor Nederlandsch-Indie” tetapi isinya merupakan hasil alih bahasa
dari “Wetboek van Strafrecht voor Nederiandsch-Indie” tahun 1886.

Hukum pidana di Indonesia memang memiliki sejarah yang cukup
panjang. Bermula dari hukum Romawi, kemudian hukura tersebut mempengamhi
hukum kebiasaan frangka dan akhimya dikodifikasi oleh Napoleon. Pada saat
Perancis menduduki Belanda, kodifikasi Perancis ini juga mempengaruhi sistem
hukum Belanda. Sehingga Belanda akhirnya membuat kodifikasi hukum pidana
sendiri yakni Wetboek van Strafrecht (WvS) pada tahun 1915 dan menjadi sumber
yang terpenting dari hukum pidana materiil. **?

Dengan mewarisi WvS, Indonesia menyebuinya dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP imu disebut sebagai warisan pemerintahan
Belanda yang rnota bene merupakan hukum pidana Belanda yang dimodifikasi dan
diberlakukan di negara jajahannya. Oleh karena itu banyak sekali ketentuan yang
ada dalamn KUHP tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia,
meskipun telah diadakan “tambal sulam™.2*'

Kodifikasi hukum pidana merupakan suvatu proses untuk mengumpulkan

dan mengatur secara sistematis mengenai norma-norma hukum pidana yang ada

280 J. Van Apeldoom, Loc. Cit, him 339
21 | ihat Mudzakir, Benfuk Pemidanaan daflam RUU KUHP, dalam Komnas HAM &
all, Catatan Seminar, Pembaruan KUHF : Meninjau kembali benfuk-bentuk hukuman

dalam RUU-KUHP, Bandung, 2005, him 1
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dalam masyarakat menjadi suatu kitab peraturan perondang-undangan. Pembaruan
KUHP szat ini bukan hanya sekedar “tambal sulam” kodifikasi hukom pidana
kolonial, tetapi pembarvan KUHP sast ini adalah merupakan proses untuk
mengumpulkan dan mengatur secara sistematis scgala norma hukum pidana yang
bersumber dari norma-norma moral yang hidup dalam measyacakat,

Jika KUHP saat ini dlanggap peninggalan kolonial yaug tidak relevan lagi
dengan kchidupan masyarakaf, maka pembarnan KUHP saat ini akan menjadi
suato kodifikasi hukum pidana yang lebih baik, karena kodifikasi ini lahir dalam
suasana yang demokratis dan berswmber dari nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat serta sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam Rancangan KUHP tabun 2008 ferdapat 741 Pasal yang tersebar
dalam Buku I sebanyak enam Bab dan Buku H sebanyak tiga puluh enam Bab.
Memang masih terdapat beberapa’ kekuranpan, namun dibandingkan dengen
KUHP saat ini tentu Rancangan KUHP ini masih lebih baik.

Sudah saatnya kita memiliki suatu kodifikesi hukum pidana scbagai
hukwmn positif yang bersumber dari nilai-nilal yang ada dalam masgyarakat, Namun
demikian semangat ini harus tetap mampu memberikan kepastian hukum dan
demi meningkamya kebahagiaan sosial.

Kepastian hukurm hanya dapat diwujudkan kalau tindaken-tindakan
manusia didalam pergavian hidup sosial distur dengan peraturan hulam tertulis
dan tersusun secara sistematika dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Karena
dengan tertulisnya hukum tersebut, hukum memperoleh kekuatan mengikat.

Pembaruan pemidanaan saat ini merupskan upaya untuk meroperbaiki
kesimpangsiuran dan ketidakjelasan akibat berbagai macam peraturan pemidanaan
yang hisa saling tumpang tindih dan saling menegasikan. Deogan adanya
pembarean pemidanaan ini kesimpangsiuran ini diharapkan dapat diatasi sehingga
berbagal kasus pidana dapat diselesaikan dengan benar dan adil.

Pemidanaan harus berfungsi wntuk mencegah agar orang lain tidak
melakukan kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, oleh
katena itu pemidanaan perlu diketahul dan dipahami oleh masyarakat.
Pemidanaan harus memberi kesan terhadap masyarakat agar mereka lebih
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memilih perbuatan vang menghasilkan lebih besar kebahagisan daripada
melakukan kejahatan yang akibatnya penderitaan lebih besar dibandingkan
manfast yang diperoleh dari kejahatan. Pemidanaan harus tertentu atau pasti
karena dengan demikian pemberlakuannya akan lebih efektif. Pemidanaan, baik
jenis pidana, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan harus tertuang dalam
undang-ondang dan harus diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu
dengan pasti mengenal pemidanaan itu sendiri.

Prinsip moral universal harus mendasari berlakupya hukum positif
termasuk pemidanaan. Keadilan dan kebenarap yang harus diindahkan dalam
proses pembaruan peémidansan sejak dard awal hingga mencapai siatus sistem
vang tetap.”™ Keadilan dan kebenaran merupakan norma moral yang dapat
menjerbatani berbapai perbedaan pemabaman moral dan perdebatan politis. Hal
ini sangat penting apar terciptanya suafu kepastian hukum yang berdasarken
keadilan dan kebenaran.

Manusia secara kodrat menghindari penderitzan dan candrung ke segaia
hal yang membahagiakan, Dalam kehidupan seosial penderitaan bessumber dan
segala jenis kembatan. Untuk menghindari kejahatan tersebut perle adanya
pemidanaan yang berfungsi scbagai pencegah kejahatan sekaligus respons
terhadap kejabatan terschut, .

Jenis-jenis pemidaraan dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan pidana
misalnya melalui kitab undang-undang hukum pidana dan segala peraturan pidana
diluar kodifikasi. Perubahan masyarakat berdampak juga pada perubahan terhadap
upaya untuk menghindari kejahatan, maka perlu adanya pemidanaan. Membaharui
sigtem pemidanaan agar sesuai dengan upaya menghindari kejahatan merupakan
salah satu sarana mencapai kebahagiaan sosial.

Perkembangan masyarakat membawa kemajuan-kemajuan dalam
masyarakat disegala bidang. Perkembangan ini juga melahirkan kejahatan yang

mengganggu kehidupan masyarakat dalam mencapai kesgjahiteraan umum.

2 pandingkan dengan Alexander Seran, Moral Polilik Hukum, Penerbit Obor,
Jakarta, 1989, him 80
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Sepanjang sejarah manusia, dengan berbagai macam istilah, kesejahteraan umum
telah menjadi tujuan masyarakat.

Telah disampaikan diatas bahwa sistem pemidanaan merupakan bagian
dari politik kriminal, dan politik kriminal ini merupakan bagian dari politik sosial.
Apa yang menjadi cita-cita masyarakat akan menjadi cita-cita pemidanaan.
Apabila masyarakat umumnya menghendaki kebahagiaan sosial sebagai tujuan
mereka, maka pemidanaan sebagai salah satu sarana untuk mencegah kejahatan
akan bertujuan untuk meningkatnya kebahagiaan sosial.

Pembaruan pemidanaan ini merupakan kebijakan hukum pidana sebagai
upaya penanggulangan kejabhatan yang pada hakekatmya merupakan bagian
integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat (social welfare).’*?

43.1 Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP

Sesecorang hanya menjalani pidana sesuai dengan apa yang diputuskan
oleh pengadilan, sehingga tidak diperkenankan adanya penderitaan lain selain
akibat dari pidana yang dijalaninya tersebut. Seseorang masuk penjara untuk
menjalani hukuman bukan masuk penjara untuk dihukum, karena pidana yang dia
jalani hanya pidana penjara, satu-satunya penderitaan yang dialaminya karena
kebebasan fisiknya dibatasi oleh tembok dan segala aturan penjara. Oleh karena
itu harus dirumuskan dengan jelas apa yang menjadi tujuan pemidanaan, agar
pemidanaan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat membawa efek kebahagiaan
bagi seluruh masyarakat.

Apa yang akan menjadi tujuan pemidanaan, merupakan persoalan yang
dilematis. Adanya keharusan untuk memilih apakah tujuan pemidanaan adalah
sarana pembalasan kepada pelaku tindak pidana, atau sebagai sarana yang tepat
untuk pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Dilihat dari teori-teori tentang
pemidanaan tentunya setiap tujuan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan
masing-masing. Namun memilih keduanya untuk diterapkan secara bersamaan

adalah sesuatu hal yang tidak cerdas dan menimbulkan ambiguitas, hanya akan

22 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Kencana, Jakarta, 2008, him 2
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menyebabkan penegak hukum menjadi dilematis dalam memberikan sanksi
pidana. Dalam kondist demikian, perancang KUHP mencoba untuk memberikan
tujuan pemidanaan yang akan kita lihat apakah sudah Iebih mengarah ke sistem
pemidanean sebagaimana yang dimeksudkan oleh wtilitarianisme dengan
menitikberatkan pada resosialisasi ataukab justru retributivisme dengan konsep
balas dendam?

Pembaruan KUHP ini membawa dampak yang posifif bagi negara dan
masyarakat Indonesis, antara lain adanya pembaruan beberapa pasal yang
dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-pilal moral yang ada dalam masyarakat,
Selain itu adanya pasal-pasal baru yang terbentuk akibat perkembangan nilai-nilai
maral dan pemahaman masyarakat itu sendin. Yang menjadi bagian penting
dalam konsep ini adalgh antara Jain adanya pembaruan konsep pemidanaan yang
secara tegas menyatakan bahwa salah sate tujuan pemidanaan adalah résosialisasi.

Selama ini, di dalam prakick pemidanaan di Indonesia, tidak ada satupun
peraturan pemidanaan, baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-
undangan Jaln vang secara tegas menentukan apa yang menjadi tujuan
pemidanaan. Walaupun sebenarnya tanpa perlu ditulis apa yang menjadi tujuan
pemidanaan, bukankah filosofi pemidanaan yang akan dianut sudah tercermin dari
seluruh pasal yang ada dalam KUHP? Namun bisa jadi karena tidak adanya tajuan
pemidanaan secara eksplisit dalam KUHP menyebabkan sembarangnya legislator
menetapkan berbagal sanksi pidana di dalam peraturan perundang-undangen
sebagai produk legislasinya.

Sebagaimana pada bagian lain wulisan ini, telah dibahas bahwa dengan
adanya politik bukum pidapa atan politik kriminel, maka dapat dijelaskan,
mengepa dan bagaimana negara dapat memberiken hukuman dan bahkan
memidana warga negaranys. Dengan menggunakan politik kriminal tersebut,
dapatlsh dilibat bahwa konsep pemidanaan sebagaimana terdapat dalam
Rancangan KUHP telah terjadi perubahan, dan diharapkan perubshan ini kearah
yang lebih baik, yakni lebib bermanfant bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun sangat diperlukan adanys analisa terhadap fujuan pemidanasn
berdasarkan konsep pemidanaan. Hal ini sangat berguna untuk menentukan dasar
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sekaligus arah pemidanaan dalam konteks praktis dalam pembentukan peraturan
pidana ditingkat legislatif dan sekaligus arah dalam mengambil bentuk putusan
hakim di pengadilan. Agar apa yang menjadi harapan tersebut dapat terwujud,
tentunya harus diperhatikan apa yang menjadi tujuan pemidanaan dalam
Rancangan KUHP tahun 2008 yang merupakan ius constifuendum negara
Indonesia.

Pembaruan hukum pidana dalam hal ini KUHP akan membawa dampak
perubahan sistem pemidanaan yang ada selama ini. Pembaruan KUHP seperti
yang telah dijabarkan diatas dipengaruhi oleh pemikiran hukum pidana yang
berkembang selama ini. Ada landasan filosofis yang digunakan sebagai dasar
untuk menentukan tujuan pemidanaan, dan tentunya tujuan ini yang akan
membimbing aparat penegak hukum untuk melaksanakan sistern pemidanaan
kearah tujuan pemidanaan itu sendiri. Terlebih pengadilan yang akan memutuskan
suatu bentuk pemidanaan yang dkan dijalani oleh terpidana apakah sesuai dengan
fujuan pemidanaan atau tidak.

Dalam Rancangan KUHP tahun 2008, Pasal 54 ayat (1) menyatakan
bahwa tujuan pemidanaan adalah:

a. mencegah dilakukannya kejahatan dengan menegakan norma hukum demi
pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mcngadakan pembinaan sehingga menjadi
orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh kejahatan, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa dama1 dalam masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana’™’

Tujuan pemidanaan diatas adalah rumusan yang lahir dari berbagai
pemikiran hukum pidana. Tujuan yang pertama sampat ketiga dipengaruhi oleh
pandangan utilitarian. Tujuan yang pertama yakni mencegah atau “deferrence”.
Tujuan yang kedua yakni memasyarakatkan terpidana merupakan konsep yang
dimaksud oleh Resosialisasi dengan sistem Rehabilitasi dalam istilah ultilitarian.
Sedangkan tujuan yang ketiga lahir dari pemikiran Resforative.

284 |_ihat Rancangan KUHP tahun 2008, Pasal 54 ayat (1)
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Kecuali yang keempat lebih dipengaruhi oleh pandangan Retributif. Jika
melihat tujuan pemidanaan tersebut Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh
Retributivisme secara perlahan-lahan mulai sedikit berkurang pengaruhnya.

Pergeseran pemikiran ini tentunya dipengaruhi juga oleh perkembangan
dunia yang lebih memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan
diatas. Hal ini ditegaskan dalam ayat (2) konsep tujuan pemidanaan tersebut,
yakni: “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan
martabat manusia”. 2%

Dilihat dan konsep tujuan pemidanaan yang ada dalam rancangan KUHP
tersebut menimbulkan kesan bahwa Rancangan KUHP ini disusun berdasarkan
pandangan filosofis masing-masing perancang. Sehingga sangat jelas bahwa
tujuan pemidanaan masih belum berpegang pada satu aliran filosofis tertentu saja.
Namun hal ini sebenarnya bukan masalah sejauh hanya sampai pada perdebatan
filosofis bukan sampai pada perancangan yang siap unfuk disahkan sebagai
undang-undang (fus constitutumy), jika masih tetap tidak dapat menentukan dengan
pasti apa yang menjadi tiyjuan pemidanaan maka tidak akan menutup
kemungkinan terjadinya kekacauan hukum.

Utilitarianisme selalu mendukung pembenaran akan kebahagiaan sosial
sebagai tyjuan hukum, walau tetap mengakui bahwa pemidanaan itu sendir
memiliki akibat baik dan buruk bagi masyarakat dan terpidana. Hal yang paling
penting sebelum menetapkan rancangan KUHP menjadi legat adalah mendapat
jawaban pasti bahwa tujuan pemidanaan itu akan mendatangkan kebahagiaan
sosial yang paling besar dibandingkan dengan keburukan yang ditimbuikan
olehnya. Selanjutnya aparat penegak hukum dalam memidana seseorang harus
memperhatikan kedua akibat tersebut.

Keempat tujuan pemidanaan dalam konsep tersebut mendukung tujuan
sosial yang juga merupakan tujuan hukum yakni terwujudnya kebahagiaan sosial
dengan cara mencegah dan mengurangi kejahatan yang ada. Pemidanaan dapat
dibeparkan sejauh sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana dapat
mendatangkan kuntungan bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri.

25 1bid, ayat (2)
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Tujuan pemidanaan yang mengunfungkan terpidena adalsh terpidana
menjalani pidana dengan tetap dibormati hak asasinya sebagai manusia, oleh
karena itu penggunaan resosialisasi sebagal pemidanaan dalam rancangan KUHP
i sudah sangat tepat, dengan merumuskan bahwa tujusn pemidanasn adalah
memasyarakatkan ferpidana dengan mengedeken pembinaan agar menjadi orang
yang baik dan berguna.

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa dalam tujuan pemidanaan
yang keempat yakni “membebaskan rasa bersalah pada terpidana™ dipengaruhi
oleh pandangan retributif. Pandangan ini berangpapan bahwa pemidansan
bertujuan semata-mata pada terpidana karena telah melakukan kejabatan, Oleh
karena itu dengan diberikan senkst pidana, terpidana dapat mmya:iéxi
kesalahanmya dan oleh karena itu terpidana akan merasa bersalah dan untuk
menghilangkan rasa bersalah itu, terpidane harus menjalani sanksi pidana yang
dijetubkan padanya. Lals bagaimana dengan orang yang melakukan tindak pidana
mengambil kesimpulan babhwa tindak pidana yang lakukan memang adalsh
kejahatan tetapi dalam konteks hingga terjadinya tindak pidana dia beranggapan
bahwa tindakan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan saat jtu. Namun dia
berkomitmen umtuk tidak akan melakokan tindak pidana lagi, dengan demikian
dapat dikatakan bahwa membebaskan rasa bersalah bukan merupakan fujuan
utama, melainkan bagaimana terpidana ini menjalani pidananya dan akhirnya dia
mau menjadi kontributor positif dalam masyarakat nanti

Jika tujuan yang pertama lebibh mengarah kehwur diri terpidana, sedangkan
tujuan yang ke empat lebih ke arab terpidana ftu sendini. Pemidanaan dibenarkan
berdasarkan pada kesalahan terpidana i sendiri, tanpa periu melihat konsekuensi
terhadap masyarakat.

Dari tujuan pemidanaan yang ada tersebut, tentunya menurut teori hukum
pidana, para penyusun rancangan {idsk koopsisten dalam menentukan alitan
pemikiran mengenai tujuan pemidansan itu sendir. Lagipula tujuan vang ke
empat, hanya mempertimbangkan psikologis terpidana, tanpa jelas bagaimana
dalam prakiek penerapan sanksi pidana dibubungkan dengan injnan yang ke
empat terscbut. Agak sulit mengukur sejauh mana seorang tersangka merasa
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bersalah dan menyesali kesalahannya, Dan tak ada keberanian untuk menjamin
tujuan pemidanaan ini sudah benar sejavh masyarskat masih tersakiti oleh
kejahatan yang telab diperbuat oleh terpidana.

Untuk menghindari inkonsistensi tujuan pemnidanaan ifu sendiri, sangat
penting untuk menyatakan kembali apas yang seharnsnya menjadi tujuan
pemidansan, Pada prinsipnya tujuan hukum pidana adalah tidak berbeda dengan
mjuan sosial im sendiri. Masyarakat menginginkan terwujudnya kebahagiaan
sosial sebagal tujuan sosial, begitu pula dengan tujuan hukum pidana adalah
terwujudnya kebahagian sosial dengan caranya yang khas yakmi melindungi
masyarakat dari kejabatan sekaligus melindungi hak-hak asasi terpidana melalui
norma-norma hukwm pidana.

Pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana, oleh karena itu tujuan
pemidanaan juga agar terwujudnya kebahagiaan sosial. Upaya untuk mencapai
cita-cita tersebut adalah denpgan mencegah kejahatan (detference), rehabilitasi dan
resosialisast.

Hubupgan yang dapat diciptakan terhadap keempat tujuan pemidanaan
tersebut adalah  dengan beptuk pentahapan pada pemidanaan itn seadiri,
pentahapan ini dapat dilakukan dengan tetap berdasar pada prinsip perubahan dan
penyesuaian pemidanaan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Rancangan
KUHP Tahon 2008, Pentahapap ini juga dapat dilaksanakan dengan cara, yakni:
awalnya dengan dipidanya seorang pelaku kejahatan, secara nishi, konflik yang
timbul akibat keighatan terselesaikan, dan masyarakat merasa aman dan damai.
Pada proses pemidansan ini, terpidana menyadari akan kejahatan yang telah
diperbuatnya adalsh sesustu hal yang sangat merugikan dirinya dan masyarakat
umumnya, kemudian dia menyesalinya, dan tahapan awal ini hanya dapat
tervaiud dalam tahapan rehabilitasi. Setelah terpidana tersebut dapat dirchabilitasi
dan kesadaran sosialnya membaik, tahapan berikutnya adalah terpidana tersebut
dapat dikembaliken ketengah-tengah masyarakat (resosialisasi). Mungkin dapat
ditakukan secara bertahap, misalnya tahap perfama dengan mengubah sanksi
pidana menjadi pidasa kerja sosial. Terpidana akan menjalani kerja sosial
ditengah kehidupan masyarskat, dengan demikian terpidana mwulai merasakan
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hidup ditengah-tengah masyarakat dan masyarakatpun belajar untuk menerima
terpidana, tidak menump kemungkinan tahap ini menjadi tahap memaatkan-
dimaafkan, sehingga pada tahap selanjuinys ketika terpidana selesal menajalani
seluruh pidananys, dia dapat hidup dengan baik Yagi ditengabitenpah masyarakat,
Tahapan ini tidak perlu selama dengan putusan pidana penjara yang harus
dialami oleh terpidana fersebut. Ketika ssorang terpidana karena rasa takut
terhadap hukuman yang sementara dijalaninya, merasakan penyesalan akibat
kejdhatan yang diperbuatnya, dia dapat mengalami pengurangan lama masa
pidananya. Ketakuian akan hukuman berarti merasakan hukuman  ito
Memperbaiki difi dan telah sisp menjadi apggota masyarakat yang berguna,
terpidana tersebut hanya periu menjalag] hokumannya sebagian dan pemerintah
harus segera mengembalikan dia kelgpgah-tengah masyarskat agar dia dapat
berguna bagi masyarakat. “Keschatan moraleya telah pulih tanpa ‘menclan® obat
pahit yang telah distapkan hukum untoknya”®® Lalu bagaimana sclanjutnya
mengenal hijuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP tahun 2008 tersebut?
Keempat tujuan pemidansan diatas sebagaimana dirnmuskan dalam
Rancangan KUHP tersebut telah menunjukan pemidanaan diraaksudkan sebagai
perlindungan masyarakat (vocial defence), adanya pandangan mengenai
rehabilitasi dan adanya pemikiran resosialisasi terpidana. Hal ini dipertegas
kembali dengan menvataken bahwa pemidamaan fidak dimaksudkan untuk
menderitekan dan merendabkan martabat. Dengan melihat penegasan ini, maka
ada dua kepentingan, yakni perlisdungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku.
Dalam konteks tujuan pemidanaan scbagai upaya perlindungan masyarakat
(social defence), dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
menegakkan norma hukum demi pengaycoman masyarakat dan menyelesaikan
konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan
mendatanpkan rasa darnai datam masyarakat, Penerapan tentang bagaimana

“% Jeremy Bentham, Loc. Cit, him 387
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kebutuhan perlindungan megyarskat ini, RKUHP mengatur tentang adanya
penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu,”®’

Dalam penjelasan Rancangan KUHP tshun 2008, dikatakan bahwa
perumusan pidana maksimum khusus dan minimum khusus sebagai rambu-rambu
pemidanaan barn yang berkaitan dengan berat ringannya pidana. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan:

a) untuk menghindari adanya disparitas pidapa yaog sangat mencolok

bagi tindak pidana yang sama atau kurang kebih sama kuoalitasnya;

b) untuk lebik mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khosusnya bagl
tindak pidana vang dipandang membahayakan dan  meresahkan
masyarakat,

¢} apabila dolam hal-hal tertentu meksimwa pidana dapat diperberat,
maka scbagai analog dipertimbangkan pula babwa untuk minimum
pidana dalam hal-hal tertentu dapas diperberat. 2%

Ketenpfuan mengenal  pidana minimum  (khusus) dan  maksimom
menegaskan hahlwa terbadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat
diberlakukan ancaman secara kKhusus, dengan demikian pemberian pidana baik
dengan minimum kbhusuy ataupun maksimum, adalah semataemata  mauw
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan-kejabatan yang
berbahaya.

Selain perlindungan terhadap masyarakat (social deferce), narspidana
diberikan kesempatan untuk melakukan perobahan atau penyesuaian pidana yang
sementara dijalaninya. Potusan pidana dan tindskan yang telah mempercleh
kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan afan penyesusian dengan
mengingat perkembangan narapidana dan twjuan pemiéazxaan,‘m Dan sudah pasti
bahwa perubahan itu selain harus dengan persetujuan parapidana, perubahan atan
penyesuaian pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari puotusan semula 2%
Sehingga diatur bahwa perubahan atau penyesuaian tersebut berupa, pencabutan
atau penghentian sisa pidana atau tindakan, penghentian jenis pidana atau
tindakao lainnya. Dalam penjelasan Pasal 57 ini, difpertegas kembali babwa

7 £ SAM. Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Datam Rancanpen KUHP 2005,
Position Paper Advokasi RUL KUHP Seri #3, 2005, him 17

2 ponjelasan RUU KUHP Tahun 2008, Buku Kesatu Point 8

2% Rancangan KUHP Tahun 2008, Pasal 57 ayat {1)

0 imid, Pasal 57 avat {3)
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tujuan pemidaan berortentasi pada usaha untuk memperbaiki prilaku terpidana,
maka terpidana yang memenuhi syarai-syarat sebagaimana tercanitum dalam pasal
ini selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan ataw penyesuaian atas pidana
yang dijalaninya, yang disesuaikan dengan kemajvan yang diperoleh selama
terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang
diperhitungkan dalam pernbshan atau pengurangan atas pidapa banyalah: a)
kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan b) perubahan yang akan
menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi *!

Faktor lain yang menunjukan bahwa pembinaan individu parapidana
merupakan hal yang sangat penting dalam tujuan pemidanaan, adalzh dengan
adanya penegasan dalam Pasal 60 Rancangan KUHP tabun 2008 :

“meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapt rumusan pidana
vang bersifat aligrpatif, namun dalam melakukan pilihan fersebat  hakim
senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanasan, dengan mendahulukan atan
mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah
memenubi tujuan pemidanaan.”

Tentunya iujuan pemidanaan adalab untuk mencegah kejahatan melalui
ketaatan terhadap norma-norma hukam pidapa agar masyarakat dilindungi dan
narapidana dapat dibing depgan baik. Dan dalam pentabiapan pemidanaan diatas
baik menjalani pidana sebagaimana putusan pengadilan yang telah mengslami
kekustan hukom tetap ataupun menjalani akibat darl perubalian atau penyesuaian
pidana, akhimya selalu berakhir dimaoca terpidana kembali ketengah-tengah
masyarakat untuk mevwujudkan tujvan sosial. Dengan  demikian tojuan
pemidanaan yang dianut dalam Rancangan KUHP tahun 2008 lebih cendrung ke
arah Utifitarianisme dengan menggunekan  Resosialisasi  scbagal  fujuan

pemidanagn yang paling utama.

4.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Rancangan KUHP

Hampir selalu kejahatan mengakibatkan adanya pemidanaan, bahkan
kejahatan yang dikategorikan berat akan mendapatkan sanksi pidana yang berat
dibandingkan dengan kejahatan ringan atau pelanggaran. Berat atau ringanmya

1 pgnjelasan Rancangan KUHP Tahun 2008, Pasal 57
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sanksi pidana sering diukur pada jenis sanksi pidana apa yang dijatuhkan oleh
hakim. Sudah pasti kejahatan berat akan mendapatkan hukuman yang berat seperti
penjara untuk waktu tertentu atau waktu yang cukup lama, sedangkan untuk
kejahatan ringan atau pelanggaran sudah pasti dipidana dengan pidana ringan
seperti pidana kurungan ataupun pidana denda yang sering dijatuhkan. Tetapi baik
kejahatan berat maupun kejahatan ringan atau sering disebut pelanggaran, hakim
dapat juga memberikan pembebasan bersyarat ataupun peringanan pidana atau
bahkan pemberatan pidana sebagai alternatif dalam menjatubkan pidana demi
mewujudkan keadilan ita sendiri.

Resosialisasi tidak hanya sekedar pernyataan perlindungan hak asasi
narapidana dalam tujuan pemidanaan. Keberhasilan resosialisasi sebagai salah
satu tujuan pemidanaan juga sangat dipengarubi oleh jenis-jenis sanksi pidana.
Dahulu dengan dipengaruhi oleh pemikiran restributif, jenis sanksi pidana hanya
terbagi tiga bagian besar yakni: Pidana Mati, Pidana Penjara, dan Pidana Denda,
yang kesemua jenis pidana ini dilaksanakan dengan maksud agar terpidana
menderita. Tetapl dengan adanya pembaruan konsep pemidanaan, para perancang
merumuskan beberapa jenis pemidanaan yang lebih terkesan tidak untuk
menderitakan melainkan sebagai bentuk pembianaan yang tetap menghormati hak
asasi terpidana agar terpidana dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan
berguna.

Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu saoksi pidana tidak dapat
dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keselurubannya vyaitu
“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan™.*> Dengan demikian
dalam menetapkan sanksi pidana atan jenis-jenis pidana dalam KUHP yang
nantinya akan berlaku, legislator harus memilih sanksi apa saja yang dapat
diberlakukan namun harus tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat untuk
mencapai apa yang menjadi cita-cita masyarakat yakni kebahagiaan sosial.

Hal ini justru mempertegas bahwa sebelum menetapkan apa yang

merupakan jenis-jenis sanksi pidana, para perancang sudah memiliki pemahaman

22 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 1984, him 96
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yang sama mengenai tujuan pernidanaan ity sendird. Hal ini sangat penting demi
meanghindan kontradikst antara jenis pidana dengan tjuan pemidanaan, Jika
fjuan pemidanaan sebagaimana disampaikan diatas, yakni bertujuan mmtuk
resosialisasi, maka jenis pidana yang dapat diterapkan dengan tidak bertentangan
dengan tujuan pemidanaan tersebut vang dapat digunakan sebagai jenis sanksi

pidana,

Dalam Rancangan KUHP tahun 2008, terdapat jenis-jenis pidana dan
tindakan, yang masing-masing terdiri:
a. PIDANA:

a.l.

a.2.

Pidana Pokok :
1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda;
3. Pidana kerja sosial.
Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
3. Pengumuman putusan hakinm;

4. Perobayaran ganti mgi;

5. Pemnenuhan kewazjiban adat;

a3,

Pidapa Khusus : pidana mati,

b. TINDAKAN v
b.l. untuk orang yang tidek atau kurang mampu bertanggung jawab

b2,

{“tindakan” dijatubkan tanpa pidana).

1. Perawatan diramah sakit jiwa;

2. Penyerahan kepada pemerintah

3. Penyerahan kepada seseorang

Untuk orang pada wmumnya yang mampu bertanggungjawab
{dijatuhkan bersama-sama dengan pidana);

1. Pencabutan surat izin mengemuds;

2. Perampasan keuntungan vang diperoleh dari tindak pidana;
3. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana;

4. Latihan kena;

5. Rehabilitasi;

6. Perawatan didalam suatu lembaga, >

Dari sekian banyak jenis pidana ini, apakah semuanya bermanfaat dan

diperlukan bagi masyarakat dalam mencegah kejahatan? Tentonya jenis-jenis

78 Jenis Pidana Inf dapat difihat dalam Barga Nawawi Arif, Loc. Ci, him 150. Uihat
juga dalam Pasal 85 Rancangan KUHP tahun 2008
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pemidanaan ini kecuali pidana mati, dapat dikatakan bermanfaat bagl masyarakat
apabila secara logis dan adil diterapkan dalam suatu pasal yang tepat.
Sehagaimana welah dluraiken dalam bab sebelumnya bahwa Pemidanaan harus
didukung oleh logika atau akal yang baik, dan adanya pertimbangen bahwa
pemidanaan terscbut tak berpihak pada kepentingan individual atau kelompok
tertentu yakni demi adanya keadilan bagi setiap pihak. Selain daripada ity, jenis
pemidanaan yang diberikan kepada terpidana tidak didasarkan pada ragsa antipati
terhadap pribadinya, melainkan menggunakan jenis pidana terfentu sebagai obat
yang tepat untuk menyelamatkan terpidana dari penyakit jahat vang dialaminya.

Proses meramu jenis pemidanaan yang tepat merupakan suatu keahlian
khosus dalam laboratorium pengadilan. Proses inilah yang disebut sebagai proses
pemberian keadilan bagl masyarakat dan bagi terpidana. Pemmberian putusan
. pengadilan dengan roenctapkan satu atau beberapa jenis pidasa uantuk dijalani
terpidana sebagai konsekuensi dari tindakan jahatya atau sebagai obat yang akan
menyelamatkannya tergantung para abli yang terlibat dalam peracikan obat
tersebut. Oleh karena itw sctiap ahli tersebut, mulai dari polisi, jaksa, pengacara,
dan hakim, harus bisa mendiagnosa dengan tepat dengan memperhatikan pelaku
tergebut, latar belakang dan seluruh aspek yang berkaitan dengan kasus tersebut
termasuk opind masyarakal. Dengan kata lain, semua pibak yang terlibat dalam
pengadilan barus memperhatikan pribadi pelaku tindak pidana, faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya tindak pidena, dan respons dan kemanfaatan bagi
masyarakat akibat terjadinya hukum pidana tersebut. Jika telah memperhatikan
semua aspek ini maka cara penanganan dan pemberian obat yang tepat skan
sangat cfekiif dan dapat memberikan manfaat bagi pribadi terpidana dan
masyarskal umumnya.

Setiap jenis pidana merupakan kejahatan, yang digunakan untuk mencegah
kejabatan, setiap jenis pidana merupakan pelanggaran ates kebebusan™® Oleh
karena itu penggunaan jenis pidane tertentu akan berbeda baik kualitas maupun
kuantitasnya kepada setiap pelaku tindak pidara, walaupun jenis tindak pidananya
sama. Hal ind sangat penting karena selain memberikan kebebasan kepada hakim

4 Serery Sentham, Op.Cit, him 75
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untuk menentukan jenis pidana apa yang tepat sebagai obat bagi setiap pelaku
tindak pidana, hal ini juga dapat memberikan rasa adil baik bagi pribadi pelaku
kejahatan, dan terlebih bagi masyarakat umumnya.

Hukum penitensir banyak membantu penegak hukum untuk meracik
berbagai jenis pidana menjadi obat yang mujarab bagi terpidana. Dilain pihak obat
yang mujarab itu reerupakan suatu tindakan yang bagt masyarakat mendatangkan
ketentraman atau keamanan. Lebih dari itw, obat tersebui akan menjadi suatu
penegasan norma moral. Dengan sanksi pidana, norma moral yang diakoi dan
babkan telah ditetapken dalam suatu hukum positif sehingga menjadi nomma
hukum akan menjadi semakin tegas, apabila pelaku pelanggaran terhadap norma
tersebut diberikan sanksi berupa sanksi pidana Inilah vang menjadi fungsi
prevensi wnum dalem hukosmn pidana.

Selain jenis-jenis pidana, hakim dapat memberikan tindakan, sebagai
bagian dalam proses pengobatan pelaku kejahatan tersebut. Tindakan ini ke arah
perawatan schingga pelaku kejabatan dapat menjadi lebih baik dibandingkan saat
dia mulal menjalani pemidanaan tersebul.

Pidana penjara masih merupakan jens pidana pokok yang masih
dipertahankan dalam Rancangan KUHP, Pidana penjara merupakan jenis sanksi
pidana yang paling banyak digunakan dalam pencegahan kejahatan. Pidana
penjara dapat dijatuhkan seumus hidup stau hanys sementara wakia saja. Pidana
penjara dalam waktu sementara umumnya hanya berlako minimal sehari dan
maksimal selama-lamanya lima belas tahun. Namun batas maksimum lima belas
tahun ini dapat dikecualikan apabila terdapat unsur-unsur yang memberatkan
seperti residivis dan lain-lain, maka hakim dapat menjatubkan pidapna penjara
selama-lamanya dua puluh tahun**® Batas dua puluh tahun ini sudah merupakan
batas absolut yang tidak boleh lebih dari lama wakiu tersebut walau dengan alasan
pemberat apapun.

Pidana penjara seumur hidup yang nanti masih akan diberlakokan tidaklah
efektif karena secara yuridis, hak resosial terpidana telah dicabut untuk selama-

% Jtan Remmelink, Op. Cit, him 488, Lihat juge Konsep KUMP tahun 2008, Pasal
GO ayat (3}
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lamanya. Lagipula akan menjadi tidak logis apabila dalam ketentuan vang lain
telah membatasi hakim untuk memberikan bukuman penjara maksimal [ima belas
tabun ataw dua pulub tahun apabila terdapst alasan pemberat. Disisi lain pidana
penjara seumur hidup tidak berarti apabila terpidana telah menjalani pidana
penjara paling kurang tujuh belas tahun dengan berkelakuan baik, maka terpidana
dapat diberikan pembebasan bersyarat, Terlepas dari beberapa persoalan tersebut.
Pidana penjara seumwur hidup telah bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu
sendiri, yakni sebagai upaya resosialisast terpidana.

Pidana penjara dalam wakiu itertentu hendaknya dijadikan sebagai
kesempatan vang tepat aniuk merchabilitasi terpidana sehmgoa dia dapat menjadi
lebih baik dan akhirnya dapat kembali ketengah-tengah masyarakat. Oleh karena
itu perlu ditegaskan kembali bahwa pidanz penjara harus dijalankan dengan
sistemn pemasyarakatan dalamn konteks resosialisasi.

Pidana tutupan merupakan cara pelaksapaan pidana penjara yang bersifat
istimewa (bfzondere strafinedaliteil), jenis pidana ini tidak diancamkan secara
khusus dalam perumusan suatu tindak pidana. Pertimbangan penjatuban pidana
tutupan didasarkan pada motf dard pelaka tindak pidana, yaitu karena maksud
yang patut dihormat. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidang
politik. ®® Tindak pidana yang mengakibatkan sanksi pidana tulupan yakni
berkenaan dengan pelanggaran, kejahatan-kejzhatan yang tidak menghilangkan
martabat pelaku sebagal orang bermoral.”’

Pidana pengawasan bersifat  non-cusiodial, probation. Pidana im
merupakan alternatif dari pidana penjara dan ditwjukan bukan untuk findak pidana
vang berat sifatnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun,
Pidana pengawasan ini dijatuhkan oleh hakim dengan memperhatikan keadaan
dan perbuatan ferpidana. Umummya dijatuhkan kepada orang yvang pertama kali
melakukan kejahatan (Frst offender’, dengan pidana pengawasan paling lama tiga
tahun. Pengawasan ini dilakukan olch Balal Pemasyarakatan Direkiorat

“B  ihat Rancangan KUMP tahun 2008, Pasal 78
Jan Remmeiink, Lo¢. Cit, him 477
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Pemasyarakatan pada departernen yang bertanggungjawab di bidang hukum dan
HAM.

Lama pengawasan dapat diperpanjang, apsabila terpidana melanggar
hukum, dan dapat diperpendek apabila selama menjalani pidana pengawasan,
terpidana menunjukan kelakuan yang baik. Diperpanjang atan diperpendek
diputuskan oleh Hakim Pengawas.*”

Pidana denda merupakan pidana pokok yang tidak termasuk dalam
katogori penderitaan fisik sebagaimana pidana penjara. Pidana denda menjadi
pidana yang measih dianggap efektif dalam mepanggulangt kejabatan dan
sekaligus mencegahnya, walaupun masih terdapat kekurangan dan kekelirvan
karena efektivifas pidana ini akan sangat dipengarubi oleh perkembangan
ekonomi dan lalu lintas uaug.m

Pidana denda ditentukan dengan minimal Rp. 15.000,00 (lima belas ribu
rupiah)}, apabila tidak ditentukan minimum khusus, dan maksimal pidana denda
ditentukan dengan kategori 1 sampai kategort V1, yaitu

1) Kategori I, Rp, 1.500.800,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2) Kategori 11, Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3} Kategori 1, Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

4} Kategori IV, ®p. 75.000.000,60 (tujuh puloh [ima juta rupiah)
5} Rategori V, Rp. 300.000.000,00 {tiga matus juta mgxah)

6) Kategort VI, Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiahy "

Perumusan secara kategori dimaksudkan agar: diperoleh pola yang jelas
tentang maksimum denda vang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana; dan
iebih muda melakukan penyesuaian, apabila terjadi perubaban ¢konomi dan
moneter.

Selain manusia, badan hukurm misaloya korporasi juga termasuk subiek
hukum pidana. Sehingpe korporasi dapat saja melakukan tindak pidana, oleh
karena itu korporasi juga dapat dimintal pertanggungjawaban pidana, Jenis pidana
denda terasa lebih efekiif untuk dikenakan kepada korporasi yang melakukan
kejahatan. Hanya pidana denda bagi korporasi lebih besar dibandingkan dengan

e o foid, Pasal 77 /d 79
*® vosmil Anwar & Adang, Op. ¢, iim 164
% Lihat Rancangan KUHP tahun 2008, Pasal 80 ayat (3
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orang sebagai pelaku findak pidana, bahkan telah ditentukan bahwa pidana denda
bagi korporasi minimal adalah pidans denda kategont IV yakni Rp. 75.000.000,00
(tujuh puluh lima juta rupiah),**

Dalam penjelasan mengenai pidana denda, ditegaskan kembali bahwa
tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana
denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata’®?
Kemampuan seseorang akan memepengaruhi efektifnya pidana denda. Pidana
denda yang sama akan sangat berbeds efekiifoya bagi ferpidana yaug berbeda.
Bagi seorang pengusaha kaya dipidana denda Rp. 15.000,00 akan tidak sengat
efektf baginva, dia akan dapat melekukan tindak pidang yeng sama dan
membayar denda yang sama berapa puluh kalipun. Tetapi bagi seorang pengamen
jalanan yang dipidapa denda Rp, 15,000,00 merupakan hal yang sangat berat
untuk dibayar olehnya. Qleh karena itu sangat berrnanfaat apabila “pidana denda
harus sefalu diatur menurut kekayaan pelaku pelanggaran” % Dilain pihak

Menurut Bentham, ada tiga keuntungan dari pidana denda, yaitu mudah
divkur, memenubi fujusn pemidapaan, dan berfungsi sebagai ganti mgl bagi
pihak-pihak yang dirmugikan. Mamun, herus diingat bahws pidana denda justrn
paling tidak memadai apabila jumlabnya sudah tetap.®® Akan sangat tidak efektif
apabila sebuah kerporasi multinasional yvang keuntungannyva sampai triliyunan
rupiah pertahun dipidana denda roaksima! Rp. 3.000.000.600,00 (tiga milyar
rupiah), karena korporasi tersebut telah melakukan ilfegal Jogging, pencemaran
lingknngan dan pencucian uang, bagi korporasi tersebut pidana denda tiga milyar
rupiabh tidaklah memberatkan, Justru disinilah saleh satu faktor tidak efektifnya
pidana denda dalam mewujudkan tujuan pemidanaan denda itu sendiri ™

Pidana kega sosial (dienstveriening} merupakan jenis pidana baru yang
diatur dalam Rancangan KUHP ini. Apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak
{ebih dari 6 (enam} bulan atau pidana denda tidak lebth dari pidana denda kategori

% 1hid, Pasal 80 ayat (6)

% 1hid, Pasal 81

5 Jeremy Benthar, Loo. Cif., him 382

304 mhid

%% vesmil Anwar & Adang, Loe. Cit, bim 167
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I, maka pidana tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial dengan tetap

mempertimbangkan beberapa aspek :

a) Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;

b) Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

c) Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala

hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;

d) Riwayat sosial terdakwa;

¢) Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;

f) Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan

g) Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.’®

Terpidana yang menjalani pidana kega sosial, tidak dibayar karena
sifatnya sebagai pidana (work as a penalty), oleh karena itu pelaksanaan pidana
ini tidak mengandung hal-hal yanp bersifat komersial. Dalam hal ini perlu
diperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau
kegiatan lain yang bermanfaat.

Pengaturan pidana kerja sosial ini akan sangat membantu terpidana untuk
bermasyarakat, selain itu masyarakat akan terbiasa menerima terpidana dalam
kehidupan mereka, sehingga setelah selesai menjalani pidana kerja sosial ini,
diharapkan terpidana dapat diterima dan dapat menjadi lebih baik di tengah-
tengah masyarakat.

Mengenai pidana mati, yang dalam Rancangan KUHP dijadikan sebagai
pidana khusus, yakni sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
Mengayomi masyarakat dijadikan sebagai alasan untuk melegalkan pidana mati.
Apakah pidana mati dikatakan perlu untuk mencabut kekuatan seorang pembunuh
agar tidak mengulangi perbuatannya itu? Maka, dengan alasan yang sama, kita
harus membinasakan orang gila dan kalap, yang menjadi sumber segala ketakutan
masyarakat, Bila kita bisa melindungi did terhadap orang gila dan orang kalap,
mengapa tidak terhadap pembunuh?*%’

Mengenai pidana mati yang tidak efektif dan irasional telah banyak
dibahas dalam bab tiga. Intinya adalah pembaharuan KUHP seharusnya tidak

memasukan pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana walaupun hanya

%8 | ihat Pasal 86 Konsep KUHP Tahun 2008
%7 Jeremy Bentham, Op. Cit, him 393
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sebagai pidana khusus, sebagal suatu alternatif, karena dengan pemberlakuan
pidana mati tersebut, akan muncul sistem hukum pidana yang tidak koheren,
bertentangan, menggabungkan kekerasan dengan kelemahan, tergantung pada
suasana hati sang hakim, dari satu circuit ke circuit yang lain berbeda-beda,
kadang haus darah, kadang tidak ada hukuman sama sekali.*®

Pidana mati sebagai pidana vang bersifat khusus justru bukan sebagai
pidana yang paling berat melainkan pidama yang paling ringan yang akan dijalani
oleh terpidana dan yang dilaksanakan oich nepara Kedua belah pibak, yakni
terpidana dan pemberi pidana dengan tidak ﬁzemperdtﬂikan tanppungiawab
masing-masing yang tmbul akibat kejahatan memilih pidana mati sebagai
alternatif untuk menghindad isnggungjawabnya. Jika dilibat dari fujuan
pemidanaan sebagaimans telsh diuratkan diatas maka dapat segera disimpulkan
bahwa pidana mati edalah penghambat ierbesar dalem mencapal apa yang menjadi
tujuan pernidanaan sekaligus apa yang menjzdi tujuan sosial itu sendirl,

Keempat tujuan pemidanaan menjadi terbantahkan dan fidak ada manfaat
lagi ketika pidana mati dijatubkan kepada pelaku kejahatan. Tak akan ada lagi
pembinaan yang harus dilakukan oleh negara dan dengan demikian tak ada
keserapatan lagl bagi terpidana onntuk meningkatkan kesadaran moralnya agar
menjadi agen moral ditengah kebidupan sosial. Oleh karena itu, pidana mati
sebaiknyva tidak dipakat lagi sebagal salab satu jenis pidana baik pokok ataupun
bersifat khusug karena tidak mendatangkan manfaat yang besar bagi terwujudnya
kebahagiaan sosial,

Selain pidana pokok, hakim dapat menjatubkan pidana tambahan. Namun
pidana tarmbahan ini bersifat fakultatif, hakim bebas menggunakan atau tidak
menggunakan pilikan tersebut’” Jika tindak pidana hanya disncam dengan
pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan,*°

Pidana tambshan berupa pemernuhan kewajiban adat selempat dan/atau
kewajiban menuret hokum yang hidup dalam masyarakat dapat dijatubkan oleh
hakim untuk dijalani oleh terpidana walaupun tidak diatur atau tercantum sebagat

%8 ibid, him 354
2 Jan Remmelink, Op. Cit, him 480
3% Rancangan KUHP tahun 2008, Pasal 57 ayat (1)
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arcaman dalam romusan tindak pidapa. Hal ini dimaksudkan agar dapat
mengembalikan keseimbangan dalam wmasyarakat yang terganggo karena
dilakukannya suatu tindak pidana

Terjadinya suatu tindak pidana bukan hanya semata-mata terjadinys snate
perbuatan vang menurut undang-undang pelaku tersebut dapat dipidana,
melainkan terjadinya suatu tindak pidana mengakibatkan kehidupan masyarakat
terganggu, nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakatpun dilanggar, Dalam
kasus-kasus tertenty dimana norma-norma moral dalam masyarakat masth cukup
kuat, sanksi pidana menurut undeng-ondang seringkali dirasa tidak cukup.
Pemenuhan kewaiiban adat atau agama tertentu seringkali dirasa cukup adil oleh
masyarakat sebagai benfuk sanksi yang dapat mengembalikan keharmonisan alam
dengan masvarakat atav keharmonisan Tuban dengan manusia. Namun perlu
diperhatikan bahwa pemenuhan kewajiban adat atau agama sebagai bagian dalam
sistem pemidanaan, harus tetap memperhatikan standar dan nilai-nilai universal
khususnya Pancasila untuk {etap menjaga keadilan bagi terpidana.

Apakab tindakan sebagai sanksi pidana atau tidak? Jika kita masib
berpendapat bahwa pemidanaan itu berfungsi untuk memberikan penderitaan bagi
terpidana, maka akan sangat konfradiktif apabila kita melihat tindakan yang
diberikan kepuda terpidana. Apakah merapakan hal yang sangat mendenta apabila
ada scorang terpidana vang telah dinvatakan bersalah tidak dibawah ke penjara
melainkan dibawa ke panti rchabilitasi? Tetapl itka kita berpendapat bahwa
pemidanaan tto harus memberikan efek positif atau dapat bermantaat baik bagi
pelaku itu sendiri dan bagi masyarakat urnumnya, maka kita akan menyetujui
putusan hakim untuk menempatken terpidana di panti rehabilitasi dan lgin
sebagainya untuk dirawat, Tindakan ini dianggap sebagai obat vang tepat dalam
mencegah kejshatan,

Bagi orang gila atau orang yang tidak dapat memepertanggungjawabkan
perbuatannya, tindakan perawatan di rumah sakit jiwa adalah sanksi pidana yang
dianggap efekiif. Pemberian pidana pokok atauw lainnya tidak tepat karena
terpidana tidak dapat imsyaf dari kesalabannya dan tidak dapat menyadari akan

pentingnya tanggungiawab sosial.
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Semua jenis sanksi pidana ini akan sangat bermanfaat apabila dapat
mencegah kejahatan dan dapat memberikan kebahagiaan yang lebih besar bagi
masyarakat seria mendatangkan kebaikan bagi terpidana. Sebaliknya, akan
menjadi tidak efektif apabila penderitaan akibat adanya suaty kejahatan tidak
dapat diminimalisir oleh sanksi pidana tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum
harus mampu dan dapat meramuy sanksi-sanksi pidana itu menjadi ramuan yang
tepat untnk dijalani terpidana sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat
dan terpidana ity sendiri.

Apapun jenis sanksi pidana den dengan takaran bagaimanapun yang akan
dijalani oleh terpidana, hendaknya dapat menjadikan terpidana ssbegal warga
masyarakat yang berguna, karena keseluruban sistem (pemidanaan) bertujuan
untak mengembalikan terpidana ke dalam magyarakat dalam keadaan fidak lebih
. buruk, bahkan seharusnya lebih baik, dibandingksn pada saat ja malai
menjalaninya.*’! Oleh karena itu meramu pidana sebagai obat yang tepat dalam
menyembubkan terpidana dari penyakit jahatnya harus benar-benar tepat dan
sesual dengan ifskaraonya. Agar mempermudab proses ramuan inl maka
hendaknya hakim menggunakan pedomaan pemidanaan.

4.3.3 Pedomaan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP

Resosialisasi menekankan pada perlindungan bak asasi terpidana schingga
terpidana dapat menjalanl pidana tanpa ada pidana lpin selain keputusan
pengadilan, dan dengan adanya jaminan hak asasi tersebut, pemidanaan terhadap
narapidana dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat sehingga apa yang menjadi
tujuan dari pemidanaan yakni memasyarakatkan kembali para terpidana dapat
terwujud,

Resosialisasi sebagai tujuan pemidansan tidak hanya terwujud melalui
pidana penjara dengan sistern pemasyarakatan schagaimana telah diuratkan diatas,
melainkan dapat juga diwujudkan lewat jenis prdana yang lain, seperti kerja
sosial, berbagai jenis tindakan dan bahkan pelepasan bersyarat. Namun ini semua
juga harus dipagari dengan suatu pedoman pemidanaan,

1 J=n Remmelink, Log. G, him 471
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Pedoman pemidanaan bertujuan untuk terciptanya keadilan yang tidak
hanya keadilan untuk korban dan masyarakat, melainkan juga keadilan bagi
terpidana. Dengan adanya pedoman pemidanaan maka masalah pemberian pidana
tidak akan sembarangan dan tanpa dasar yang jelas, pedoman ini akan menjadi
pertimbangan yang lebih efektif dalam mengambil keputusan pidana yang tepat.

Masalah pemberian pidana itu adalah masalah kebebasan hakim, namun
hukum positif kita sekarang ini tidak memberi pedoman secara pasti. Kebebasan
hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga
memungkinkan tegjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan
mendatangkan perasaan tidak sreg {ombehaaglijk) bagi masyarakaf. Maka
pedoman pemberian pidana dalam KUHP sangat diperfukan, sebab ini akao
mengurangt ketidaksamaan tersebuf, meskipun tidak dapat menghapuskannya
sama sekali.*'? |

Berdasarkan pada prinsip individualitas dalam pemidanaan, perancang
{elah memasukan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim
uyntuk menetapkan pidana yang efektif dan bermanfaat tersebut. Pedoman
pemidanaan yang dimaksud adalah sebagai berilout :

a) Kegalaban pembuat tindak pidana;

by Motif dan fRijvan melakukan indak pidana;

¢} Sikap batin pembuat tindak pidana;

d) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;

e} Cara melakukan tindak pidans;

f)} Sikap dan tindakan pembuat setelah membuat tindak pidana;

¢} Riwayat hidup dan keadaan sosiel dan ckonomi pembuat tindak
pidana;

h} Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

i} Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

1) Pemaafan dari korban dan/atau keluarpanya; dan/atau

&) Pandangan mesyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan >

Pedoman ini dapat ditambah oleh hakim karena pasal ini tidak bersifat
Iimitatif. Pedoman ini akan sangat membantu hakim untuk menentukan berat
ringannya atau takaran vang tepat dalam menjatubkan sanksi pidana. Dengan

2 Sudartn, Hukum dan Hukam Pidana, Alumni, Bandung, 1977, bim 61
3 ibid, Pasal 55 ayat (1)
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demikian diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat
dipahami oleh masyarakat maupun terpidana itu sendiri.”"

Apabila regosialisasi lebih menitikberatkan pada kepentingan narapidana
maka pedoman pemidanaan inl sangat dipengaruhi oleh prinsip individualisasi
dalam pemidanaan, dimana pidana dapat dijatuhkan kepada terpidana apabila
hakim tclah memperhatiken secara lengkap segala kondisi, sikap, perasaan,
pikiran yang dialami oleh terpidana pada saat sebelum, sedang, dan sesndah
melakukan kejahatan, hal ini sangat penting agar dapat dirumuskannya pidana
yang sesuai dan adil untuk mongobati sekaligus menambah kekebalan tubuh dari
dorongan jahat untuk melakukan kejshatan lagi. Konsekuensi digunakan pedoman
pemidanaan ini, adalah hakim dapat saja menjatuhkan pidana yang tdak
seimbang atau setimpal dengan pe:buatannyaam Schingea hakim merasa bahwa
dengan adanya pedoman pemidanaan ini akan membatasi kebebasannya dalam
mengambil keputusan pidana yang adil.

Tentunys, pedoman pemidanaan ind justra Hdak membatasi kebebasan
hakim dalam pemberian pidana. Satu-satunys vang membatasi hakim adalah
anjuran untuk memperhatikan apa yang menjadi tujuan pemidanaan yang lebih
mengarah pada pembinaan terhadap parapidana. Bahkan dalam Pasal 55 ayat (2),
menyatakan dengan fegas bahwa seseorang boleh jadi tidak dipidana atan
dikenskan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan,
bal ini dapat teyjadi dengan didasarkan pada ringannys perbustan, keadaan pribadi
pembuat, atan keadasn pada waktu dilakukan perbuatsn atan yang terjadi
kemudian. Ketentuan ini disebut “recterlijke pardon” atsu pemberian maaf oleh
hakim.

Maksud adanya “recterlifke pardon’”, akan mempermudah resosializast
narapidana, dengan memperhatikan pribadi orang yang melakukan tindak pidana
berdasarkan pedoman pemidanaan ini, hakim dapat menyatekan bahwa orang
tersebut benar-benar telah melakukan tindak pidana, paroun karena pertimbangan-
pertimbangan dalam pedoman pemidanaan hakim dapat membebaskannya dan

4§ inat Penjelasan Rancangan KUHP tehun 2008, Pasal 5 ayat (1)
% | inat Sudarts, Op. O, him 80
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segala tuntutan pidana. Namun sekali lagi ini hanya bertujuan agar terpidana dapat
kembali ketengali roasyarakat dan hidup lebih baik (resosializsi) tanpa perlu
meminum segala jenis obat pidana,

Resosialisasi Sebagai..., Ferlansius Pangalila, FH Ul, 2009
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KESIMPULAN DAN SARAN

51  Kesimpulan

Sistem pemidanaan di Indonesia yang sementara berjalan saat ini masih
belum menunjukan dengan jelas dalam KUHP, apa sebenarnya yang menjadi
tujuan pemidanaan. Tetapi sebenarnya dengan mengamati keseluruhan KUHP
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan yang ada lebih bersifat
retributif, dimana pidana dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan,
oleh karena itu tidak mengherankan kalau pidana yang dijatubkan terkesan
mengerikan, yakni pidana mati, pidana penjara, atau pidara denda. Hal ini
berlangsuag sejak zaman kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka dan bahkan
sampai dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyrakatan.

Namun dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimaksud,
bukan berarti persoalan pemidanaan telah selesai. Justru dengan adanya undang-
undang tersebut, kita memiliki standar yang jelas dalam memperlakukan
narapidana. Dengan mudah dapat dikatakan mana perlakuan yang benar dan mana
yang tidak, karena dalam undang-undang tersebut telah dicantumkan prinsip-
prinsip dalam melakukan pemidanaan. Dengan menggunakan standart tersebut,
akan terlihatlah bahwa ada banyak persoalan yang menjadi masalah penting yang
harus diperhatikan dalam pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan yang ada
sebagian besar dihuni oleh narapidana yang berasal dari golongan ekonomi lemah.
Para pelaku street crimes, yang kebanyakan secara kualitas intelektual sangat
dibawah (kebanyakan berpendidikan rendah). Hal ini sering terjadi sebagaimana
disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa “semakin kecil seseorang
(secara ekonomi dibawah garis kemiskinan) semakin kecil kejahatannya akan
semakin besar kemungkinan orang kecil tersebut dipidana, sedangkan semakin
besar seseorang semakin besar kejahatannya akan semakin kecil kemungkinan
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untuk dipidana”. Tentunya hal ini membawa dampak pada periakuan terpidana
secara tidak adi] sehingga apa yang menjadi filesofi pemasyarakatan ity sendin
tidak berjalan sebagaimana scharusnya.

Bimbingan terhadap narapidana masih belum berjalan dengan baik hal ind
mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan justru menjadi sekolah para penjahat
untuk saling menukar ilmu kejahatan mereka dan lebih parah lagi, Lembaga
Pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat yang paling aman untuk melakukan
kejahatan (Jocus delicti), misalnya peredaran narkoba.

Beberapa residivis menjadikan pemjara sebagai tempat beristirabat,
pemidanaan yang mereka jalani, mereka anggap merupakan keputusan untuk cuil
dari pekerjaan jahat mereka. Hal yvang berbabaya dalam resosialisasi adalah ketika
kejahatan iclah memberikan kebahagiaan lebih besar dibandingkan penderitaan
akibat kejahatan tersebut. Karena pelaku kejahatan akan sering melakukan
kejahatannya sebingga pidana penjara seakan tidak efektf lagi.

Faktor lain yang menyebabkan {idak efektifnya lembaga pemasyarakatan
karena para pengelolanya magibh belum maksimal meleksanakan tugasoya
sebagaimana mestinya. Kebanyakan para sipir fidak memahamd apa yang menjadi
filosofi adanya lembaga pemasyarakatan, mereka melaksanakan sistemn
pemasyarakatan dengan pemikiran yang justru bertentangan dengan sistem itu
seadiri. Para sipir masih menganggap narapidana itu seorang terhukum yang harus
menjalani penderiiaan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan penderitean ifu
justru dengan sengaja dibuat-bust dengan memberikan hukuman fisik {ambahan
yang tidak efeldif.

Penderitaan terpidana seakan iidak akan pernah berakhir, tidak sedikit
narapidana justro meninggal dunia dalam lembaga pemasyarakatan karena tidak
terkontrolnya kesehatan narapidaua tersecbut. Makanan yang tidak bergizi,
penghuni yang evercrowded, serta minimnya fasilitas kesehatan di dalam penjara
memperbesar kemungkinan dideritanya berbagai penyakit oleh terpidana,

Jika dilihat dari faktor-faktor ini, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban
negara untuk melindungi hak-hak narapidana tidak berjalan dengan baik babkan
terkesan tidak ada sama sekali. Oleh karena itn filosofi pemasyarakatan
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sebagaimana dianut dalam sistern pemidanaan di Indonesia tidak berjalan
sebagaimana mestinya, bahkan dapat dikatakan sedang menuju kegagalan.

Dlengan kondisi sepertt yang telah diuraikan diatas, sudab sepantssnya
terjadi perubahan dalam pemidanaan itu sendiri, perubahan dalam tataran
pemikiran sampal dengan talaran praktis pemidanaan itu. Dalam tataran pemikiran
altermatif lain yang harus digunakan dalam pemidansen adalh mencoba
meninggalkan pemidanaan yang dilandasi oleh paham Retributivisme, dimana
pemidanaan diberikan karena telah terjadi kejahatan, oleh karena it negara wajib
meridana siapapun yang melakukan tindak pidana, satu-satunya alasan seseorang
dipidana karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Landasan pemikiran
ini harus mengalami perubshan kearsh yang lebih bermanfaat, pemidavaan harus
memberikan efek posfiif demi kebatkan publik. Pemidanaan tidak hanya sekedar
memberikan penderitaan, {afapi bagaimana masyarakat dapat dilindungi.

Perlindungan masyarakat melalui pemidanzan mendorong para penegak
hukum vntuk dapast merumuskan sistem pemidanaan yang lebih bersifat mencegah
kejahatan, sehingga pemidanaan itu lebih ditujukan agar terpidana dapat merubah
prilakunya dan  berkomitment dengan penuh kesadaran untuk tidak akan
melakukan kejahatan lagi, dilain pihak anggota masyarakat yang lain lebih
memilib untuk tidak melakukan kejahatan karena akibat dari kejahatan lebih
buruk dibandingkan dengan tidak melakukan kejahatan, dengan demikian apa
vapg menjadi tujuan masyarakal dapat terwwjud. Sistem pemidangan ini
merupakan  sistern  pemidanaan yang  berlandasakan  pada  pemikiran
Utilitarianisme.

Aliran ini awalnya berasal dari pemikiran moral di Inggris, dengan tokoh
utamanya yakni Jeremy Bentham (1748-1832) melalui bukunya yang sangat
terkenal “An Introduction fo the principles of Moral and Legislation” yang
dipublikasikan pada tabun 1789. Bentham menggunakan Utilitarianisme sebagai
dasar etis untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana,

Semua tindakan manusia adalah benar sejanh memajukan kebahagiaan,
dimana kebshagiaan berarli mengalami aikmat dan bebas dad perasaan sakit.
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Dengan demikian, mengusahakan nikmat atau bahagia dan menghindari rasa sakit
merupakan norma dasar moralilas menurut stilitarianisme.

Bahagia menurat pabam  utilitarianisme tidak  berartl  tidak  ada
pengurbanan, tetapi pengurbanan ini tidak diminati demi didnys sendir,
melainkan demi kebahagiaan orang lain. Sehingga tolok ukur moralitas
utilitarianisme bukan kebahagiaan si pelaku saja melainkan kebahagiaan semua.

Dalam perspekiif ufilitarianisme, sefiap orang lebih  menghendaki
kebshagiaan dan berusaha umtuk menghindari penderitaan. Sefiap orang akan
bertindak sedemikian yupa agar dirinya mengalami kebahagiaan, tetapi alangkah
lebih baik bahwa tindakan scseorang dapat mendatangkan kebshagisan bagi
begitu banyak orang. Oleh karera ito manfaat vang paling besar darl susto
tindakan seseorang adalah tindakan tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi
jumlah besar manusia. '

Utilitarianisme sebagal dasar pemikiran moral dikembangkan oleh Thon
Stuart Mill (1806-1873), dan kaum uiilitarianisme setelalinya. Jhon Stoart Mill,
mepyempurpakan pandangan Bentham dengan menghubunghkan asas manfaat
dengan keadilan. Mill berpendapat babwa pemidangan ftu ada karena demi
keadilan. Pandangan Utilitarianisme ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan
dan perundang-undangan Inggris sepanjang pertengahan abad kesembilanbelas,®'®
dan bshkan masih mempengaruhi sistem pemidanaan dibeberapa negars deogan
varfast-variasinya, yakn:: Pencepahan (Deferrence), Peniara dan stigmatisasi
(Imeapacitation), dan Rehabilitast (Rehabilitation). Dalam konteks pemidanaan,
teori utilitarian memiliki karakteristik seperi yang dirinci oleh Karl O,
Christiansen®” sebagai berikut ;

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);

b. Pencegahan bukan tijuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk
mencapat twjuan yang lebih tinggi yaitu kesejahieraan masyarakat;

¢. Hanya peclangaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalabkan
kepada si pelakn saja (misal karena sengaia atan culpa) yang memenuhi
syarat untuk adanya pidana;

3% Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Baraf, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-
Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, Pustaka Peigjar, Yogyskaria, 2002, him 1008
7 vial int dapat dilihat dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teor dan Kebijakan
Fidana, Alumni, Bandung, 1984, hm 17
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d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagal alat untuk

pencegahan kejahatan;

¢. Pidana melihat ke muka {bersifat prospektify, pidana dapat mengandung

unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan atau uasur pembalasan
tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan
untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Hukum itu sendiri merupakan refleksi dar moralitas masyarakat®'®
Prilaku masyarakat selalu dalam koridor moral, baik dalam kategori moralitas,
imoral, maupun amoral. Oleh karena iu hukum merupakan proyveksi nilai-nilai
moral dalam masyarakat. Proyeksi nilai-nilai moral ini tercermin lewat berbagai
norrea hukum tertulis yang mengatar prifaku manusia dalam pergaulan sosialnya.
Oleh karena itu hukum merupakan kesepakatan tindakan morzl dalam kehidupan
sosial vang dipositifkan oleh yang berwenaog untuk ditaati oleh scluruh demi
terwujudova kehendak umum yakni kebahagiaan sosial. Hukum harus kongruen
denpan nilai moral dalem masyakat, apabila hukum dilepaskan dari unsur moral
maka hukum hanya sederetan ataran yang tidak bermanfaat dalam kehidupan
sosial.

Hukum menimbulkan sanksi hukum, dan hukum pidasa memiiiki sanksi
pidana, vang dalam prosesnya disebut pemidanaan. Pemidansan merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari hukum, oleh karena i pemidanaan juga ada
demi terwniudnyva kebahagiaan sosial. Masalsh pemidanaan merupakan masalah
hukum dan masalah hukum merupakan masalah moral, masalah moral ini menjadi
masalah sosigl, Oleh karena itu perlu diselaraskan apa yang menjadi tujuan sosial
fuga merupakan tujuan pemidanaan, karena tujuan akhir atau tujuan viama dari
politik kriminal 1alah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakatfm

Pemidanaan haros didukung oleh logika atan akal yang baik dan tak
herpihak pada kepentingan individual atau kelompok tertent (bersifat universal},
hal ini penting demi adanya keadilan bapgi setiap pihak. Dengan demikian

M8 Liarkristuti Harkrisnowo, Pengaturan Mengenai Sanksi Fidana Dalarr R-KUHP
Dalam Perspektif Marn, dalam Komnas HAM & ali, Catatan Seminar, Pembarvan KUHFP :
Meninjau kembali bentuk-benfuk hukuman daftam RUU-KURP, Bandung, 2008, hins 56

"9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkernbangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencang, Jakarta, 2008, him 2
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pemidanaan tidak hanya berfunpsi sebagai sarana perlindungan masyarakat dan
kejahatan melainkan rmelalui pemidanaan, terpidana dapat merubah prilakunya
dan mau berkomitment secara sadar untuk hidop bermasyarakat dan menjadi
kontributor positif dengan bersedia menialani hidup sebagal agen moral. Oleh
karena fungsi tersebut, pemidanaan harus bertujuan agar terpidana dapat hidup
kernbali sehagaimana mahluk sosial yang hidup ditengah masyarakat,

Kesadaran moral akan sangat diperlukan oleh terpidana untouk tojuan
tersebut, oleh karena itu pemidanaan ini harus dirumuskan sebagat suatu proses
kesadaran moral. Proses ind bisa sungguh menyakitkan bagf orang-orang tertentu,
tetapi jika berhasil, 2kan memperoleh manfast yang lebih besar bagi kehidupan
sosial dan keadilan yang sesungpuhnya akan dapat diwujodkan.

Dalam kehidupan sosial, ada tindakan manusia justru mengakibatkan
penderitaan bagi korban dan masyarakat, Masyarakat menilai bahwa tindakan
tersebut mepupakan suatu tindakan vang tidak bermoral {imoral), tindakan ini
merupakan kejahatan, karena tindsken ini mengakibatkan penderitaan bagi
masyarakat. Tindakan ini mengakibatkan apa vang menjadi tujnan masyarakat
tidak mudah watok dicapai. Oleh karena ity masyarakat butuh tindakan yang tepat
untuk mencegah terjadinya kejahatan tfersebut. Pemidanaan dipilih sebagai
alternatif terakhir dalam menyelesatkan magalah pidana. Tetapi didasarkan pada
nital-nilai moral, moka pemidanaan forscbut tidak  dimaksudkan  untok
memberikan penderitaan vang lebih besar daripada yang dislami oleh korban dan
masyarskat. Melainkan pemidanaan im dirwmuskan sedemikian rupa sehingga
terpidana dapat menyadari kesalahannya dan mau untuk hidup ditengah-tengah
masyarakat sebagai agen-agen moral dalam meningkatkan kebahagiaan sosial.

Jika dilihat dan wralan distas, maka dipastikan dengan jelas bahwa
narapidana yang kembali ketengah-fengah masyarakat dengan kesadaran moral
dan bersama dengan anggota masyarakat yang lain mewujudkan tujuan
masyarakat yakni kebahagiaan sosial adalah lebih baik dibandingkan dengan
mendera atan memberikan penderitaan selama menjalani pidana sebagai bentuk
balas dendam. Dengan demikian, Pemidanaan yang dikehendaki adalah
pemidanaan yang dijalankan dengan sistem perlindungan dan pemenuban hak
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asasi dan pembinaan (erpidana, schingga dapat menjadi orang yang berguna
ketika kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sistem pemidanaan yang menjamin akan perlindungan hak asasi dan
pembinaan terpidana adalah sistem pemidansan yang tujuasnya adalah
resosialiasi. Resosialisast merupakan upaya rasional dalam mencegah kejahatan
dengan cara memberikan pengetahuan atau kesadaran kepada terpidana sehingga
dia dapat menyadari akan kejahatan yang dilakukanoya dan bersedia untuk
memperbaiki kembali kesalahan yang dilakukannya dengan menjadi agen moral
ditengah masyarakat. Selain itu resosialisasi juga merupakan sarana uniuk
melindungi hak asasi navapidana.

Resosialisasi tidak hanyva sckedar untuk mencepah kejahatan vang dapat
dilakukan kembali oleh ferpidana atan mencegah masyarakal agar tidak
melaknkan kejahatan yapg sama atau kejshatan lainnya, melainkan resosialisasi
lebih sebagal proses komunikasi yang berdampak pada kesadaran moral dalam
kehidupan sosial. Kesadaran moral inilah yang fustru mencegah kejahatan secars
efektif.

Dengan meiihat berbagat rpacam perangkat hukum baik nasional maupun
internasional, resosialisasi telah didenpunpkan sebagai suate alternatif terbaik
untuk dijdikan sebagal salah satu twjusn pemidanaan. Di Indonesia sendiri
penghargaan terhadap HAM termasuk hak asasi narapidana telah dengan jelas
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnya pada pasal 28 D ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakvan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,
Selain itu juga dapat dilihat dalam Pasgal 28 Layat (1) -

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudek, hak untuk diskui sebagsd
pribadi di hadapan hukum, dan bak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlake surut adalah hak asasi manusia vang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apa pun”
Pasal 28 [ ayat (5), memperkuat adanya undapgundang mengenai
perlindungan terhadap hak asasi parapidana :
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“Untak menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesua dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Undang-Undang No. 12 Tabhun 1995 tentang Pemasyarakatan telah
mempertegas akan adanye jaminan perlindungan hak asasi narapidana, sehingga
narapidana vang masuk lembaga peroasyarakatan adalah menjalani hukuman
bukan untuk dihukum. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat warga binaan
pemasyarakatan untuk dibina sesvat dengan sistem pemasyarakatan. Sistem
pemasyarakatan adalash suah tatanan mengenai arah dan batas, serta cara
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembipa, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemagyarakatan agar menyadad kesalahan,
memperba&kz diri, dan tidak mengulangt tindsk pidana sehingga dapat dilerima
icemba}z oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembanguaan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab,™

Dalam pandangan infernasional, resosialisasi merapakan hal yang sangat
penting, dengan demikian perlindungan hak asasi dan pembinaan narapidana
schingga narapidana dapat hidup dengan baik lagi ditengah-tengah kehidupan
sosial harus dijamin dengan berbagal perangkat intemnasional. Standard Minimum
Rules For The Treatment of Prisoners, merupakan suatu statnta internasional yang
disepakati oleh Kongres PRBB Pertama mengenai Pencegaban Kejahatan dan
Perlakuan terhadap para Pelanggar, yang disclenggarakan di Tenewa pada tahun
1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomt dan Sosial dengan Resolusi 663 C
{XTV) 31 Juli 1957 dan Resolust 2076 (LXTD) tanggal 01 Mei 1977, Siatuta ind
dikenal dengan istilah statuta Jenews. Pemikiran Dr. Saharjo mengernal
Pernasyarakatan, tidak menutap kemungkinan dipenganuhi oleh statuta ini,

Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners rmengatar
prinsip-prinsip dasar lembaga pemenjaraan yang hars meminimalkan berbagai
perbedaan diantara kehidupan dalam penjara dengan kehidupan yang bebas,
Sebagaimana dalam perangkat hukumn nasional, hal-hal itu yakni mengenai

% Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (2)
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pencatatan identitas dirt narapidana, kategori-kategori penempatan narapidana,
akomodasi, kebersihan pribadi, pakaian narapidana dan tempat tidur, makanan,
pelayanan keschatan, dan lain-lain, distur dalam Standard Minimum Rules i,
misalnya, dalam hal pemberian pakaian, perléengkapan tidur, ketersediaan obat-
obatan dan petugas medis serta masalah sanitasi dan ventilasi kamar ataun sel
narapidana. Dalam standar minimum roles in, secara tegas menyebutkan “hak
yang hilang daripada narapidana/tabaman hanyalah hak atas kebebasan, Akan
tetapi hak-hak lain yang melckat pada dirinya barus tetap diberikan selama
mereka menjalani masa pidana/masa tahanannya™.

International Covenant On Civil And Political Rights, sebagaimana telah
di ratifikasi oleh negara Indonesia melalwi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005
Tentang Pengesaban Iternotional Covenant On Civil And Pelitical Rights
{Kovenan Tentang }Eiakw}{ak Sipil Dan Politk). Pasal 10 Kovenan fersebut
mempertegas akan perlindungan hak asasi narapidana yakni:

1) Setisp orang vyang dirampas kebebasannya wajib diperdakuvkan secara
manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada dini
manusiag

2} Tersangka, kecuali dalam keadasn-keadsan vang sangat khusus, harus
dipisahikan dari orang vang iclah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda
sesual dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;

3} Terdakwa di bawah umur barus dipisahken dad orang dewssa dan secepat
muogkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan;

4) Sistem pemasyarakatan harus memiliki fujuan utama memperbaiki dan
melakukan rehabilitasi dalarm memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah
unur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesual dengan usia
dan status hukum mereka,

Dengan  melihat  perangkat-perangkat  hukum  baik  nasional  dan
internasional, maka resosialisasi scbagai fujuan pemidanaan dengan maksud
perlindungan hak asasi dan pembinaan narapidana semakin dapat diterima sebagai
tujusn pemidanzan yang logis dan bersifat universal. Dengan demikian sudah
tepatlah apabila di Indonesia menggunakan resosialisasi sebagai  tujuan
pemidanaan.

21 Linat international Covenant On Civif And Political Rights, sriicle 10
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Pembaruan pemidanaan tentunya dipengaruhi dan mempengaruby berbagai
faktor, antara lain persoalan pemidanaan dalam konteks legalitas dan living low,
persoalan pemidanaan berdasarkan norma agama dan adat, kemudian persoalan
pemidanaan berdasarkan norma universal, dimana telah terjadi perkembangan
dalam pemikiran mengenai pemidanaan khususnya fujuan pemidanaan, dan
perkembangan HAM.

Dalam Rancangan KUHP tahun 2008, Pasal 54 ayat {1} menyatakan
babwa tujuan pemidanaan adalah:

ay mencegah dilakukennya kejahatan denpan mencgakan norma bukum
demi pengayoman masyarakat;
b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna;
¢) menyelessikan konflik yang ditimbulkan oleh keiahatan, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
d3 membebaskan rasa bersalah pada terpidana’ >

Tujuan pemidanaan diatas adalah rumussn vang labir dad berbapai
pemikiren hukum pidana. Twjuan yang periama sampai ketiga dipengarubi oleh
pandangen utilitarter. Tujuan yang pertama yakoi mencegah atau “delerrence™.
Tujuan yang kedua yakni memasyarakatkan terpidana merupakan konsep yang
dimaksud oleh Resosialisasi dengan sistem Rehabilitasi dalam istilah ultilitarian.
Sedangkan tujuan yang ketiga lahir dari pemikiran Restorative.

Tentunya tujuan pemudanaan adalah watuk mencegah keiahatan melalui
ketaatan terhadap norma-norma hukum pidana agar masyarakat dilindungi dan
narapidana dapat dibina dengan baik, Dan dalam pentahapan pemidanaan diatas
baik menjalani pidana sebagaimana putusan pengadilan yang telah mengalami
kekuatan hukum tetap ataupun menjalani akibat dari perubahan atau penyesuaian
pidana, akhimya selalo berakhir dimana terpidana kembali ketengah-tengah
masyarakat untok mewujudkan tjuan sosial, yakni kebahagiaan sosial,

Dengan demikian fujuan pemidanasn yang dieout dalam Rancangan
KUHP tahon 2008 Iehih cendrung ke arah Utilitarianisme dengan menggunakan

Resosialisast sebhagal tujuan pemidangsan vang paling utamz sebagaimana dengan

*2 | ihat Rancangan KUMP tahun 2008, Pasal 54 ayat (1)
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jelas dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (1} b, yakni: “memasyarakatkan terpidana
dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna’.

3.2 Saran

Dalam pembarnan KUHP, hendaknya nilai-nilai yang skan dijadikan
scbagai norma hukum pidana, berswber dari nilai-nilal yang ada dalam
masyarakat, schingga hukum tersebut akan menjadi cermin dan nilai-nilai yang
ada didalam masyarakat. Namun dalam mengintepretasikan nilai-nilal tersebut
untuk dijadikan norma hukum positif, hendaknya [egislator mengguoakan filter
Pancasila dan pilai-nilai universal, Nilai-nilai moral yang diangkat menjadi norma
positif hukum pidana dapat diterima secars rasional dap tentunya karena menjadi
norma positif hukum pidana secara nasional, norma tersebut tidak terkesan
berpihak pada kelompok masyarakat tertentu. Le-gisiator harus memegang prinsip
utama moral yakni “prinsip utilitas”. Legislator harus merilih nilai-nilai moral
mana yang hendak akan diadopsi kedalam hukum positif’ agar dapat berlaka
secara nasional dan efektif. Dengan demikian nilai moral yang masuk akal dan
tidak memihak kelompok manapun (universal} serta dapat diprediksi skan
membawa kebabagiaan yang sangat besar dalam masyarakat nilal moral
tersebutlah yang dipilih.

Pemidanaan mempunyal tujuan yang lebih mulia dardi  sekedar
menghukwn, pemidansan merupakan upaya rasional umiuk mencegah kejahatan,
dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan peclindungan hak axasi
serta pembinaan narapidana. Narapidana menjalani pernidanaan bukan hanya
sekedar menghabiskan waktn menikmati penderitaan dalam penjara, melainkan
menggunakan waktu tersebut unfuk menyadari kesalabannya dan akhimya
berkomitmen untuk tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dengan demikian
hendaknya segala program pembinaan didalam lembsgas pemasyaraskatan harus
segera di tingkatkan kualitasnya dan lebih sesuni dengan kebutuhan narapidana,
karena dengan adanya program pembinaan yang efektif tersebut narapidana akan
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memiliki modal yang cukup yang nantinya akan dimanfaatkan olehnya kelak
ketika kembali ketengah-tengah masyarakat.

Dalam mewujudkan resosialisasi sebagal fujuan pemidanaan segala
aspekpu harus mendukung, penegak hudamun khusesnya hakim harus memabami
betul apa yvang menjadi tujuan permidanaan terlebibh resosialisasi sebagal tujuan
pemidanaan. Dengan adanya pemahaman ini hendaknya hakim tidak sembarangan
menjatubkan pidana, padahal kita tahu bersama bahiwa pidana itu bagaikan obat
yang harus ditelan oleh terpidana agar dia sembub dar sakit jahat yang
dialaminya, sehingga kalau hakim justru salah membenkan obat, maka sudah jelas
terpidana tidak akan sembuh malahan jahatnya bisa lebih parah misalnya dengan
menjadi residivis. Kalau obat itu terlalu keras seperti pidana mati atau pidana
penjard seumur hidup, maka pemidanaan itu fidak dapat lagi disebut sebagas
upaya pencegahan kejahatan melainkan sebagai sarana terbaik uwntuk melakukan
kejahatan yang legal. Oleh karena itu hakim juga tidak boleh merasa hebat karena
kekuasaan untuk memidana ada ditangannya, hakim joga perlu untuk memahami
hak asasi manusiz termasuk hak asasi terpidana. Selain itu, khusus untuk Hakim
Penpawas dan Pengamat agar supaya menjalankan tugas dan wewenangnya
sebaik mungkin karena dengan fungsi tersebut narapidana akan dapst dikontrol
dan diperhatikan apakah pidana yang dijatnhkan padanya efektif atao tidak,

Hakim zkan lebih memutuskan pidana penjara hasya untuk kejabatan-
kejabhatan vang dikategorikan serius yakni segala jenis kejahatan/tindak pidana
yang diancam dengen pidana penjara lima tahun keatas (dalam REKUHP tahun
2008 yakni kejalratan yang diancam dengan pidana penjara diatas tujuh tahun).
Denpgan berkurangnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan akan semakin
berimbang  jumlah Petugas Pemasyarakatan dengan Warga Binaan
Pemasyarakatan, dengan demikian pengawasan akan semakin mudah dan
terkendali sebagaimana pemasyarakatan vang baik. Akibetnya pembinaan akan
sangat efektif karena bersifat individual dan sering dilakukan.

Khusus untuk Petugas Pemasyarakatan, tidak ada manpsia yang sempurna,
tetapt hendaknya petugas pemasyarakatan harus lebih baik dari sepi moral
dibandingkan narapidana. Dengan demikian petugas pemasyarakatan akan
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menjadi panutan yang baik yang akan diikuti oleh narapidana karena orang akan
mengikuti prilaku orang lain yang sering berkomunikasi dengannya. Akan
menjadi bahan cemoohan dan bahkan tidak baik dalam proses pembinaan apabila
petugas pemagyarakatan lebih buruk dibandingkan narapidana. Untuk menutopi
kekurangan terscbut hendaknya juga dibuat program pelatthan HAM serta
pembinaan bagi petugas pemasyarakalan sccara rutin dan berkala. Petugas
Pemasyarakatan baros memahami  filogofis pemidanasn yang berfujuan
regosiatiasi, Semua hal ini diperlukan demi berjalanannya sistem pemasyarakatan
sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan yang melindungi hak asast narapidana.

Narepidapa adalah manusia yang sama seperti penegak hukum, yang
membedakannya hanyalah sejarsh hidup masa lalu dan kondisi kekinian yang
dialami. Sehingga narapidana juga memilikd hak-hak dan pilai-nilai vang
mendasar sebagaimana laysknya manusia vaog Jain. Dengan demikian hendaknya
dalam praktek pemicdanaan, perfakuan penegak hukum dan masyarakat terhadap
narapidana sebagaimana layaknya manusia pada wnmumnya. Depgan dasar inilah
maka pemidanaan bertojuan “memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna® dapat diwujudkan.

Masalah yang ada dalar Lembaga Pemasyarakatan seperti over capasity,
dan lain-lain, harus diperhatikan dan menfadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Pemberiakuan RKUHP tahun 2008 semakin cepat lebih baik, karens dengan
demikian akan segera berlakn berbagal ketentuan sanksi pidana dan tyjuan
pemidanaan yang bisa menjawab masalah-masalall permnidanaan tersebut, yakni
adanya pidana kerja sosial, pidana pengawasan, rehabilitasi atau
pendidikan/pelatihan, disamping pidana denda dan pidana bersyarat lainnya. Jika
segala hal i dapat diatasi, maka resosializast sebagat tujuan pemidanaan akan
sangat mudah diwujudkan.

Hal yang sanpat penting dalam konicks pemasyarakatan nntuk terciptanya
resostalisasi sebagal tujuan pemidanaan, adalah perlu diadakan berbagai macam
peraturan yang konkret mengenai resosialisast sebagai tujuan pemnidanaan, jangan
hanya sekedar meratifikasi berbagai perangkat internagional mengenai
perlindungan hak asasi narapidana, tetapi juga dengan inisiatif legislasi, dapat
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dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan baik
secara landasan filesofis maupun praktis dalam pasal-pasal, sehingga bangsa
Indonesia memiliki tyuan pemidanaan yang logis dan universal demi

terwayndnya kebahagiaan sosial.
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